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Salam hormat, 
Syukur alhamdulilah, Jurnal Penelitian Hukum Volume 1 Nomor 3 Mei 2012 
kembali hadir di hadapan para pembaca. Tidak berbeda dari edisi sebelumnya, pada edisi 
kali ini, Jurnal Penelitian Hukum memuat 9 (sembilan) hasil penelitian dari berbagai 
masalah hukum yang kadar aktualitas dan faktualitasnya sangat beragam dengan latar 
belakang peneliti yang juga beragam. 
Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum ini diharapkan mampu menjadi langkah kecil 
dalam usaha menata pembangunan hukum dan diharapkan kelak menjadi salah satu dari 
sekian banyak sumber rujukan bagi banyak kalangan, khususnya bagi praktisi, akademisi, 
dan pemerhati masalah hukum. 
Tak lupa, redaksi mengucapkan terima kasih kepada para peneliti yang tulisannya 
dimuat dalam terbitan ini. Akhir kata, semoga kehadiran jurnal ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca. Untuk itu, demi perbaikan di edisi-edisi berikutnya, masukan serta kritik yang 
membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan. 
Semoga usaha kita direstui oleh Allah Yang Maha Kuasa. 
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TERJADINYA ABORTUS PROVOKATUS KRIMINALIS
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Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
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Abstract
This study aimed to perceive the occurance development of Abortus Provocatus 
Criminalis in Makassar in the last five years (2006-2010), the supervision carried out by 
the Indonesian Medical Council could prevent the occurance possibility of the Abortus 
Provocatus Criminalis , and the application of criminal legal sanction could give impact 
psychologically and could suppress the occurance  of Abortus Provocatus Criminalis. 
The results of the research reveals that there is an increase of the abortus cases that 
occurring in Makassar city, there are 18 cases for the last five years. The police work as 
maximal as possible to arrest the Abortus doers which later the cases will be delivered to 
the office of the counsel for the Prosecution and be settled in the court of law. However, 
the health professions themselves have conducted the supervision by the Indonesia 
Medical Council for the abortion actions which are carried out by doctors,midwives, 
nurses or paramedics by socializing the dangers of the abortion actions. 
Keywords: Medical Liability, Abortus Provocatus Criminalis
Abstrak
 Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan terjadinya Abortus 
Provokatus Criminalis di Kota Makassar dalam 5 Tahun terakhir (2006–2010), 
pengawasan yang dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dalam membendung 
kemungkinan terjadinya Abortus Provokatus Criminalis, serta penerapan sanksi hukum 
pidana berpengaruh secara psikologis dan menekan terjadinya Abortus Provokatus 
Crimininalis. Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan kasus abortus yang 
terjadi di kota Makassar, terdapat 18 kasus selama 5 tahun terakhir. Pihak kepolisian 
bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan pelaku aborsi yang nantinya kasus 
ini diserahkan di kejaksaan dan diselesaikan di pengadilan. Namun dari pihak profesi 
kesehatan sendiri telah dilakukan pengawasan oleh Konsil Kedokteran Indonesia 
untuk segala tindakan aborsi yang dilakukan oleh dokter, bidan, perawat atau tenaga 
kesehatan dengan memberikan sosialisasi tentang bahaya dari tindakan aborsi. 
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Medis, Abortus Provocatus Criminalis
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PENDAHULUAN
Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat essensial sifatnya untuk 
menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi negara indonesia adalah negara 
hukum, yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat negara harus berdasar hukum, serta 
setiap warga harus mentaati hukum. Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks 
dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang 
perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa 
pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat ataupun 
aturan-aturan yang bertendensi untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan 
dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum. Pelanggaran yang 
terjadi merupakan realitas dari keberadaan manusia yang tidak bisa menerima aturan-
aturan itu secara keseluruhan.
Kalau hal semacam itu terus dibiarkan berlarut-larut dan kurang mendapat perhatian, 
maka akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu 
ketertiban umum.Salah satu jenis pelanggaran yang biasa terjadi dalam masyarakat yang 
bertentangan dengan kaidah moral, etika dan agama terlebih lagi terhadap peraturan 
hukum yang tertuang dalam KUHP adalah pengguguran kandungan yang biasa disebut 
Abortus.
Abortus provokatus atau yang lebih popular di Indonesia disebut aborsi adalah 
suatu kejahatan dengan fenomena gunung es. Kasus-kasus pengguguran kandungan 
banyak ditemukan di masyarakat, namun yang diproses di tingkat Pengadilan hanya 
sedikit sekali. Hal tersebut antara lain disebabkan sulitnya para penegak hukum dalam 
mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret pelaku abortus provokatus ke “meja 
hijau”. Realitas seperti ini dapat dipahami, karena aborsi tidak memberikan dampak yang 
nyata sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang secara riil dapat diketahui akibatnya. 
Aborsi baik proses dan hasilnya lebih bersifat pribadi, sehingga sulit dideteksi. 
Masalah abortus atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, 
keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi 
bahan bahasan yang menarik serta dilema yang saat ini menjadi fenomena sosial. Abortus 
Provokatus merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang 
tidak diinginkan, tetapi juga cara yang paling berbahaya. Abortus Provokatus Kriminalis 
adalah Abortus Provokatus yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang 
tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan Abortus 
Provokatus tersebut. Abortus Provokatus Kriminalis merupakan salah satu penyebab 
kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang. Abortus (pengguguran 
kandungan) merupakan masalah yang cukup pelik, karena menyangkut banyak aspek 
kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan agama serta hukum.
Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, pengguguran kandungan yang semata 
dimaksudkan merusak atau membunuh janin termasuk dalam pengertian tindak pidana 
kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana diatur dalam BAB XI  Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). 
Melihat ketentuan Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 dan Pasal 299 KUHP, 
sanksi pidana dapat dikenakan kepada orang yang melakukan dan yang menganjurkan 
pengguguran kandungan serta wanita hamil yang dengan sengaja menyebabkan 
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pengguguran kandungan. Agar lebih efektif, perbuatan kejahatan abortus yang sulit upaya 
pembuktiannya, pembuat undang-undang mengatur masalah tersebut dalam Pasal 299 
KUHP sebagai langkah yang bersifat preventif.
Semua abortus, tanpa memandang alasan-alasannya, merupakan suatu tindakan yang 
dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, masalah pengguguran 
kandungan tampak terpendam dan tanpa gejolak. Namun demikian, praktik pengguguran 
kandungan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab berjalan 
terus secara gelap. Bahkan akhir-akhir ini media massa menulis tentang pengguguran 
kandungan yang dilakukan tenaga medis. Praktik abortus sudah bukan rahasia lagi, 
terutama sebagai akibat dari semakin meluasnya budaya pergaulan bebas dan prostitusi 
dewasa ini. Juga dengan semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan diluar nikah dan 
multiplikasi keragaman motivasi. Hal tersebut pada gilirannya mendorong orang-orang 
tertentu cenderung menggugurkan kandungan sebagai solusi untuk menghilangkan aib.
Sebenarnya, tindakan menggugurkan kandungan sebagaimana tersebut di atas dapat 
dicegah, terutama jika kalangan medis secara kokoh berpedoman pada kode etik kedokteran 
dan hukum yang berlaku di Indonesia serta sumpah dokter yang di ucapkannya. Asumsi 
tersebut dapat dibuktikan melalui Kode Etik Kedokteran yang termuat dalam Pasal 3 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 4341 Men.Kes/SK/X/1983 yang menegaskan bahwa, 
“dalam melakukan pekerjaan kedokterannya seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh 
pertimbangan keuntungan pribadi”. Hal ini kemudian diperkuat dalam Pasal 10 peraturan 
yang sama, yaitu, “setiap dokter harus senantiasa mengingatkan kewajiban melindungi 
hidup makhluk insan.” Demikian juga isi lafal sumpah dokter yang tertuang dalam 
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun l960 yang menyebutkan, “saya akan menghormati 
setiap hidup insani mulai saat pembuahan.”
Hadirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), 
juga mengupas masalah abortus. Hal tersebut tertera dalam Pasal 15 ayat (1) yang 
menentukan sebagai berikut: “Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan 
jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu”. Mencermati 
penerapan Pasal 15 UU Kesehatan, terdapat kesan telah dilakukan legalisasi tindakan 
abortus. Kurangnya wawasan para dokter dan pemahaman atas isi pasal ini dapat berdampak 
negatif, dalam arti, seakan-akan para dokter memperoleh kewenangan untuk melakukan 
perbuatan melawan hukum, yakni abortus yang dilarang oleh pasal-pasal dalam KUHP.
Maraknya aborsi di masyarakat dapat dilihat dari data-data yang antara lain 
disampaikan oleh Federasi Perkumpulan Keluarga Berencana Internasional yang 
menyebutkan bahwa setiap tahun lebih dari 15 juta gadis berusia 15-19 tahun mengalami 
kehamilan diluar nikah, 5 juta diantaranya melakukan abortus.1 Di Indonesia diperkirakan 
setiap tahun dilakukan sejuta abortus provokatus tidak aman. Data kongkrit yang ditulis 
oleh Muhammad Faisal dan Sabir Ahmad, menunjukkan perkiraan setiap tahun di Indonesia 
terjadi 16,7 sampai dengan 22,2 abortus provokatus perseratus kelahiran hidup. Selama 
dalam satu dekade terakhir tahun 2000 sampai 2009 kasus-kasus abortus provokatus di 
Indonesia yang tergolong spektakuler dan berhasil diungkap serta diselesaikan lewat jalur 
hukum, hanya kasus abortus provokatus di Jakarta Utara pada tahun 2007 dan kasus abortus 
provokatus di Surabaya pada akhir tahun 2008. Terbongkarnya kasus abortus provokatus 
1  Data diperoleh dari Federasi Perkumpulan Keluarga Berencana Internasional.
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di Jakarta diawali dengan ditemukannya sebelas jasad janin di bawah jembatan Warakas 
pada bulan November 2007. Penemuan jasad tersebut amat mengejutkan dan sempat 
menjadi bahan berita berskala nasional. 
Adapun ketentuan yang mengatur mengenai pengguguran kandungan atau abortus 
tersebut, yaitu tertuang dalam Pasal 346, 347,348 dan 349 KUHP. Pasal 346, menyebutkan:
Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau 
menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama–lamanya empat tahun.
Pengguguran kandungan (abortus) atas bantuan seorang dokter atau ahli kandungan 
atau tenaga kesehatan dengan pertimbangan demi keselamatan ibu yang sedang hamil, 
secara yuridis adalah perbuatan yang tidak melanggar hukum, bahkan dibenarkan oleh 
Undang-Undang. Lain halnya bila kandungan digugurkan atau dimatikan karena alasan 
malu dan takut akan aib keluarganya, teman sejawatnya dan lebih luas lagi masyarakat 
sekitarnya, maka tindakan semacam inilah yang dilarang oleh aturan hukum pidana. 
Dengan demikian pelaku pengguguran kandungan telah melakukan perbuatan melanggar 
hukum. Artinya perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kesalahannya.
Pengguguran kandungan tanpa didasarkan pertimbangan medis, perbuatan yang 
demikian dalam hukum pidana disebut Abortus Provokatus, melanggar norma hukum, 
norma kesusilaan dan norma agama, sehingga pelakunya harus dihukum sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih dari separuh (104,6 juta orang) dari total penduduk Indonesia (208,2 juta 
orang) adalah perempuan. Namun, kualitas hidup perempuan jauh tertinggal dibandingkan 
laki-laki. Masih sedikit sekali perempuan yang mendapat akses dan peluang untuk 
berpartisipasi optimal dalam proses pembangunan. Tidak heran bila jumlah perempuan 
yang menikmati hasil pembangunan lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Hal itu terlihat 
dari semakin turunnya nilai Gender-related Development Index (GDI) Indonesia dari 
0,651 atau peringkat ke 88 (HDR 2008) menjadi 0,664 atau peringkat ke 90 (HDR 2010). 
GDI mengukur angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi murid sekolah, 
dan pendapatan kotor per kapita (Gross Domestic Product/GDP) riil per kapita antara laki-
laki dan perempuan. Di bidang pendidikan, terdapat perbedaan akses dan peluang antara 
laki-laki dan perempuan terhadap kesempatan memperoleh pendidikan. Menurut Susenas 
2009, jumlah perempuan yang berusia 10 tahun ke atas yang buta huruf (14,1%) lebih 
besar daripada laki-laki pada usia yang sama (6,3%).2
Angka Kematian Ibu (AKI) menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 
pada tahun 2004 masih cukup tinggi, yaitu 390 per 100.000 kelahiran. Penyebab kematian 
ibu terbesar (58,1%) adalah perdarahan dan eklampsia. Kedua sebab itu sebenarnya dapat 
dicegah dengan pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care/ANC) yang memadai. Walaupun 
proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melakukan ANC minimal 1 kali telah mencapai 
lebih dari 80%, tetapi menurut SDKI 2004, hanya 43,2% yang persalinannya ditolong oleh 
tenaga kesehatan. Persalinan oleh tenaga kesehatan menurut SDKI 1997, masih sangat 
rendah, di mana sebesar 54% persalinan masih ditolong oleh dukun bayi. Namun tidak 
semua kehamilan diharapkan kehadirannya. Setiap tahunnya, dari 175 juta kehamilan 
yang terjadi di dunia terdapat sekitar 75 juta perempuan yang mengalami kehamilan 
2  Sebagaimana dikutip dari data yang dikeluarkan oleh GOI & UNICEF, 2010.
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tak diinginkan. Banyak hal yang menyebabkan seorang perempuan tidak menginginkan 
kehamilannya, antara lain karena perkosaan, kehamilan yang terlanjur datang pada saat 
yang belum diharapkan, janin dalam kandungan menderita cacat berat, kehamilan di luar 
nikah, gagal KB, dan sebagainya. 
Ketika seorang perempuan mengalami kehamilan tak diinginkan, diantara jalan 
keluar yang ditempuh adalah melakukan upaya aborsi, baik yang dilakukansendiri maupun 
dengan bantuan orang lain. Banyak diantaranya yang memutuskan untuk mengakhiri 
kehamilannya dengan mencari pertolongan yang tidak aman sehingga mereka mengalami 
komplikasi serius atau kematian karena ditangani oleh orang yang tidak kompeten atau 
dengan peralatan yang tidak memenuhi standar. Keputusan untuk melakukan aborsi bukan 
merupakan pilihan yang mudah. Banyak perempuan harus berperang melawan perasaan 
dan kepercayaannya mengenai nilai hidup seorang calon manusia yang dikandungnya, 
sebelum akhirnya mengambil keputusan. Belum lagi penilaian moral dari orang-orang 
sekitarnya bila sampai tindakannya ini diketahui. 
Abortus Provocatus dapat terjadi karena adanya bantuan orang lain, berarti orang yang 
membantu akan dikenakan pula hukuman sesuai kualitas keterlibatannya sebagaimana 
yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 56 KUHP.
Para ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti ahli agama, ahli hukum, sosial dan 
ekonomi memberikan pandangan yang berbeda terhadap dilakukannya abortus buatan. Ahli 
agama melihatnya dari kaca dosa dan mereka sepakat bahwa melakukan abortus buatan 
adalah perbuatan dosa. Begitu pula dengan ahli ekonomi, mereka sepakat bahwa alasan 
ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan dilakukannya pengguguran 
kandungan. Demikian halnya dengan negara-negara di dunia, pada umumnya setiap 
negara memiliki undang-undang yang melarang dilakukannya abortus buatan meskipun 
pelarangan tersebut tidak bersifat mutlak. 
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian mengidentifikasi rumusan masalah sebagai 
berikut:
1. Bagaimana perkembangan terjadinya Abortus Provokatus Kriminalis di Kota Makas-
sar dalam 5 Tahun terakhir (2006-2010)?
2. Sejauhmana penerapan sanksi hukum pidana berpengaruh secara psikologis dan 
menekan terjadinya Abortus Provokatus Krimininalis?
METODE PENELITIAN
Tipe Penelitian
  Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe normatif dan empiris yaitu 
kombinasi dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis empiris:
a. Penelitian hukum normatif adalah penelitian bahan pustaka atau data–data sekunder 
yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang–undangan dan 
bahan hukum sekunder seperti hasil–hasil penelitian, buku–buku yang berkaitan 
dengan hasil penelitian ini, dan sebagainya.
b. Penelitian Hukum sosiologis/empiris adalah penelitian terhadap data primer di la-
pangan atau terhadap masyarakat.
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Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden den-
gan menggunakan standar pertanyaan serta pengisian kuisioner secara langsung, 
yaitu:melakukan wawancara terhadap pelaku delik abortus,pihak organisasi profesi 
dokter itu sendiri, pihak kepolisian, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan 
Negeri Makassar
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara 
menelaah literatur, serta peraturan perundang–undangan yang erat hubungannya 
dengan objek penelitian ini.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Abortus Provokatus Kriminalis di Kota Makassar dan Faktor 
Penyebabnya
Delik abortus provokatus adalah perbuatan tercela dikategorikan sebagai kejahatan 
yang diatur dan diancam pidana bagi orang yang melakukannya, karena itu pelaku delik 
abortus provokatus selalu berusaha untuk tidak diketahui orang lain, terutama pihak yang 
berwajib (polisi), agar tidak diproses menurut hukum pidana yang berlaku.
Berdasarkan data yang dihimpun penulis dari Kantor Polrestabes Kota Makassar, 
diketahui bahwa selama kurun waktu dan tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 telah 
terjadi 18 kasus delik abortus provocatus, mengakibatkan meninggalnya wanita hamil 
yang menggugurkan kandungannya sebanyak 5 orang.
Dengan demikian, wanita hamil yang menggugurkan kandungannya yang masih 
hidup tetap diajukan sebagai tersangka, demikian pula halnya dengan orang lain yang 
membantu (turut serta) sehingga terjadi penguguran kandungan. Berkenaan dengan telah 
terjadinya delik abortus provokatus dihubungkan dengan ajaran kausalitas keturutsertaan 
pelaku dalam delik abortus provokatus, maka pihak kepolisian mengusahakan mensplit 
(memisahkan) kedudukan tersangka menjadi 18 perkara, sebagaimana dalam tabel 
dibawah ini.
Tabel 1. Jumlah Delik Abortus Provocatus di Kota Makassar
Tahun 2005-2010
Tahun
Delik Abortus Provocatus
Jumlah Persentase (%)
Kasus Meninggal Dunia
2005 2 1 2 11, 11
2006 2 1 2 11, 11
2007 1 - 1 5,56
2008 6 2 6 33,33
2009 5 1 5 27,78
2010 2 - 2 11,11
Sumber Data: Kantor Polrestabes Kota Makassar, Tahun 2011
Tabel tersebut di atas, memberikan gambaran tentang jumlah delik abortus provokatus 
selama 5 tahun terakhir yang terjadi di Kota Makassar.Berdasarkan data diatas, terlihat 
jumlah kasus delik abortus provokatus yang terjadi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 
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2010 yaitu sebanyak 18 kasus.
Apabila diperhatikan jumlah kasus abortus provokatus dengan banyaknya korban 
yang meninggal dunia, ternyata tindakan pengguguran kandungan umumnya mengancam 
keselamatan jiwa orang yang melakukan pengguguran kandungan, yakni sebanyak 5 
orang wanita hamil meninggal dunia akibat pengguguran kandungannya.Delik abortus 
provokatus tersebut, pada umumnya tidak dilakukan dengan sendiri oleh wanita hamil, 
tetapi terjadinya pengguguran kandungan karena adanya inisiatif dan bantuan atau turut 
sertanya orang lain untuk melakukan pengguguran kandungan seorang wanita hamil. 
Kesemuanya itu telah diproses dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Makassar, 
untuk dibuatkan surat dakwaan atau requisatoirnya. 
Data Kejaksaan
Berdasarkan data yang diperoleh penulis selama penelitian, ternyata berkas perkara 
hasil penyelidikan Kepolisian khusus untuk kasus-kasus delik abortus provokatus tidak ada 
yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Kepolisian karena alasan kurang 
lengkap. Hal ini berarti pihak Kepolisian di Kota Makassar berhasil mengungkapkan 
siapa pelaku, dimana dan kapan delik dilakukan serta alasan-alasan sehingga orang itu 
melakukan delik abortus provokatus khususnya di Kota Makassar.
Untuk mengetahui jumlah delik abortus provokatus yang dilimpahkan Polrestabes 
ke Kejaksaan Negeri Makassar, dengan kualifikasi dakwaan sebagaimana dalam tabel 
sebagai berikut:
Tabel 2. Data Tentang Dakwaan Tersangka Pelaku Delik Abortus Provokatus 
di Kola Makassar dari Tahun 2005-2010
Tahun Terdakwa Melanggar Pasal Jumlah Ket.
346 347 348 349
2005 - - 2 - 2 -
2006 2 - - - 2 -
2007 1 - - - 1 -
2008 - 2 2 2 6 -
2009 1 1 2 1 5 -
2010 - - 1 1 2 -
Sumber Data: Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, Tahun 2011
Berdasarkan data dalam tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui mereka 
yang didakwa melanggar Pasal 346 KUHP sebanyak 4 orang yakni wanita hamil yang 
menggugurkan kandungannya, sedangkan tersangka pelaku delik abortus provocatus 
melanggar Pasal 347 KUHP sebanyak 3 orang, yakni laki-laki yang menyebabkan 
terjadinya kehamilan atas diri wanita yang melakukan abortus provocatus.
Kemudian mereka yang didakwa melanggar Pasal 348 KUHP sebanyak 7 orang, 
diantaranya 3 orang adalah pacar wanita hamil dan 4 orang lainnya adalah dukun yang 
melakukan pengguguran kandungan. Tersangka yang didakwa melanggar Pasal 349 
KUHP sebanyak 4 orang, yakni dukun beranak yang melakukan tindakan pengguguran 
dan kepadanya oleh jaksa patut dikenakan pemberatan.
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Berdasarkan keterangan Andi Muldani Fajrin, selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri 
Makassar, bahwa:
“Semua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar larangan sesuai 
Pasal-Pasal yang didakwakan kepadanya sehingga dalam requisatoir Jaksa Penuntut 
Umum mengajukan tuntutan pidana bagi masing-masing terdakwa sesuai dengan 
tingkat kesalahannya, setelah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal 
yang memberatkan. Tuntutan pidana yang diajukan bagi terdakwa antara satu tahun 
sampai dengan lima tahun penjara, diperkurangkan selama terdakwa berada dalam 
tahanan, dan dituntut pula untuk membayar ongkos perkara.”
Memperhatikan penjelasan di atas, menurut hemat penulis bahwa kemampuan dari 
Penuntut Umum dalam penanganan kasus abortus provokatus maupun penerapan Undang-
Undang sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Oleh sebab itu, sebagai penuntut umum 
diwajibkan  untuk melimpahkan berkas perkara apapun juga yang diajukan  kepadanya  dan 
dirasa berkas perkara tersebut sudah memenuhi  syarat yang ditegaskan dalam KUHAP, 
untuk dilanjutkan dalam  persidangan di Pengadilan Negeri yang berwenang. 
Data Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri Makassar, memeriksa dan mengadili perkara khususnya perkara 
pengguguran kandungan (abortus) menurut hukum acara biasa, serta mengikuti tata tertib 
persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 KUHAP.
Surat dakwaan dijadikan sebagai dasar pemeriksaan, sedangkan tuntutan 
dipertimbangkan untuk kepentingan penjatuhan hukuman bagi terdakwa yang terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah menurut Pasal - pasal yang telah dilanggarnya. Kesalahan itu 
dibuktikan dengan alat - alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Atas 
fakta - fakta yang terungkap dimuka persidangan lalu pengadilan itu Causa Majelis hakim 
yang memeriksa dan mengadili perkara delik abortus provokatus menjatuhkan pidana 
penjara bagi terdakwa-terdakwa dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang 
meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
Di samping itu, majelis hakim berusaha menilai terbukti atau tidaknya unsur-unsur 
yang termuat dalam pasal - pasal yang didakwakan terdakwa, dengan cara mengkonfirmatir 
dan menghubungkan keterangan saksi-saksi (terdakwa danvisumet repertum).
Untuk mengetahui keadaan jumlah dan lamanya hukuman mengenai kasus delik 
abortus provokatus khusus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 
2005 sampai dengan tahun 2010, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 3. Data Pemidanaan Terdakwa Delik Abortus Provocatus di Kota Makassar
Tahun 2005-2010
Tahun
Lamanya Waktu Pemidanaan Terdakwa 
Jumlah
0-6 Bulan 6-12 Bulan 12-24 Bulan 24-36 Bulan 36 Bulan ke atas
2005 - - 2 - - 2
2006 1 - 1 - - 2
2007 - 1 - - - 1
2008 - 1 1 3 1 6
2009 - - 1 2 2 5
2010 - 1 - 1 - 2
Sumber Data: Kantor Pengadilan Negeri Makassar, Tahun 2011
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Data tersebut di atas, menunjukkan lamanya hukuman penjara yang akan dijalani 
terhukum terhadap pelaku delik abortus provokatus, karena terbukti secara sah dan 
meyakinkan telah melakukan delik pengguguran kandungan khususnya yang terjadi di 
Kota Makassar selama kurun waktu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011
Di antara 18 orang terhukum, ternyata ada 1 orang yang dijatuhi pidana penjara 
selama 6 bulan, kemudian 3 orang yang dijatuhi pidana penjara selama 6 sampai dengan 
12 bulan sampai dengan 24 bulan, dan tercatat 6 orang dijatuhi hukuman pidana penjara 
24 bulan sampai dengan 36 bulan, selanjutnya ada 3 orang terhukum dijatuhi pidana lebih 
dari 36 bulan pelaku delik abortus provokatus yang terjadi di Kota Makassar.
Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa kasus delik abortus 
provocatus yang diterima dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 berjumlah 18 buah 
kasus, sudah diselesaikan seluruhnya yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Negeri 
Makassar yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar. Hal inilah yang membuktikan 
bahwa aparat penegak hukum di Kota Makassar baik Penyidik, Penuntut Umum maupun 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah mampu menyelesaikan kasus abortus provokatus 
dalam setiap tahunnya.
Sanksi Pidana dan Psikologis terhadap terjadinya Abortus Provokatus Kriminalis
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. 
Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU 
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Pengecualian terhadap larangan 
melakukan aborsi diberikan hanya dalam 2 (dua) kondisi, sebagaimana yang diatur pada 
Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan sebagai berikut:
a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang 
mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/
atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi 
tersebut hidup di luar kandungan; atau
b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi kor-
ban perkosaan.
Namun, tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu pun 
hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan 
diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten 
dan berwenang. Selain itu, menurut Pasal 76 UU Kesehatan, aborsi hanya dapat dilakukan:
a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid tera-
khir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki 
sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. 
 Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi 
ilegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang menegaskan: 
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 3 Mei 2012397
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Pasal 194 UU Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga 
kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang 
dengan sengaja melakukannya.
Pada praktiknya, bila ada dokter yang melakukan aborsi, maka masyarakat dapat 
melaporkan dokter tersebut ke kepolisian untuk diselidiki. Selanjutnya, bila memang ada 
bukti yang cukup dokter tersebut dengan sengaja telah melakukan aborsi ilegal terhadap 
pasien(-pasien)nya, maka proses pidana akan dilanjutkan oleh penyidik dan jaksa sebelum 
melalui proses di pengadilan
Walaupun telah dilakukan tindakan tegas, namun akibat pergaulan bebas, masih 
banyak yang melakukan aborsi. Selain dampak fisik, wanita yang melakukan aborsi juga 
akan mengalami resiko berupa gejala psikologis yang dikenal sebagai ”Post Abortion 
Syndrome” (PAS) yang dikarakteristikkan dengan perasaan bersalah yang lama dan 
berkepanjangan, depresi, serta ketidakberfungsian fungsi sosial dan seksual.
Hal lain yang juga berdampak negatif dari segi psikologis adalah konsekuensi atau 
dampak secara psikososial seseorang yang telah melakukan aborsi. Adapun masalah 
psikososial yang cukup berdampak buruk yaitu masalah interpersonal setelah aborsi 
tersebut, misalnya permasalahan dalam hubungannya dengan diri sendiri, lingkungan 
sosialnya, misalnya pertemanan, dengan keluarga, dan dalam hubungan percintaan pada 
perempuan pelaku aborsi.
 Ketika seorang anak merahasiakan tentang aborsinya dengan orang tua mereka, 
hal itu akan menciptakan jarak antara dirinya dengan orang tua dan keluarganya. Hal itu 
juga didukung dengan pernyataaan Deveber bahwa perasaan malu dan takut merupakan 
motivator utama untuk terciptanya rahasia antara anak kepada orang tua. Hal ini termasuk 
takut untuk membuat orang tua kecewa. Bagaimanapun ia akan menyimpan rahasianya 
yang memalukan itu dan secara emosional menekan kemampuannya untuk menyelesaikan 
masalah.Apabila permasalahannya diketahui oleh keluarga, hal itu akan menimbulkan 
masalah lain yaitu perasaan rendah diri.
 Selain berdampak buruk terhadap hubungan dengan keluarga dan teman-temannya, 
aborsi juga berdampak buruk terhadap hubungan dengan pasangan. Hampir setengah 
perempuan yang melakukan aborsi mengaku bahwa keputusan mereka untuk aborsi 
adalah pengubah hubungan mereka dengan pasangan secara signifikan dan mengakhiri 
suatu hubungan pasangan, walaupun pasangan tersebut sudah menjalani hubungan yang 
stabil.
 Menurut sebuah penelitian yang menyatakan bahwa wanita yang memiliki 
hubungan yang cenderung stabil, setelah melakukan aborsi dilaporkan berpisah. Dari 80% 
kelompok pasangan yang berpisah, kebanyakan wanita yang berinisiatif untuk melakukan 
perpisahan dengan pasangannya. Hubungan setelah aborsi dilaporkan menjdai lebih 
buruk, dengan lebih banyak konflik dan kurangnya saling trust satu dengan lainnya.
Trust  merupakan suatu hal yang esensial  bagi sebuah hubungan untuk dapat 
terus tumbuh dan berkembang serta merupakan suatu fenomena yang dinamis yang 
terjadi secara intrinsik pada suatu keadaan yang alamiah, dimana trust merupakan hal 
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yang menyangkut masalah mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks 
sosialnya, misalnya ketika seseorang untuk mengambil suatu keputusan, ia akan lebih 
memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percayai 
daripada yang kurang ia percayai. Selain itu, abortus merupakan tindakan yang sangat 
merugikan dan menimbulkan efek samping yang berkepanjangan.
Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 03/Pid.B/2009/PN 
MKS tentang Abortus Provocatus 
Duduk Perkara
Terdakwa (Akbar Arsyad) tidak menerima kehamilan kekasihnya (Marwan 
Agustianti), karena hasil dari persetubuhan di luar nikah, lalu dengan kesepakatan dan atas 
izin kekasihnya, menyuruh seorang dukun beranak (Dg. Bollo) membantu menggugurkan 
kandungan kekasihnya Marwan Agustianti serta membayar ongkos yang diperlukan untuk 
mewujudkan niatnya menggugurkan (mematikan kandungan wanita kekasihnya.
Tindakan pengguguran kandungan dimaksud, mengakibatkan matinya wanita hamil 
(Marwan Agustianti) kekasihnya, sehingga Jaksa Penuntut Umum Mensplit (memisahkan) 
kualitas terdakwa dengan kualitas dukun beranak yang memberikan ramuan untuk 
gugurnya kandungan korban. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dukun beranak 
didakwa dalam perkara yang lain.
Dakwaan Penuntut Umum
Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa di depan sidang Pengadilan Negeri 
Makassar, dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 348 ayat (2) jo. Pasal 55 KUHP, 
sebagai berikut:
Bahwa ia terdakwa Akbar Arsyad pada hari Jum’at, 24 Oktober 2008, sekitar pukul 
15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 
bertempat di jalan Banta-bantaeng No. 19 Makassar, tepatnya di rumah saksi Dg. 
Bollo atau daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa dengan sengaja 
menyuruh melakukan atau mengutarakan maksud atau niat kepada saksi Dg. Bollo 
untuk menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita yang bernama 
Marwan Agustianti dengan izin perempuan tersebut dengan cara mengantar korban 
perempuan Marwan Agustianti ke rumah saksi Dg. Bollo, kemudian menyuruh saksi 
untuk menggugurkan kandungan/mematikan kandungan korban dan atas persetujuan 
saksi Dg. Bollo, maka pada malam itu juga korban bermalam di rumah saksi Dg. 
Bollo dan sekitar pukul 17.00 wita saksi Dg. Bollo mengeluarkan secara paksa 
dengan mengurut perut perempuan Marwan Agustianti dengan menggunakan minyak 
yang memakai ramuan jahe, serei, lengkuas, merica, ketumbar dan bawang merah 
kemudian memberikan minuman kepada korban berupa air yang sudah di jampi. 
Keesokan harinya sekitar pukul 21.00 wita saksi memasukkan ke alat kemaluan 
korban berupa batang jarak, setelah beberapa saat batang jarak tersebut  dicabut, 
maka kandungan perempuan Marwan Agustianti robek sehingga janin keluar dari 
dalam kandungan yang disertai dengan perdarahan, kemudian perempuan Marwan 
Agustianti merasa sakit sehingga korban diantar ke rumah sakit Labuang Baji oleh 
saksi Dg. Bollo dan pada hari itu juga perempuan Marwan Agustianti meninggal 
dunia sesuai Visum et Repertum dari Laboratorium llmu Kedokteran Kehakiman 
Fakultas Kedokteran Unhas;
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Atas perbuatan terdakwa yang menyuruh saksi Dg. Bollo untuk menggugurkan 
kandungan mengakibatkan perempuan Marwan Agustianti meninggal dunia;
Melanggar Pasal 348 ayat (2) jo Pasal 55 KUHP.
Tuntutan Penuntut Umum
Berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum 
mengajukan requisitoir atas diri terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
Terdakwa Akbar Arsyad bersalah melakukan tindak pidanaturut serta menyebabkan 
gugur/mati kandungan seorang perempuan yang menyebabkan perempuan itu mati 
sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke KUHP, karena 
itu menuntut agar terdakwa Akbar Arsyad dengan pidana penjara selama 2 tahun 
6 bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, menetapkan supaya 
terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
Pertimbangan Hakim
Pengadilan Negeri Makassar, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pidana ini 
memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut:
Menimbang, bahwa terdakwa berdasar surat dakwaan tanggal 30 Desember 2008 
di dakwa melanggar Pasal 348 ayat (2) jo. Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya 
sebagai berikut: 
a. Barang siapa turut serta; 
b. Dengan sengaja;
c. Menggugurkan kandungan seorang perempuan;
d. Dengan persetujuan perempuan tersebut; 
e. Mengakibatkan perempuan itu meninggal dunia.
Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan 
terhadap apa yang didakwakan maka Majelis akan menghubungkan keterangan 
saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat Visum et Repertum yang terdapat dalam 
berkas perkara untuk membuktikan unsur-unsur kejahatan yang didakwakan:
Ad.c. Dari keterangan saksi Djufri yang menjelaskan, saksi menanya istrinya Dg. 
Bollo setelah melihat terdakwa dan perempuan Marwan Agustianti berada di rumah 
istrinya mengatakan bahwa perempuan Marwan Agustianti akan menggugurkan 
kandungan, dihubungkan dengan keterangan saksi Dg. Bollo yang mengatakan 
pada tanggal 25 Oktober 2008 dan tanggal 26 Oktober 2008 sekitar jam 21.00 wita 
saksi mulai lagi menggugurkan kandungan Marwan Agustianti dengan menusuk 
kemaluan Marwan Agustianti dengan batang jarak yang telah direndam dengan 
airpanas, kurang lebih 1 jam korban Marwan Agustianti merasa sakit perut dan tidak 
lama kemudian keluarlah darah bersama janinnya dari perut Marwan Agustianti, 
dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa 
datang ke rumah Dg. Bollo di Banta-bantaeng bersama Marwan Agustianti pada hari 
Jum’at tanggal 24 Oktober 2008 jam 15.00 wita terdakwa mengutarakan pada Dg. 
Bollo maksud Marwan Agustianti akan menggugurkan kandungannya; pada malam 
Minggu tanggal 25 hingga 26  Oktober 2008  waktu terdakwa menginap di rumah 
Dg. Bollo di kamar bersebelahan dengan kamar tempat Dg. Bollo menggugurkan 
kandungan Marwan Agustianti, Dg. Bollo memperlihatkan darah dan gumpalan 
darah yang keluar tapi terdakwa tidak mau melihatnya; terdakwa melihat kain sorting 
yang dipakai Marwan Agustianti penuh darah dan Marwan Agustianti mengeluh 
sakit perut.
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Berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam kaitannya satu sama lain Majelis berpendapat 
unsur “menggugurkan kandungan seorang perempuan” telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan.
Ad.d. Dari keterangan saksi Dg. Bollo yang menjelaskan terdakwa dan perempuan 
Marwan Agustianti datang ke rumahnya terdakwa menyampaikan tujuan mereka 
untuk menggugurkan kandungan Marwan Agustianti dan menyerahkan uang untuk 
keperluan tersebut sejumlah Rp. 80.000,- bahwa dua minggu sebelum kejadian 
terdakwa dengan Marwan Agustianti juga pernah datang ke tempat saksi dengan 
maksud yang sama dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menjelaskan 
terdakwa dan Marwan Agustianti pergi bersama ke rumah Dg. Bollo di Banta-
bantaeng untuk menggugurkan kandungan Marwan Agustianti, setelah mengantar 
Marwan Agustianti terdakwa kembali pulang ke rumahnya setelah mengutarakan 
maksud Marwan Agustianti kepada Dg. Bollo.
Marwan menginap di rumah Dg. Bollo 2 malam dan terdakwa 1 malam; 2 minggu 
sebelum kejadian terdakwa dan Marwan Agustianti juga pernah ke tempat Dg. Bollo 
dengan maksud yang sama tetapi waktu itu tidak jadi terlaksana karena orang tua 
Marwan Agustianti berada di Makassar; dihubungkan dengan keterangan saksi Djufri 
yang melihat Marwan dan terdakwa (Akbar Arsyad) bermalam di rumahnya pada 
minggu tanggal 24 jalan 26 Oktober 2008. Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas 
dalam kaitannya satu sama lain Majelis berpendapat unsur “Dengan persetujuan 
perempuan tersebut” telah terbukti dengan sah dan meyakinkan.
Ad.e. Dari keterangan saksi Ir. Muslim Bin Abdullah, saksi Amiruddin, saksi Ida 
Maftuna, saksi Hamzah yang mengatakan Marwan Agustianti meninggalkan rumah 
pada hari Jum’at tanggal 24 Oktober 2008 jam 11.00 wita dan pada hari Minggu 
tanggal 26 Oktober 2008 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Labuang Baji 
dihubungkan dengan keterangan saksi Andi Yusuf yang mengantar Marwan Agustianti 
dengan mobil sampai di perempatan jalan Andi Pangerang Petta Rani dengan jalan 
Sultan Alauddin dihubungkan dengan keterangan saksi Djufri yang melihat Marwan 
Agustianti ke Rumah Sakit di antar oleh istrinya Dg. Bollo dikaitkan dengan 
keterangan saksi Dg. Bollo yang mengatakan bahwa setelah keluar darah bersama 
janinnya dari perut Marwan Agustianti dan Marwan Agustianti merasa sakit kepala, 
demam dan perdarahan karena itu pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 jam 
11.00 wita dibawa ke Rumah Sakit Labuang Baji dan tidak lama kemudian Marwan 
Agustianti meninggal dunia dan saksi pulang kembali ke rumahnya dikaitkan lagi 
dengan keterangan terdakwa yang mengatakan setelah kembali dari membeli obat 
dengan resep yang diberi tahu oleh suster bahwa pacarnya Marwan Agustianti telah 
meninggal dunia dihubungkan lagi dengan Visum et Repertum dari Laboratorium 
llmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Unhas yang menjelaskan bahwa 
perempuan Marwan Agustiawan, umur 22 tahun telah meninggal dunia karena shock 
hypovolemik akibat perdarahan pada rahim.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis 
berpendapat bahwa unsur “mengakibatkan perempuan itu meninggal dunia” telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan.
Ad.a. dan b. Dari keterangan saksi Djufri yang melihat perempuan Marwan 
Agustianti dan terdakwa berada di rumahnya dan menanyakan pada Dg. Bollo 
istrinya yang mengatakan bahwa terdakwa dan perempuan Marwan Agustianti 
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kesana bertujuan untuk menggugurkan kandungan perempuan Marwan dihubungkan 
dengan keterangan saksi Dg. Bollo yang menyatakan pada had Jum’at tanggal 24 
Oktober 2008 sekitar jam 15.00 wita terdakwa beserta perempuan Marwan datang 
ke rumah saksi di Banta-Bantaeng dengan maksud untuk menggugurkan kandungan 
Marwan disampaikan oleh terdakwa kepada saksi, setelah itu terdakwa pulang 
kembali ke rumahnya dan perempuan Marwan tinggal di rumah saksi menggugurkan 
kandungan Marwan pada malam Minggu tanggal 25 Jalan 26 Oktober 2008 
terdakwa bermalam di rumah saksi Dg. Bollo dan setelah darah beserta janinnya 
keluar dari perut perempuan Marwan Agustianti, saksi memperlihatkan kepada 
terdakwa Akbar Arsyad tetapi terdakwa tidak mau melihatnya; terdakwa pada 
malam itu berada di kamar sebelah yang bersebelahan dinding saja dengan kamar 
tempat saksi menggugurkan kandungan Marwan; bahwa 2 minggu sebelum kejadian 
terdakwa bersama perempuan Marwan pernah juga datang ke tempat saksi dengan 
tujuan menggugurkan kandungan Marwan tapi tidak jadi karena katanya orang tua 
Marwan Agustianti berada di Makassar, dihubungkan lagi dengan keterangan saksi 
Ir. Muslimin Abdullah, Amiruddin, Ida Maftunah dan Hamzah yang menjelaskan 
bahwa terdakwa sering ke rumah karena pacaran dengan Marwan Agustianti dan 
selalu keluar berduaan dan saksi Amiruddin mengatakan pula bahwa pada hari 
Jum’at tanggal 24 Oktober 2008 sekitar 09.30 wita selama keluar rumah Marwan 
terima telepon dari terdakwa yang dikaitkan lagi dengan keterangan terdakwa yang 
menjelaskan bahwa terdakwa bersama Marwan pada hari Jum’at tanggal 24 Oktober 
2008 jam 15.00 wita ke rumah saksi Dg. Bollo di Banta-Bantaeng No. 19 Makassar 
sampai di sana terdakwa mengutarakan maksud terdakwa bahwa Marwan akan 
meiakukan pengguguran kandungan. 
Setelah saksi Dg. Bollo dan terdakwa pulang ke rumahnya dan malamnya (malam 
sabtu) terdakwa datang kembali ke tempat saksi Dg. Bollo, perempuan Marwan 
sudah di obati kata saksi Dg. Bolio pada malam minggu tanggal 25 Oktober 2008 
jalan 26 Oktober 2008 terdakwa menginap di rumah saksi Dg. Bollo atas permintaan 
Marwan dan pada malam itu saksi Dg. Bollo berhasil menggugurkan kandungan 
Marwan, terdakwa meiihat kain sarung yang dipakai Marwan penuh darah dan 
perempuan Marwan mengeluh sakit perut. Hari minggu tanggal 27 Oktober 2008 
jam 08.00 wita terdakwa Akbar Arsyad kembali pulang ke rumahnya dan kembali 
lagi ke rumah saksi Dg. Bollo jam 11.00 wita untuk menemui Marwan tapi kata saksi 
Djufri, Marwan Agustianti telah dibawa ke Rumah Sakit Labuang Baji oleh saksi Dg. 
Bollo dan terdakwa lantas ke Rumah sakit bersama Djufri sampai di sana tidak boleh 
masuk. Tak lama kemudian suster memberi resep kepada terdakwa (Akbar Arsyad) 
dan terdakwa pergi membeli obat, kembali ke Rumah Sakit terdakwa diberitahu 
oleh suster bahwa Marwan telah meninggal dunia, terdakwa mengatakan bahwa 
dua minggu sebelum kejadian terdakwa bersama Marwan sudah pernah ke rumah 
saksi Dg. Bollo dengan maksud untuk menggugurkan kandungannya, tapi tidak jadi 
karena orang tua Marwan berada di Makassar, terdakwa pacaran dengan Marwan 
Agustianti sejak bulan Mei 2008 dan melakukan hubungan kelamin seperti suami 
istri pada bulan Juli 2008  dan menurut perkiraan terdakwa perempuan Marwan baru 
hamil 3 bulan.
Dari fakta-fakta tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis berpendapat 
bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “ terdakwa turut serta melakukan 
kejahatan karena terdakwa menghendaki terjadinya pengguguran kandungan dengan 
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mengutarakan kepada saksi Dg. Bollo bahwa mereka bersama Marwan untuk 
menggugurkan kandungan karena kehendak Marwan ini maka saksi Dg. Bollo 
telah melaksanakannya bahwa timbulnya kesengajaan/kehendak dari Dg. Bollo 
selaku pelaku ialah karena suruhan/permintaan dari terdakwa, jadi karena itu unsur 
“Barangsiapa (a) dan dengan sengaja (b) telah terbukti”
Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terbuktii secara sah dan meyakinkan 
maka terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal 348 ayat (2) KUHP jo Pasal 
55 KUHP “Turut serta dengan sengaja menggugurkan kandungan seoran perempuan 
dengan izin perempuan itu mengakibatkan perempuan itu meninggal dunia.”
Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan seperti tersebut 
di atas, sedang di persidangan tidak terbukti adanya alasan terdakwa harus dijatuhi 
hukuman.pemaat dan alasan yang membenarkan bagi terdakwa Akbar Arsyad , maka 
terdakwa harus dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan yang telah diperbuatnya 
dan karena.
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman Majelis mempertimbangkan 
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:
Hal yang memberatkan:
Terdakwa telah, melakukan perbuatan yang tercela sedangkanterdakwa telah 
berpendidikan tinggi
Hal yang meringankan:
a. Terdakwa belum pernah di hukum
b. Terdakwa berlaku sopan di persidangan
c. Terdakwa menyesali perbuatannya, dan akibat perbuatannya terdakwa menang-
gung beban moril, karena itu hukuman yang dijatuhkan menurut Majelis sudah 
sepatutnya dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam menjatuhkan 
putusan ini akan diperhitungkan sepenuhnya dan beralasan pula untuk menetapkan 
agar terdakwa tetap di tahan.
Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum, maka dia di hukum pula untuk 
membayar ongkos perkara
Amar Putusan
Berdasarkan pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, Majelis Hakim yang menyidangkan 
perkara pidana ini menjatuhkan putusan atas diri terdakwa sebagaimana tertuang dalam 
amar putusan, sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa terdakwa Akbar Arsyad yang identifikasinya seperti tersebut di 
atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “Tu-
rut serta dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang perempuan dengan 
izin perempuan itu mengakibatkan perempuan itu meninggal dunia,” sesuai dengan 
Pasal 348 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 KUHP;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan, di-
potong selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menghukum terdakwa agar membayar ongkos perkara sebanyak Rp. 1.000,- (seribu 
rupiah).
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Pandangan Penulis
Berdasarkan dari uraian peristiwa delik Abortus Provokatus atau pengguguran 
kandungan yang menyebabkan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 
terdakwa berada dalam tahanan. Penulis merasa perlu memberikan komentar terhadap 
putus Pengadilan Negeri Makassar No. 03/Pid.B/2009/PN Makassar.
Di dalam pertimbangan hukum pengadilan ternyata terdakwa di persalahkan 
melakukan perbuatan tercela yakni turut serta dalam suatu kejahatan pengguguran 
kandungan, yang menyebabkan wanita yang menggugurkan kandungan tersebut 
meninggal dunia. Dengan demikian, Majelis Hakim memandang bahwa pengguguran 
kandungan itu termasuk perbuatan tercela, karena melanggar norma hukum, norma 
agama, norma kesusilaan serta norma kesopanan.
Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara detail dan limitative unsur-unsur 
yang termasuk dalam Pasal 348 ayat (2) KUHP jo. Pasal  55 KUHP, dengan terlebih dahulu 
mempertimbangkan wujud perbuatan terdakwa yakni turut serta melakukan pengguguran 
kandungan atas izin dari perempuan yang akan mengugurkan kandungannya, kemudian 
mempertimbangkan pula akibat yang timbul karena pengguguran kandungan yang 
dimaksud, yakni meninggal dunianya wanita hamil yang menggugurkan kandungan.
Setelah unsur subyektif dari delik abortus provocatus menurut Pasal 348 ayat 
(2) KUHP jo. Pasal 55 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lagi 
unsur obyektifnya yakni terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan jahat dan 
tercela, karena berusaha agar buah kandungan pacarnya gugur (mati), oleh karena buah 
kandungan itu merupakan hasil persetubuhan antara terdakwa Akbar Arsyad dengan 
perempuan Marwan Agustianti tanpa terikat pernikahan (hubungan kelamin luar kawin).
Timbulnya keyakinan Majelis Hakim, bahwa opzef oogmer terdakwa adalah 
gugurnya kandungan perempuan korban, didasarkan alas bukti petunjuk dihubungkan 
dengan bukti lain, yakni keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di depan 
persidangan, bahwa terdakwalah yang mengutarakan maksudnya bahwa kandungan 
perempuan korban akan digugurkan, karena itu terdakwa minta bantuan kepada saksi 
Dg. Bollo untuk melakukan tindakan-agar kandungan korban menjadi gugur.
Lain halnya dengan adanya izin dan persetujuan dari wanita yan akan mengugurkan 
kandungannya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa izin dan persetujuan dari wanita 
korban betu! ada, karena dua minggu sebelum peristiwa pengguguran terjadi, memang 
korban dan terdakwa pernah menemui saksi dan mengutarakan maksud dan tujuannya 
menemui saksi Dg. Bollo, yakni untuk menggugurkan kandungan hanya karena orang 
tua korban pada waktu itu berada di Makassar niat menggugurkan kandungan tidak 
terwujud.
Matinya korban akibat perdarahan pada rahim disebabkan telah dilakukannya 
pengguguran dengan menusuk batang jarak kedalam kemaluan korban, didasarkan atas 
bukti tulisan yang dibuat oleh saksi ahli sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Reperrum 
dari Laboratorium llmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Unhas tertanggal 
12 November 2008 No. KS.31/VR/2008 atas nama Marwan Agustianti, umur 22 tahun, 
jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Rumah Sakit Islam Faisal VII/15 Makassar 
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yang meninggal dunia karena syock hypovolemik akibat perdarahan pada rahim yang 
disebabkan oleh kekerasan pada rahim.
Adanya bukti-bukti yang mendasari pertimbangan hukum pengadilan di maksud, 
bersesuaian dengan rumusan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), dimana hakirn terikat akan bukti-bukti dimaksud dalam menjatuhkan putusan 
untuk menghukum terdakwa berdasarkan atas kesalahannya.
Memperhatikan uraian tersebut di atas, hemat penulis bahwa pertimbangan  hukum 
Majelis Hakim yang menyidangkan dan menghukum terdakwa sudah cukup baik dan 
jelas, serta terperinci. Oleh karena itu, patut kiranya terdakwa dijatuhkan sanksi pidana 
yang erat karena kesalahannya turut serta melakukan pengguguran kandungan atas diri 
korban yang mengakibatkan wanita (Marwan Agustianti) meninggal dunia.
Namun Penulis tidak sependapat dengan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan 
oleh  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar atas diri terdakwa dengan hukuman 
penjara selama satu tahun enam bulan, dipotong selama terdakwa berada dalam 
tahanan. Walaupun dalam pertimbangan hukum pengadilan telah menemukan adanya 
hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang memberatkan 
terdakwa lebih dominan daripada hal-hai yang meringankan serta tidak adanya alasan 
pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri terdakwa, karena itu Penulis menilai bahwa 
hukuman penjara selama satu tahun enam bulan terlalu ringan dan tidak setimpal dengan 
keterlibatan terdakwa dalam delik pengguguran kandungan yang menyebabkan korban 
meninggal dunia. Penulis berpandangan demikian karena ancaman hukuman bagi 
mereka yang melanggar Pasal 348 KUHP selama-lamanya tujuh tahun penjara.
Apabila Pengadilan Negeri, Majelis Hakim akan menjadikan putusannya sebagai 
salah satu faktor yang menyebabkan orang (orang lain) tidak melakukan perbuatan jahat 
(upaya penanggulangannya), maka diusahakan hukuman diperberat yakni ancaman 
pidana selama-lamanya tujuh tahun diperkurangkan sepertiganya sehingga terdakwa 
dijatuhi hukuman penjara minimal selama empat tahun penjara.
Hukuman penjara selama satu tahun enam bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim 
kepada terdakwa, sebenarnya terlalu jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang 
dalam requisafoirnya mengharapkan Majelis Hakim menghukum penjara dengan 
hukuman penjara selama dua tahun enam bulan. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum 
itu masih terlalu ringan jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 348 ayat 
(2) KUHP jo. Pasal 55 KUHP. Seharusnya Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan 
pidana penjara yang lebih berat, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dapat 
menjatuhkan putusan pemidanaan yang berat pula atas diri terdakwa.
Penulis berpendapat bahwa sekiranya putusan hakim itu berkisar empat tahun atau 
lebih, niscaya terdakwa akan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lag! 
untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Bahkan orang lain pun akan 
tergugah untuk tidak melakukan delik abortus provocatus, karena sanksi pidana yang 
akan dikenakan terlalu berat sehingga penghukuman itu menjadi salah satu indikator 
upaya pernanggulangan kejahatan yang bersifat represif dan mengandung nilai-nilai 
yang bersifat preventif.
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PENUTUP
Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kes-
impulan sebagai berikut:
1. Abortus Provokatus merupakan masalah yang ada namun susah terdeteksi karena 
laporan yang kadang tidak sampai ke aparat hukum untuk ditindak lebih lanjut, kadang 
abortus telah terjadi dan masalah itu dianggap selesai, kecuali pelaku abortus tersebut 
meninggal dunia barulah kadang ada laporan dari pihak rumah sakit atau klinik tempat 
kejadian. Setiap tahun kasus abortus provokatus masih sering terjadi, tidak ada pen-
ingkatan akan kejadiannya
2. Sanksi hukum yang dijatuhkan untuk pelaku abortus, yang ikut membantu melakukan 
dan yang berhubungan dengan abortus tersebut sudah diatur dan telah diterapkan oleh 
para penegak hukum, sesuai KUHP dan UU Kesehatan
Saran
1. Agar petugas kesehatan yang tersebar di seluruh pelosok, lebih memberikan pengeta-
huan kepada masyarakat tentang bahaya tindakan abortus, bahkan bisa menyebabkan 
kematian.
2. Agar petugas kesehatan juga diberikan pengetahuan hukum tentang sanksi yang akan 
diberikan kepada pelaku, dan membantu melakukan abortus.
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Abstract
 This study form is juridical empirical research, namely the study of law in addition to 
reviewing the theoretical and normative, will also review the law in the context of empirical, 
so the study does not only rely on the theory and principles of law that is commonly 
known in the practice of insurance law, but also view and assess the implementation of 
legal guarantees in the context of particular forms of guarantee buy back guarantee. 
The research was conducted in the city of Makassar with the goal of research in several 
banking institutions, notary and surety, in order: First, to know how to position the deed 
buy back guarantee in the legal system in Indonesia assurance. Second, to find out how the 
legal relationship between the guarantor, debtor and creditor in deed buy back guarantee. 
Third, to know how the legal implications deed buy back guarantee for a banking institution 
in the event of a breach of contract and legal measures that can be taken by the creditor to 
demand their rights under the deed buy back guarantee.
Keywords: Buy Back Guarantee Act, Banking Institution
Abstrak
Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian selain 
mengkaji hukum secara teoretik dan normatif, juga akan mengkaji hukum dalam konteks 
empiris, sehingga penelitian ini tidak hanya bersandar pada teori dan asas-asas hukum 
yang lazim dikenal di dalam praktek hukum jaminan, tetapi juga melihat dan mengkaji 
hukum jaminan dalam konteks pelaksanaannya khususnya bentuk penjaminan buy back 
guarantee. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan sasaran penelitian pada 
beberapa lembaga perbankan, Notaris dan penjamin, dengan tujuan: Pertama, untuk 
mengetahui bagaimana kedudukan akta buy back guarantee dalam sistem hukum jaminan 
di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara penjamin, 
debitur dan kreditur dalam akta buy back guarantee. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana 
implikasi hukum akta buy back guarantee bagi lembaga perbankan dalam hal terjadi 
cidera janji serta upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak kreditor untuk 
menuntut haknya berdasarkan akta buy back guarantee. 
Kata Kunci: Akta Buy Back Guarantee, Lembaga Perbankan
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PENDAHULUAN
Dalam perkembangan praktik perjanjian penjaminan di Indonesia saat ini, telah muncul 
suatu bentuk perjanjian penjaminan yang tidak dikenal dalam sistem hukum jaminan, baik 
di dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun di 
dalam perundang-undangan lain terkait aturan normatif hukum jaminan. 
Perjanjian penjaminan yang dimaksud adalah suatu perjanjian yang mewajibkan 
kepada penjamin (perorangan atau badan hukum) untuk membeli kembali objek/benda 
jaminan yang sebelumnya telah diperjanjikan dalam perjanjian pengikatan jaminan 
antara debitor dan kreditor, jika dikemudian hari debitor melakukan cidera janji untuk 
melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan utang pada waktu yang telah ditentukan, 
maka penjamin wajib membeli kembali jaminan tersebut dari kreditor, dengan tanpa syarat 
apapun juga.
Perjanjian ini lasim dikenal dengan perjanjian buy back guarantee atau perjanjian 
jaminan untuk membeli kembali. Perjanjian ini dituangkan dalam suatu bentuk akta 
Notaris berupa akta buy back guarantee atau akta jaminan untuk membeli kembali objek/
benda jaminan oleh penjamin/penanggung. Akta ini ditanda tangani oleh penjamin pada 
saat perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan jaminan dilakukan antara penjamin 
dengan kreditor, berikut akta-akta accesoir lainnya yang seringkali dijumpai di dalam 
praktik perjanjian penjaminan kredit di perbankan  selama ini. Penjamin dalam hal ini 
bukan sebagai penjamin utang debitor, tetapi selaku penjamin untuk membeli kembali 
barang/benda jaminan debitor dalam hal terjadi wanprestasi. Penjamin disini baik sebagai 
developer (pengembang) maupun sebagai dealer.
Jika dilihat dari bentuk dan isinya, akta buy back guarantee ini menyerupai bentuk 
perjanjian penanggungan (personal guarantee atau coorporate guarantee), yang di 
dalam  Pasal 1820 BW dikenal sebagai borghtocht, hanya saja subjek hukum  dari buy 
back guarantee  berbeda dengan borghtocht.  Oleh karena di dalam borghtocht yang 
menjadi penjamin adalah pihak ketiga (personal guarantee dan atau corporate guarantee) 
yang awalnya tidak mempunyai hubungan hukum dengan debitor, sedangkan pada buy 
back guarantee yang bertindak sebagai penjamin adalah orang atau badan hukum yang 
sebelumnya telah mempunyai hubungan hukum dengan debitor. Buy back guarantee ini 
banyak dijumpai dalam  perjanjian kredit konstruksi, kredit pemilikan rumah (KPR), kredit 
pemilikan apartemen (KPA) dan kredit pemilikan mobil (KPM).
Namun, jika ditinjau dari akibat hukum dalam hal terjadi wanprestasi debitor,  maka 
hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian buy back guarantee ini mirip dengan 
subrogasi yang dikenal di dalam Pasal 1400 BW, oleh karena baik di dalam buy back 
guarantee maupun pada subrogasi terjadi penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga/
penjamin yang membayar kepada kreditor, bedanya adalah, buy back guarantee hanya 
timbul berdasarkan perjanjian sedangkan pada subrogasi bisa juga timbul karena undang-
undang. 
Munculnya perjanjian buy back guarantee ini di dalam praktik hukum jaminan 
merupakan konsekuensi dari sifat terbukanya hukum perikatan pada buku III BW yang di 
dalam Pasal 1338 ayat (1) BW dianut prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract), 
yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap orang atau badan hukum untuk 
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membuat dan menentukan sendiri kontraknya, sepanjang tidak bertentangan dengan 
perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku (Pasal 1337 BW). 
Prinsip kebebasan berkontrak ini kemudian mendasari lembaga perbankan dalam 
menerapkan prinsip prudential  banking (prinsip kehati-hatian) pada pengikatan kredit 
dan jaminan, sehingga  perbankan memerlukan suatu alternatif lembaga penjaminan 
yang dianggap lebih cepat dan efisien untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau macet 
dalam hal terjadi wanprestasi, selain dari penggunaan pranata-pranata hukum jaminan 
yang telah ada dan bersifat eksekutorial.
Dalam kedudukannya sebagai alternatif lembaga penjaminan dari berbagai bentuk 
penjaminan yang ada dan dikenal di dalam sistem hukum jaminan seperti hak tanggungan, 
fidusia, hipotek dan penanggungan, maka buy back guarantee seharusnya pula dapat 
memberi kontribusi sesuai maksud diadakannya pranata hukum penjaminan tersebut, 
yaitu sebagai instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian 
hukum bagi para pihak dalam hal terjadi wanprestasi (Pasal 1238 dan Pasal 1243 BW).    
Perjanjian penjaminan dengan buy back guarantee ini pada awalnya banyak 
digunakan dalam pembelian unit kendaraan bermotor (mobil). Jaminan ini biasanya 
diberikan oleh pihak dealer (selaku penjual) kepada user (selaku pembeli) dengan maksud 
untuk meningkatkan omset penjualan, sekaligus sebagai jaminan kualitas produk yang 
akan dibeli konsumen. Bentuk jaminan ini kemudian berkembang pada sektor property 
yang banyak digunakan pada pembelian unit apartemen dan unit tanah dan bangunan 
rumah yang pembangunannya dibiayai oleh bank dengan fasilitas pinjaman/kredit 
konstruksi. Cara pembayaran atas pembelian unit tersebut dengan menggunakan fasilitas 
pinjaman/kredit dari lembaga perbankan, baik dalam bentuk fasilitas kredit pemilikan 
mobil (KPM), kredit pemilikan apartemen (KPA), maupun kredit pemilikan rumah (KPR). 
Dalam konteks tersebut, developer atau dealer, konsumen/user dan bank telah terjadi 
hubungan hukum satu sama lain yang harus tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana 
diatur di dalam Pasal 1457-1518 BW dan beberapa ketentuan hukum penjaminan, baik 
yang diatur di dalam  BW maupun  yang tersebar di berbagai ketentuan perundang-
undangan hukum jaminan. Hubungan hukum tersebut harus dilaksanakan secara jujur 
dan adil serta memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.
Jika dibandingkan dengan perjanjian penjaminan yang telah ada dan dinormatifisasi 
di dalam sistem hukum jaminan, yang lasimnya dituangkan dalam bentuk akta otentik 
dihadapan Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), seperti Akta Pemberian 
Hak Tanggungan (APHT), akta Fidusia dan akta Hipotek, maka akta-akta jaminan ini 
mempunyai dasar dan kekuatan hukum eksekutorial yang tegas dan memberikan implikasi 
hukum bagi lembaga perbankan dalam hal terjadinya wanprestasi, oleh karena dasar 
perundang-undangannya telah ada dan jelas. 
Namun, terhadap buy back guarantee yang lahir karena perjanjian tidak demikian 
halnya, sehingga itikad baik (good faith) para pihak untuk melaksanakan isi atau klausula 
akta sangat menentukan maksud diadakannya lembaga penjaminan tersebut sebagai 
alternatif penjaminan. Keberadaan akta buy back guarantee dalam hal ini semestinya 
tetap dapat mengakomodasi dan berperan untuk memberikan perlindungan hukum dan 
preferensi bagi para pihak seperti halnya  keberadaan lembaga penjaminan yang telah ada 
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dan dikenal di dalam sistem hukum jaminan.
Meskipun dalam kedudukannya sebagai alternatif lembaga penjaminan yang 
memiliki kelebihan dan kelemahan, namun bagi penjamin, akta buy back guarantee ini 
sebenarnya merupakan bentuk tindakan over confidence dan over collateral lembaga 
perbankan, oleh karena dengan penggunaan akta jaminan membeli kembali ini setelah 
dilakukan pembebanan hak tanggungan atau pengikatan fidusia terhadap objek/benda 
jaminan, dapat menimbulkan kekisruhan pelaksanaan dari akta-akta pengikatan jaminan 
satu sama lain. Padahal, maksud diadakannya akta buy back guarantee  adalah sebagai 
alternatif cara penyelesaian kredit bermasalah atau macet pada saat terjadinya wanprestasi 
debitor dan penjamin.
Asumsi negatif penjamin atas keberadaan dan penggunaan akta buy back guarantee 
ini, dapat berakibat pada pelaksanaan kewajiban penjamin di dalam akta dalam hal terjadi 
wanprestasi, oleh karena penjamin beranggapan bahwa bila terjadi wanprestasi, kreditor 
cukup melakukan lelang eksekusi barang/benda jaminan debitor. Kondisi ini tentu saja 
tidak diharapkan oleh para pihak yang terkait atas penggunaan akta buy back guarantee, 
karena keberadaan akta semestinya dapat memberikan perlindungan, kepastian  dan 
implikasi hukum para pihak khususnya bagi lembaga perbankan terhadap resiko kerugian 
dalam pemberian fasilitas pinjaman/ kredit.
Kecenderungan akta buy back guarantee tidak dapat memberikan implikasi hukum 
cukup beralasan, oleh karena akta buy back guarantee memang tidak diatur secara tegas baik 
di dalam buku II BW maupun di dalam buku III BW, seperti halnya lembaga penjaminan 
lainnya. Apalagi di dalam BW tidak dapat dijumpai sedikitpun adanya ketentuan tentang 
jaminan (kewajiban) membeli kembali objek jaminan, melainkan hanya dikenal adanya 
hak untuk membeli kembali (Pasal 1519 BW). Ketiadaan pengaturan demikian memberi 
konsekuensi hukum  bahwa penggunaan akta buy back guarantee nantinya hanya sekedar 
pelengkap dari berbagai macam akta penjaminan yang sudah ada dan memiliki kekuatan 
eksekutorial (seperti APHT, akta Hipotek dan akta Fidusia), sehingga implikasi hukum 
terhadap harta benda penjamin dalam hal terjadi wanprestasi dikhawatirkan dapat 
melemahkan posisi kreditor dalam pelaksanaan perintah akta. 
Hal ini sangat berbeda pada lembaga penanggungan (borghtocht), sehingga dalam 
pelaksanaan akta apakah dimungkinkan untuk menggunakan dan menerapkan ketentuan-
ketentuan borghtocht di dalam Buku III BW, khususnya Pasal 1820-1850 BW. Atau, jika 
sebaliknya ketika penjamin telah melaksanakan kewajiban sesuai kehendak dari akta 
buy back guarantee, apakah ketentuan subrogasi di dalam Pasal 1400-1405 BW dapat 
digunakan oleh penjamin untuk menuntut haknya kepada debitor. 
Kebanyakan Notaris juga beranggapan bahwa penggunaan akta buy back guarantee 
ini semata-mata hanya memberi dampak sanksi moral terhadap penjamin, oleh karena 
akta ini tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti layaknya APHT dan akta Fidusia. 
Padahal suatu akta otentik/notaril semestinya tidak boleh hanya memiliki ikatan dan 
kekuatan moral saja, tetapi harus dapat berimplikasi pada pemenuhan hak-hak dan 
kewajiban yang terkandung di dalam klausula-klausula akta otentik sebagaimana maksud 
dari Pasal 1868 BW, terutama implikasinya terhadap harta kekayaan pemberi jaminan 
sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1131 BW, dan tidak semata-mata hanya berimplikasi 
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pada tanggung jawab moral belaka.  
Jika ditinjau dari kekuatan hukum pelaksanaan akta, maka akta buy back guarantee 
seharusnya mempunyai implikasi hukum sebagaimana halnya dengan bentuk akta jaminan 
lainnya. Implikasi hukum ini akan menjadi persoalan ketika penjamin tidak mau membeli 
kembali objek jaminan debitor sesuai yang telah disepakati di dalam akta buy back guarantee. 
Sehingga, dalam hal terjadi wanprestasi baik debitor maupun penjamin, upaya hukum 
apakah yang dapat dilakukan oleh lembaga perbankan kepada penjamin agar kewajiban 
di dalam akta dapat dilaksanakan, dan dapatkah seorang penjamin dituntut selayaknya 
seorang penanggung utang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang borghtocht untuk 
pemenuhan hak-hak kreditor di dalam akta. 
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka masalah dapat 
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kedudukan akta buy back guarantee dalam sistem hukum jaminan?
2. Bagaimanakah implikasi hukum akta buy back guarantee bagi lembaga perbankan 
jika penjamin melakukan wanprestasi?
METODE PENELITIAN
Tipe Penelitian
Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis  empiris, yaitu suatu penelitian selain 
mengkaji hukum secara teoretik dan normatif, juga akan mengkaji hukum dalam konteks 
empiris, sehingga penelitian ini tidak hanya bersandar pada teori dan asas-asas hukum 
yang lazim dikenal di dalam praktek hukum jaminan, tetapi juga melihat dan mengkaji 
hukum jaminan dalam konteks pelaksanaannya khususnya bentuk penjaminan buy back 
guarantee.
Penggunaan tipe penelitian ini dimaksudkan selain untuk memperdalam dan 
memperkuat teori-teori yang telah disajikan dalam kajian kepustakaan, juga untuk 
mengeksplorasi informasi dan data-data terbaru yang belum ditemukan oleh peneliti 
terdahulu. Hasil eksplorasi data-data yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya akan 
dikaji dengan pendekatan pada teori-teori yang telah diuraikan pada bagian tinjauan 
pustaka.
Oleh karena penelitian ini termasuk baru, referensi dan kepustakaan masih langka 
dan sulit ditemukan, sehingga dituntut upaya eksplorasi secara mendalam atas informasi 
dan data-data baik tertulis maupun lisan pada lokasi penelitian yang selanjutnya akan 
dideskripsikan pada berbagai teori dan peraturan hukum jaminan yang telah ada dan 
dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.
Teknik Analisis Data
 Data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini, 
akan diidentifikasi menurut kelompok tujuan tertentu, selanjutnya akan dianalisis secara 
kualitatif dengan dukungan data kuantitatif melalui tabel frekuensi, kemudian disajikan 
secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai 
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dengan permasalahan  dalam penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup 
semua data penelitian yang telah diperoleh dari teknik pengumpulan data. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kedudukan akta buy back guarantee dalam sistem hukum jaminan
Akta buy back guarantee sebagai akta notaril/otentik
Perjanjian buy back guarantee pada awalnya sama sekali tidak dikenal di dalam 
praktek hukum jaminan pada lembaga perbankan, baik untuk jaminan benda bergerak 
maupun jaminan benda tidak bergerak, baik sebelum maupun pasca berlakunya Undang-
Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang nomor 42 tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia, oleh karena ketentuan-ketentuaan normatif hukum jaminan 
yang diatur di dalam BW dan kedua undang-undang di atas dianggap telah merepresentasi 
kepentingan kreditor atas pengikatan kedua bentuk jaminan kredit tersebut. 
Demikian pula untuk jaminan perorangan telah banyak digunakan lembaga jaminan 
penanggungan (borgtocht), baik dalam bentuk personal guarantee (jaminan perorangan) 
maupun corporate guarantee (jaminan badan hukum) sebagaimana diatur di dalam Pasal 
1820-1850 BW.   
Kemudian dalam perkembangan praktek hukum penjaminan khususnya di lembaga 
perbankan, yang meskipun telah dilakukan pengikatan jaminan secara sempurna oleh 
Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai peraturan perundang-undangan 
yang terkait hukum jaminan dengan muatan  eksekutorial, namun lembaga perbankan 
masih menghendaki adanya alternatif lembaga penjaminan yang dianggap lebih efektif 
dan efisien meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutorial dalam hal terjadi wanprestasi.
Hal tersebut kemudian melatarbelakangi lembaga perbankan  untuk meminta alternatif 
penjaminan kepada pihak ketiga sebagai penjamin atau penanggung, jika dikemudian hari 
debitor wanprestasi untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit, maka 
penjamin berdasarkan perjanjian buy back guarantee yang harus melaksanakan kewajiban 
tersebut untuk membeli kembali objek jaminan debitor, baik berupa jaminan benda 
bergerak maupun jaminan benda tidak bergerak. 
Peran penjamin dalam perjanjian buy back guarantee pada konteks ini bukan sebagai 
penanggung utang debitor sebagaimana dikenal di dalam borgtocht, tetapi bertindak 
sebagai penanggung untuk membeli kembali objek jaminan dari kreditor atas barang/
benda yang pernah dijual kepada debitor yang pembayarannya melalui fasilitas kredit/
pinjaman dari kreditor.
Sebelum perjanjian buy back guarantee  ini muncul di lembaga perbankan, perjanjian 
ini sebenarnya oleh penjual dimaksudkan sebagai jaminan apabila terjadi suatu kondisi 
atau kejadian/peristiwa tertentu atas barang yang dijual belikan, seperti barang rusak 
dalam jangka waktu tertentu dari masa pembelian, terdapat unit-unit atau alat-alat dari 
barang tersebut yang rusak dalam jangka waktu masa penjaminan (tetapi tidak termasuk 
cacat tersembunyi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1504 BW), maka pembeli dapat 
menuntut hak dari penjual untuk membeli kembali barang yang telah dijual belikan yang 
telah dijamin dengan buy back guarantee sebelumnya oleh penjual. 
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Dalam konteks perjanjian tersebut, penjuallah yang memberikan buy back guarantee 
kepada pembeli, bukan atas permintaan pembeli atau kreditor. Perjanjian buy back 
guarantee antara penjual dan pembeli dalam hal ini bukan dalam bentuk akta buy back 
guarantee, melainkan pernyataan dari penjual untuk membeli kembali. 
Pemberian buy back guarantee oleh penjual utamanya banyak dijumpai dan 
digunakan pada transaksi penjualan barang bergerak sekedar untuk memberikan jaminan 
kualitas atas suatu produk barang yang ditawarkan atau dijual oleh produsen kepada 
konsumen terutama pada penjualan kendaraan bermotor/mobil.  
Perjanjian buy back guarantee kemudian berkembang pada penjualan unit 
apartemen dan bangunan rumah yang bukti kepemilikan (sertifikat) dan objek jaminannya 
(bangunannya) belum selesai, sehingga  untuk menunggu proses penyelesaian kemudian 
dilakukan pengikatan hak tanggungan maka bank menghendaki ada jaminan berupa buy 
back guarantee dari penjual (developer) untuk memberikan fasilitas Kredit Pemilikan 
Apartemen (KPA) atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Bersamaan dengan itu, buy back 
guarantee pun berlaku atas pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Mobil (KPM), yang 
dituangkan dan diikat di dalam akta buy back guarantee.
Meski demikian, tidak dapat dipastikan kapan buy back guarantee ini menjadi lembaga 
penjaminan di lembaga perbankan, karena baik Notaris maupun lembaga perbankan sama 
sekali tidak mengetahui kapan dimulai penggunaan akta buy back guarantee ini. 
Menurut Abdul Muis,1 bahwa munculnya perjanjian buy back guarantee ini 
merupakan konsekuensi dari prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang 
dianut di dalam Pasal 1338 BW. Prinsip kebebasan berkontrak ini memberikan kelenturan 
kepada siapapun pihak untuk membuat kontraknya sendiri, menentukan isi kontrak sesuai 
kehendaknya, sepanjang klausula-klausula kontrak itu tidak melanggar atau bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1337 BW).
Selain itu, Brillian Thioris,2 menuturkan bahwa munculnya buy back guarantee 
ini merupakan kebutuhan di dalam praktek penjaminan di lembaga perbankan. Akta buy 
back guarantee  saat ini banyak digunakan pada pemberian fasilitas  Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR). Lembaga penjaminan ini  terjadi oleh karena proyek (bangunan rumah atau 
apartemen) yang dibiayai oleh bank masih dalam proses pembangunan oleh  developer, 
sertifikat belum selesai didaftarkan haknya atas nama developer (masih dalam proses 
pengurusan pada kantor pertanahan), sehingga belum dapat dilakukan penandatanganan akta 
jual beli atas nama user, sedangkan bangunan rumah atau apartemen sudah mau dijaminkan 
ke bank. Dalam kondisi seperti ini bank akan menerima jaminan tersebut, meskipun 
pengikatan jaminan belum dapat dilakukan dengan sempurna, yaitu membebankan objek 
jaminan dengan hak tanggungan. Olehnya itu, diperlukan suatu bentuk ikatan antara bank 
dengan developer berupa buy back guarantee.
Meskipun tidak ada ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengaturnya 
dibandingkan dengan bentuk perjanjian penjaminan yang telah ada dan lazim dikenal 
dalam sistem hukum jaminan, namun buy back guarantee telah berkembang dan menjadi 
salah satu syarat dilakukannya pencairan kredit, utamanya fasilitas KPR. 
1  Abdul Muis. Wawancara. Notaris.  Makassar, 24 Maret 2012.
2  Brillian Thioris. Wawancara. Notaris.  Makassar, 5 Mei 2012.
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Menurut Legal Head Bank Panin cabang Makassar,3 bahwa tanpa adanya buy back 
guarantee dari developer selaku penjamin, bank tidak akan mencairkan fasilitas KPR 
debitor kerekening developer, oleh karena hal tersebut mutlak harus dipenuhi dan menjadi 
syarat dalam memo persetujuan kredit dari tim komite kredit. Pencairan KPR tanpa adanya 
akta buy back guarantee merupakan salah satu pelanggaran dari prosedur standar pengikatan 
jaminan perbankan pada Bank Panin cabang Makassar. 
Ketentuan di atas tentu saja tidak dapat diterapkan di dalam lembaga buy back 
guarantee meskipun penjamin telah melaksanakan kewajiban berdasarkan akta buy back 
guarantee. Hal ini disebabkan karena objek penjaminan di dalam buy back guarantee 
berbeda dengan objek penjaminan pada perjanjian borgtocht. Pada buy back guarantee 
objek penjaminan adalah barang/benda jaminan debitor, bukan utang debitor, sedangkan 
pada borgtocht objeknya adalah utang debitor yang dijamin pelunasannya oleh penanggung.
Demikian pula di dalam Pasal 1840 BW diatur bahwa penanggung yang telah 
membayar lunas utangnya, demi hukum menggantikan kreditor dengan segala haknya 
terhadap debitor semula. Sehingga, meskipun penjamin telah melaksanakan kewajiban 
sesuai ketentuan buy back guarantee namun tidak serta merta mengakibatkan atau 
memberikan hak kepada penjamin untuk menggantikan posisi kreditor utama. Hal ini 
sering dikenal dengan subrogasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1400 BW.
Perjanjian buy back guarantee tidak terbentuk dalam satu perjanjian tersendiri, tetapi 
hanya merupakan perjanjian ikutan atau accesoir dari suatu perjanjian kredit. Buy back 
guarantee awalnya terdapat dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dengan 
developer atau bank dengan dealer. Di dalam PKS diatur bahwa buy back guarantee 
merupakan kesanggupan developer atau dealer selaku penjamin untuk membeli kembali 
tanah/bangunan rumah atau mobil yang telah dijual kepada konsumen/user yang dituangkan 
dalam akta Notaris, yaitu akta buy back guarantee. 
Dari uraian tersebut di atas, perlu menjadi catatan adalah perjanjian buy back 
guarantee pada awalnya merupakan kehendak dari penjual yang memberikan jaminan 
kepada pembeli jika dikemudian hari terjadi kerugian atau risiko terhadap barang yang 
dibeli, maka penjual akan membeli kembali barang/benda tersebut. Namun saat ini dalam 
perkembangannya tidak lagi demikian, justru kreditor lah yang meminta dan menghendaki 
adanya perjanjian buy back guarantee. Hal ini di dorong oleh prinsip prudential banking 
yang selama ini diterapkan oleh perbankan untuk mengefisiensikan upaya lelang yang 
selama ini digunakan lembaga perbankan untuk melakukan penyelesaian kredit bermasalah 
atau macet bila debitor wanprestasi.
a. Buy back guarantee pada jaminan barang/benda bergerak
Perjanjian buy back guarantee pada jaminan barang/benda bergerak seringkali 
digunakan pada penjualan kendaraan bermotor (mobil) dan pada penjualan unit saham, 
sekedar untuk memberikan jaminan dan keyakinan kepada pembeli atas segala risiko yang 
terjadi dikemudian hari, maka penjual yang menawarkan akan membeli kembali jika mobil 
atau saham-saham itu merugikan pembeli. Perjanjian ini biasanya tidak dilakukan dengan 
penandatanganan akta buy back guarantee yang selama ini dikenal di lembaga perbankan.
Khusus pada pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor 
3  Marcel Dharmadjie. Wawancara.  Legal Head Bank Panin cabang Makassar,  21 Maret 2012.417
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(mobil), beberapa bank ada yang meminta buy back guarantee ada juga yang tidak 
meminta buy back guarantee. Hal ini tergantung adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) 
pembiayaan antara bank dengan dealer. Menurut Faiq Hamami, Wakil Pemimpin PT.Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumen (SKK) Makassar (wawancara 
28 Maret 2012) bahwa bank BNI dalam memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Mobil 
(KPM) kepada konsumen/user didasarkan pada PKS antara bank dengan dealer. Di dalam 
PKS tersebut diatur tentang pemberian jaminan membeli kembali oleh dealer kepada 
bank/kreditor dalam bentuk akta buy back guarantee induk yang ditanda tangani pada 
saat penandatanganan PKS, sehingga tidak ada lagi akta buy back guarantee pada saat 
pengajuan fasilitas KPM untuk masing-masing konsumen/user.    
Hal ini sejalan dengan  pendapat Muh. Rivai,4 Corporate Legal PT. Bosowa Group 
yang mengemukakan bahwa selama ini PT.Bosowa Berlian Motor (PT.BBM) dalam 
melakukan penjualan kendaraan bermotor (mobil) kepada konsumen/user dilakukan 
dengan pola chaneling agent,  dimana PT.BBM bertindak sebagai penyedia kendaraan 
bermotor (mobil) sedangkan user selaku pembeli dapat mencari dana melalui bank yang 
telah dilakukan PKS dengan PT.BBM.  
Menurut Rakhmawati Laica Marsuki,5 Notaris/PPAT di Makassar, bahwa pemberian 
buy back guarantee pada fasilitas KPM oleh dealer kepada bank dilakukan berdasarkan 
adanya PKS antara dealer dengan bank. PKS ini dibuat sebelum  fasilitas KPM untuk 
masing-masing user dilaksanakan, sehingga bank mendapat jaminan yang pasti dari 
dealer apabila dikemudian hari user (debitor) tidak dapat memenuhi kewajiban membayar 
angsuran. Peran Notaris disini hanya membuatkan akta sesuai kesepakatan dealer dengan 
bank sebagaimana tertuang di dalam PKS. Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi 
perjanjian buy back guarantee yang diadakan untuk fasilitas KPM tidak diawali dengan 
PKS antara bank dengan dealer.
b. Buy back guarantee pada jaminan barang/benda tidak bergerak 
Perjanjian buy back guarantee pada jaminan barang/benda tidak bergerak pada 
awalnya banyak digunakan pada fasiltas kredit atas pembelian unit satuan rumah susun/
apartemen dalam bentuk Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Fasilitas KPA ini bertujuan 
untuk memudahkan user memperoleh sumber pembiayaan atas pembelian unit apartemen 
yang masih dalam tahap pembangunan. 
Oleh karena unit apartemen masih dalam proses pembangunan, sehingga bank 
mewajibkan kepada developer untuk memberikan buy back guarantee kepada bank guna 
menjamin pelunasan kewajiban atas harga unit apartemen yang dibeli debitor melalui 
fasilitas pinjaman dari bank apabila debitor wanprestasi.
Pemberian buy back guarantee oleh developer kepada bank menurut Frida Anggraeni,6 
dimaksudkan untuk melindungi kepentingan bank/kreditor oleh karena selama Akta Jual 
Beli (AJB) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atas unit satuan rumah susun/
apartemen belum ditanda tangani oleh pembeli, maka pihak developer dengan ini wajib 
4  Wawancara 14 Maret 2012
5  Wawancara 30 April 2012
6  Frida Anggraeni. Tesis. Lembaga Buy Back Guarantee sebagai Jaminan yang diberikan Developer 
untuk kepentingan bank terhadap pembelian apartemen yang masih dalam tahap pembangunan. Magister 
Kenotariatan FH-UI. 2007, hlm. 63. 418
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bertanggung jawab sepenuhnya dan mengikat diri sebagai penjamin atas pembayaran 
seluruh jumlah uang yang terutang oleh debitor kepada pihak bank, baik merupakan utang 
pokok, bunga, provisi, denda dan atau biaya-biaya lainnya berdasarkan fasilitas KPA yang 
diterimanya. 
Terhadap pemberian fasilitas KPA oleh bank kepada developer yang dijamin dengan 
buy back guarantee ini, oleh Frida Anggraeni telah menyimpulkan bahwa:7
1. Fasilitas kredit yang dapat diberikan buy back guarantee oleh developer adalah hanya 
fasilitas KPA. Dengan demikian lembaga  buy back guarantee  tidak dapat diberikan 
atas jenis kredit lain seperti Kredit Modal Kerja (KMK), dan Kredit Investasi;
2. Jenis fasilitas KPA yang dapat diberikan  tersebut adalah fasilitas KPA yang pencairan 
dananya digunakan untuk pelunasan harga pembelian/pengikatan (KPA murni) bukan 
KPA refinancing, KPR pembiayaan pembangunan di atas tanah kavling, KPR renovasi 
atau KPR penambahan/pengembangan bangunan atau bentuk lainnya;
3. Kalau pembayaran atas pembelian unit apartemen sudah lunas oleh user sendiri, 
apalagi sertifikat HMSRS sudah selesai atau hubungan hukum antara developer dan 
user sudah bisa dilakukan dengan perbuatan hukum jual beli dengan akta jual beli 
dihadapan PPAT yang berwenang, maka lembaga buy back guarantee sudah tidak 
diperlukan dan tidak relevan lagi bagi developer.
Jika melihat perkembangan praktek penggunaan buy back gurantee selama ini, maka 
kesimpulan dari pendapat Frida Anggraeni tersebut di atas memang benar, oleh karena 
perjanjian buy back guarantee memang tidak dijumpai pada jenis Kredit Modal Kerja dan 
Kredit Investasi, tetapi lebih banyak digunakan pada fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen 
(KPA) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 
Namun, saat ini buy back guarantee juga sudah menjadi kebutuhan bagi developer. 
Oleh karena dengan memberikan buy back guarantee, developer sudah dapat memperoleh 
dana hasil pencairan KPR meskipun seluruh kewajibannya belum dapat dipenuhi kepada 
bank. Hanya saja konsekuensinya  apabila debitor wanprestasi, maka developer harus 
membeli kembali objek jaminan berdasarkan perjanjian buy back guarantee, dengan tanpa 
syarat apapun juga. 
Dari penelitian yang dilakukan pada beberapa Notaris dan bank di kota Makassar 
dapat disimpulkan bahwa munculnya penggunaan buy back guarantee di lembaga 
perbankan saat ini merupakan perkembangan dari praktek bisnis yang sangat cepat dan 
kompetitif, sehingga menghendaki adanya penggunaan pranata-pranata hukum penjaminan 
yang lebih cepat dan efisien bagi para pihak untuk menyelesaikan kewajiban dalam hal 
terjadi wanprestasi. 
Dengan penggunaan buy back guarantee, lembaga perbankan dituntut untuk 
melakukan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, sehingga lembaga penjaminan yang 
telah ada dan bersifat eksekutorial seperti lelang hak tanggungan lebih dihindari oleh 
lembaga perbankan. Hal ini juga untuk menjaga performance dan nama baik debitor agar 
tidak masuk dalam daftar hitam (black list) Bank Indonesia. Sehingga saat ini hampir 
seluruh KPR yang diberikan perbankan harus di back up dengan buy back guarantee, 
meskipun masih terjadi persepsi dan interpretasi yang berbeda-beda, baik Notaris maupun 
lembaga perbankan terhadap lembaga buy back guarantee. 
7  Ibid. hlm. 66.419
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Perbedaan pandangan tersebut terjadi oleh karena buy back guarantee belum diatur 
secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi muncul berdasarkan perjanjian 
(kesepakatan para pihak).  Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat terbukanya hukum 
perikatan sebagaimana kehendak dari prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) 
yang diatur di dalam Pasal 1338 BW. 
Implikasi Hukum Akta Buy Back Guarantee
Wanprestasi terhadap akta buy back guarantee
Wanprestasi di dalam Pasal 1238 BW, diatur bahwa siberutang adalah lalai, apabila 
ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau 
demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang harus dianggap 
lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 
Di dalam pasal tersebut terkandung makna bahwa dalam perikatan untuk memberikan 
atau menyerahkan sesuatu, membedakan saat jatuh tempo atau kelalaian berdasarkan 
adanya ketetapan waktu, bahwa:
1. Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo   adalah saat atau waktu 
yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan 
kewajiban oleh debitor;
2. Dalam hal tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh debitor dalam perika-
tannya, maka saat jatuh tempo adalah saat dimana debitor telah ditegur oleh kreditor 
untuk memenuhi kewajibannya. Tanpa ada teguran tersebut, maka kewajiban atau 
utang debitor kepada kreditor belum dianggap jatuh tempo.
Kedua syarat terjadinya saat jatuh tempo di atas merupakan saat seorang debitor 
untuk memenuhi kewajibannya kepada debitor. Apabila saat jatuh tempo tersebut terle-
watkan dan debitor tidak memnuhi kewajibannya, maka menurut ketentuan Pasal 1238 
BW debitor telah memasuki dan menjalani masa atau saat terjadinya wanprestasi (event 
of default).  
Kejadian wanprestasi ini dapat berakibat, baik kepada debitor maupun kepada pen-
jamin dengan kewajiban memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditor, apabila 
ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya 
atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya (Pasal 1236 BW). 
Selanjutnya di dalam Pasal 1243 BW, ditegaskan bahwa: penggantian biaya, keru-
gian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila 
debitor, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika 
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam 
tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
Terhadap akta buy back guarantee akan menimbulkan persoalan mengenai saat ter-
jadinya jatuh tempo dan saat kejadian wanprestasi berdasarkan akta, oleh karena di dalam 
akta buy back guarantee nantinya akan terjadi dua keadaan  wanprestasi, yaitu wanpres-
tasi debitor, dan wanprestasi penjamin.
a. Saat wanprestasi debitor
Di dalam akta buy back gurantee klausula waktu diatur sebagai berikut:  
Bahwa penjamin bersedia dan mengikat diri untuk membeli kembali tanah dan 
bangunan yang dijaminkan pada kreditor atas kredit masing-masing debitor bilamana 420
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debitor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pertama, tidak memenuhi kewajiban mem-
bayar angsuran bulanannya dan atau para debitor yang bersangkutan tidak membayar 
angsuran hutangnya itu kepada kreditor minimal 3 (tiga) bulan, berturut-turut atau tidak 
sebagaimana yang telah disepakati dengan kreditor tersebut di atas.
  Syarat waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut yang harus terpenuhi agar seorang de-
bitor dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi berdasarkan klausula tersebut untuk me-
menuhi kewajibannya membayar angsuran akan berakibat pada pemenuhan kewajiban 
seorang penjamin/developer  untuk melaksanakan perintah akta buy back guarantee 
yakni membeli kembali objek jaminan. 
Penetapan syarat waktu tersebut seharusnya sejalan dan seiring dengan penetapan 
syarat waktu yang ditentukan di dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya, 
yaitu harus ada kepastian mengenai kapan seorang debitor dianggap lalai menurut per-
janjian kredit antara debitor dan kreditor. Setelah itu barulah dapat ditentukan kejadi-
an wanprestasi debitor, yang dengan kejadian tersebut maka seorang penjamin akan 
memulai melaksanakan atau memenuhi kewajibannya untuk membeli kembali objek 
jaminan berdasarkan akta buy back guarantee.
Persyaratan waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tersebut juga akan menimbulkan 
persoalan ketika ternyata debitor tidak melalaikannya secara berturut-turut meskipun 
telah melampaui waktu 3 (tiga) bulan, oleh karena pada prakteknya ada debitor hanya 
melalaikan kewajiban 1 (satu) atau 2 (dua) bulan kemudian bulan ke 3 (tiga) atau beri-
kutnya melaksanakan lagi kewajiban dan selanjutnya melalaikan lagi. Sehingga apakah 
dengan keadaan itu debitor dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi berdasar-
kan syarat waktu dan kapankah syarat waktu berturut-turut itu akan memenuhi syarat.
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengaturan klausula waktu di dalam 
akta buy back guarantee harus disesuaikan dengan perjanjian kredit dengan berdasar-
kan pada persyaratan kriteria kolektibiltas kredit yang diatur di dalam peraturan Bank 
Indonesia. Dengan adanya kriteria tersebut maka seorang debitor barulah dapat dikat-
egorikan wanprestasi berdasarkan suatu akta jika memenuhi kriteria tersebut. Dengan 
demikian barulah dapat  dimulai babak baru pelaksanaan akta buy back guarantee oleh 
penjamin, karena syarat wanprestasi debitor telah terpenuhi.
b. Saat wanprestasi penjamin
      Di dalam klausula akta buy back guarantee, diatur bahwa:
	Dan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung permintaan tertulis pertama dari 
kreditor yaitu setelah debitor diberi peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut oleh kredi-
tor/bank, penjamin harus melaksanakan buy back guarantee ini dalam arti penjamin 
tanpa syarat harus membeli kembali tanah dan bangunan yang menjadi agunan debi-
tor;
	Bilamana dalam waktu yang ditentukan di atas penjamin masih belum membeli 
kembali tanah dan bangunan berarti penjamin telah wanprestasi;
	Sehubungan dengan hal tersebut, maka kreditor berhak untuk menghentikan secara 
sepihak tanpa diperlukan persetujuan dari penjamin, untuk menghentikan perjanjian 
kredit tersebut, dan dalam keadaan demikian penjamin tetap harus melaksanakan 
buy back guarantee;
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	Pengikatan diri untuk membeli kembali tanah dan bangunan yang termaktub dalam 
akta ini, merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit 
antara debitor dan PT. Bank XXX (Persero) Tbk, dan karenanya pengikatan untuk 
membeli kembali hanya berlaku selama 1 (satu) tahun pertama;
Setelah mengetahui saat terjadinya wanprestasi debitor, maka bank/kreditor akan 
memberi peringatan selama 3 (tiga) kali berturut-turut kepada debitor bahwa debitor 
tersebut telah berada dalam keadaan wanprestasi dan tidak mampu lagi memenuhi 
kewajibannya, bank meminta kepada penjamin dalam tenggang waktu 14 (empat 
belas) hari sejak peringatan terakhir disampaikan kepada debitor, penjamin harus 
melaksanakan buy back guarantee dengan tanpa syarat harus membeli kembali tanah 
dan bangunan rumah yang menjadi jaminan debitor. Namun, bilamana dalam waktu 
14 (empat belas) hari penjamin masih belum membeli kembali tanah dan bangunan 
rumah jaminan debitor berarti penjamin telah wanprestasi.
Akibat dari wanprestasi penjamin yaitu bank/kreditor berhak  menghentikan secara 
sepihak tanpa diperlukan persetujuan dari penjamin, untuk menghentikan perjanjian 
kredit tersebut, dan dalam keadaan demikian penjamin tetap harus melaksanakan buy 
back guarantee. 
Pengikatan diri penjamin untuk membeli kembali tanah dan bangunan rumah 
yang termaktub dalam akta buy back guarantee, merupakan bagian yang penting 
dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit antara debitor dan bank/kreditor, dimana 
pengikatan untuk membeli kembali hanya berlaku selama 1 (satu) tahun pertama. Hal 
ini berarti bahwa meskipun penjamin telah melampaui waktu 14 (empat belas) hari 
saat kejadian wanprestasi, namun penjamin masih mempunyai waktu selama 12 (dua 
belas) bulan atau lebih sesuai jangka waktu akta seperti dijelaskan pada tabel 1 untuk 
tetap melaksanakan kewajiban membeli kembali objek jaminan. 
Persoalannya adalah, bagaimana jika penjamin tetap melampaui waktu tersebut 
sedangkan penjamin tetap tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi) untuk membeli 
kembali objek jaminan, akibat hukum apakah yang harus ditanggung oleh penjamin. 
Terhadap persoalan ini akta buy back guarantee tidak memberikan alternatif 
penyelesaian, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi kreditor untuk menempuh 
upaya hukum terhadap penjamin. Apakah kreditor dapat melakukan gugatan kepada 
penjamin berdasarkan Pasal 1238 dan 1243 BW  dengan bersandar pada ketentuan 
Pasal 1131 BW agar gugatan tersebut dapat berimplikasi terhadap harta kekayaan 
penjamin.
Menurut Rakhmawati Laica Marzuki,8 Notaris di Makassar, bahwa jika penjamin 
(developer) melakukan wanprestasi terhadap akta buy back guarantee maka bank 
dapat melakukan gugatan perdata konvensional terhadap penjamin berdasarkan akta, 
sehingga nantinya gugatan itu dapat berimplikasi hukum terhadap harta kekayaan 
penjamin. Namun demikian,  tentu saja prosedur akan lebih lama dan panjang karena 
harus melalui proses gugat menggugat dan dapat melalui beberapa tingkatan peradilan. 
Dengan keadaan seperti ini tentu saja bank tidak akan mungkin melakukan upaya 
hukum ini dan lebih cenderung melakukan upaya lelang eksekusi terhadap objek 
jaminan debitor. Artinya, bahwa akta buy back guarantee tidak dapat memberikan 
8   Rakhmawati Laica Marzuki, Op.cit. 422
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implikasi hukum dan bersifat mubasir.
Persoalan kemudian timbul ketika objek jaminan berupa tanah dan bangunan rumah 
belum dilakukan pembebanan hak tanggungan karena sertifikat bukti hak belum selesai 
pengurusan atau belum dilakukan pemecahan (splitsing), sehingga upaya hukum 
melalui lelang tidak mungkin terjadi. Permohonan lelang dapat dilakukan apabila 
seritifikat atas nama debitor telah dilakukan pembebanan (kreditor selaku pemegang 
hak tanggungan), tetapi bila belum ada pembebanan hak tanggungan, maka upaya 
hukum yang dapat ditempuh hanyalah melakukan gugatan kepada penjamin.
Penyelesaian kredit macet dengan akta buy back guarantee 
Pada prinsipnya setiap bank dalam melakukan pemberian fasilitas pinjaman/
kredit (lending) kepada debitor tidak menghendaki terjadinya  suatu  pinjaman menjadi 
bermasalah atau macet, oleh karena hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat kesehatan 
bank jika suatu bank memiliki non performing loan (NPL) yang tinggi. Dalam melakukan 
kegiatan usahanya, perbankan senantiasa berusaha untuk mencegah terjadinya NPL atau 
memperkecil risiko dengan berpedoman pada prinsip prudential banking, dengan cara 
melakukan analisa dan penilaian tingkat kelayakan (established) seorang debitor dalam 
mengelola dan mengembalikan pinjaman secara tepat waktu, termasuk kelayakan jaminan/
agunan. 
Menurut Hermansyah,9 bahwa untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di 
kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu 
permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4 P dan Formula 5C. 
Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Personality 
Dalam hal ini, pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian 
si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam 
berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk 
menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit. 
b. Purpose 
Selain mengenal kepribadian (personality) dari pemohon kredit, bank juga harus 
mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai line of business 
kredit bank yang bersangkutan. 
c. Prospect 
Dalam hal ini, bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang 
bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit, misalnya apakah usaha yang 
akan dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau 
dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat. 
d. Payment 
Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai 
kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka 
waktu yang ditentukan. 
9   Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 
2008), hlm. 62.423
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Sedangkan Formula 5C, dapat diuraikan sebagai berikut : 
a. Character 
Bahwa calon nasabah debitor mempunyai watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang 
baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, 
integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitor untuk memenuhi dan menjalankan 
usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat 
usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis. 
b. Capacity 
Capacity dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitor untuk mengelola 
kegiatan usahanya dan mampu melihat prospek masa depan, sehingga usahanya akan 
dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa 
ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah 
ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, 
misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, 
laporan rugi laba, dan arus kas (cash flow) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui 
pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, 
dan rentabilitas usaha serta tingkat risikonya. Pada umumnya untuk menilai capacity 
seseorang didasarkan pada pengalamannnya di dunia bisnis yang dihubungkan dengan 
pendidikan dari calon nasabah debitor, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan 
dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.
c. Capital
Dalam hal ini, bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal 
yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan 
pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana disribusi 
modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada 
dapat berjalan secara efektif.
d. Collateral
Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan 
sarana pengaman (back up) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya 
nasabah debitor dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan 
mampu melunasi sisa utang kredit, baik utang pokok maupun bunganya.
e. Condition of Economy
Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan 
kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk 
memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi 
tersebut.     
Sebagaimana layaknya keberadaan suatu perjanjian penjaminan, yang seharusnya 
memberikan kontribusi dan implikasi bagi bank/kreditor bagi penyelesaian  kredit 
bermasalah atau macet, maka dalam pemberian fasilitas KPR, jika debitor wanprestasi, 
maka bank/kreditor  mempunyai 2 (dua) alternatif pilihan untuk menyelesaikan dan 
mengembalikan haknya, yaitu:
1. Melaksanakan hak-haknya berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan debitor, yaitu 
perjanjian kredit (KPR), atau:
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2. Melaksanakan hak-haknya berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan developer, 
yaitu perjanjian kerja sama yang di ikuti dengan perjanjian buy back guarantee.
Pada alternatif pertama, bank akan menghadapi beberapa formalitas dalam 
melaksanakan haknya berdasarkan perjanjian kredit yaitu  bank harus melakukan 
permohonan lelang terhadap barang jaminan yang diberikan oleh debitor. Di dalam Pasal 
6 UUHT diatur bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama 
mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui 
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. 
Pelelangan umum akan dilakukan setelah adanya permohonan oleh bank/kreditor kepada 
KP2LN, yang tentu saja dengan prosedur ini akan membutuhkan waktu yang panjang dan 
biaya yang besar. 
Pelaksanaan hak-hak bank/kreditor berdasarkan Pasal 6 UUHT tersebut di atas, 
sejalan dengan ketentuan Pasal 1178 ayat (2) BW yang mengatur bahwa: Namun, kreditor 
hipotek pertama, pada waktu penyerahan hipotek boleh mempersyaratkan dengan tegas, 
bahwa jika utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang 
terutang tidak dibayar, maka ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil 
yang terikat itu di muka umum, agar dari hasilnya dilunasi, baik jumlah utang pokoknya 
maupun bunga dan biayanya. Perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftar-daftar umum, 
dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang diperintahkan dalam 
Pasal 1211 BW
Sedangkan pada alternatif kedua,  ketika debitor wanprestasi maka bank akan 
membuat surat pemberitahuan mengenai kelalaian debitor dan dapat segera memperoleh 
jaminan atas pelunasan seluruh utang debitor dari developer dalam waktu sesegera 
mungkin. Surat pemberitahuan tersebut berisi permintaan kepada developer untuk 
melaksanakan akta buy back guarantee, sesuai dengan waktu yang ditentukan di dalam 
akta.
Untuk memudahkan pelaksanaan buy back oleh developer, menurut Ria Trisnomurti,10 
bahwa meskipun di dalam perjanjian kredit telah dicantumkan klausula tentang penyelesaian 
utang debitor melalui instrumen buy back guarantee namun debitor harus tetap dibuatkan 
pernyataan bahwa apabila debitor macet maka ia setuju untuk diambil alih oleh developer 
dan dilakukan perhitungan-perhitungan. Notaris harus membantu dalam melaksanakan 
buy back guarantee. Pada saat pangalihan harus memberi penjelasan dan menyarankan 
untuk menyelesaikan perhitungan-perhitungan tersebut sebelum barang/benda jaminan 
itu beralih kepada pihak ketiga. Selain pernyataan juga ada kuasa untuk menjual kepada 
bank untuk menjual objek jaminan tersebut baik dengan buy back guarantee  maupun 
dengan instrumen lain.
Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat  Brillian Thioris,11 Notaris di Makassar, 
yang mengemukakan bahwa untuk memudahkan pelaksanaan buy back guarantee, maka 
developer harus memberikan pernyataan dan memberikan keleluasaan kepada bank 
untuk melakukan pendebetan rekening devewloper, dimana developer harus menyiapkan 
dana di escrow account untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga, bank dengan tanpa 
keberatan debitor, bank dapat mengalihkan atau menjual barang/benda jaminan debitor 
10 Ria Trisnomurti, Op.cit.
11 Brillian Thioris, Op.cit.425
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kepada developer. Dalam pelaksanaan ini yang terpenting pula adalah penyelesaian hak-
hak debitor seperti uang muka dan angsuran yang sudah dibayar selama waktu sampai 
terjadinya wanprestasi, tetap  harus diperhitungkan dan diserahkan kepada debitor setelah 
buy back dilakukan oleh developer.
Tabel berikut menggambarkan tentang pelaksanaan buy back guarantee pada lembaga 
perbankan.
NO. URAIAN 1 2 3 4 5
1 Pernah √ √ √ - -
2 Tidak Pernah - - - √ √
Keterangan:
1: Bank Tabungan Negara  4: Bank Pan Indonesia (Panin)
2: Bank Mandiri   5: Bank Muamalat Indonesia
3. Bank Negara Indonesia
Sumber: Hasil Pengolahan Data primer, 2012.
Dari tabel tersebut digambarkan bahwa pelaksanaan akta buy back guarantee hanya 
pernah dilakukan pada bank BTN, bank Mandiri dan bank BNI, sedangkan bank Panin 
dan bank Muamalat belum pernah dilaksanakan akta buy back guarantee. Pelaksanaan buy 
back guarantee pada bank BTN, bank Mandiri dan bank BNI dilakukan dengan cara mem-
berikan surat pemberitahuan kepada developer bahwa seorang debitor telah menunggak 
pembayaran angsuran KPR dalam jangka waktu tertentu, dimana kreditnya sudah menjadi 
kredit bermasalah atau macet. Isi surat pemberitahuan tersebut, bank meminta kepada de-
veloper untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban debitor baik utang pokok, bunga 
dan denda. Penyelesaian kewajiban debitor tersebut dilakukan dengan cara melakukan buy 
back barang/benda jaminan debitor.
Dari beberapa pendapat hasil wawancara yang diperoleh dari lokasi penelitian seb-
agaimana telah diuraikan di atas, menurut peneliti beberapa hal yang harus diperhatikan 
untuk efektifitas pelaksanaan akta buy back guarantee agar dapat berimplikasi pada peny-
elesaian kredit bermasalah atau macet, yakni: Pertama: Masa berlakunya akta buy back 
guarantee; Masa berlaku sebaiknya hanya bila kewajiban developer belum selesai seperti: 
bangunan belum selesai, sertifikat belum selesai/belum terbit, sertifikat belum dipecahkan, 
sertifikat belum di pasang hak tanggungan, belum dialihkan/dibuat AJB ke atas nama debi-
tor. Namun bila kewajiban telah selesai maka akta buy back guarantee otomatis harus be-
rakhir. Kedua: Penyempurnaan klausula akta; Dimana pada bagian akhir akta harus dise-
butkan bahwa debitor dalam hal ini turut menyetujui atas pemberian dan penandatanganan 
akta buy back guarantee dan turut pula menandatangani akta tersebut (namun dalam hal ini 
debitor tidak sebagai pihak di dalam akta). Ketiga: Harus ada pernyataan tidak keberatan 
dari debitor, dan akan menyerahkan secara sukarela berikut akan menandatangani akte 
pengalihan untuk dan atas nama developer atau pihak ketiga apabila debitor wanprestasi, 
maka debitor menyatakan tidak keberatan jika bank/kreditor akan menjual kembali ba-
rang/benda jaminan debitor. Keempat: Pelaksanaan buy back guarantee oleh developer 
dilakukan dengan cara mengambil alih utang debitor (mengangsur setiap bulan), mem-
beli kembali barang/benda jaminan dan melunasi utang debitor, membeli kembali barang/
benda jaminan kemudian menjual lagi kepada user yang baru, atau mencari pihak ketiga 426
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(user baru) selaku pembeli sehingga utang debitor lunas dan kemudian dibuat lagi perjan-
jian kredit yang baru. Kelima: Harus ada dana yang ditahan (retensi) oleh bank pada escrow 
account (rekening penampungan) atas nama developer sebagai jaminan pelaksanaan buy 
back guarantee jika developer melakukan wanprestasi. Keenam: Penyempurnaan klausula 
perjanjian kredit tentang syarat wanprestasi dan sanksi apabila debitor wanprestasi, serta 
tindakan-tindakan bank dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah atau macet, ter-
masuk dengan menggunakan instrumen akta buy back guarantee. Ketujuh: Pencantuman 
klausula buy back guarantee dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk penyele-
saian utang debitor. Sehingga, baik perjanjian kredit maupun PPJB mempunyai kaitan satu 
sama lain untuk memperkuat kedudukan dan keberadaan akta buy back guarantee.
PENUTUP
Kesimpulan
Dari uraian pembahasan sebelumnya, maka penulis menguraikan kesimpulan sebagai 
berikut:
1. Kedudukan akta buy back guarantee dalam sistem hukum jaminan tidak berbeda 
halnya dengan akta-akta notaril lainnya yang digunakan pada lembaga penjaminan. 
Akta  buy back guarantee muncul karena kebutuhan atas perkembangan praktek 
penjaminan sebagai konsekuensi dari sifat terbukanya hukum perikatan di dalam Pasal 
1338 BW. Berfungsi sebagai perjanjian ikutan/pelengkap (accesoir) dari perjanjian 
kredit, yang banyak digunakan pada perjanjian pemberian Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR). 
2. Pada perjanjian buy back guarantee, kejadian wanprestasi (event of default) dapat 
terjadi terhadap debitor dan penjamin/developer. Kejadian tersebut seharusnya 
dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap pihak yang menerbitkan wanprestasi. 
Penggunaan akta buy back guarantee  baik sebelum maupun setelah pembebanan 
hak tanggungan, dimana debitor dan penjamin/developer telah wanprestasi ternyata 
tidak dapat memberikan implikasi hukum bagi perbankan, karena pada akhirnya 
bank menempuh upaya lelang, sehingga terkesan bahwa akta buy back guarantee 
hanyalah ikatan moral belaka, namun tetap diperlukan oleh perbankan sebagai 
alternatif lembaga penjaminan.
Saran
1. Akta buy back guarantee harus tetap dipertahankan sebagai alternatif lembaga 
penjaminan bagi perbankan meskipun hanya boleh digunakan apabila hak tanggungan 
belum dibebankan kepada objek jaminan. Harus pula dilakukan perbaikan guna 
penyempurnaan klausulanya, terutama pada klausula waktu, pengaturan hak-hak 
debitor, serta akibat hukum jika terjadi wanprestasi, sehingga kedepan akta buy 
back guarantee tidak hanya sebagai ikatan moral tetapi dapat memberikan implikasi 
hukum bagi pihak perbankan.  
2. Oleh karena akta buy back guarantee memiliki banyak kelemahan dibandingkan 
dengan lembaga penjaminan lainnya, maka  sangat diperlukan itikad baik (good 
faith) dari  penjamin  untuk melaksanakan sesuai maksud diadakannya akta, yaitu 
dapat menyelesaikan kredit bermasalah atau macet secara cepat dan efektif.
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Abstract
The research aims to find out about the legal protection of the rights of indigenous 
peoples to their lands, territories and natural resources under customary law, national, 
and international law with normative legal research methods, socio-legal, and judicial-
explanatory. The results showed that indigenous ownership is natural and innate and 
hereditary, and indigenous peoples have the constitutive relations, the magical-religious 
lands, territories and natural resources at their disposal. So that they have rights and 
fundamental freedoms are guaranteed and protected by international human rights law. 
Indonesia does not guarantee the law and legally protect the collective rights of indigenous 
peoples to their lands, territories and natural resources.
Keywords: Legal Protection, Indigenous People
Abstrak
Penelitian bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap 
hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumberdaya alam berdasarkan hukum 
adat, hukum nasional, dan hukum internasional dengan menggunakan metode penelitian 
hukum normatif, sosio-yuridis, dan yuridis-eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa kepemilikan masyarakat adat bersifat alamiah dan kodrati dan secara turun 
temurun, serta masyarakat adat memiliki hubungan konstitutif, magis-religius dengan 
tanah, wilayah, dan sumberdaya alam yang mereka miliki. Sehingga mereka memiliki 
hak asasi dan kebebasan fundamental yang dijamin dan dilindungi oleh hukum HAM 
Internasional. Hukum Indonesia belum menjamin dan melindungi secara hukum hak-hak 
kolektif masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumberdaya alam.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat
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PENDAHULUAN
Gerakan dan perjuangan komunitas masyarakat adat dunia pada dekade belakangan ini 
terus meningkat pesat untuk menuntut dan mempertahankan hak-haknya atas tanah, 
wilayah, dan sumberdaya alam yang mereka miliki secara turun-temurun yang menjadi 
salah satu basis gerakan mereka menghadapi ekspansi modal/investasi, terutama dibidang 
kehutanan, perkebunan, dan pertambangan dalam menggunakan tanah, wilayah dan 
sumberdaya alam.
Hubungan hukum masing-masing komunitas masyarakat adat dengan tanah, 
wilayah, dan sumberdayanya berdasarkan fakta sejarah dan hukum tidak dapat dipisahkan 
dengan kehidupan mereka, karena secara konstitutif jauh sebelum bangsa-bangsa lain 
masuk menduduki dan menguasai tanah, wilayah, dan sumberdayanya telah tumbuh dan 
berkembang tatanan nilai, norma, dan hukumnya yang sudah berlangsung secara turun-
temurun terhadap tanah, wilayah, dan sumberdayanya. 
Deklarasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 2007 (Deklarasi PBB 
2007),1 telah menegaskan bahwa masyarakat adat sejajar dengan semua masyarakat 
lainnya,2 hak-hak masyarakat adat sebagai sebuah standar capaian yang harus dipatuhi 
dalam semangat kebersamaan dan saling menghargai.3 Dan harus mengakui bahwa 
kebutuhan mendesak untuk menghormati dan memajukan hak-hak yang melekat pada 
masyarakat adat khususnya hak-hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumberdaya mereka.4 
Kemudian Deklarasi menetapkan, masyarakat adat mempunyai hak terhadap 
penikmatan penuh, untuk secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, semua hak 
asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi 
Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan hukum internasional tentang hak asasi 
manusia.5 
Deklarasi PBB 2007 menegaskan semua doktrin, kebijakan dan praktik-praktik yang 
didasarkan pada, atau yang mendukung superioritas kelompok masyarakat atau individu 
atas dasar ras, agama, etnik atau budaya adalah rasis, salah secara ilmiah, secara hukum 
tidak benar, secara moral terkutuk, dan secara sosial tidak adil.6 
Penegasan yang sama terdapat dalam Diktum Resolusi Majelis Umum PBB No. 
2106 (XX) mengenai Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Rasial 1965,7 yang meyakini bahwa doktrin supremasi apapun yang berdasarkan ras adalah 
1  United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, ditetapkan pada 13 September 2007 
pada sidang sesi ke-61 Item Agenda 68.
2  Lihat Diktum Deklarasi PBB 2007: “Affirming that indigenous peoples are equal to all other peoples,
3  Lihat Diktum Deklarasi PBB 2007:  “…the following United Nations Declaration on the rights of in-
digenous peoples as a standard of achievement to be pursued in a spirit of partnership and mutual respect.”
4  Lihat Diktum Deklarasi PBB 2007: “the urgent need to respect and promote the inherent rights of 
indigenous peoples,especially their rights to their lands, territories and resources.
5  Pasal 1 Deklarasi PBB 2007, “Indigeneous peoples have the right to the full enjoyment, as a collec-
tive or as individuals, of all human rights and fundamental freedoms as recognized in Charter of the United 
Nations, the Universal Declaration of Human Rights and International human rights law”.
6  Lihat Diktum Deklarasi PBB 2007:  “that all doctrines, policies and practices based on or advocat-
ing superiority of peoples or individuals on the basis of national origin or racial, religious, ethnic or cul-
tural differences are racist, scientifically false, legally invalid, morally condemnable and socially unjust.” 
7  Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang 
Pengesahan International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965 (Kon-
vensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). 433
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salah dari segi ilmu pengetahuan, layak dikutuk dari segi moral, tidak berperikeadilan 
serta berbahaya dan bahwa tidak ada suatu pembenaran terhadap diskriminasi rasial dalam 
teori maupun praktik dimanapun juga.8 Sehingga PBB mendorong negara-negara untuk 
tunduk pada dan melaksanakan secara efektif semua kewajiban yang berlaku terhadap 
masyarakat adat sesuai dengan hukum internasional,9 khususnya yang berkaitan dengan 
HAM.10 Karena masyarakat adat diakui, tanpa perbedaan, dalam semua HAM yang diakui 
dalam hukum internasional, dan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif yang 
sangat diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan mereka dan pembangunan yang 
utuh sebagai kelompok masyarakat.11 Serta memperhatikan bahwa masyarakat adat 
telah mengalami penderitaan dari ketidakadilan sejarah sebagai akibat dari penjajahan, 
pencerabutan tanah-tanah, wilayah, dan sumberdaya yang mereka miliki.12
Deklarasi Viena dan Program Aksi sebagai hasil dari Konferensi Dunia HAM 
kedua Tahun 1993, masyarakat bangsa-bangsa telah menegaskan kembali universalitas 
dan peran penting HAM, HAM telah menjadi keprihatinan yang sah dari masyarakat 
internasional, dan semua HAM adalah universal, tak bisa dipisah-pisahkan, independen, 
dan saling berhubungan. 
Deklarasi menegaskan bahwa sementara pentingnya kekhususan-kekhususan 
nasional dan regional serta berbagai latar-belakang sejarah, kebudayaan, dan agama yang 
harus diingat, maka merupakan tugas negara untuk mempromosikan dan melindungi hak-
hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan tidak mempedulikan 
sistem politik, ekonomi, dan kebudayaan mereka, selanjutnya ditegaskan: 
”All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated 
while the significant of national and regional particularities and various historical, 
cultural and religious background must be borne in mind, it is the duty of states, 
regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect 
all human rights and fundamental freedoms.” 13
Selain itu, deklarasi menegaskan kembali hak untuk pembangunan sebagai 
hak universal, dan hubungan yang tak terpisahkan antara HAM dan pembangunan. 
Ditambahkan demokrasi, pembangunan, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia 
dan kebebasan fundamental saling tergantung dan saling memperkuat.14 
8  Dikutip dalam Anonim, Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, (Jakarta: Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia, 2008), hlm. 70.
9  Sebagaimana ditegaskan dalam perjanjian-perjanjian internasional, kesepakatan-kesepakatan dan 
pengaturan-pengaturan konstruktif oleh negara-negara dan masyarakat internasional dalam forum interna-
sional melalui PBB.
10 Lihat Diktum Deklarasi PBB 2007: “States to comply with and effectively implements all their obli-
gations as they apply to indigenous peoples under international instruments, in particular those related to 
human rights, in consultation and cooperation with the peoples concerned.”
11 Lihat Diktum Deklarasi PBB 2007:  “indigenous individuals are entitled without discrimination 
to all human rights recognized in international law, and that indigenous peoples possess collective rights 
which are indispensable for their existence, well-being and integral development as peoples.”
12 Lihat Diktum Deklarasi PBB 2007: yaitu: “indigenous peoples have suffered from historic injustice 
as a result of, inter alia, their colonization and dispossession of their lands, territories and resources,…” 
13 Viena Declaration and Programme Action 1993 pada “I“ (Romawi) angka 5. Dalam http://www.
unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.CONF.157.23.En?OpenDocument Diakses.10 Mei 
2010. Lihat juga Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, (tanpa 
Penerbit), 2002, hlm. 56.
14 Dikutip pada laman website: http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/vienna.pdf diakses tanggal 10 434
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Masyarakat adat menghadapi berbagai macam masalah yang terkait dengan status 
dan interaksi mereka satu sama lainnya, sementara hak asasi mereka terus disalahgunakan 
orang lain, terutama berkaitan dengan pelestarian budaya dan bahasa, hak atas tanah, 
kepemilikan dan eksplorasi sumberdaya alam, menentukan hak-hak politik dan otonomi, 
perusakan lingkungan dan penyerobotan, kemiskinan, kesehatan, dan diskriminasi.15
Saat ini banyak masyarakat adat masih dikecualikan dari masyarakat lainnya dan 
hak-hak mereka seringkali dirampas sebagai warga negara yang sama. Namun demikian, 
mereka bertekad untuk melestarikan, mengembangkan dan mewariskan kepada generasi 
sesudahnya wilayah leluhur dan identitas etnik mereka. Keberlanjutan keberadaan 
mereka sebagai masyarakat, sangat erat hubungannya dengan kemungkinan mereka untuk 
mempengaruhi nasib mereka dan untuk hidup sesuai dengan kemungkinan mereka untuk 
mempengaruhi nasib mereka sendiri dan untuk hidup sesuai dengan pola budaya mereka 
sendiri, lembaga sosial dan sistem hukum.16
Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD NRI 1945) pada Alinea keempat menegaskan bahwa: “Pemerintah Negara 
Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, …yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, …yang berkedaulatan rakyat.”
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah di amandemen menetapkan: 
”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Perkembangan dan perubahan dalam standar instrumen-instrumen HAM 
internasional khususnya yang mengatur tentang hak asasi masyarakat adat, Indonesia 
telah mengamandemen UUD NRI 1945 melalui perubahan kedua tahun 2000 pada Pasal 
18B ayat (2) yang menetapkan: ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
Kemudian dalam Bagian II TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak 
Asasi pada Pasal 41, menetapkan: ”Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak 
atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 
Tahun 1999) dalam Pasal 2 menetapkan: ”Negara Republik Indonesia mengakui dan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang 
secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, 
dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, 
kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.” Selanjutnya dalam Pasal 6 menetapkan: (1) 
Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat 
Desember 2009. Lihat Juga Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia,  2008. hlm. 258. 
15 Bartholomew Dean dan Jerome Levi (2009), Urarina Society, Cosmology and History in Peruvian 
Amazonia, Gainesville: University Press of  Florida,. Dikutib dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Indige-
nous_peoples diakses 19 Maret 2011.
16  Dikutip pada laman website:  http://www.iwgia.org/sw2073.asp Diakses 22 April 2011.
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hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. 
(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, 
selaras dengan perkembangan zaman.
Batang Tubuh UUD NRI 1945 dalam amandemen kedua tahun 2000 pada Pasal 28I 
ayat (4) menetapkan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”17 Kemudian dalam ayat (5) 
menegaskan bahwa: ”Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, 
diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”
Sehubungan dengan hal tersebut, sebelumnya Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) dalam ketetapannya pada Pasal 3 menetapkan:18  ”Penghormatan, penegakan, 
dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan 
kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” 
Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 
71 UU No. 39 Tahun 1999 menetapkan:  ”Pemerintah wajib dan bertanggung jawab 
menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur 
dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional 
tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.” (kursif penulis) 
Kemudian dalam Pasal 72 menetapkan: ”Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam 
bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang 
lain.” 
Dalam diktum Deklarasi PBB tahun 2007 menyatakan masyarakat adat telah 
mengalami penderitaan dari ketidakadilan sejarah sebagai akibat dari, antara lain, 
penjajahan dan pencerabutan tanah-tanah, wilayah, dan sumberdaya mereka, sehingga 
menghalangi mereka untuk menggunakan, terutama hak mereka untuk pembangunan 
sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingannya.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian sebagai 
berikut:
1. Bagaimanakah kedudukan hukum masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumberdaya 
alam?
2. Bagaimanakah Perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan 
sumberdaya alam?
17 Lihat dan bandingkan Pasal 43 Bagian II Piagam Hak Asasi Manusia pada Ketetapan Majelis Per-
musyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Lihat juga 
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
18 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang 
Hak Asasi Manusia. 436
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METODE PENELITIAN
Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, sosio-yuridis, 
dan yuridis-eksplanatoris.  Adapun pendekatan yang digunakan adalah statute approach, 
conceptual approach, analitical approach, comparative approach, historical approach, 
philosopical approach.19 
Sumber dan  Jenis Data
Data yang digunakan adalah data sekunder (bahan pustaka) berupa bahan hukum 
primer, sekunder, dan bahan hukum tertier.
Pengolahan dan Analisa Data
Dikelompokkan dan disistematisir dan kemudian diinterpretasi dengan menggunakan 
cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum serta dianalisis secara yuridis kualitatif.20 
Cara dalam analisis ini, akan berpedoman pada pendekatan keobjektivisan, sistematis, dan 
generalisasi.21
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Masyarakat adat untuk waktu yang lama selalu dipandang hanya sebagai objek hukum 
nasional dan hukum internasional, yang sering gagal untuk merespon kebutuhan dan 
hubungan hukum mereka atas tanah, wilayah dan sumberdaya daya yang mereka miliki 
secara turun-temurun. Namun, melalui keterlibatan banyak dengan pihak mereka, sistem 
telah menjadi lebih inklusif dan banyak konvensi dan instrumen telah terbentuk yang 
menggabungkan pendekatan baru dan metode yang terintegrasi.22 Terutama dalam bidang 
hukum HAM, dimana hak-hak masyarakat adat semakin diakui dan diterima serta mendapat 
tempat dalam tatanan hukum nasional dan hukum internasional, sehingga menyebabkan 
kesadaran yang lebih besar tentang keberadaan mereka pada umumnya. 
Perdebatan tentang hubungan khusus dan permanen hak-hak masyarakat adat 
atas tanah, wilayah, dan sumberdaya alam, sehingga menyebabkan klaim mereka untuk 
menikmati kedaulatan penuh serta memperoleh kembali hak-hak atas tanah, wilayah, dan 
sumberdaya mereka yang telah dirampas dan diambil-alih tanpa persetujuan bebas dari 
mereka, sehingga menjadi dasar serta tuntutan perjuangan sampai saat ini.
Konsepsi dan Prinsip-prinsip Hukum Hak Masyarakat Adat
Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat bersifat otonom, permanen, 
dan berkelanjutan. Terutama setelah Deklarasi PBB 2007 dalam pasal-pasalnya 
19 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat, Bayumedia 
Publishing, Malang, 2008, hlm. 299-322.
20 Soerjono Soekanto, dkk., Opcit., hlm. 14. Lihat dan bandingkan Bahder Johan Nasution, Metode 
Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 173-174.
21 Lihat dan bandingkan Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, Jakarta, 
2000, hlm. 68. Lihat juga Conny R. Semiawan, Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu 
Pengetahuan, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 221-227.
22 L. Swepston, “Indigenous Peoples in International Law and Organizatios” in International Law 
and Indigenous Peoples, J. Castellino & N. Walsh, eds., Leiden & Boston, 2005, hlm. 53.437
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menetapkan, masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh hak asasi dan 
kebebasan fundamentalnya baik secara kolektif ataupun secara individual sebagaimana 
diatur dalam Piagam PBB, DUHAM, dan hukum hak asasi manusia, serta Deklarasi PBB 
2007 itu sendiri.23 
Bersifat otonom, karena mereka mengatur dan menikmati sistem kehidupannya 
(hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dsb).24 Walaupun tekanan perubahan yang terjadi 
selama ini sebelum ditetapkannya Deklarasi PBB 2007, tekanan perubahan itu banyak 
mempengaruhi eksistensi masyarakat adat. Namun dengan ditetapkannya deklarasi ini, 
deklarasi telah memberi kerangka dasar bagi masyarakat adat untuk menikmati secara 
penuh semua hak asasi dan kebebasan fundamental yang mereka miliki.  Hal ini menjadi 
pegangan dan tumpuan utama bagi masyarakat adat untuk secara sendiri-sendiri atau 
bersama-sama mengatur dan mengelola sendiri hak-hak mereka atas tanah, wilayah, dan 
sumberdaya alamnya. Karena dengan pengalaman kehidupan mereka, mereka mengalami 
penderitaan dari ketidakadilan sejarah sebagai akibat dari penjajahan dan pencerabutan 
hak-hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumberdayanya.25 Sehingga mereka tidak dapat 
mengorganisir dirinya dan menikmati sepenuhnya untuk menentukan sendiri hak-haknya 
dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dan hak mereka atas pembangunan 
sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.26
Masyarakat adat bersifat permanen, karena hak-hak asasi dan kebebasan fundamental 
yang telah melekat dalam struktur dan tatanan kehidupan mereka secara turun-temurun 
dalam geografis tertentu terhadap hubungan hukum, sosial, budaya, ekonomi, magis dan 
spiritual atas tanah, wilayah, sumberdaya, sehingga mereka memiliki hak dan kebebasan 
tanpa diskriminasi dan apapun bentuknya untuk mengorganisir dan memperbaiki dirinya 
terhadap apa yang mereka miliki secara turun-temurun dan secara tradisional berdasarkan 
sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya, tradisi keagamaan, sejarah-sejarah, 
dan filsafat mereka, khususnya hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumberdaya mereka 
secara kolektif dan individu yang didasarkan atas asal-usul dan menentukan identitas 
menurut kebiasaan-kebiasaan dan tradisi mereka. Bahkan PBB melalui deklarasi 2007 
telah menegaskan bahwa hak-hak masyarakat adat sebagai sebuah standar capaian yang 
harus dipatuhi dalam semangat kebersamaan dan saling menghargai.27
Keberlanjutan masyarakat adat menjadi perhatian besar dan utama masyarakat bangsa-
bangsa dan PBB melalui Deklarasi PBB 2007 yang menegaskan bahwa masyarakat adat 
harus disejajarkan kedudukannya dengan masyarakat lainnya yang ada di wilayah negara 
masing-masing dan bahkan dalam komunitas masyarakat bangsa-bangsa di dunia sebagai 
kelompok masyarakat yang memiliki hak yang sama dan sederajat  tanpa perbedaan dalam 
semua hak asasi yang diakui dalam hukum HAM internasional. Terutama, masyarakat adat 
berhak untuk menentukan nasib sendiri28 (the right of self determination) yang berkaitan 
23 Lihat dan bandingkan Pasal 1 Deklarasi PBB 2007.
24 Lihat dan bandingkan Wignjosoebroto dalam Anonim, Kajian Kebijakan Hak-hak Masyarakat 
Adat di Indonesia: Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan Dalam Era Otonomi Daerah. Seri Kebijakan I, 
INCRAF, LATIN, P3AE-UI, 2001, hlm. 63.
25 Lihat dan bandingkan Diktum Deklarasi PBB 2007
26 Diktum yo. Pasal 3 Deklarasi PBB 2007
27 Lihat dan bandingkan Diktum Deklarasi PBB 2007.
28 Lihat dan bandingkan Pasal 4 Deklarasi PBB 2007 menetapkan :”Masyarakat adat didalam melaks-
anakan menentukan nasib sendiri, berhak untuk otonomi dan pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang ter- 438
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dengan status politik, dan secara bebas memacu pengembangan ekonomi, sosial, dan 
budaya mereka,29 serta mempertahankan dan memperkukuh lembaga-lembaga politik, 
hukum, ekonomi sosial dan budaya serta mengambil bagian sepenuhnya untuk memilih 
kehidupannya.30 Dengan dasar itu, Deklarasi menegaskan bahwa secara moral dan hukum, 
semua doktrin, kebijakan dan praktik-praktik yang didasarkan pada atau mendukung 
superioritas kelompok masyarakat atau individu-individu atas dasar asal-usul kelompok 
masyarakat, perbedaan ras, agama, etnik atau budaya adalah rasis, secara ilmiah salah, 
secara hukum tidak benar, secara moral terkutuk, dan sosial tidak adil.31
Pada bagian lain Martinez Cobo,32 mengatakan masyarakat adat memiliki keberlanjutan 
sejarah yang tumbuh dan berkembang di wilayah mereka sebelum penaklukan dan sebelum 
penjajahan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya, diri mereka menganggap berbeda 
dengan masyarakat yang berada dibagian wilayah mereka. Mereka sekarang sebagai 
bagian masyarakat yang tidak dominan dan bertekad untuk melestarikan, mengembangkan 
dan mewariskan kegenerasi yang akan datang wilayah leluhur mereka, dan identitas etnik 
mereka, sebagai dasar kelangsungan mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola 
budaya mereka sendiri, lembaga sosial dan sistem hukum. 
Selanjutnya ditegaskan:“Indigenous communities,… having a historical continuity 
with preinvasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider 
themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, 
or parts of them. They form at present nondominant sectors of society and are determined 
to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their 
ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their 
own cultural patterns, social institutions and legal systems”.
Berkaitan dengan keberlanjutan sejarah dalam paragraf 380, Martinez Cobo,33 
menegaskan bahwa keberlanjutan sejarah dapat terdiri dari kelanjutan, untuk jangka waktu 
yang panjang sampai pada masa kini, dari satu atau lebih factor: “380. This historical 
continuity may consist of the continuation, for an extended period reaching into the present, 
of one or more of the following factors:
(a) Occupation of ancestral lands, or at least of part of them;
(b) Common ancestry with the original occupants of these lands;
(c) Culture in general, or in specific manifestations (such as religion, living under a 
tribal system, membership of an indigenous community, dress, means of livelihood, 
life-style, etc.);
(d) Language (whether used as the only language, as mother-tongue, as the habitual 
kait dengan urusan-urusan kedalam dan lokal mereka...”
29 Lihat dan bandingkan Pasal 3 Deklarasi PBB 2007.
30 Lihat dan bandingkan Pasal 5 Deklarasi PBB 2007.
31 Lihat dan bandingkan Diktum Deklarasi PBB 2007 dan Diktum Resolusi Majelis Umum PBB No. 
2106 (XX) mengenai Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 yang te-
lah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention 
on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). 
32 Lihat dan bandingkan Jose R. Martinez Cobo, Study of the Problem Discrimination Against In-
digenous Population, UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 
U.N.Doc.E?CN.4./Sub.2./1986/Add.4, para. 379 (1986).
33 Ibid.439
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means of communication at home or in the family, or as the main, preferred, 
habitual, general or normal language);
(e) Residence in certain parts of the country, or in certain regions of the world;
(f) Other relevant factors.” 
Demikian halnya dengan komunitas masyarakat adat di Indonesia, jauh sebelum 
Indonesia merdeka para ahli bangsa-bangsa Belanda, seperti C. van Vollenhoven telah 
mengidentifikasikan bahwa di Indonesia memiliki komunitas masyarakat yang terorganisir 
dan memiliki otonomi hukum yang berbeda disetiap wilayah kepulauan Hindia, sehingga 
ia membagi persekutuan-persekutuan hukum masyarakat diberbagai daerah kepulauan 
Indonesia, menjadi 19 lingkaran hukum (Rechtskring), tiap-tiap lingkaran hukum terdapat 
kukuban hukum (rechtsbouw), dan dimasing-masing lingkaran hukum terdapat perbedaan 
dalam tata susunan dan peraturan-peraturan hukum adat yang berlaku diberbagai daerah 
dimana garis-garis besar, corak dan sifatnya hukum adat adalah seragam.34 Sehingga 
dengan dasar itu, van Vollenhoven mengatakan persekutuan masyarakat di Hindia lebih 
tepat disebut sebagai suatu ikatan yang tidak dibuat, melainkan terjadi dengan sendirinya. 
Oleh sebab itu, T.J. Willer,35 mengatakan diantara rakyat yang terpisah oleh jarak 
sedemikian jauhnya dan perbedaan bahasa, terdapat kesamaan yang begitu besar pada 
asas-asas kemasyarakatan dan tabiat rakyatnya. Bahwa pada mereka ”hak-hak atas tanah, 
persekutuan hidup, pembagian suku-suku dan golongan, perkawinan, pengabdian, sistem 
pidana dan sebagainya didasarkan asas-asas yang sama”. Lebih jauh dikatakannya bahwa 
penyimpangan dari dasar-dasar adat didalam kehidupan rakyat Hindia sangat dalam 
pengaruhnya dan sama mendalamnya sebagaimana penyungkirbalikan asas-asas hukum 
perdata kita (Belanda) di negeri ini.
Sementara menurut Ter Haar,36 yang disebutnya sebagai ”Gerombolan”, sebagai 
masyarakat hukum (rechtsgemeenschappen) ditentukan oleh dua faktor utama bagi timbul 
dan kelangsungannya masyarakat itu, yaitu faktor teritorial dan faktor genealogis. Faktor 
teritorial ini terdapat tiga jenis pusat dari bentuk teritorial, yaitu: masyarakat dusun (de 
dorpsgemenschap), masyarakat wilayah (de streekgemenschap), dan gabungan dusun (en 
de dorpenbond). Sedangkan faktor genealogis tidak berarti faktor terikatnya satu sama 
lain karena keturunan yang sama, dikepulauan Indonesia ada banyak. Sifat dan bentuknya 
berdasarkan pada: hukum keturunan pihak bapa (vaderrechtelijk), hukum keturunan pihak 
ibu (moederrechtelijk), hukum keturunan pihak bapa dan ibu (parentaal), serta hukum 
keturunan pihak bapa dan ibu, berganti (alterneterend).
Hasil kajian Ter Haar,37 tentang suku bangsa Indonesia pada tingkat paling dasar 
yang dikategorikannya sebagai ”gerombolan”. Gerombolan itu  bertalian satu sama lain 
terhadap alam yang tak kelihatan mata, terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan, 
sehingga disebutnya sebagai ”masyarakat hukum (rechtsgemeenchappen)”, karena 
baik perorangan maupun golongan (kelompok) bersikap dan bertindak sesuai aturan 
batin sebagai hak pertama, dan kekuasaan terhadap tanah, benda, air, tanaman, dan kuil 
34 C. Van Vollenhoven, Penemuan Hukum Adat, Diterjemahkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan In-
donesia (LIPI), Cetakan kedua, Djambatan, 1982, hlm. 72-73.
35 Ibid. 
36 B. Ter Haar Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat,  Diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poes-
ponoto, Cetakan Ke-empat, Pradnya  Paramita, 1979, hlm. 27-28.
37 Ibid. 440
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yang harus dipelihara, dipertahankan, dan dijaga bersama oleh anggota kelompok untuk 
kepentingan alam gaib, yang menganggap terjadinya masyarakat sebagai takdir alam yang 
merupakan hukum gaib. Sehingga tidak ada seorangpun menghendaki atau memikirkan 
untuk membubarkan kelompoknya, yang hanya mungkin, kalau keluar dan melepaskan 
dari kelompoknya, itupun tergantung kondisi daerahnya. Dengan kata lain, persekutuan 
itu bersifat teratur dan tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, kekayaan sendiri 
berupa benda yang kelihatan dan tak kelihatan. Hal ini ditegaskan Ter Haar bahwa: ”...
sebagai masyarakat hukum, disitulah hukum adat sebagai endapan daripada kenyataan 
sosial, dipungut daripadanya dan oleh karenanya didukungnya pula; di situ pulalah hukum 
adat dalam proses abadi dibentuk dan dipelihara oleh dan dalam keputusan pemegang 
kukuasaan (penghulu rakyat dan rakyat) yang dijatuhkan atas sesuatu tindakan hukum atau 
atas sesuatu perselisihan.”38
Ter Haar39 membuat dua perumusan yang menunjukkan perubahan pendapatnya 
tentang apa yang dinamakan hukum adat. (1) Hukum adat lahir dan dipelihara oleh 
keputusan-keputusan warga masyarakat hukum adat, terutama keputusan yang berwibawa 
dari kepala-kepala rakyat (kepala adat) yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan 
hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas 
mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan tersebut karena kesewenangan atau 
kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas 
dan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima, diakui atau setidaknya tidak-tidaknya 
ditoleransi. (2) Hukum adat yang berlaku tersebut hanya dapat diketahui dan dilihat dalam 
bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (kekuasaan tidak terbatas pada dua 
kekuasaan saja, eksekutif dan yudikatif) tersebut. Keputusan tersebut tidak hanya keputusan 
mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga diluar itu didasarkan pada musyawarah 
(kerukunan). Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam 
rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.
Berangkat dari kenyataan demikian hubungan hukum antara individu dengan 
masyarakatnya dalam hukum adat, menurut R. Soepomo,40 menjelaskan:
”Dalam hukum adat, manusia sama sekali bukan individu yang terasing, bebas dari 
segala ikatan dan semata-mata hanya ingat keuntungan sendiri, melainkan terutama 
ialah anggota masyarakat. Dalam hukum adat yang primer bukanlah individu, 
melainkan masyarakat. Masyarakat berdiri di tengah-tengah kehidupan hukum. 
Individu terutama dianggap sebagai suatu anggota masyarakat, suatu makhluk yang 
hidup pertama untuk mencapai tujuan masyarakat. Tanggapan hukum adat, kehidupan 
individu ialah kehidupan yang terutama diperuntukkan buat mengabdi kepada 
masyarakat. Tapi pengabdian kepada masyarakat ini oleh individu tidak dirasakan 
sebagai beban, yang diberikan kepadanya oleh suatu kekuasaan yang berdiri di 
luar dirinya. Pengabdian itu tidak bersifat ”pengorbanan”, yang harus diberikan 
oleh individu. Di dalam kesadaran rakyat kewajiban kemasyarakatan semata-mata 
adalah fungsi sewajarnya dari kehidupan manusia. Sebaliknya individu sebagai 
anggota masyarakat, mempunyai pula hak-hak. Hak-hak ini di dalam cara berfikir 
orang Indonesia, ialah hak-hak kemasyarakatan. Hak yang diberikan kepada individu 
38 Ibid. hlm.28.
39 Dikutip dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum Adat.  
40 R. Soepomo, Hubungan Individu dan Masjarakat dalam Hukum Adat, Tjetakan ke-2, Pradnja Para-
mita, Djakarta, 1970, hlm. 10-11.441
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berhubung tugasnya dalam masyarakat. Jadi, pergaulan hukum mengharapkan dari 
individu yang menjalankan kekuasaan hukumnya sesuai dengan tujuan sosial. Itulah 
sebabnya hukum adat mempunyai sifat komunal (untuk bersama).”
Demikian halnya pandangan yang dikemukakan oleh Mohamad Yamin:41 
”Hidoepnja bangsa kita sebagian besar diatoer oleh hoekoem kebangsaan, hoekoem 
adat atau adatrecht. Benar zaman sekarang pengaroeh hoekoem Barat lama-lama 
bertambah-tambah ditanah kita, tetapi sebagian besar dari pada bangsa kita hidupnja 
bernaoeng dibawah adatnja dan masih percaja akan hoekoem jang berurat akar dalam 
adat. Hoekoem jang bertulis dan disjahkan tiada sekali-kali bersimaharadjalela 
ditanah kita, melainkan terletak dan dipakai disebelah hoekoem adat. Kami tahoe 
dan tak goena diseboetkan disini, banjak orang jang menghinakan hoekoem adat kita, 
boekan sedikit orang jang menjatakan hoekoem adat itoe tiada tjotjok lagi dengan 
kemaoean zaman, djadi kalau dihidoepkan kembali adalah seperti membangunkan 
orang jang hampir poetoes djiwa; sebenarnja boekan sedikit kebodohan kita tentang 
hoekoem adat pada halnja sendi persatoean bangsa kita perkara kehoekoeman. 
Tetapi hoekoem adat bukannja hoekoem jang mati, sekeras-kerasnja masih tidoer. 
Tetapi orang jang soeka mempersaksikan tempatnja dalam pergaoelan hidoep kita, 
tentoe akan terboeka matanja. Kaoem terpeladjar tahoelah dengan insjafnja bahasa 
hoekoem jang dibawa dari Barat kemari, pendeknja hoekoem jang tertoelis tiadalah 
selalu memadai keperloean kita. Karena atjap kali tiada sesuai dengan bangsa 
Indonesia. Adalah halnja seperti sabit dimasoekan kedalam saroeng keris. Pertama 
djanggal roepanja, kedoea tiada maoe sepadan atau sesoeai. Sebab itoe marilah kita 
memalingkan mata kepada hoekoem adat, jaitu hoekoem tempat kita dibesarkan, 
hoekoem jang ditoeroenkan poyang kita. Marilah kita berbalik kepada roemah kita 
sendiri dan mengenali bagaimana doedoek letaknja. Kalau segala nasihat ini berlakoe, 
maka bangoenlah kembali dasar kehoekoeman kita” 
Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara yang multi etnis dan berbeda-beda tingkat 
kehidupan peradabannya sekarang ini – ada yang masih dikategorikan sebagai suku 
terasing sampai pada masyarakat supra modern – yang tinggal dan hidup dalam wilayah 
NKRI, maka sangat dibutuhkan dan merupakan keharusan hukum untuk menjamin dan 
melindungi serta mengakomodir nilai-nilai dan hukum yang bersumberkan pada hukum 
adat, hukum nasional, dan hukum internasional sebagai hukum yang hidup (living law),42 
karena sifat, karakter, serta jenis ketiga hukum itu “berkohesi – hidup dan mengikat” 
dalam hubungan hukum setiap manusia dan kelompok dalam wilayah negara Indonesia. 
Ke-kohesi-an ketiga hukum itu merupakan dan menjadi hakikat dan dasar berlakunya 
hukum bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara di Indonesia, karena kehendak 
dan kedaulatan yang permanen dalam dinamika dan hubungan hukum masyarakat adat 
41  Mohamad Yamin, Pidato dimoeka Kerapatan Pemoeda-pemoeda Indonesia di kota Jakarta  tentang 
Persatoean Kebangsaan Indonesia 27-28 Oktober 1928 dimuat dalam surat kabar Persatoean Indonesia 
No.9 Tahun I, HBPNI, Jakarta, Sumber: Arsip Nasional Indonesia, Jakarta. Dikutib dalam Prof. Dr. C.F.G. 
Sunaryati Hartono, SH., (Editor), Lampiran II dalam buku, Ernest Renan, Qu’est ce qu’une nation? Alih 
Bahasa Prof. MR. Sunaryo, Apakah Bangsa Itu? Alumni, Bandung, 1994, hlm. 91-92.
42  Living Law (hukum yang hidup) merupakan kehendak, kedaulatan, dan hak ( natural rights-hak 
yang bersifat alamiah) yang menjadi inner-order serta menjadi prime-mover dalam hubungan dan dinamika 
kehidupan manusia dan kelompoknya. 442
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menjadi hak yang hakiki. Oleh sebab itu, masyarakat bangsa-bangsa melalui PBB dalam 
Deklarasi 2007 menegaskan bahwa semua kelompok masyarakat memberikan kontribusi 
terhadap keberagaman dan kekayaan peradaban dan kebudayaan yang merupakan warisan 
bersama umat manusia. 
Masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan PBB melalui Deklarasi PBB 2007 telah 
menggariskan batasan-batasan hak asasi dan kebebasan fundamental masyarakat adat, 
yaitu: 
Pertama, dari aspek sejarah masyarakat adat, mereka telah mengalami penderitaan 
dari ketidakadilan sejarah sebagai akibat dari penjajahan dan pencerabutan hak-haknya atas 
tanah-tanah, wilayah dan sumberdaya mereka,43 sehingga mereka tidak dapat mengorganisir 
dirinya dan menikmati sepenuhnya untuk menentukan sendiri hak-haknya dibidang politik, 
ekonomi, sosial dan budaya mereka dan hak mereka atas pembangunan sesuai dengan 
kebutuhan dan kepentingannya.44 Pencerabutan atas penghidupan dan pembangunan, harus 
mendapat ganti rugi yang layak dan adil.45 Dengan dasar itu, mereka harus mendapatkan 
ganti rugi berupa restitusi dan konpensasi yang layak  dan adil terhadap tanah, wilayah, 
sumberdayanya yang dikuasai, digunakan, dan yang telah disita, diambil alih, digunakan 
atau dirusak, tanpa persetujuan bebas tanpa paksaan dari mereka terlebih dahulu.
Kedua, masyarakat adat memiliki hak-hak asasi dan kebebasan fundamental 
yang telah melekat dalam struktur dan tatanan kehidupan mereka secara turun-temurun 
terhadap tanah, wilayah, sumberdaya, sehingga mereka memiliki hak dan kebebasan 
tanpa diskriminasi dan apapun bentuknya untuk mengorganisir dan memperbaiki dirinya 
terhadap apa yang mereka miliki secara turun-temurun dan secara tradisional berdasarkan 
sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya, tradisi keagamaan, sejarah-sejarah, dan 
filsafat mereka, khususnya hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumberdaya mereka secara 
kolektif dan individu yang didasarkan atas asal-usul dan menentukan identitas menurut 
kebiasaan-kebiasaan dan tradisi mereka. 
Ketiga, masyarakat adat harus disejajarkan kedudukannya dengan masyarakat lainnya 
yang ada di wilayah negara masing-masing dan bahkan dalam komunitas masyarakat 
bangsa-bangsa di dunia sebagai kelompok masyarakat yang memiliki hak yang sama dan 
sederajat  tanpa perbedaan dalam semua hak asasi yang diakui dalam hukum internasional. 
Bahkan PBB melalui deklarasi 2007 telah menegaskan bahwa hak-hak masyarakat adat 
sebagai sebuah standar capaian yang harus dipatuhi dalam semangat kebersamaan dan 
saling menghargai. 
Keempat, masyarakat bangsa-bangsa melalui Deklarasi PBB 2007 telah menegaskan 
secara moral dan hukum bahwa semua doktrin, kebijakan dan praktik-praktik yang 
didasarkan pada atau yang mendukung superioritas kelompok masyarakat atau individu-
individu atas dasar asal-usul kelompok masyarakat, perbedaan ras, agama, etnik atau 
budaya adalah rasis, secara ilmiah salah, secara hukum tidak benar, secara moral terkutuk, 
dan secara sosial tidak adil. 
Dengan dideklarasikannya Deklarasi PBB 2007, masyarakat adat dunia, termasuk 
juga masyarakat adat di Indonesia telah memperoleh dan akan menikmati ”kemerdekaan 
43  Diktum Deklarasi PBB 2007.
44  Diktum yo. Pasal 3 Deklarasi PBB 2007
45  Pasal 8 ayat 2 Deklarasi PBB 2007443
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hukum yang permanen”46 sebagai hasil perjuangan untuk memberantas ”penjajahan” 
terhadap harkat dan martabat serta hak-asasi dan kebebasan fundamental masyarakat adat.47
Hakikat Kepemilikan Masyarakat Adat atas Tanah, Wilayah, dan Sumber Daya Alam
Pada abad ke-13, Accursius di Bologna Italia menemukan konsep dan asas hukum 
yang dijadikan sebagai prinsip dasar dalam hukum Romawi dibidang hukum kepemilikan 
terhadap benda, yaitu:48 “cuius est solum eius est usque ad coelum et ad inferos”. Menurut 
asas ini –lazim disebut dalam dunia ilmu pengetahuan hukum internasional adalah Maxim 
Romawi- menegaskan bahwa siapa saja yang memiliki sebidang tanah, memiliki juga apa 
yang ada di atasnya sampai diruang angkasa dan termasuk juga memiliki segala apa yang 
ada di bawah permukaan tanah. 
Lainnya halnya dengan pandangan dari masyarakat adat Papua sekarang ini, dalam 
filosofi kehidupan mereka dari generasi kegenerasi yang terungkap dalam satu pernyataan 
hidup mereka masing-masing yang kami istilahkan sebagai “Maxim Papua” menegaskan: 
”Tanah adalah Ibuku, Hutan adalah pemberi Air dan Susu, Kekayaan Alam yang terkandung 
di dalam Tanah dan Hutan adalah Investasi.49 (kursif penulis)
Secara filosofis “Maxim Papua” di atas menegaskan bahwa sifat hakiki hubungan 
manusia secara individu dan kelompok yang ada sekarang dengan generasi yang akan 
datang terhadap lingkungan alam (tanah, hutan, dan air) bersifat “natural prolongation-
keberlanjutan alamiah” yang tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri dalam kurun waktu 
tertentu. Manusia hidup dalam menikmati dan memanfaatkan alam tidak hanya terbatas 
pada masa tertentu, selama manusia itu hidup, tetapi secara alamiah dan kodrati keberadaan 
alam menjadi milik generasi selanjutnya. Dengan kata lain bahwa alam itu adalah warisan 
seluruh umat manusia.
46 Sedikitnya ada 3 (tiga) fase kemerdekaan yang diperoleh dan dimiliki oleh masyarakat adat se-
lama perjalanan sejarah mereka, yaitu: (1) Kemerdekaan yang otonom, pada saat komunitas masyarakat adat 
menikmati kehidupan sosial, budaya, politik, hukum, spiritual diwilayah mereka masing-masing sebelum 
bangsa-bangsa lain masuk dan menguasai serta mempengaruhi dan menjajah ”keaslian” kehidupan mereka. 
(2) Kemerdekaan politik diperoleh dan dimiliki sebagai hasil perjuangan bersama untuk terbebas dari pen-
jajahan bangsa-bangsa lain dengan membentuk organisasi dan persekutuan bersama sebagai suatu ”negara”. 
(3) Kemerdekaan hukum diperoleh dan dimiliki secara permanen setelah masyarakat bangsa-bangsa didu-
nia dan PBB memberi jaminan dan perlindungan hukum secara bersama melalui Deklarasi PBB 2007 dan 
instrumen-instrumen HAM internasional yang universal terhadap hak-hak masyarakat adat, terhadap hak-hak 
asasi dan kebebasan fundamental secara individu maupun secara kolektif. Sehingga hukum HAM merupakan 
hukum yang tertinggi (ius cogens).
47 Lihat dan bandingkan Pembukaan UUD 45 dalam alinea pertama menyatakan: “Bahwa sesungguh-
nya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapu-
skan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Prinsip yang terkandung dalam alinea 
pertama ini merupakan komitmen dan sikap perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia secara universal  untuk 
memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi kehidupan sebagai suatu komunitas masyarakat yang ter-
jajah dan dijajah dimanapun di dunia ini. Karena penjajahan adalah suatu cara dan tindakan serta perbuatan 
yang tidak berperikemanusiaan yang merusak dan memporak-porandakan harkat dan martabat kemanusiaan 
dari setiap manusia dan kelompok manusia. Dan penjajahan itu menimbulkan dan menciptakan ketidakadilan 
hukum, sosial,  budaya, ekonomi, politik, dll.
48 Anonim, List of Latin phrases, dikutib dalam http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_phrases. 
diakses 20 Juni 2010
49 Hasil rangkuman wawancara peneliti waktu melakukan pra-survey di Jayapura pada bulan Desem-
ber 2009 dengan beberapa nara sumber diantaranya adalah wartawan Tabloid Jubi di Waena Jayapura dan 
salah satu Wakil Ketua Dewan Adat Papua (DAP) di Abepura serta salah satu anggota Majelis Rakyat Papua 
(MRP) di rumah kediamannya di Waena, Papua. 444
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Menurut John Locke,50 Tuhan tidak memberikan kepada Adam kekuasaan yang 
sewenang-wenang dan absolut kepada keturunannya didunia. Tuhan adalah pribadi rasional 
yang memberikan kemampuan yang secukupnya, kepada manusia untuk melaksanakan 
kehendak-Nya. Anugerah ini biasanya ditafsirkan oleh manusia sebagai kekuasaannya. 
Sayangnya kekuasaan itu sering disalahgunakan. Ada keinginan manusia yang kejam, 
yaitu mengakui dirinya sebagai pemilik kekuasaan absolut. Apa yang diperoleh Adam dari 
Tuhan adalah hak untuk menguasai alam dan memerintah kepada keturunannya secara 
bijaksana. Untuk itu, setiap ciptaan harus dikembangkan oleh manusia sebagaimana Tuhan 
menghendakinya. Menurut pandangan ini, tidak seorangpun diperbolehkan menjadi tuan 
atas orang lain. Tanggung jawab itu diletakkan pada kewajiban untuk tidak merugikan 
orang lain, baik dalam hidup, kebebasan, maupun terhadap pemiliknya.
Dalam hukum adat Indonesia kaitannya dengan hak atas tanah, menurut Ter 
Haar,51 bahwa hubungan hukum manusia satu sama lainnya dengan tanah, disebutnya 
”Beschikkingsrecht”, sebagaimana konsep istilah ini diambil dari pendapat C. van 
Vollenhoven.52 Konsep ”Beschikkingsrecht” (hak pertuanan) digunakan, ketika van 
Vollenhoven mempelajari bagaimana menentukan kerumitan yang timbul dari konsep-
konsep penguasaan dan pemanfaatan tanah dan hasil-hasilnya, baik demi kepentingan 
bersama masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan dan hak peseorangan. Disatu pihak 
hak komunal (communal bezitsrecht) diutamakan, dan dipihak lain, apa yang menjadi hak 
milik perseorangan (eigendomrecht) tidak dikorbankan atau dikesampingkan begitu saja 
dengan adanya hak komunal (communal bezitsrecht). Kemudian Beschikkingsrecht tidak 
dapat dipindah-tangankan atau dialihkan kepemilikan dalam bentuk apapun atas tanah 
milik komunal masyarakat adat, walaupun pemanfaatan atas tanah dan hasil-hasilnya telah 
diberikan hak-hak tertentu pada perseorangan, maka jika hak atas tanah diberikan kepada 
anggotanya dan kemudian diterlantarkan, maka tanah tersebut kembali menjadi milik 
masyarakat komunal.
Konsep hukum berlakunya kedalam oleh anggota persekutuan, dalam 
”Beschikkingsrecht” sebagai hak terdahulu atau hak pertama, yang dapat diberikan hak-
hak lain berupa hak membuka tanah (ontginningrechts) oleh anggota persekutuan, dan 
hak membuka tanah, dapat menimbulkan hak menikmati (voorkeursrecht), ketika seorang 
anggota yang menerima hak membuka tanah (ontginningrechts) mengalihkan hak kepada 
pihak lain untuk memanfaatkan tanahnya hanya dalam kurun waktu tertentu. Hak membuka 
tanah (ontginningrechts) dapat diwariskan.53 Sedangkan konsep hukum berlakunya keluar 
”Beschikkingsrecht” dapat menimbulkan hak-hak baru yang disebut ”genotrecht”, 
yaitu hak memanfaatkan satu kali panen oleh anggota kelompok luar komunitas untuk 
memanfaatkan tanah-tanah komunal dan genotrecht tidak dapat diwariskan.54 
Beschikkingrecht tidak hanya terbatas saja pada tanahnya, tetapi semua apa yang 
ada di atas tanah maupun atas perairan dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sendiri serta 
50 Dikutip dalam. Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah bagi bangsa Indonesia-Ditinjau Dari 
Ajaran Hak Asasi Manusia,  Mandar Maju, 2006, hlm. 131-131 Lihat dan Bandingkan Clarence Morris, 
(ed), The Great Legal Philosophers- Selected Reading in Jurisprudence, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia, 1959, hlm. 141-143
51 Ter Haar, Opcit.,  hlm. 71
52 Lihat selanjutnya uraian tentang Beschikkingrecht, Ibid.,  hlm. 72-89
53 Ibid., hlm. 75
54 Ibid., hlm. 79445
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binatang-binatang yang hidup liar.55 Dan untuk mengatur ketertiban penggunaan tanah 
dengan hak pertuanan, tanggung jawab itu dibebankan kepada penghulu-penghulu rakyat, 
baik itu sifat berlakunya kedalam maupun berlakunya keluar atas hak-hak yang timbul dari 
hak pertuanan.56
Menurut Ter Haar,57 masalah Beschikkingsrecht perlu diselidiki lebih lanjut, karena 
terdapatnya faktor-faktor subjektif masing-masing komunitas masyarakat adat berkaitan 
dengan hak pertuanan, seperti di Minangkabau tentang ”haq ulayat nagari”, yang mereka 
sebut sebagai ”lingkungan” daripada nagari. Apakah perkataan-perkataan golat di Batak 
dan edikio di Enggano sudah betul disalin dengan Beschikkingsrecht dalam arti subjektif.58 
Selanjutnya, dengan berbagai bentuk dan jenis hak pertuanan, dimasing-masing komunitas 
masyarakat adat di Indonesia, hak ulayat ini bermaksud bahwa Beschikkingsrecht sebagai 
hak subjektif dalam arti ”technisch adatrechtelijk”.59
Dalam konsepsi awalnya tentang tanah adat bagi masyarakat adat menganggap bahwa 
tanah memberi mereka makan dan meresap daya-daya hidup termasuk juga ketergantungan 
manusia pada tanah, dan tanah menjadi tempat tinggal serta tempat kediaman orang-orang 
halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, maka pertalian demikian itu dirasakan 
dan berakar pada alam pikirannya -disebut oleh Ter Haar- ”participerend dengken-serba 
berpasangan” yang seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum (rechtsbetrekking) umat 
manusia dengan tanah. 
Dengan demikian, ”gerombolan” itu, berhak atas tanah, mempunyai hak tertentu atas 
tanah itu, dan melakukan hak itu baik ke luar maupun ke dalam. Berlakunya hak keluar, 
maka semua ”gerombolan” berkuasa memungut hasil dari memanfaatkan tanah itu dan 
menolak orang-orang luaran masyarakat atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (delichten) 
di bumi masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan penguasaan atas tanah. 
Berdasarkan atas berlakunya hak ke dalam, maka masyarakat adat itu mengatur 
pemungutan dan pemanfaatan hasil berdasar hak bersama dan menikmati hasilnya secara 
bersama secara adil dan merata dengan mengutamakan kepentingan bersama dan tidak 
mengutamakan kepentingan perseorangan.  
Dengan dasar itu, maka substansi hubungan hukum masyarakat adat (gerombolan) 
dengan tanah mengandung beberapa prinsip, yaitu:  (1) Tanah tempat mereka berdiam; 
(2) Tanah yang memberi penghasilan memberi mereka makan; (3) Tanah tempat mereka 
dimakamkan; (4) Tanah tempat kediaman mahkluk halus sebagai pelindung mereka 
beserta arwah leluhurnya; dan (5) Tanah tempat meresap daya-daya hidup. Prinsip-prinsip 
tersebut di atas telah menjadi budaya dan berurat-akar dalam kehidupan masyarakat.60
Aturan-aturan yang terbentuk dalam sistem penguasaan bersama itu pada dasarnya 
merupakan suatu kesadaran kolektif (collective consciousness). Dalam hal ini kesadaran 
kolektif itu mempunyai dua sifat pokok. Pertama, mengandung pengertian bahwa 
55 Ibid., hlm. 81-82
56 Ibid., hlm. 81
57 Ibid., hlm. 84-85
58 Di Minahasa, hak pertuanan disebut dengan “Kala’kezan” yang diucap masyarakat umumnya den-
gan “Kalakeran”. Tanah Kala’kezan, adalah tanah milik bersama komunitas masyarakat adat di Minahasa 
(Tanah Ulayat). Yang terdapat di desa-desa, baik yang berasal dari tanah adat desa, maupun tanah adat ber-
dasarkan warisan keturunan keluarga.
59 Ter Haar, Opcit., hlm. 85.
60 Lihat dan bandingkan Aslan Noor, Opcit., hlm. 63. 446
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kesadaran kolektif dari suatu komunitas atau kelompok sosial sesungguhnya berada 
diluar ke-diri-an dari setiap individu anggota masyarakat. Jadi kesadaran kolektif itu tidak 
tergantung keberadaannya pada eksistensi dari setiap individu, melainkan sebaliknya, 
yaitu selalu diwariskan atau disosialisasikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. 
Kedua, kesadaran kolektif mengandung suatu kekuatan psikis yang memaksa individu-
individu anggota kelompok untuk menyesuaikan diri terhadapnya.61
Menurut Roscoe Pound,62 jika kita meninjau secara analitis, hukum kepemilikan itu, 
kita akan melihat tiga tingkatan atau tahapan di dalam kekuasaan atau kesanggupan yang 
dipunyai orang untuk mempengaruhi perbuatan orang-orang lain berkenan dengan benda-
benda berwujud, yaitu: 
Tingkatan pertama hanya merupakan keadaan fakta, satu pegangan fisik atau 
pengontrolan fisik belaka atas sesuatu benda tanpa sesuatu unsur apa saja, yang disebut 
dengan possessio naturalis (kepemilikan alamiah). Kita sebut custody (pengawasan). 
Possessio naturalis ini adalah sesuatu yang mungkin ada bebas dari hukum atau dari 
negara. Seperti apa yang disebutkan pedis possessio (kepemilikan yang menjadi pijakan/
tumpuan) dalam undang-undang pertambangan Amerika, dimana sebelum hukum atau 
kekuasaan negara diperlukan ke tanah publik di daerah pertambangan, penambang 
mengakui hak seseorang yang sungguh-sungguh menggali, untuk menggali terus ditempat 
itu tanpa diganggu. Adapun yang terjamin adalah fisik dari seseorang dalam kepemilikan 
alamiah, bukan hubungannya dengan barang yang dipegangnya. Disini hukum menjamin 
hubungan hukum antara pribadi fisik dengan benda. 
Tingkatan kedua, kepemilikan secara hukum (juristic possession). Ini adalah satu 
perkembangan hukum dari gagasan tentang pengawasan yang diluar hukum (extra-legal). 
Pengawasan atau kesanggupan untuk menghasilkan. Keadaan pengawasan digabungkan 
dengan unsur pikiran dari niat hendak memegang untuk tujuan sendiri dari seseorang, 
ketertiban hukum menganugerahkan. Satu kecakapan yang dilindungi dan dipertahankan 
oleh hukum untuk memegang terus, dan memberi satu hak untuk memulihkan kembali ke 
dalam kontrol fisiknya yang langsung, seandainya barang itu dirampas dari pegangannya. 
Disini hukum menjamin hubungan hukum antara kemauan seseorang dengan benda itu. 
Tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hak milik, hukum bertindak lebih 
jauh dan menjamin bagi manusia penikmatan eksklusif atau penghabisan atau penguasaan 
atas benda-benda yang jauh diluar kesanggupan mereka, baik dengan menjaga maupun 
mempunyai – yaitu diluar apa yang dapat mereka pegang dengan kekuatan fisik, dan diluar 
apa yang sungguh-sungguh dapat mereka pegang walaupun dengan bantuan negara.
Selanjutnya ditegaskannya kepemilikan alamiah adalah satu konsep tentang fakta 
murni yang sekali-kali tidak bergantung kepada hukum. Suatu hal yang penting dipandang 
dari sudut hukum adalah kepentingan dari yang empunya secara alamiah didalam 
kepribadiannya. Sedangkan kepemilikan yuridis adalah satu konsepsi tentang fakta dan 
hukum, yang ada sebagai satu hubungan murni dari fakta, merdeka dari asal hukum, 
tetapi dilindungi dan dipertahankan oleh hukum tanpa memandang campur tangan dari 
kepribadian. Dan hak milik (ownership) adalah satu konsepsi hukum murni, yang berasal 
61 Ibid. 
62 Roscoe Pound,  Pengantar Filsafat Hukum, Diterjemahkan oleh Mohamad Radjab, Cetakan  ke-
tiga, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 134-135.447
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dari dalam hukum dan bergantung pada hukum.63
Kepemilikan secara alamiah (possesio naturalis) adalah suatu konsep hak milik 
tentang fakta murni yang tidak tergantung atau berdasarkan pada ketentuan hukum.64 
Selain itu, ”possesio naturalis” merupakan hukum yang bersifat materil, karena hak-hak 
kepemilikan itu diperoleh sebelum adanya ketentuan hukum (formal) sebagaimana diatur 
dalam ketentuan hukum perundang-undangan. Lain halnya dengan kepemilikan secara 
hukum (juristic possesio) bahwa kehendak hukum formal yang menghasilkan hak hukum 
atas subjek dan objek (benda) untuk dijamin dan dilindungi terhadap hak milik.
Hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumberdaya alam merupakan 
hak yang dimiliki secara alamiah dan kodrati yang bersifat konstitututif yang menjadi 
kehendak dan kedaulatan masyarakat adat yang otonom, permanen, dan berkelanjutan. 
Dan berdasarkan fakta sejarah dan hukum kepemilikan masyarakat adat atas tanah, 
wilayah, dan sumberdaya alam”telah ada dan tetap ada” sebelum dan sesudah bangsa-
bangsa ”kolonial” menduduki dan menguasai milik masyarakat adat tersebut. Namun 
fakta sejarah dan hukum membuktikan bahwa kepemilikan masyarakat adat, mengalami 
”penghancuran secara sistematis” dan pencerabutan terhadap hak-hak mereka atas tanah, 
wilayah, dan sumberdaya alam.
Sistem Pengaturan Hak Masyarakat Adat atas Tanah, Wilayah, dan Sumber Daya 
Alam berdasarkan Hukum HAM Internasional
Deklarasi PBB tahun 2007 yang menyatakan bahwa hak-hak masyarakat adat 
sebagai sebuah standar capaian yang harus dipatuhi dalam semangat kebersamaan dan 
saling menghargai, maka PBB65 mempunyai peran yang penting dan berkelanjutan dalam 
memajukan dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Sehingga PBB mendesak agar 
negara-negara meningkatkan keharmonisan dan hubungan kerjasama dengan masyarakat 
adat yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, penghormatan terhadap 
HAM, tanpa diskriminasi dan dapat dipercaya, serta mendorong negara-negara untuk 
tunduk dan melaksanakan semua kewajiban yang berlaku terhadap masyarakat adat sesuai 
dengan instrumen-instrumen internasional, khususnya yang berkaitan dengan HAM 
melalui konsultasi dan bekerjasama dengan masyarakat adat bersangkutan.
Mukadimah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan sebagai 
standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, agar setiap orang 
dan setiap badan dalam masyarakat berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk 
menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia, 
dengan jalan untuk melakukan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional dan 
internasional, menjamin pengakuan dan penghormatan secara universal dan efektif, baik 
oleh bangsa-bangsa dan negara-negara anggota maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-
daerah yang berada dibawah kekuasaan hukum mereka.
Pada dasarnya masyarakat adat memiliki wewenang atas tanah, wilayah, dan 
63  Ibid.
64  Ibid. hlm. 134-132.  
65  Lihat dan bandingkan Deklarasi Vienna dan Program Aksi Konferensi Hak Asasi Manusia tahun 
1993 pada angka 4 menegaskan “Perlindungan dan Pemajuan semua HAM dan kebebasan asasi harus dip-
andang sebagai tujuan utama PBB sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsipnya,…” 448
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sumber daya yang mereka miliki. Menurut Martua Sirait, dkk.66 menjelaskan: ”wewenang 
masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya hutan umumnya mencakup: (1) mengatur 
dan menyelenggarakan penggunaan tanah...dan pemeliharaan tanah; (2) mengatur dan 
menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah; (3) mengatur dan menetapkan 
hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan 
dengan tanah.”
Rafael Edy Bosco67 menyatakan bahwa ada sejumlah hak-hak prinsip dalam 
instrumen hukum HAM internasional yang berkaitan dengan hak ulayat. Hak-hak itu 
antara lain: (a) Hak menentukan nasib sendiri (self determination); (b) Hak untuk tidak 
didiskriminasi; (c) Hak atas tanah dan sumberdaya alam; (d) Hak atas kebudayaan; (e) Hak 
untuk berpartisipasi; (f) Hak atas lingkungan yang sehat; dan (g) Hak untuk memberikan 
Persetujuan Bebas Tanpa Syarat (FPIC).
Hak-hak kepemilikan masyarakat adat memiliki prioritas tinggi dikalangan 
masyarakat global dan oleh karena itu dilindungi oleh beberapa instrumen dan hukum 
HAM internasional. DUHAM menetapkan bahwa tak seorang pun dapat kehilangan 
kepemilikannya bahkan jika hal itu tidak terdokumentasi pada surat-surat resmi.68 
Konvensi  ILO 16969 mengandung pengaturan-pengaturan tentang hak-hak masyarakat asli 
dan masyarakat adat yang mensyaratkan penghormatan terhadap kedudukan adatnya serta 
menyediakan instrumen untuk mengakui dan melindungi hak-hak tersebut. Dinyatakan 
bahwa kepemilikan masyarakat adat atas tanah harus diakui (ILO 1989). Komisi PBB untuk 
Pemberantasan Diskriminasi Rasial juga merekomendasikan pengakuan dan perlindungan 
terhadap hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, menguasai dan 
memanfaatkan tanah-tanah, wilayah dan sumberdaya komunalnya.70
Konvensi ILO 1989 pada Pasal 13 sampai Pasal 19 menetapkan hak-hak masyarakat 
adat terhadap tanah, wilayah, dan sumberdaya alam. Masing-masing pasal menegaskan:
1. Pemerintah dalam menerapkan harus menghormati nilai-nilai budaya dan spiritual 
yang menyangkut hubungan komunal masyarakat adat dengan tanah atau wilayah 
kekuasaan yang mereka diami dan gunakan (Pasal 3);
2. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menjamin 
perlindungan, menyiapkan prosedur yang memadai, dan menghormati hak-hak yang 
mereka miliki, berupaya untuk menjaga dan melindungi untuk mengunakan tanah-
tanah yang tidak secara ekslusif mereka tempati, tetapi secara tradisional mereka 
masuki untuk kesinambungan hidup dan kegiatan tradisional, dan khusus bagi 
masyarakat adat pengembara dan peladang berpindah-pindah (Pasal 14);
66  Martua Sirait, dkk., Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya 
Alam Diatur, Makalah yang disampaikan pada Seminar Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif oleh 
WATALA dan BAPEDDA Provinsi Lampung, 11 Oktober 2000, Bandar Lampung, hlm. 2. 
67  Rafael Edy Bosko, Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Alam, 
ELSAM dan AMAN,  Jakarta, 2006, hlm. 117-138.
68  Lihat dan bandingkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia..
69  International Labour Organization Convention on Indigenous and Tribal Peoples, No. 169 (1989)
70  Indonesia secara hukum telah meratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), maka secara hukum 
Negara Indonesia mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan semua hak-hak yang ditentukan dalam 
Kovenan ini, termasuk semua hak-hak yang diatur dalam Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang 
telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005.449
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3. Pemerintah harus berkonsultasi, harus mengganti kerugian yang adil setiap kerusakan 
atau kerugian yang mereka tanggung, dan masyarakat adat mendapat manfaat setiap 
kegiatan dalam menggunakan hak-hak masyarakat adat terhadap sumberdaya alam 
yang mereka miliki dan kuasai, untuk itu pemerintah harus memdapatkan keterangan 
yang tepat, benar, dan akurat pada masyarakat adat (Pasal 15);
4. Masyarakat adat tidak boleh disingkirkan dari tanah-tanah yang mereka tempati, 
jika dipindahkan harus mendapat persetujuan dan kehendak bebas dari masyarakat 
adat dan/atau mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-
undangan nasional, termasuk minta pendapat umum bila dipandang tepat atau patut. 
Bila mungkin masyarakat adat mempunyai hak untuk pulang berdasarkan perjanjian 
sebelumnya, masyarakat adat harus diberi tanah yang mutu dan status hukumnya 
sekurang-kurangnya sama dengan tanah yang mereka tempati sebelumnya atau 
memberi ganti rugi dalam bentuk uang atau barang sesuai keinginan mereka dibawa 
jaminan yang tepat dan patut (Pasal 16);
5. Pemerintah harus mencegah terjadinya penyerobotan terhadap tanah masyarakat 
adat dan memberi sanksi hukum pidana yang memadai (Pasal 18); dan
6. Masyarakat adat harus mendapat perlakuan yang sama terhadap pelaksanaan program 
pertanahan nasional untuk merelokasi mereka karena populasinya bertambah untuk 
kebutuhan atas tanah-tanah yang mereka tempati dan diberikan sarana-sarana yang 
dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan tanah-tanah yang berada dalam 
kekuasaan mereka (Pasal 19).
Dalam Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya71 pada Pasal 1 menetapkan 
Negara-negara pihak dalam Kovenan ini termasuk  mereka yang bertanggung jawab harus 
memajukan dan harus menghormati perwujudan hak untuk menentukan sendiri, secara 
bebas menentukan status politik dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial 
dan budaya mereka, serta secara bebas mengelola kekayaan alam dan sumberdaya alam 
mereka tanpa mengurangi kerjasama ekonomi internasional berdasarkan asas saling 
menguntungkan dan hukum internasional. Dan tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak 
suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya.
Kemudian dalam Pasal 2 Kovenan ini menegaskan, setiap negara pihak dalam 
Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam 
Kovenan tanpa diskriminasi, dan apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-
undangan atau kebijakan, maka setiap negara pihak mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan proses konstitusinya dan ketentuan Kovenan untuk menetapkan 
ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain. Selain itu, setiap negara menjamin: 
(1) untuk pemulihan yang efektif terhadap hak-hak yang dilanggar walaupun dilakukan 
oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; (2) setiap orang yang menuntut 
upaya pemulihan, harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, 
atau legislatif atau oleh lembaga yang berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum 
negara, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan.
Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia tahun 1993 yang menghasilkan Deklarasi 
Vienna dan Program Aksi mengakui martabat yang inheren dan kontribusi unik 
71  Lihat dan bandingkan hasil dari Deklarasi Vienna dan Program Aksi Konferensi Dunia Hak Asasi 
Manusia tahun 1993 pada angka 20. 450
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 3 Mei 2012
dari masyarakat asli/adat terhadap pembangunan yang berkelanjutan serta pluralitas 
masyarakat, maka negara harus menjamin adanya partisipasi masyarakat asli/adat yang 
bebas dan seutuhnya dalam seluruh aspek masyarakat yang menjadi kepedulian mereka 
sesuai hukum internasional, dan negara harus mengambil langkah-langkah bersama yang 
positif dalam menjamin adanya penghormatan terhadap semua HAM dan kebebasan asasi 
dari penduduk asli.72
Demikian halnya dengan Deklarasi PBB tahun 2007 yang menyatakan tentang 
perlindungan dan pemajuan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumberdaya 
alam yang mereka miliki. Dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (b) menetapkan ”Negara akan 
menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah, dan mengganti kerugian atas setiap 
tindakan yang mempunyai tujuan atau berakibat pada tercerabutnya mereka dari tanah, 
wilayah, dan sumberdaya alam yang mereka miliki dan kuasai.” Kemudian dalam Pasal 26 
ayat (3) ditegaskan, ”Negara-negara akan memberi pengakuan hukum dan perlindungan 
atas tanah, wilayah, dan sumberdaya alam, dan pengakuan itu harus dilakukan sejalan 
dengan penghormatan atas kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi dan sistem penguasaan 
tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan. Selain memberi pengakuan hukum dan 
perlindungan terhadap tanah, wilayah, dan sumberdaya alam, maka negara-negara akan 
mengambil langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau 
pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah dan wilayah masyarakat adat tanpa 
persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka, sehubungan dengan itu negara-
negara akan mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan, manakala diperlukan, 
program-program pemantauan, mempertahankan dan pemulihan kesehatan masyarakat 
adat.73
Kemudian dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) menetapkan: ”Negara-negara akan 
melakukan konsultasi-konsultasi yang efektif dengan masyarakat adat, mengenai prosedur-
prosedur yang cocok terutama dengan lembaga-lembaga perwakilan mereka, sebelum 
menggunakan tanah dan wilayah mereka untuk aktivitas militer.”
Dalam hal penggunaan tanah-tanah, wilayah-wilayah, dan sumberdaya-sumberdaya 
alam yang dimiliki oleh masyarakat adat, maka negara-negara akan berunding dan 
bekerjasama dalam cara-cara yang tulus untuk berunding melalui institusi-institusi 
perwakilan mereka supaya mencapai persetujuan yang bebas tanpa paksaan sebelum 
menyetujui proyek apapun yang berpengaruh atas tanah atau wilayah mereka dan 
sumberdaya lainnya, terutama yang berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan 
atau eksplorasi atas mineral, air, dan sumberdaya mereka yang lainnya serta negara-negara 
akan menyediakan mekanisme yang efektif untuk ganti rugi yang adil dan pantas untuk 
aktivitas apapun, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi pengaruh 
kerusakan lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan budaya atau spiritual.74
Kemudian dalam upaya untuk mencapai tujuan akhir Deklarasi PBB 2007 tentang 
hak-hak masyarakat adat sebagai standar capaian yang harus dipatuhi dalam semangat 
kebersamaan dan saling menghargai, maka negara-negara dalam konsultasi dan kerjasama 
dengan masyarakat adat, akan mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk pengakuan 
72 Lihat dan bandingkan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Deklarasi PBB 2007.
73 Lihat dan bandingkan  Pasal 32 Deklarasi PBB 2007.
74 Lihat dan bandingkan Diktum dan Pasal 38 Deklarasi PBB 2007.451
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hukum, untuk mencapai tujuan akhir tersebut.75
Sistem Pengaturan Hak Masyarakat Adat atas Tanah, Wilayah, dan SumberDaya 
Alam berdasarkan Hukum HAM Nasional Indonesia
Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 45 menetapkan: ”Segala badan negara 
dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar ini. Dalam frasa ”...peraturan yang ada masih langsung berlaku, 
selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini” menegaskan 
pemberlakuan semua kaidah hukum, asas-asas hukum, dan ketentuan hukum khususnya 
masalah Tanah, Wilayah, dan Sumberdaya Alam baik yang bersumberkan pada hukum 
adat (hukum yang tidak tertulis) maupun ketentuan hukum yang tertulis yang dikeluarkan 
dan ditetapkan pada zaman Hindia Belanda untuk diberlakukan terus di wilayah Indonesia. 
Sementara untuk memenuhi kebutuhan perekonomian nasional, maka negara menguasai 
semua cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.76
 Lima belas tahun kemudian lahirlah Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 
(UUPA), yang mempertegas pencabutan semua produk hukum perundang-undangan Hindia 
Belanda yang mengatur tentang tanah.77 Dan keberadaan hukum adat berdasarkan Pasal 5 
UUPA bahwa ”hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum 
adat, dengan ”syarat” (1) sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 
negara, (2) yang berdasarkan persatuan bangsa, (3) dengan sosialisme Indonesia, serta (4) 
dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA dan peraturan lainnya; dan (5) 
segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agama.
Berkaitan dengan hak-hak kolektif (hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu) 
masyarakat adat terhadap tanah (termasuk juga segala sesuatu yang terkandung didalam 
dan di atasnya berdasarkan Beschikkingrechts78) dalam pelaksanaanya berdasarkan Pasal 3 
UUPA menetapkan: ”...hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat 
hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga 
sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa 
serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang 
lebih tinggi.
Kemudian hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat 
hukum adat, demi untuk kepentingan pelaksanaan Hak Guna Usaha (HGU) dan proyek-
proyek besar untuk membuka hutan secara besar-besaran dalam rencana menambah hasil 
bahan makanan dan pemindahan penduduk, maka hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu 
dari masyarakat-masyarakat hukum adat harus dikorbankan.79
75 Lihat dan bandingkan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 45.
76 Lihat dalam frasa “MEMUTUSKAN” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini lasim disebut UUPA.
77 Lihat dan bandingkan Penjelasan Pasal 3 UUPA dan Uraian tentang Beschikkingrecht menurut Ter 
Haar, supra hlm 12-13.
78 Lihat selanjutnya dalam Penjelasan Umum UUPA  pada Romawi II: Dasar-dasar dari Hukum 
Agraria Nasional, pada angka (3).
79 (1) Mengamandemen Pasal 18 UUD 45 ditambahkan menjadi Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 UUD 
ditambahkan menjadi Pasal 28I ayat (3); (2) meratifikasi berbagai instrumen hukum HAM internasional; (3) 452
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Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dalam proses dan perjalanan sejarah 
bangsa Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan dan hukum pertanahan (Agraria) nasional, 
semakin dirasakan oleh rakyat dan masyarakat adat di Indonesia efek-efek hukum yang 
tidak berpihak pada rakyat dan menyengsarakan rakyat. Terutama terjadinya pelanggaran-
pelanggaran HAM terhadap hak-hak dan kebebasan fundamental masyarakat adat untuk 
memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak kolektif mereka atas tanah, wilayah, dan 
sumberdaya alam yang mereka miliki dan kuasai secara turun temurun dalam geografisnya 
masing-masing. 
Setelah bergulirnya arus reformasi serta didesak dengan tuntutan dan kebutuhan global 
oleh masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia dan PBB tentang HAM, lingkungan hidup, 
domokratisasi, dll., maka terjadi perubahan keparadigmaan hukum HAM, lingkungan 
hidup, dan demokrasi dalam kebijakan dan hukum negara Indonesia. Hal ini ditandai 
dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum nasional yang langsung berkaitan dengan 
hak masyarakat adat,80 diantaranya  Ketatapan MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang Hak 
Asasi Manusia dan Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Namun, menurut H. Muchsin, dkk., fakta menunjukkan sampai saat ini belum ada 
wujud politik hukum dan implementasi yang signifikan sebagai perwujudan pelaksanaan 
ketetapan majelis ini (TAP MPR No.IX/MPR/2001). Hal inilah yang menurut pemikir 
agraria sebagai salah satu faktor pemicu maraknya aksi unjuk rasa para masyarakat petani 
dibeberapa wilayah di tanah air maupun penjarahan tanah yang dilakukan oleh beberapa 
kelompok masyarakat di Indonesia.
Pada bagian lain yang masih mengganjal dalam upaya perlindungan hukum terhadap 
hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumberdaya alam yang mereka miliki adalah 
dari sisi produk hukum perundang-undangan nasional yang begitu banyak dan bertumpuk, 
masing-masing sektor mengatur dan diatur tersendiri yang menimbulkan konflik norma-
norma hukum, misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah 
dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 
serta masih banyak lagi peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara masing-masing 
sektor kelembagaan negara, dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya masing-
masing tidak ada kordinasi dan masih dihinggapi dengan ”egoisme sektoral”. 
Kemudian, berbagai konflik pertanahan masih terjadi dimana-mana, seperti 
pengeluaran sertifikat hak milik atas tanah (sertifikat ganda, dll.), gagalnya program 
Landreform, kebijakan konversi hak atas tanah, sistem pendaftaran tanah. Tuntutan dan 
kebutuhan primer rakyat petani terhadap tanah, mengakibatkan diberbagai daerah di 
Indonesia, masyarakat yang merasa berhak atas tanah-tanah yang diambil secara paksa 
oleh Pengusaha dan Pemerintah dimasa Orde Baru, mereka masuk dan menduduki serta 
menguasai lahan-lahan perkebunan milik perusahaan swasta maupun negara (BUMN-
BUMD).
Suatu persoalan hukum yang akan datang berkaitan dengan kebijakan dan hukum 
pertanahan nasional, terutama tanah-tanah yang diperoleh dengan HGU, Hak Kuasa 
melakukan langislasi nasional dan pembentukan berbagai lembaga-lembaga HAM dan lingkungan hidup.
80 H. Muchsin, dkk,. Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif  Sejarah, Rafika Aditama, Bandung, 
2007, hlm. 81-82.453
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Pertambangan, Hak Pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya selain hak milik adalah pada 
prinsipnya hak-hak tersebut bersifat sementara (punya batas waktu) setelah berakhirnya 
batas waktu, tanah tersebut jatuh menjadi tanah milik negara. Entah tanah itu diperoleh 
dan berasal dari tanah negara atau tanah milik perorangan atau kelompok masyarakat adat. 
Secara umum perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia, sejak pasca 
kemerdekaan sampai saat ini telah mengalami 4 fase pengakuan, yaitu:
Pertama, setelah Indonesia merdeka tahun  1945, pendiri negara ini telah merumuskan 
dalam  UUD 45 mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat. Dalam Penjelasan 
Resmi Pasal 18 UUD 45 angka Romawi II sebelum diamandemen, menegaskan bahwa 
di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli (zelfbesturende, 
volksgemeenschappen), seperti marga, desa, dusun dan nagari, hal ini merupakan bentuk 
pengakuan dari UUD 45 yang tidak terdapat dalam kontitusi-konstitusi yang pernah 
berlaku di Indonesia seperti UUD RIS dan UUDS.
Kedua, pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat terjadi pada tahun 1960 
dengan diundangkannya  UUPA. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayat 
dilakukan sepanjang menurut kenyataan masih eksis serta sesuai dengan kepentingan 
nasional dan selaras dengan perundang-undangan diatasnya. Konsep pengakuan dalam 
UUPA berbeda dengan konsep pengakuan dalam UUD 45 karena konsep pengakuan dalam 
UUPA adalah konsep pengakuan bersyarat.
Ketiga, pada awal rezim Orde Baru dilakukan legislasi terhadap beberapa bidang 
yang terkait erat dengan Masyarakat Adat dan Hak-haknya atas tanah seperti: Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 
1966 tentang Pertambangan. Kedua undang-undang ini mengatur pengakuan terhadap 
hak-hak Masyarakat Adat sepanjang masih ada. Kemudian pada perkembangannya setiap 
peraturan perundang-undangan yang dilegislasi pada masa Orde Baru selalu mensyaratkan 
pengakuan apabila memenuhi unsur-unsur: (1) dalam kenyataan masih ada; (2) tidak 
bertentangan dengan kepentingan nasional; (3) tidak  bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (4) ditetapkan dengan peraturan daerah. 
Konsep ini dikenal dengan nama konsep pengakuan bersyarat berlapis. Yang intinya untuk 
diakui eksistensinya suatu Masyarakat Adat harus memenuhi syarat sosiologis, politis, 
normatif yuridis dan prosedural (ditetapkan dengan Peraturan Daerah), dengan demikian 
pengakuan hukum tersebut tidak memberikan kebebasan bagi masyarakat adat melainkan 
memberikan batasan-batasan.
Keempat, pasca reformasi UUD 45 diamandemen, pada amandemen kedua tahun 
2000 dihasilkan pengaturan pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat dan hak-haknya 
pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 45. Dan ditetapkannya Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, MPR telah mengeluarkan 
ketetapannya, masing-masing: Ketatapan MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang Hak 
Asasi Manusia dan Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Masyarakat adat di Indonesia masih menghadapi dilema konstitutif untuk 
mempertahankan dan menuntut hak-haknya atas tanah, wilayah, dan sumberdaya alam yang 
mereka miliki secara turun-temurun. Disatu pihak, sistem hukum perundang-undangan 
nasional dalam materi muatan dan substansi pengaturannya, belum dilakukan perubahan 454
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yang mendasar, terutama rumusan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 45 dan diperkuat 
dengan undang-undang organiknya, seperti UUPA, UU Pertambangan, UU Kehutanan, 
serta undang-undang organik lainnya yang memperkuat dan menjustifikasi kekuasaan 
negara (hak menguasai negara), untuk mengatur peruntukan dan penggunaan tanah, 
sementara tidak ada aturan nasional yang mengatur tentang bagaimana hak-hak masyarakat 
adat secara kolektif khususnya hak ulayat untuk memperoleh kepastian hukum terhadap 
kepemilikan dari masyarakat adat. UUPA dan ketentuan pelaksanaannya, tidak pernah 
mengatur bagaimana cara memperoleh kepastian hukum menurut ketentuan perundang-
undangan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Dipihak lain, secara materil berdasarkan 
hukum HAM, hak-hak kolektif masyarakat adat berupa hak ulayat, ”masih ada dan tetap 
ada” serta sebagian masyarakat adat sedang berjuang dan mencari hak-hak ulayatnya yang 
”dirampas, diserobot, diambil-alih secara paksa oleh pengusaha dan penguasa masa Orde 
Baru, serta tanah-tanah bekas hak barat (erfpacht) yang pada awalnya diperoleh penguasa 
dan pengusaha Belanda melalui perjanjian sewa lahan kepada komunitas masyarakat adat 
setempat, maka dengan adanya UUPA, hak Erfpacht tersebut ditetapkan menjadi ”hak 
menguasai negara” yang dikonversi menjadi HGU. 
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis menarik kesimpulan 
sebagai berikut:
1. Masyarakat adat sebagai kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, permanen, dan 
berkelanjutan memiliki hak asasi dan kebebasan fundamental atas tanah, wilayah, dan 
sumberdaya alam yang diperoleh secara alamiah dan kodrati, secara turun-temurun 
dalam geografisnya masing-masing serta masyarakat adat memiliki hubungan 
spiritual dan magis, sistem nilai dan filosofis, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan 
hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah, wilayah, dan sumber daya 
alamnya.
2. Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber 
daya alam yang mereka miliki secara turun-temurun dalam geografisnya masing-
masing telah menjadi standar dan prinsip-prinsip hukum HAM internasional yang 
universal, sehingga telah menjadi keharusan hukum dalam pembentukan sistem 
hukum nasional Indonesia.
Saran
Indonesia sebagai negara yang multi etnis dan berbeda-beda tingkat kehidupan 
peradabannya – ada yang masih dikategorikan sebagai suku terasing sampai pada masyarakat 
supra modern– yang tinggal dan hidup dalam wilayah NKRI, maka sangat dibutuhkan 
dan merupakan keharusan hukum untuk menjamin dan melindungi serta mengakomodir 
nilai-nilai dan hukum yang bersumberkan pada hukum adat, hukum nasional, dan hukum 
internasional sebagai hukum yang hidup (living law), karena sifat, karakter, serta jenis ketiga 
hukum itu “berkohesi – hidup dan mengikat” dalam hubungan hukum setiap manusia dan 
kelompok dalam wilayah negara Indonesia. Ke-“kohesi”-an ketiga hukum itu merupakan 
dan menjadi hakikat dan dasar berlakunya hukum bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan 
negara Indonesia.455
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Abstract
This study aims to provide an understanding of legal protection for economic rights 
of creators, especially in the dissemination of knowledge. This is important because in 
practice, copyright infringement happens all the time so it would be detrimental to the 
creators of the right side of the economy. The results showed that: Protection of Rights 
of the Creator regarding the spread of economic science with advances in information 
technology is still weak: because of the spread of conventional scientific need a huge cost 
and a long time, so the percentage of low and slow acquisition of royalty; publisher to pay 
royalties is not transparent about the number of books printed and sold; dissemination of 
knowledge on internet regulation has not been firmly on the protection of economic rights 
of the Creator, as well as other forms of copyright infringement on the internet
Keywords: Economic Rights, Knowledge
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman perlindungan hukum bagi 
pencipta terutama hak ekonominya dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Hal ini penting 
karena dalam praktek, pelanggaran hak cipta setiap saat terjadi sehingga akan merugikan 
pencipta dari sisi hak ekonominya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hak 
ekonomi Pencipta berkenaan penyebaran ilmu pengetahuan dengan kemajuan teknologi 
informasi masih lemah: karena penyebaran ilmu pengetahuan secara konvensional perlu 
biaya yang besar dan waktu yang lama, sehingga persentase perolehan royalty rendah 
dan lambat; penerbit dalam membayar royalty tidak transparan tentang jumlah buku yang 
dicetak dan yang laku; penyebaran ilmu pengetahuan di internet pengaturannya belum 
tegas tentang perlindungan hak ekonomi Pencipta, serta bentuk-bentuk  pelanggaran hak 
cipta di internet.
Kata Kunci: Hak Ekonomi, Ilmu Pengetahuan
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PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini telah mengalami 
kemajuan yang sangat pesat. Berbagai informasi karya tulis ilmiah tersaji secara lengkap 
melalui saluran-saluran media yang semakin canggih dan moderen. Berbagai karya cipta 
dalam bentuk karya tulis sudah menjadi komoditi industri yang bernilai tinggi baik secara 
estetis maupun ekonomis. Kehadiran teknologi digital, telah mampu meningkatkan nilai 
estetika karya tulis Pencipta, selain itu, dapat memudahkan Pencipta dalam memublikasikan 
hasil karyanya. Melalui perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi, seperti radio, 
televisi, internet, dan lain-lain, ilmu pengetahuan telah menyebar luas melampaui batas 
ruang dan waktu.
Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi merupakan tiang-tiang penopang kemajuan 
suatu bangsa. Banyak negara maju di bidang  perekonomiannya karena ditopang oleh 
teknologi yang moderen dan sumber daya manusia yang memadai. Penguasaan teknologi 
informasi menjadi barometer dari suatu negara di era globalisasi saat ini. Siapa pun 
menyadari, kemajuan teknologi informasi, telah memberi kontribusi yang demikian besar 
terhadap perdagangan pelbagai ciptaan-ciptaan yang termasuk karya intelektual. Globalisasi 
perdagangan pelbagai ciptaan hasil intelektualitas manusia ini memacu pertambahan 
permintaan terhadap ciptaan-ciptaan yang bermutu, misalnya ciptaan-ciptaan buku, musik, 
sinematografi, dan program komputer kesemua ciptaan tersebut diperdagangkan secara 
cepat oleh perusahaan-perusahaan multinasional secara global.1 
Perkembangan teknologi yang semakin modern sebagaimana hal di atas, sejalan 
dengan apa yang dikemukakan oleh Peter Groves,2 (dalam Eddy Damian 2009: 4) sebagai 
berikut: 
Technological developments have also made copyright a more international issue. 
Information has moved between countries for centuries and the international 
protection of copyright goes back at least to the Berne Convention of 1886. Modern 
telecommunications systems make It possible to pass copyright works from one side 
of the world to the other almost instantaneously, and to disseminate them at the same 
time to many users. This creates new opportunities, for the creators of copyright 
works, to exploit them: it also offers new possibilities for those who would infringe 
their right.
Perhatian pemerintah Indonesia tentang pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan, 
dapat dilihat dari tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu untuk 
membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial.3 
Salah satu bentuk perhatian pemerintah tersebut dapat dilihat pada pemberian 
perlindungan hukum kepada Pencipta atas hasil karya ciptanya, dengan memberikannya 
sekumpulan hak eksklusif. Hak eksklusif pencipta adalah hak untuk mengumumkan atau 
1  Eddy Damian. Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang 
Hak Cipta 1997 Dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya, (Bandung: Alumni, 
1999), hlm. 3.
2  Ibid. hlm. 4
3  Lihat, Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945.461
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memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan 
tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Dengan diberikannya perlindungan hukum yang memadai, diharapkan akan 
bermunculan ciptaan-ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual atau yang lebih 
di kenal dengan HKI, pada dasarnya adalah hak yang lahir dari kreativitas seseorang yang 
menghasilkan sebuah karya. Karya seseorang yang kemudian mendapatkan perlindungan 
Hak Cipta adalah karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang termasuk 
kategori ilmu pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah ide yang terekspersikan dalam 
sebuah karya, baik dalam bentuk tulisan semisal buku atau makalah, ataupun dalam bentuk 
lisan seperti ceramah atau pidato. Namun uraian dalam penelitian ini akan difokuskan 
pada karya tulisan. Karya-karya dalam bentuk tulisan ini termasuk karya yang berpotensi 
mendapatkan perlindungan Hak Cipta.
Di tingkat Internasional, standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual 
Property Right) dunia sudah ada dengan lahirnya Agreement on Trade Related  Aspect of 
Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak-hak Kekayaan 
Intelektual) atau TRIPs Agreement (Perjanjian TRIPs) pada April 1994, sebagai bagian 
dari Agreement on Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia) atau WTO (World Trade Organization). Semua kesepakatan 
yang telah ditetapkan harus ditaati dan diterapkan dengan konsisten oleh semua negara 
peserta perjanjian, dan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internesional ikut 
menandatangani kesepakatan tersebut. Perjanjian TRIPs yang ditandatangani Indonesia 
Tahun 1994 tersebut telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (LN 
Tahun 1994 No. 95 TLN No. 3564) tanggal 2 November 1994. 
Di Indonesia selain UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ada beberapa 
instrumen yang mengatur perlindungan utama bagi ciptaan asli (original) di bidang sastra 
(literary), drama (dramatic), musik dan seni (musical and artistic work) serta pengaturan 
hak terkait dengan hak cipta (related right), yaitu: 4
a. TRIPs sebagai salah satu agenda Agreement on Establishing the World Trade Orga-
nization yang disahkan dengan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1994; 
b. The Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sesuai Paris 
text 1971 (Berne Convention) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 
1997 (Kepres No.18 Thn 1997);
c. The Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of phonogram 
and broadcasting Organisation (yang ditunjuk oleh TRIPs dan diberlakukan seb-
agai basis minimal perlindungan);
d. The World Intellectual Property Organisation of Copyrights Treaty (WCT) 
berdasarkan Keppres No.19 Tahun 1997;
e. The World Intellectual Property Organisation of Performer and Phonograms treaty 
(WPPT) berdasarkan Kepres N0. 74 Tahun 2004.
Kedudukan Hak Cipta (copyright) sebagai intangible asset atau sebagai kekayaan 
pribadi Pencipta di dalamnya terkandung hak-hak ekonomi (economic rights) dan hak-hak 
4   Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual. Penyalahgunaan Hak Eksklusif, (Surabaya: Airlangga 
University Press, 2006), hlm. 58-59 462
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moral (moral rights), yang merupakan dasar filosofi diberikannya perlindungan hukum. 
Adanya hak-hak ekonomi ini, memungkinkan seorang Pencipta mengekploitasi seluruh 
karya-karyanya sedemikian rupa dan memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, 
sebagai imbalan dari hasil karya ciptanya tersebut. Oleh karena itu, hak-hak Pencipta perlu 
dilindungi secara memadai. Dengan demikian perlu pengelolaan secara tertib berdasarkan 
seperangkat kaidah-kaidah hukum untuk mencegah sengketa antara pemilik Hak Cipta 
dan pengelola (Pemegang Hak Cipta) atau pihak lain yang melanggarnya. 
UU Hak Cipta telah mengakomodasi hak ekonomi dan hak moral Pencipta 
tersebut. Hal ini dapat dicermati dalam konsepsi Pasal 1 angka (1) UU Hak Cipta, yang 
merupakan hak eksklusif Pencipta berupa hak mengumumkan dan hak memperbanyak. 
Sedangkan hak moral dapat disimak  dalam konsepsi Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) UU Hak Cipta. Hak ekonomi dimaksud dalam UU Hak Cipta yang meliputi hak 
mengumumkan dan hak memperbanyak, selanjutnya diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 
ayat (1) termasuk kegiatan antara lain: menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, 
menjual, mengalihwujudkan, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, 
mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan kepada 
publik melalui sarana apapun.
Khusus dalam kaitan dengan penyebaran karya cipta di bidang ilmu pengetahuan 
maka termasuk kegiatan mengumumkan dan memperbanyak adalah termasuk kegiatan 
antara lain: menggandakan, menerjemahkan, mengalihwujudkan, menjual, memamerkan, 
dan mengkomunikasikan kepada publik melalui sarana apapun. Dari batasan Hak Cipta 
seperti pada kata terakhir, yakni melalui sarana apapun, maka pada dasarnya lingkup 
Hak Cipta  juga mencapai pada lingkungan digital. Dari sinilah nyata bahwa hukum 
Hak Cipta Indonesia sudah diharmonisasikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat 
dalam WCT (WIPO Copyright Treaty), yaitu hak distribusi (right of distribution), dan hak 
komunikasi publik (right of communication to the public), serta ketentuan dari Konvensi 
Bern (Bern Convention) tentang hak untuk menerjemahkan (the right of translation), 
dan hak perbanyakan (right of reproduction), hak adaptasi (right of adaptation), dan hak 
untuk memberikan hak pada orang lain untuk adaptasi dan perbanyakan ciptaan termasuk 
pendistribusiannya.5
Secara yuridis, UU Hak Cipta telah mengatur perlindungan hak-hak Pencipta terutama 
hak ekonominya. Hanya Pencipta yang berhak memperbanyak atau mengumumkan hasil 
karya ciptanya, ataupun memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya. 
Demikian pula batas-batas penggunaan Hak Cipta yang tidak dikategorikan sebagai 
pelanggaran Hak Cipta, yaitu sepanjang penggunaannya untuk tujuan pendidikan, 
penelitian, dengan menyebutkan sumbernya. Namun dalam perkembangannya, seiring 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata hak-hak Pencipta dapat 
menimbulkan permasalahan terutama dalam pelaksanaan hak ekonominya. 
Pelanggaran Hak Cipta bukan hanya terjadi pada karya cipta secara tercetak, tetapi 
juga dapat terjadi pada Hak Cipta di internet. Selain maraknya pembajakan karya cipta, 
apresiasi masyarakat Indonesia terhadap Hak Cipta pun kemungkinan masih kurang. 
Kemungkinan rendahnya penghargaan dan penghormatan seseorang terhadap karya cipta 
5   Budi Agus Riswandi, dan M. Syamsuddin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Ja-
karta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) Jurnal Magister Hukum UII Vol 1 No.2.463
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orang lain, juga dapat menjadi penyebab maraknya pelanggaran hak cipta.
Problema tersebut di atas merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-
hak Pencipta, karena dengan adanya pembajakan dalam bentuk penggandaan secara 
ilegal sudah jelas melanggar hak ekonomi Pencipta, karena hasil karya ciptanya yang 
telah mereka buat dengan mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran, ternyata kurang 
mendatangkan keuntungan secara finansial. Berkurangnya keuntungan secara finansial 
kemungkinan  karena karya ciptanya yang telah diterbitkan belum habis terjual sehingga 
akan memperlambat penerbitan berikutnya. Hal inipun diperkirakan dapat berdampak 
pada percepatan penyebaran ilmu pengetahuan
Problem lainnya adalah menyangkut karya-karya tulis yang dituangkan dalam 
medium digital. Belum jelasnya pengaturan perlindungan Hak Cipta karya tulis di 
internet, sehingga pelanggaran Hak Cipta di internet pun semakin marak. UU Hak Cipta 
Indonesia belum mengatur secara jelas standar-standar yang dapat dianggap sebagai 
bentuk pelanggaran Hak Cipta di internet. Misalnya dalam hal perbanyakan, belum 
ada kejelasan tentang bentuk-bentuk perbanyakan yang bagaimana yang dikategorikan 
sebagai bentuk pelanggaran hak cipta di internet, serta pengecualiannya.
Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka issu yang cukup menonjol adalah 
adanya kecenderungan lemahnya perlindungan hukum terhadap pencipta, baik pada 
level aturan hukumnya maupun pada level pelaksanaan penegakan hukumnya. Selain 
itu, kemungkinan pengaturan hukum Hak Cipta yang belum menjangkau lajunya 
perkembangan teknologi sehingga dirasakan kurang memadainya perlindungan hukum 
bagi pencipta terutama menyangkut hak ekonominya. 
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan beberapa persoalan pokok tentang perlindungan hak ekonomi pencipta 
yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan 
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah perlindungan hak ekonomi pencipta dalam penyebaran ilmu 
pengetahuan dengan kemajuan teknologi informasi?  
2. Bagaimanakah penyebaran ilmu pengetahuan dan implikasinya terhadap 
perlindungan hak ekonomi pencipta
METODE PENELITIAN
Tipe Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe normatif dan empiris, yaitu kom-
binasi dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis empiris:
a. Penelitian hukum normatif adalah penelitian bahan pustaka atau data-data 
sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-un-
dangan dan bahan hukum sekunder seperti hasil–hasil penelitian, buku–buku yang 
berkaitan dengan hasil penelitian ini, dan sebagainya.
b. Penelitian Hukum sosiologis empiris adalah penelitian terhadap data primer di la-
pangan atau terhadap masyarakat.
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Teknik Analisis Data
Dari bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, akan dikaji dan dianalisis 
secara kualitatif. Kemudian dilakukan penalaran dan argumentasi hukum berdasarkan 
landasan teori yang ada untuk menjawab isu-isu penelitian yang diajukan untuk kemudian 
ditarik sebuah kesimpulan dan memberikan deskripsi mengenai perlindungan hukum bagi 
pencipta terutama hak ekonominya dalam penyebaran ilmu pengetahuan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dalam Penyebaran Ilmu Pengetahuan 
dengan Kemajuan Teknologi Informasi
Cara Penyebaran Ilmu Pengetahuan
Penyebaran ilmu pengetahuan dapat dilakukan secara konvensional maupun secara 
elektronik. Secara konvensional dapat dilakukan melalui penerbitan (tercetak), yaitu den-
gan mengalihkan hak cipta (sebagian atau seluruhnya) kepada penerbit dan melalui per-
janjian lisensi. Sedang penyebaran ilmu pengetahuan secara elektronik dapat dilakukan 
melalui jaringan internet.
a. Penyebaaran Ilmu Pengetahuan Secara Konvensional
Penyebaran ilmu pengetahuan secara konvensional atau secara tercetak, diawali 
dengan proses penerbitan karya tulis menjadi buku oleh penerbit. Kemudian hasil 
perbanyakan ini, didistribusikan ke beberapa toko buku akhirnya dapat diakses oleh 
masyarakat. Pada pelaksanaannya, setiap tahap proses penyebaran tersebut, pelaksanaan 
hak-hak ekonomi pencipta selalu bersinggungan dengan masalah lisensi dan royalti. 
Pelaksanaan hak-hak ekonomi pencipta karya tulis (pengarang), yang diserahkan kepada 
penerbit untuk dieksploiasi melalui perjanjian lisensi,  sebenarnya dapat diawasi secara 
langsung oleh Pengarang (pemberi lisensi). 
Masalahnya adalah, meskipun Pengarang dapat mengawasi dan mengontrol 
perbanyakan hasil karya ciptanya, namun tetap saja penerbit tidak dapat menekan 
kemungkinan terjadinya pembajakan, seperti terjadinya penggandaan dan penjualan 
secara illegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu penerbit harus 
selalu mengecek stok buku jangan sampai ada yang habis di pasaran, karena stok buku 
yang kosong akan memicu terjadinya pembajakan. Jika penerbit mengetahui telah terjadi 
pelanggaran Hak Cipta atas buku tersebut maka penerbit harus melaporkan hal tersebut 
kepada pengarang.
Menurut Gunawan Wijaya, untuk keperluan perlindungan Hak Cipta, maka pemberi 
lisensi merasa berhak untuk mewajibkan penerima lisensi untuk mewajibkan penerima 
lisensi untuk turut membantu menjaga perlindungan hak cipta yang dilisensikan kepada 
penerima lisensi. Penerima lisensi berkewajiban untuk segera melaporkan kepada 
pemberi lisensi, jika penerima lisensi menemukan tanda-tanda adanya pelanggaran hak 
cipta. Penerima lisensi tidak berhak untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri, kecuali atas 
perintah dan kuasa tertulis dari pemberi lisensi.
Menurut Ahmadi Miru, adanya kewajiban dari penerbit untuk melaporkan kepada 
pencipta buku (pemberi lisensi) jika penerbit (penerima lisensi) menemukan tanda-tanda 
adanya pelanggaran hak cipta (sebagaimana diuraikan di atas) sebenarnya tidak ada dasar 465
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hukumnya, baik dalam Undang-undang Hak Cipta maupun dalam perjanjian penerbitan 
buku. Kalaupun penerbit menemukan tanda-tanda adanya pelanggaran hak cipta tersebut, 
dan melaporkannya ke pencipta buku, maka pencipta bukupun tidak akan mampu 
menekan terjadinya pelanggaran tersebut. Kalau terjadi pelanggaran hak cipta, misalnya 
pembajakan buku, maka bukan hanya hak pencipta buku yang dilanggar, tetapi juga hak 
penerbit sebagai penerima lisensi.
Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap responden Rusli (kepala perwakilan 
PT Raja Grafindo) kepada penulis mengatakan bahwa buku “Sosiologi Hukum, Suatu 
Pengantar” terbitan Raja Grafindo, telah dibajak. Harga buku asli di toko buku Rp. 75 ribu, 
sedang harga buku bajakan Rp.30 ribu. Adanya pembajakan ini menimbulkan kerugian 
pada penerbit. Menurut responden, buku yang laku untuk satu judul buku sekitar 500-700 
eksemplar pertahun. Jadi taksiran kerugian penerbit dengan adanya pembajakan tersebut 
adalah: harga buku Rp. 75.000. harga buku bajakan Rp. 30.000. Berarti kerugian untuk 
satu buku sebesar Rp. 45.000. jika buku laku pertahun sekitar 700 eksemplar untuk satu 
judul buku, maka kerugian penerbit pertahun berkisar Rp. 31.500.000,- untuk satu judul 
buku yang dibajak.
Kerugian penerbit akibat pembajakan buku berimbas pula pada pembayaran royalty 
pengarang. Manakala penjualan buku mengalami penurunan, maka pembayaran royalty 
juga mengalami penurunan, karena jumlah royalty dihitung berdasarkan jumlah buku yang 
laku. 
Selanjutnya menurut responden Rusli, tindakan penerbit Raja Grafindo Persada 
dalam menantisipasi pembajakan adalah bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan 
rasia di toko-toko buku. Apabila menemukan buku-buku hasil bajakan yang dijual, maka 
dilakukan penarikan atas buku tersebut. Tindakan penerbit ini baru dilakukan di Jakarta. 
Sedang di dua lokasi penelitian, belum ada tindakan sama sekali dari penerbit. 
Banyaknya pembajakan buku yang terjadi, menurut Jaja Subagio, Kepala penerbitan 
Yudistira Jakarta, bahwa sejauh ini penerbit  telah banyak melakukan upaya pencegahan 
dan penindakan. Misalnya dengan cara mengontrol stok buku setiap saat. Stok buku yang 
kosong akan mendorong terjadinya pembajakan. Untuk melakukan penindakan, IKAPI 
terus mendorong Tim penanggulangan Masalah Pembajakan Buku untuk bekerjasama 
dengan aparat kepolisian untuk menindak pembajak.
Salah satu tindakan yang telah dilakukan oleh polisi dan Tim Penanggulangan 
Masalah Pembajakan Buku, adalah menggerebek PT Samudra Jaya yang ditengarai 
melakukan pembajakan. Perusahaan yang berlokasi di Pondok Gede Jakarta, polisi 
berhasil menyita setidaknya 7.500 buku bajakan dalam berbagai judul, termasuk Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Inggris-Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap responden di dua lokasi penelitian, bahwa 
pihak kepolisian belum pernah berkordinasi dengan penerbit untuk melakukan razia di 
beberapa toko buku maupun counter-counter penjualan buku. Responden mengatakan 
bahwa belum ada laporan dari masyarakat atau penulis yang haknya dilanggar.6
Seorang pengarang dapat saja merasa resah jika mengetahui hasil karya ciptanya 
diperdagangkan secara illegal, karena hak ekonominya terampas. Akan tetapi seringkali 
6  Wawancara penulis dengan responden AKP Salim, Kanit Tipiter Polrestabes Makassar tgl 23 Mei 
2012. Responden Muhammad Asaf, penyidik Kriminal Khusus Polresta Palu. Tgl 27 Mei 2012 466
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penulis tidak mempermasalahkannya. Menurut responden pengarang Zainuddin Ali, bahwa 
buku ciptaannya “Sosiologi Hukum” terbitan Sinar Grafika pernah dibajak. Walaupun 
secara tidak langsung responden mengalami kerugian, karena pembayaran royaltynya 
menurun, yang biasanya mendapatkan royalty sekitar kurang lebih 3 juta rupiah per 6 bulan, 
mengalami penurunan kurang dari angka tersebut. Tetapi responden tidak berusaha untuk 
melaporkannya. Malah responden beranggapan bahwa jika bukunya ada yang dibajak, itu 
berarti bukunya bagus dan diminati oleh konsumen. Biasanya buku yang dibajak adalah 
buku yang laris. Tidak mungkin pelaku menggandakan sebuah buku secara illegal kalau 
buku tersebut bukan buku laris, karena tujuannya semata-mata untuk mencari keuntungan 
yang sebesar-besarnya dengan biaya yang murah. 
Tindakan responden yang tidak mempertahankan hak eksklusifnya tersebut, 
bertentangan dengan teori The quality-control principle, yang pada prinsipnya teori 
ini menyatakan bahwa hak eksklusif sebagai metode untuk melindungi ciptaan begitu 
diedarkan. Teori ini memberikan kekuasaan kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol 
penggunaan ciptaan tersebut, sehingga hak eksklusif memungkinkan pemegang hak untuk 
dapat mempertahankan integritasnya. 
 Pemanfaatan fasilitas kecanggihan teknologi sekarang ini, menjadi salah satu 
faktor para pelaku begitu gampangnya menggandakan buku secara ilegal yang kualitas 
tampilannya hampir sama dengan buku aslinya. Akan tetapi secara keseluruhan isinya 
sama dengan buku aslinya. Masalahnya adalah, buku-buku hasil bajakan tersebut masih 
diminati masyarakat, bahkan masyarakat intelektual, karena harganya jauh lebih murah 
dari buku aslinya. 
Disatu sisi, pembajakan buku merupakan pelanggaran hak cipta, tetapi di sisi lain 
fenomena ini menimbulkan dampak positif seperti, memberikan kesempatan bagi pembaca 
yang memiliki dana yang sangat terbatas (khususnya pelajar dan mahasiswa), untuk 
membaca dan mendapatkan literatur dengan biaya yang lebih murah. Masyarakat tidak 
memperhatikan apakah barang yang dibeli itu asli atau palsu (aspal) yang penting bagi 
mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi. Bagi konsumen 
yang penting ialah bagaimana mereka dapat mengakses informasi dari bacaan, keaslian 
suatu buku tidak terlalu relevan.
Dilihat dari kepentingan ekonomi pencipta, dengan adanya pembajakan tersebut 
telah merugikan pencipta, karena bisa jadi buku asli kurang laku atau lambat habis terjual, 
sehingga keuntungan dari pengarang juga akan menurun, padahal untuk menghasilkan 
sebuah karya cipta, pengarang sudah mengorbankan biaya, waktu, dan tenaga.
Akan tetapi, jika dilihat dari kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa, tentunya para pengarang harus lebih mementingkan jika 
hasil karyanya tersebut dapat tersebar lebih cepat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 
Sekalipun terjadi pembajakan, tidak berarti pengarang harus berhenti menghasilkan karya, 
malah demi pengembangan ilmu pengetahuan pengarang dituntut untuk lebih meningkatkan 
karyanya secara kuantitas maupun kualitas. Ilmu pengetahuan yang telah disumbangkan 
pengarang melalui karya ciptanya memberi manfaat yang luar biasa bagi pembacanya. 
Selain ilmunya dimanfaatkan oleh banyak orang namanyapun dapat dikenal lebih luas di 
masyarakat. Di samping dapat menyumbangkan ilmu yang dimilikinya, Pengarang pun 
mendapat amal ibadah karena ilmu yang dimilikinya merupakan pemberian Allah SWT 467
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yang wajib disebarluaskan. 
Berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan, dua persoalan yang harus 
diseimbangkan kedudukannya, yaitu kepentingan ekonomi (materiil) pengarang, dan 
kepentingan masyarakat untuk memanfaatkan hasil karya cipta tersebut; keduanya harus 
berjalan seiring dan seimbang. Hak ekonomi pengarang yang perlindungannya telah diatur 
dalam UUHC 2002 tidak boleh dilanggar, sementara hak masyarakat untuk mendapatkan 
ilmu pengetahuan dari karya cipta buku tersebut juga tidak boleh diabaikan. Jika masyarakat 
tidak melakukan pelanggaran hak cipta dalam mengakses ilmu pengetahuan, atau jika 
masyarakat tidak lagi  membeli buku-buku hasil bajakan, maka otomatis para pembajak 
tidak akan memproduksi lagi. 
Penyebaran ilmu pengetahuan secara konvensional (tercetak), melibatkan banyak 
pihak, yaitu penerbit, distributor, toko buku, dan tujuan akhir adalah masyarakat 
(konsumena) sebagai pihak yang memanfaatkan hasil katya cipta. Pelaksanaan hak 
memperbanyak dan hak mengumumkan sebagai perwujudan hak ekonomi pencipta, 
dilakukan dengan pemberian lisensi kepada penerbit untuk melaksanakan hak-hak 
pencipta tersebut. Penyebaran ilmu pengetahuan secara konvensional, memerlukan waktu 
yang lama, dan melibatkan banyak pihak, agar hasil karya cipta tersebut dapat dilihat dan 
dibaca oleh masyarakat.
Penyebaran ilmu pengetahuan secara tercetak (konvensional) dapat digambarkan 
seperti di bawah ini.
Gambar 1. Penyebaran Ilmu Pengetahuan Secara Konvensional
Siklus penyebaran ilmu pengetahuan secara konvensional diawali dengan perwujudan 
dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit, kemudian didistribusikan kebeberapa 
toko buku dan akhirnya dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian penyebaran ilmu 
pengetahuan secara konvensional melibatkan banyak pihak, dan memerlukan biaya yang 
besar, serta waktu yang lama.
b. Penyebaran Ilmu Pengetahuan secara Digital
Penyebaran ilmu pengetahuan, secara digital seperti internet, dewasa ini semakin 
berkembang. Penggunaan internet sudah menjadi alat komunikasi yang paling popular saat 
ini karena kemudahan akses dan fasilitas yang lengkap, murah, efektif, serta perolehan in-
formasi yang aktual. Ilmu pengetahun dapat terdistribusi demikian cepat dan menjangkau 
wilayah yang luas. 
Bahkan dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki jaringan internet yang dapat 
menjangkau ke seluruh pelosok dunia, internet berhasil merambah semua sektor kehidu-
pan manusia, tidak hanya pada sektor pendidikan, tapi juga perdagangan, transportasi, 
kesehatan, hiburan, bahkan periklanan dan lain-lainnya.  
Tidak mengherankan lagi jika website atau situs di internet terus bertambah dari 
waktu ke waktu. Maraknya pemasangan website  di internet baik untuk tujuan komersial 
maupun non komersial, sangat menunjang percepatan penyebaran dan perkembangan ilmu 468
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pengetahuan. 
Sebuah website biasanya terdiri dari beberapa homepage, yang isinya berfariasi 
tergantung yang memasang website. Jika yang membuat website itu adalah perguruan tinggi 
maka homepagenya adalah berisikan sejarah pendirian, tujuan dari pendidikan tersebut, 
serta dilengkapi juga dengan jurnal yang diterbitkan dan sebagainya.
Berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan, maka sebuah tantangan yang di-
hadapi oleh para Pencipta karya tulis adalah bagaimana menyalurkan informasi atau ilmu 
pengetahuan dengan cepat, tepat, global, dan aman.
Diratifikasinya WIPO Copyright Treaty (WCT) oleh Indonesia melalui Keputusan 
Presiden Nomor 19 Tahun 1997, sebagai dasar pemberlakukan Hak Cipta di internet, maka 
ketentuan-ketentuan dalam treaty ini telah diakomodasi dalam perundang-undangan Hak 
Cipta Indonseia. Ketentuan dimaksud adalah  hak distribusi dan hak komunikasi publik 
yang diakomodasi dalam  Pasal 1 angka 5 UUHC 2002  tentang pengumuman.   
Kemudian ketentuan tentang hak reproduksi, telah diakomodasi dalam Pasal 1 angka 6 
UUHC 2002 tentang perbanyakan.  Hak reproduksi ini jika dikaitkankan dengan penyebaran 
ilmu pengetahuan melalui media internet adalah termasuk mengalihwujudkan hasil karya 
cipta dari bentuk tercetak ke bentuk elektronik atau digital. Sedang yang berkaitan dengan 
komunikasi publik, sama dengan hak penyebaran.
Hak mengalihwujudkan, dan hak menyebarkan kepada publik melalui jaringan 
internet, pengaturannya membawa konsekuensi bahwa hak-hak tersebut hanya boleh 
dinikmati dan dilaksanakan oleh Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Prinsip seperti ini 
merupakan prinsip utama yang dapat diaplikasikan ke dalam lingkup pelanggaran Hak 
Cipta di internet. 
Permasalahan tersebut di atas perlu kejelasan mengingat sifat dari teknologi internet 
sangat berbeda dengan teknologi dari media yang telah dikenal sebelumnya. Salah satu 
kekhasan teknologi internet adalah berupa teknologi digital yang tidak membedakan antara 
bentuk asli dan salinannya, dari material yang tersimpan dan terdistribusi di dalamnya. 
Konsekwensinya, masalah perbanyakan ciptaan dan masalah pengumuman suatu karya 
cipta kepada publik dan isu-isu Hak Cipta lainnya menjadi semakin penting dibicarakan 
untuk mencari solusinya.7
Penyebaran ilmu pengetahuan melaui media internet dapat digambarkan melaui 
gambar di bawah ini.
Gambar 2. Penyebaran Ilmu Pengetahuan Secara Digital.
7  Tim Lindsey dkk. Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Sian Law Group Pt Ltd & Penerbit Alumni, 
2006) hlm.163469
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Penyebaran ilmu pengetahuan melalui jaringan internet, dapat dilakukan dengan 
mudah dan cepat tanpa harus melalui proses yang panjang.  Suatu karya cipta dalam bentuk 
buku, artikel, jurnal, atau hasil penelitian dalam bentuk tercetak dapat dialihwujudkan ke 
bentuk elektronik, dan dapat lebih cepat diakses oleh masyarakat. Para pengarang bebas 
menyalurkan ide-ide atau gagasan-gagasannya, misalnya dengan menulis di web, maka 
seketika dalam waktu yang singkat sudah dapat diakses oleh masyarakat.
Apabila memperhatikan ketentuan UU Hak Cipta Indonesia, yang telah mengakomodir 
ketentuan WIPO Copyright Treaty (WCT), di mana pengaturan hukum hak cipta di 
bidang ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra, yang tidak lagi hanya sebatas pada 
permasalahan karya intelektual yang terdapat pada dunia nyata, namun lingkupnya telah 
diperluas hingga karya-karya intelektual pada dunia maya (virtual world), sehingga yang 
menjadi problem adalah berkaitan dengan masalah perlindungan hak ekonomi Pencipta 
di dunia maya atau internet. Penyebaran ilmu pengetahuan melalui media internet, tidak 
sekadar pada permasalahan karya yang dituangkan secara digital, namun telah menjangkau 
pada pengaturan teknologinya yang dapat digunakan untuk mendigitalisasi ciptaan. 
Secara yuridis untuk melindungi ciptaan pencipta dijaringan internet, sesuai 
yang telah diatur dalam Pasal 27 UUHC 2002 serta penjelasannya,  pengarang dapat 
menggunakan sarana kontrol teknologi berupa kode rahasia, password, bar code, serial 
number, atau dengan teknologi dekripsi (decryption) dan enkripsi (encription). Melalui 
penggunaan instrument teknologi seperti ini setidaknya sudah merupakan upaya preventif 
untuk melindungi ciptaan di internet.
Namun demikin, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana 
kontrol pengaman tersebut sering ditembus atau dibaca sehingga tidak ada lagi pengamanan. 
Tindakan menembus dan membaca kode rahasia, password, barcode, serial number, 
teknologi deskripsi (descryption) dan enkripsi (enscryption), biasanya dilakukan dengan 
alat atau sarana tertentu pula.
Pada penyebaran ilmu pengetahuan secara digital berbagai cara dilakukan oleh 
pengguna internet dalam mendownload materi yang tersedia. Misalnya: Internet copying, 
merupakan suatu tindakan memperbanyak informasi berupa tulisan atau artikel  yang 
dilakukan baik secara legal maupun secara illegal. Secara illegal misalnya, internet 
copying dilakukan dengan membuka layanan internet tertentu (misalnya, www.westlaw.
com) dimana layanan internet ini menyediakan beberapa tulisan jurnal dengan tipe full 
teks. Selanjutnya jurnal tersebut di save as ke hard disk. Hasil dari download tersebut 
kemudian di kompilasikan dan selanjutnya diperbanyak dan diperjual-belikan. Perbuatan 
seperti itu sudah merupakan bentuk pelanggaran hak perbanyakan dari Pencipta. 
Bentuk Penyebaran Ilmu Pengetahuan
Bentuk penyebaran ilmu pengetahuan dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis. Ada 
dua bentuk perjanjian tertulis yang dapat dilakukan oleh pengarang dalam menyebarkan 
hasil karya ciptanya di bidang ilmu pengetahuan yakni, dengan perjanjian lisensi (licensing 
agreement) dan perjanjian penyerahan hak cipta (assignment agreement). Perjanjian lisensi 
adalah pemberian izin kepada pihak lain (penerbit) untuk melaksanakan sebagian dari hak-
hak yang dimiliki pencipta atas karya ciptanya, sedang perjanjian Penyerahan Hak Cipta 
adalah mengalihkan keseluruhan hak-hak dari Hak Cipta yang dimiliki  Pencipta. 470
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a. Perjanjian Lisensi Hak Cipta (Licensy of Copyright Agreement)
Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan su-
rat Perjanjian Lisensi, untuk melaksanakan hak pengumuman dan/atau hak perbanyakan 
suatu hasil karya ciptanya, selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh 
wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi disertai 
dengan kewajiban Penerima Lisensi untuk membayar royalty kepada pemegang hak cipta 
sebagai pemberi lisensi. Jumlah royalty yang wajib dibayarkan kepada Pemberi Lisensi 
oleh Penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpe-
doman kepada kesepakatan organisasi profesi.(Lihat Pasal 45 ayat (1), (2), (3), dan (4), 
UUHC 2002).
Dua jenis utama perjanjian lisensi yang dapat dilakukan oleh Pengarang sebagai 
Pencipta karya tulis yakni: perjanjian lisensi eksklusif (exclusive licensy agreement) dan 
perjanjian lisensi tidak eksklusif (non exclusive licensy agreement).
Pada perjanjian lisensi itu dapat diatur bahwa si Pencipta dapat memberikan haknya 
tersebut secara eksklusif (exclusive license) atau pun non-eksklusif (non-exclusive license). 
Exclusive License adalah bahwa si pemberi Hak Cipta setuju melisensikan penggunaan Hak 
Cipta hanya pada satu orang tertentu atau badan tertentu untuk pendistribusian di wilayah 
tertentu. Sedangkan non- excklusive license adalah bahwa si Pencipta melisensikan hak 
ciptanya tidak secara khusus pada satu orang/badan saja, tapi bisa pada beberapa orang atau 
badan/organisasi, sehingga pemegang Hak Cipta untuk Hak Cipta yang sama bisa terdiri 
dari beberapa orang atau badan/organisasi. 
Contoh sederhana. Penulis sebuah buku adalah Pencipta. Ketika buku itu diterbitkan 
oleh suatu Penerbit maka Penerbit tersebut menjadi Pemegang Hak Cipta berdasarkan 
perjanjian Lisensi. Dalam perjanjiannya, si Penulis selaku Pencipta dan Pemilik Hak 
Cipta, setuju untuk tidak mengirimkan tulisannya tersebut ke Penerbit lainnya. Ini berarti 
lisensinya bersifat eksklusif.
Contoh lain perjanjian lisensi eksklusif. Seorang pengarang bernama AB membuat 
suatu karya tulis ilmu hukum. Karya tulis itu diserahkan kepada penerbit komersial Sinar 
Grafika untuk diterbitkan menjadi sebuah buku. Ini berarti bahwa saudara AB, telah 
memberikan lisensi eksklusif kepada penerbit komersial tersebut. Hanya Penerbit Sinar 
Grafika yang boleh menerbitkan bukunya untuk pertama kali di Indonesia. 
Perjanjian lisensi, baik lisensi eksklusif maupun lisensi tidak eksklusif, agar tercipta 
kepastian hukum semuanya harus dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis ini 
diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Penerbitan Buku. Pada Perjanjian Lisensi penerbitan 
buku atau karya tulis lain, pemberian Lisensi merupakan suatu hak khusus yang hanya dapat 
diberikan oleh Pemberi Lisensi atas kehendaknya semata kepada satu atau lebih penerima 
lisensi yang menurut pertimbangan Pemberi Lisensi dapat menyelenggarakan, mengelola, 
atau melaksanakan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Pemberi Lisensi. 
Pencipta buku (pengarang) yang telah melisensikan hak ciptanya kepada penerbit 
berupa hak memperbanyak dan hak mengumumkan ciptaan buku, jika lisensinya bersifat 
eksklusif berarti pencipta buku memberikan kewenangan penuh kepada penerbit untuk 
malaksanakan hak tersebut. Pencipta buku yang telah memberi lisensi hak cipta secara 
eksklusif kepada penerbit tidak diperkenankan lagi memberikan lisensi kepada pihak 
penerbit lainnya. Eksklusifitas itu sendiri tidaklah bersifat absolute atau mutlak, melainkan 471
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juga dibatasi oleh berbagai hal, misalnya hanya diberikan untuk suatu jangka waktu tertentu, 
wilayah tertentu, atau produk tertentu dengan proses tertentu. Selanjutnya pemberian 
lisensi yang tidak memberikan kewenangan penuh kepada penerbit disebut dengan non-
exclusive.
Berkaitan dengan proses penyebaran ilmu pengetahuan, hal yang dilakukan oleh 
Pengarang sebagai Pencipta karya tulis adalah menyerahkan naskah tulisannya kepada 
Penerbit melalui perjanjian penerbitan buku. Pengarang sebagai Pemberi Lisensi, dalam 
melisensikan Hak Ciptanya kepada Penerbit dapat melakukannya secara eksklusif atau 
tidak eksklusif. Pemberian Lisensi untuk melaksanakan atau memanfaatkan hak cipta 
oleh Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi, semuanya bertujuan untuk melaksanahaan 
hak-hak ekonomi pencipta (pengarang) yaitu hak memperbanyak dan hak mengumumkan 
ciptaan sebagai upaya mendukung penyebaran ilmu pengetahuan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU Hak Cipta, pada prinsipnya menganut lisensi 
non-eksklusif. Namun lisensi non-eksklusif ini sifatnya tidak mutlak, tergantung dari 
kesepakatan para pihak. Para pihak dapat menyenyampingkan  atau menghilangkan sifat 
non-eksklusif tersebut dengan secara tegas mengatur dalam perjanjian lisensi mereka.
Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap contoh surat perjanjian 
penerbitan buku Penerbit Sinar Grafika, memang tidak secara tegas dicantumkan dalam 
pasal-pasalnya bahwa “perjanjian ini eksklusif atau non-eksklusif”. Sifat eksklusifitas 
itu dapat ditemukan dari makna kata-katanya sebagaimana dapat dibaca pada Pasal 2, 
paragrap kedua, yang menguraikan bahwa ”pengarang berjanji tidak akan menerbitkan 
sendiri atau menyuruh untuk menerbitkan kepada pihak lain selain Penerbit, naskah yang 
diserahkan itu, atau ciptaan lain-lain yang karena sebagian atau seluruh isi, atau karena 
judulnya dapat merugikan penerbit”. Berdasarkan kalimat ini penulis memaknai bahwa 
perjanjian penerbitan buku itu sifatnya eksklusif. 
Pada lisensi non-eksklusif, pencipta buku (pemberi lisensi) mempunyai kesempatan 
dan berhak menambah jumlah penerima lisensi (penerbit) untuk ciptaan yang sama. Lain 
halnya dengan perjanjian lisensi eksklusif, di mana pencipta buku (pemberi lisensi) hanya 
memberi lisensi khusus pada satu penerbit saja untuk suatu ciptaan. Artinya bahwa pencipta 
buku tidak bebas menggunakan haknya tersebut. 
Seharusnya, penerbit lebih menghormati dan menghargai hak-hak pencipta 
(pengarang). Apabila penerbit telah mengikat pencipta buku (pengarang) melalui 
perjanjian penerbitan buku dengan lisensi eksklusif, maka penerbit harus pula menghargai 
dan menghormati karya-karya eksklusif pencipta buku (pengarang) dengan royalty yang 
eksklusif pula.
b. Perjanjian Penyerahan Hak Cipta (Assignment of Copyright Agreement)
Suatu perjanjian pengalihan dengan menyerahkan keseluruhan  hak cipta yang 
terdapat pada suatu ciptaan, maka perjanjian demikian ini adalah sebagai perjanjian 
penyerahan Hak Cipta (assignment of copyright). Perjanjian semacam ini harus  pula 
dilakukan secara tertulis.
Perjanjian penerbitan buku atau karya tulis lainnya di bidang ilmu pengetahuan, 
dengan jenis perjanjian Penyerahan Hak Cipta berakibat hukum pengalihan kepemilikan 
Hak Cipta atas ciptaan karya tulis kepada penerbit.  Hal demikian berarti penerbitlah yang 472
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menjadi pemilik keseluruhan hak-hak yang terdapat pada Hak Cipta karya tulis yang telah 
dialihkan tersebut. Kemudian penerbit, sebagai Pemegang Hak Cipta yang baru, tentunya 
berhak sepenuhnya atas pengelolaan dari hasil karya tersebut sesuai perjanjian yang telah 
disepakati.
Penerbitan buku melalui perjanjian penyerahan hak cipta, dalam dunia penerbitan 
buku disebut Beli Putus. Penerbit membeli sebuah naskah dari Pencipta buku berikut hak 
kepemilikannya. Pada sistem beli putus ini, pencipta (pengarang) hanya mendapat kan 
satu kali pembayaran atas naskah tersebut dan selanjutnya pencipta buku (pengarang) ti-
dak berhak atas hasil yang didapat oleh penerbit andai naskah tersebut dicetak ulang.
Berdasarkan keterangan responden Zainuddin Ali,(pengarang dan dosen) pengali-
han Hak Cipta kepada penerbit melalui Perjanjian Penyerahan Hak Cipta, dalam praktik 
dikenal dengan istilah jual-beli naskah. Sistim ini mensyaratkan Pencipta karya tulis me-
lepas kepemilikan atas naskah karya tulis dan menyerahkan jumlah eksemplar dan rentang 
penjualan buku sepenuhnya kepada penerbit. Besarnya harga jual-beli naskah tergantung 
kesepakatan  pihak Pencipta dan penerbit, yang dibayarkan di muka.
Segala macam risiko yang muncul akibat gagal  penjualan terhadap naskah yang 
telah dibeli  oleh penerbit, sepenuhnya menjadi  tanggung jawab penerbit. Sebaliknya jika 
penjualan naskah yang telah dibeli tersebut, meledak di pasaran (sangat laris), maka men-
jadi keuntungan sepenuhnya pada penerbit.   
Pengalihan hak cipta melalui perjanjian penyerahan Hak Cipta oleh pencipta buku 
(pengarang) kepada penerbit, atau yang dalam istilah penerbitan disebut jual putus  atau 
jual-beli naskah, berakibat pencipta buku tersebut tidak berhak lagi atas eksploitasi buku 
tersebut karena telah melepaskan hak ekonominya. Pencipta buku (pengarang) yang 
bersangkutan tidak berhak mendapatkan royalty karena telah mendapatkan hasil penjualan 
secara lunas, dan itulah yang merupakan nilai ekonomi dari hak ciptanya.
Penyebaran Ilmu Pengetahuan dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak 
Ekonomi Pencipta
Jika kembali pada filosofi dasarnya bahwa titik tolak diberikannya perlindungan 
hukum kepada Pencipta atas karya ciptaannya, karena manusia mempunyai hak yang 
sifatnya alamiah atas produk yang materiil maupun immateriil yang berasal dari kerja 
intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya. Karya-karya cipta yang dihasilkan 
berdasarkan kreatifitas intelektual mengandung nilai ekonomi dan nilai moral. Atas 
dasar inilah kemudian seorang individu yang menciptakan berbagai ciptaan memperoleh 
perlindungan hukum. 
Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, menurut teori Reward bahwa kepada Pencipta 
buku diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas 
keberhasilan usaha dan upayanya dalam melahirkan ciptaan. 
Perlindungan hukum ini pun merupakan refleksi dari  Pasal 27 ayat (1) Deklarasi 
Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menetapkan bahwa setiap orang 
mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapat perlindungan atas kepentingan-
kepentingan moral dan materiil yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu 
pengetahuan, sastra, dan seni. Adanya pengakuan secara universal semakin menguatkan 
bahwa suatu ciptaan yang mempunyai manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 473
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mempunyai manfaat bagi kesejahteraan penciptanya, perlu mendapatkan perlindungan 
hukum.
Perlindungan hukum Pencipta ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini memberi hak-hak eksklusif kepada 
Pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Hak-hak eksklusif ini 
mengandung sejumlah keistimewaan yang bisa dihargai dengan uang, yang biasa disebut 
hak-hak finansial.  Hak finansial yang dimiliki seorang Pencipta buku adalah harga 
komersial dari tulisan atau karangannya. Harga tersebut tentunya dibatasi oleh mutu dan 
keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut 
dan mengkomersialkannya.
Penyebaran ilmu pengetahuan baik secara konvensional maupun secara elektronik 
tidak dapat dilepaskan dari aspek kepentingan ekonomi penciptanya. Atas dasar alasan 
ekonomi inilah yang merupakan dasar filosofis perlindungan Hak Cipta, sehingga dasar 
perlindungan yang diberikan pada Hak Cipta lebih dominan pada perlindungan individu, 
sedangkan usaha-usaha kreatif Pencipta secara praktis bertujuan untuk kepentingan publik, 
sehingga investasi tidak akan ada jika tidak ada harapan mendapatkan keuntungan. Ber-
dasarkan prinsip ekonomi, maka investasi sangat dibutuhkan untuk membuat suatu karya 
cipta, yang secara praktis bertujuan untuk menyediakannya kepada publik. Berdasarkan 
prinsip budaya bahwa suatu karya cipta membawa pertumbuhan dan perkembangan ilmu 
pengetahuan yang sangat besar artinya bagi peningkatan tarap kehidupan peradaban dan 
martabat manusia, serta memberikan kemaslahatan bagi masyarkat, bangsa dan negara. 
Pengarang sebagai pencipta adalah pembuat suatu karya yang mengeksperesikan 
kepribadiannya, sebaiknya harus mampu memutuskan apakah dan bagaimanakan karyanya 
dipublikasikan. Bagaimana mencegah kerugian atau perusakan karya intelektualnya. 
Karena pengarang sama halnya dengan pekerjaan lainnya, yang diberi honorarium atau 
royalti atas segala hasil kreatifitasnya.
Secara praktik, dalam proses penyebaran ilmu pengetahuan, hak-hak ekonomi 
Pengarang telah terealisasi sejak dilakukannya perjanjian penerbitan buku dengan Penerbit. 
Pada perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, jelas tercantum hak-hak 
yang dialihkan oleh Pengarang kepada penerbit. Salah satu hal penting yang diperjanjikan 
adalah besarnya royalti yang akan diterima oleh Pengarang, serta bagaimana mekanisme 
pembayarannya. Besar kecilnya pembayaran honorarium atau royalti Pengarang, 
tergantung berapa eksemplar buku yang telah laku.
Pembayaran royalti yang diperoleh pencipta buku dalam eksploitasi hak ciptanya, 
adalah merupakan bentuk penghargaan terhadap hak ekonomi Pencipta atas karya ciptanya. 
Perlindungan hak cipta atas karya Pencipta buku, diharapkan akan semakin meningkatkan 
semangat dan gairah Pencipta untuk terus berkarya sehingga dapat mengoptimalkan 
penyebaran ilmu pengetahuan melaui karya-karya ciptanya. Diyakini bahwa semakin 
banyak Pencipta karya tulis (pengarang) menghasilkan karya, maka penyebaran ilmu 
pengetahuan akan semakin cepat dan pengembangan ilmu pengetahuan pun akan semakin 
meningkat, masyarakat pun akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang aktual dan dapat 
memenuhi kebutuhannya dalam hal pemanfaatan hasil karya cipta tersebut. 
Demikian halnya penyebaran ilmu pengetahuan melalui media elektronik seperti 
internet, kecepatan penyebaran ilmu pengetahuan di dunia maya ini jauh lebih efektif 474
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karena cepat, mudah, dan menjangkau wilayah yang luas sehingga dapat mempunyai 
segmen pembaca yang jutaan dalam waktu yang singkat. 
Menurut Anwar Borahima, bahwa dari segi hak ekonomi, jika karya cipta Pengarang 
dikomersialkan melalui media internet, maka hak ekonomi  pengarang tidak hilang, karena 
di jaringan internet (dunia maya) lebih banyak cara untuk membentengi hak ekonomi 
tersebut daripada di dunia nyata, seperti tersedianya instrument teknologi berupa kode 
rahasia, password, serial number, yang tujuannya berfungsi melindungi ciptaan di jaringan 
internet. Sama halnya di dunia nyata, dalam dunia maya pun ada book story, di situ bisa 
dilakukan tawar menawar jika ada user yang berminat membeli secara elektronik. Dengan 
demikian hak ekonomi Pengarang tidak hilang malah bisa meningkat, karena semakin 
bagus karya tulisan seseorang (apalagi kalau karya penulis terkenal) kemungkinan akan 
semakin banyak mendatangkan keuntungan ekonomi, karena konsumen (yang memerlukan 
buku elektronik tersebut) mau tidak mau akan tetap membeli (walaupun dengan harga 
yang mahal) 
Di balik kemudahan dan kecepatan penyebaran ilmu pengetahuan yang ditawarkan 
oleh internet, menjadikan sarana ini sebagai media penyebaran informasi yang paling 
dapat memenuhi segala keinginan masyarakat. Dukungan internet telah merambah dalam 
setiap kehidupan interaksi manusia yang meliputi untuk tujuan pendidikan, penelitian, 
politik,  hiburan, perdagangan global, komunikasi sosial dan sebagainya. Fenomena 
internet sebagai kenyataan sosial tidak dapat dipungkiri lagi dapat membuat wawasan ilmu 
pengetahuan masyarakat berkembang, dan mendapatkan berbagai macam pengetahuan 
baru.
Sesuai sifatnya yang realistis, ilmu pengetahuan memang harus terus berkembang 
sesuai dengan perkembangan jaman. Para pencipta karya tulis diharapkan terus-menerus 
melahirkan karya-karyanya demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena 
dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa akan menjadi maju. 
Penciptaan yang terus menerus, serta perlindungan hukum yang memadai, maka hak-
hak ekonomi pencipta karya tulis pun meningkat serta penyebaran ilmu pengetahuan 
berlangsung terus menerus dan tersebar secara luas dan cepat.  
Sebaliknya, jika hak ekonomi Pencipta kurang terlindungi, karena maraknya 
pembajakan karya ciptanya, maka keuntungan pencipta dari hasil karya ciptanya juga akan 
menurun. Hal  demikian dapat mengakibatkan menurunnya ciptaan yang baru, sehingga 
masyakat pun tidak bisa mengakses ilmu pengetahuan yang baru.
Usaha penyebaran ilmu pengetahuan melalui hak cipta, menurut Ahmadi Miru, 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang juga aktif menulis buku di bidang 
HKI, bahwa penyebaran ilmu pengetahuan memang sudah seharusnya terjadi, karena yang 
dilindungi hak cipta memang salah satunya untuk ilmu pengetahuan. Hanya saja dengan 
perkembangan teknologi sekarang, penyebaran ilmu pengetahuan melalui karya-karya 
cipta yang dilindungi hak cipta semakin pesat dari segi kecepatan akses. Namun, dari 
segi kualitas ilmu yang disebarkan melaluiberbagai macam media tetap sama antara satu 
dengan yang lain, sangat tergantung pada siapa yang menyebarkan ilmu tersebut.  
Selanjutnya menurut Ahmadi Miru, di balik kepesatan penyebaran dan pengembangan 
ilmu pengetahuan melalui kecepatan akses baik secara tercetak maupun secara elektronik, 
tentu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Hal yang menjadi pendorong 475
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dan penghambat kecepatan penyebaran ilmu pengetahuan sangat tergantung pada media 
yang digunakan untuk menyebarkan ilmu tersebut. Internet, sebagai media yang dapat 
mendorong kecepatan penyebaran ilmu pengetahuan karena kemudahan akses, hanya saja 
karena terlalu mudahnya dalam menyebarkan maka materi ilmu pengetahuan yang di-
upload tidak terseleksi dengan baik. Sedangkan penyebaran ilmu pengetahuan melalui 
karya cipta yang diterbitkan dalam bentuk buku, faktor penghambatnya karena masalah 
distribusi yang biasa terlambat apalagi kalau diterbitkan oleh penerbit yang tidak memiliki 
jaringan distribusi yang luas.
Secara implementatif, penyebaran ilmu pengetahuan baik secara tercetak maupun 
secara elektonik pada umumnya berimplikasi pada usaha mendapatkan keuntungan 
Pencipta secara materiil. Keuntungan materiil dimaksud diperoleh melalui pembayaran 
royalty dari pihak-pihak yang memanfaatkan hasil karya pencipta. Upaya penyebaran 
ilmu pengetahuan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak-hak ekonomi pencipta telah 
mendapatkan perlindungan hukum khususnya perlindungan hak ekonominya. Dari segi 
pengembangan ilmu pengetahuan para pencipta buku (pengarang) telah memperkaya 
ilmu pengetahuan bagi masyarakat melalui ciptaannya, dan dari segi kepentingan hak 
ekonomi, pencipta harus mendapatkan imbalan (insentif) yang harus diterima sesuai nilai 
sumbangannya kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teori Teori Incentive dan 
Teori Recovery,  bahwa insentive diberikan untuk merangsang upaya atau kreativitas 
mencipta, dan atas usaha dari Pencipta yang telah mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran, 
dan biaya, yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya diberikan hak eksklusif untuk 
mengeksploitasi Hak Cipta guna meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya.
Berdasarkan hasil penelitian penulis dari beberapa responden penulis dan penerbit, 
serta penelusuran kepustakaan, bahwa untuk saat ini hak ekonomi pencipta belum 
terlindungi  baik  pada penyebaran ilmu pengetahuan secara konvensional, maupun 
penyebaran ilmu pengetahuan secara digital. Hal ini didasari bahwa pada penyebaran 
ilmu pengetahuan secara konvensional, hak-hak ekonomi pencipta masih dilanggar seperi 
terjadinya pembajakan buku. Sedang pada penyebaran ilmu pengetahuan secara digital, 
secara yuridis belum jelas pengaturan tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta di 
internet, belum jelas bentuk pelanggaran hak mengumumkan dan hak memperbanayak 
secara digital. 
PENUTUP
Kesimpulan
Perlindungan Hak ekonomi Pencipta berkenaan penyebaran ilmu pengetahuan 
dengan kemajuan teknologi informasi masih lemah. Hal ini disebabkan karena:
a. Penyebaran ilmu pengetahuan secara konvensional memerlukan biaya operasional 
yang besar dan waktu yang lama dalam proses penerbitan buku, sehingga persen-
tase perolehan royalty sangat rendah dan lambat.
b. Pada penyebaran ilmu pengetahuan secara konvensional, kejujuran penerbit dalam 
membayar royalty sering tidak transparan tentang jumlah buku yang dicetak dan 
yang laku.
c. Pada penyebaran ilmu pengetahuan secara digital (internet), pengaturannya dalam 
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di internet, serta bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelang-
garan hak cipta di internet.
d. Kecanggihan fasilitas teknologi, memudahkan pelaku melakukan pembajakan buku 
secara illegal, yang dapat merugikan Pencipta buku.
e. Penghargaan dan penghormatan masyarakat terhadap hak-hak Pencipta, dalam men-
gakses ilmu pengetahuan masih lemah.
Saran
Agar hak-hak Pencipta dihargai dan dihormati, serta untuk meningkatkan perlindungan 
Hak Cipta yang lebih baik di Indonesia, maka perlu langkah pembaruan hukum UUHC, di 
mana perlu dirumuskan secara lebih tegas dan jelas pengaturan perlindungan hak ekonomi 
Pencipta di intenet dan bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran 
hak cipta di internet. Selain itu pemerintah perlu melakukan pendekatan budaya, dengan 
cara:
a. Memasukkan materi-materi Hak Cipta dalam kurikulum pendidikan SMP dan SMA.
b. Agar Departemen Hukum dan HAM lebih giat mengiklankan tentang budaya meng-
hargai Hak Cipta orang lain.
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Abstract
Substance abuse is one type of crime that the perpetrators of various circles one 
of which is children. Children’s basically just a victim of drug dealers. The study was 
conducted to determine how legal protection for children who commit criminal narcotics 
and to find out how the application of sanctions against children who proved a crime 
narcotics. To achieve the aims and objectives mentioned above at the top we conducted 
a search of primary legal materials, secondary and tertiary. conduct research in District 
Court of Makassar, did an interview with the judge overseeing the case of children.
Keywords: Legal Protection for Children, Criminal Narcotics
Abstrak
Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu jenis tindak pidana yang pelakunya 
dari berbagai kalangan salah satunya adalah anak. Anak pada dasarnya hanyalah 
sebagai korban dari pengedar narkotika. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika 
dan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi terhadap anak yang terbukti 
melakukan tindak pidana narkotika. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, 
maka dilakukanlah penelusuran bahan hukum primer, sekunder dan tersier,melakukan 
penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, melakukakan wawancara dengan hakim yang 
menangani perkara anak.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum Bagi Anak, Tindak Pidana Narkotika
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PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan bukan atas 
kekuasaan belaka. Dengan ketentuan tersebut tentunya mempunyai konsekuensi logis 
di mana setia orang tanpa terkecuali harus berperilaku dan bertindak sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, baik itu orang dewasa maupun anak-anak.
Dewasa ini, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga 
dapat dilakukan oleh anak-anak. Oleh karena itu, diharapkan perangkat hukum yang 
tersedia mampu mengakomodasi segala permasalahan hukum yang melibatkan anak-
anak sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana. 
Anak sebagai pelaku atau korban tindak pidana merupakan fenomena sosial yang 
sangat memerlukan perhatian kita semua. Berdasarkan “Deklarasi Hak Anak” oleh 
Majelis Umum PBB, yang disahkan pada tanggal 20 November 1958, bahwa umat 
manusia berkewajiban memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak-anak. Anak 
adalah potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa dan memiliki peranan penting sebagai 
salah satu sumber daya manusia yang akan menjadi penerus bangsa di masa depan. 
Sehingga berdasarkan peranan dan karakteristik tersendiri yang dimiliki oleh anak itulah 
maka perlakuan terhadap anak yang berhubungan dengan masalah sosial ataupun masalah 
hukum perlu diperhatikan demi kesejahteraan anak.
Beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pertanggung 
jawaban hukum bagi anak. Baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai 
korban dari pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum diberikan kepada anak sebagai 
upaya terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedom 
of children). Berkaitan dengan hal tersebut, maka semua bentuk peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, 
penegakan hak asasi anak dan terwujudnya kesejahteraan bagi anak.
Perangkat hukum yang mengatur tentang anak tersebut, antara lain: Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. Sedangkan asas perlindungan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang 
Perlindungan Anak adalah berdasarkan prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi 
Hak-Hak Anak yakni tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, didasarkan pada 
kepentingan terbaik bagi anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan 
perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
Anak sebagai pelaku tindak pidana yang pada hakikatnya juga sebagai korban 
perlu perlindungan hukum yang tepat, baik itu ketentuan hukum pidana materiil maupun 
ketentuan hukum pidana formiil. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997, ketentuan jenis sanksi pidana terhadap anak menggunakan ketentuan Pasal 10 
KUHP dengan pembatasan yang ditentukan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP. 
Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, ketentuan sanksi 
pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah diatur tersendiri 
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yang berbeda dengan ketentuan KUHP sebagai wujud yang bersifat khusus kepada anak.
Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
menyebutkan bahwa:
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia 
dan sejahtera.
Dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:
Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai 
dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
Kesalahan, pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak tentunya 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu dari faktor internal anak maupun faktor dari 
luar atau lingkungan dimana anak tersebut tumbuh dan berkembang. Tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak masih sebatas kenakalan tetapi tidak menutup kemungkinan karena 
pengaruh pergaulan dan semakin cepatnya perkembangan di segala sektor kehidupan 
menimbulkan perilaku anak yang dapat digolongkan sebagai kejahatan sehingga sering di 
jumpai anak yang terlibat kasus narkoba dan bahkan ada yang melakukan pembunuhan.
Penyalahgunaan narkotika sebagai salah satu gejala sosial dalam masyarakat 
Indonesia. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya oleh anak tidak 
dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar. Akibat dari penyalahgunaan Narkotika 
pada anak di hari ini akan terasa akibatnya pada hari esok bagi anak sebagai generasi 
penerus. Rusaknya generasi penerus bangsa berarti rapuhnya ketahanan nasional suatu 
bangsa.
Penyalahgunan narkotika yang dilakukan oleh anak di Indonesia merupakan suatu 
hal yang sangat merisaukan, mengingat anak adalah generasi yang menjadi harapan 
bangsa untuk meneruskan kelangsungan hidup bangsa. Ancaman bahaya penyalahgunaan 
Narkotika dan zat adiktif lainnya akan membahayakan stabilitas nasional bahkan 
mengancam pertahanan dan keamanan negara. Ancaman penyalahgunaan narkotika dan 
zat adiktif lainnya tersebut dapat menjadi “kerikil tajam” bagi kelancaran pembangunan, 
khususnya pembangunan sumber daya manusia khususnya perlu ditanggulangi secara 
bersama oleh pemerintah dan masyarakat. 
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat adiktif lainnya merupakan 
masalah besar yang tidak dapat ditanggulangi secara sepenggal-sepenggal tetapi harus 
merupakan gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menghadapinya, guna 
memutus mata rantai peredaran gelap dari daerah produsen ke konsumen serta upaya-
upaya yang diarahkan untuk penanganan terhadap korban penyalahgunaan narkotika.
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RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai 
berikut:
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pe-
nyalahgunaan narkotika, khususnya pada Putusan Nomor 600/Pen.Pid B/2010/
PN.MKS?  
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian akan dilakukan di wilayah Kota Makassar, khususnya pada Pengadilan 
Negeri Makassar. Pemilihan Kota Makassar sebagai lokasi penelitian sebab Makassar 
merupakan salah satu kota besar dikawasan Indonesia Timur yang tingkat kejadian tindak 
pidana anaknya menempati urutan XII dari seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sudah berada pada tahap 
memprihatinkan yang terjadi di Kota Makassar dan sangat memerlukan perhatian khusus 
semua pihak. 
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait 
langsung kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap kasus tindak pidana peny 
alahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, khususnya pada  Hakim  yang mena 
ngani kasus ini.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen-dokumen 
resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang 
mendukung.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana  Penyalahgu 
naan Narkotika
Perlindungan Hukum Terhadap Anak  Pada Tahap Penyidikan 
Proses pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika sama dengan 
proses pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana lain, yakni berdasarkan KUHAP 
dan UU Pengadilan Anak serta UU Narkotika apabila ada yang diatur khusus.
Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, diusahakan dilakuka oleh polisi wani-
ta, dan dalam beberapa hal, jika perlu dibantu oleh polisi pria. Penyidik anak juga harus 
mempunyai pengetahuan seperti  psikologi, psikiatri dan juga harus mencintai anak dan 
berdedikasi,dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak. Pada tindak pidana 
narkotika selain kepolisian yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, Badan 
Narkotika Nasional (BNN) dan pegawai negeri sipil tertentu diberikan juga untuk melaku-
kan penyidikan tindak pidana narkotika.
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Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1) 
UU Nomor 3 Tahun 1997). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan 
dengan pendekatan secatra efektif dan simpatik. Efektif sapat diartikan tidak memakan 
waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak 
tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu 
memeriksa, penyidik bersikap ramah dan sopan dan tidak menakut-nakuti tersangka. Tu-
juannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa 
takut sewaktu mengahadapi peyidik akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan ket-
erangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Penyidik tidak memakai pakaian seragam pada 
waktu melakukan pemeriksaan. Jadi penyidik harus melakukan pemeriksaan secara sim-
patik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi yang dapat menimbulkan ketakutan 
aatau trauma pada anak.
Apabila pada tahap penyidikan, penyidik akan melakukan penahanan, maka pe-
nahanan yang dilakukan harus benar-benar penuh pertimbagan untuk kelancaran proses 
pemeriksaan dan yang lebih utama adalah untuk kepentingan anak tersebut dan kepentin-
gan masyarakat. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat penahanan orang 
dewasa. Tujuannya adalah untuk menghindari akibat negatif,sebab anak yang ditahan 
belum tentu terbukti melakukan kenakalan dan bergaul dengan pelaku kejahatan orang 
dewasa dikhawatirkan akan menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang 
berstatus tahanan dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Namun dalam praktek 
diketahui seringkali tahanan anak digabung dengan tahanan  orang dewasa, dengan alasan 
bahwa tempat penahanan di Lembaga Pemasyarakatan sudah penuh atau belum ada lem-
baga pemasyarakatan khusus untuk anak. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencermink-
an perlindungan anak. Narapidana anak dan tahanan anak dapat terpengaruh dengan sikap 
dan tindakan tahanan orang dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman 
melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya atau bahkan anak 
dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan. 
Perlindungan Hukum  Terhadap Anak Pada Tahap Penuntutan 
Penuntut umum yang melakukan penuntututan terhadap anak adalah penuntut umum 
anak dengan persyaratan harus yang berpendidikan Sarjana Hukum ditambah dengan pen-
getahuan psikologi, mencintai anak, berdedikasi, dapat menyelami dan mengerti  jiwa 
anak. Pasal 53 UU Nomor 3 Tahun 1997 menentukan bahwa penunut umum anak diang-
kat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa 
Agung. Penuntut umum anak adalah  yang memenuhi syarat telah berpengalaman sebagai 
penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh prang dewasa.
Penuntut umum anak dalam melakukan penuntutan, harus memperhatikan hak-hak 
anak. Adapun hak-hak anak pada tahap penuntutan adalah menetapkan  masa tahanan anak 
pada sudut urgensi pemeriksaan; membuat dakwaan yang dimengerti anak; secepatnya 
melimpahkan perkara ke pengadilan; dan malaksanakan ketetapan hakim  dengan jiwa dan 
semangat  pembinaan.
Hak-hak anak pada tahap pemeriksaan adalah hak untuk mendapatkan keringanan 
masa tahanan; hak untuk memohon pengalihan penahanan dari penahanan rumah tahanan 
negara ke tahanan rumah atau tahan kota; hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, 
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penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara; dan hak untuk didampingi penasihat 
hukum.
Apabila penuntut umum sudah selesai mempelajari berkas perkara hasil penyidikan, 
dan penuntut umum berpendapat bahwa tindak pidana yang dipersangkakan dapat ditun-
tut, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dak-
waan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Setelah penuntut umum 
membuat surat dakwaan, dilimpahkan ke pengadilan dengan membuat surat pelimpahan 
perkara. Dalam surat pelimpahan perkara dilampirkan surat dakwaan, berkas perkara dan 
surat permintaan agar pengadilan negeri yang bersangkutan segera mengadilinya. Fotokopi 
surat pelimpahan perkaratersebut disampaikan kepada tersangka atau kuasanya dankepada 
penyidik. Apabila anak yang dituntut melakukan tindak pidana (termasuk tindak pidana 
narkotika) dilakukan bersama-sama dengan orang dewasa, maka penuntut umum harus me-
misahkan surat dakwaan karena persidangan untuk orang dewasa akan dilakukan dengan 
terbuka untuk umum sedangkan persidangan untuk anak harus dilakukan dengan tertutup 
untuk umum. 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak pada Tahap Persidangan  
Pemeriksaan perkara anak dilakukan oleh hakim anak, yang diangkat berdasarkan 
Keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan me-
lalui Ketua Pengadilan Tinggi. Berdasarka Pasal 10 UU Nomor 3 Tahun 1997, hakim anak 
harus mempunyai kualifikasi: telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam 
lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian. Dedikasi dan memahami ma-
salah anak.
Pada pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, hakim yang memeriksa dan memu-
tus harus dengan hakim tunggal, tetapi dalam hal-hal tertentu apabila ancaman pidana pada 
tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun 
dan sulit pembuktiannya, dimungkinkan diperiksa dengan hakim majelis. 
Sebelum sidang dibuka, hakim anak memerintahkan pembimbing kemasyarakatan 
menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatan. Setelah laporan pembimbimbing kema-
syarakatan disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan. Hakim membuka sidang dan 
dinyatakan tertutup untuk umum. Apabila terdakwa anak yang melakukan tindak pidana 
bersama-sama dengan orang dewasa, maka harus dipisahkan surat dakwaannya, karena 
pemeriksaannya berbeda. Pemeriksaan terhadap terdakwa orang dewasa harus terbuka un-
tuk umum, sedangkan pemeriksaan terhadap terdakwa anak harus tertutup untuk umum.
Pada sidang pertama, terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dengan didampingi 
orang tua, wali, orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Per-
lakuan khusus dalam persidangan anak nakal antara lain: 1) sidang dibuka dan dinyatakan 
tertutup untuk umum; 2) pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan dalam suasana 
kekeluargaan, oleh karena itu hakim, jaksa dan petugas lainnya tidak memakai toga, atribut/
tanda kepangkatan masing-masing; 3) adanya keharusan pemisahan persidangan dengan 
orang dewasa baik berstatus sipil ataupun militer; 4) turut sertanya Bapas membuat peneli-
tian kemasyarakatan terhadap anak; dan 5) hukuman yang lebih ringan.
Dalam pengambilan keputusan, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian 
kemasyarakatan. Kegunaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan bagi hakim dalam 487
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menjatuhkan putusannya harus bijaksana dan adil. Hakim menjatuhkan putusan yang 
bersifat ,memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakkan kewibawaan hukum. Ha-
kim harus benar-benar memperhatikan kedewasaann  emosional, mental dan intelektual 
anak. Dihindarkan putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan  batin seumur hidup 
atau dendam pada anak, atas kesaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan.
Bila tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana terhadap anak, patut diper-
hatikan pidana yang tepat. Untuk memperhatikan hal tersebut, patut dikemukakan sifat 
kejahatan yang dilakukan, perkembangan jiwa anak, tempat menjalankan hukuman. Bagi 
terdakwa yang terbukti sebagai pengguna atau pemakai narkotika seharusnya dalam putu-
san hakim mewajibkan  untuk dilakukan rehabilitasi medic pada rumah sakit yang dtunjuk 
oleh menteri sebagaimana diatur dalam Pasal  54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Nar-
kotika.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Pemasyarakatan
Bagi anak yang menjadi tersangka /terdakwa tindak pidana narkotika dan dalam 
pembuktian di pengadilan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum 
anak, ternyata terbukti melakukan tindak pidana narkotika dan berdasarkan pertimbangan 
yang diberikan oleh petugas kemasyarakatan bahwa anak tersebut dapat dikenakan sanksi 
pidana dan hakim menjatuhkan pidana, maka anak tersebut harus ditempatkan di lembaga 
pemasyarakan narkotika dan harus dipisahkan dengan orang dewasa.
Program pembinaan narapidana narkotika baik orang dewasa maupun anak dapat 
dibagi menjadi 2 (dua), yakni:
1. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis (Pasal 54 
UU Nomor 35 tentang Narkotika mewajibkan bagi pecandu narkotika dan korban pe-
nyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial). 
Rehabilitasi medik bagi pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk 
oleh menteri
2. Program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama mau-
pun pengetahuan umum lainnya. Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang 
mendukung keberhasilan Negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyara-
kat. Lembaga pemasyarakatan anak berperan dalam pembinaan narapidana agar 
menjadi baik.
Pasal 17 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999 menentukan bahwa pembinaan narapidana 
anak dilaksanakan dalam tiga  tahap, yakni tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.
1. Pembinaan tahap awal, meliputi:
a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1(satu) bu-
lan,
b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian,
c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian,
d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan, meliputi: 
a. perencanaan program pembinaan lanjutan,
b. pelksanaan program pembinaan lanjutan,
c. penilaian pelksanaan program pembinaan lanjutan, 488
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d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Pembinaan tahap akhir, meliputi:
a. perencanaan programintegrasi,
b. pelaksanaan program integrasi,
c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir  
Penerapan Sanksi Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Nar-
kotika 
Data Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak 
Di bawah ini penulis akan memaparkan data tindak pidana narkotika yang dilakukan 
oleh anak dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun yakni dari tahun 2008 sampai dengan tahun 
2010 beserta umur, pekerjaan dan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim.
Tabel 1
Data Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak pada Tahun 2008
NO. NAMA UMUR
SANKSI
PIDANA TINDAKAN
1 Randy Manuel 14 10 Tahun Penjara, Denda 30 Juta Subsider 1 Bulan  -
2 Ismail Bin Rauf 12 2 Tahun Penjara, Denda 45 Juta, Subsider 2 Bulan -
3 Adyatma Jaya 17 1 Tahun 6 Bulan Penjara, Denda 5 Juta, Subsider 1 Bulan -
4 Wawan Hermawan 17 6 Bulan Penjara, Denda 500 Ribu, Subsider 1 Bulan -
5 Arlan Bin Mansur 14 10 Bulan Penjara, Denda 1,5 Juta, Subsider 1 Bulan -
6 Dodi Kurniawan 13 1 Tahun 2 Bulan Penjara, Denda 15 Juta, Subsider 1 Bulan -
7 Manda Sari 16 8 Bulan Penjara, Denda 15 Juta, Subsider 1 Bulan -
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar 
Tabel 2
Data Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak pada Tahun 2009
NO. NAMA UMUR
SANKSI
PIDANA TINDAKAN
1 Irwan 17 6 Bulan Penjara, Denda 15 Juta -
2 Asrianto 15 9 Bulan Penjara Penjara , Denda 5 Juta -
3 Roby Bin Ramly 17 9 Bulan Penjara, 500 Ribu, Subsider 1 Bulan -
4 Gazali Ilyas Al Gazali 17 7 Bulan Penjara, denda 1 Juta, Subsider 1 Bulan -
5 Yusran Fajrin Yusuf 17 6 Bulan Penjara, denda 10 Juta, Subsider 1 Bulan -
6 Muh. Nur Akbar Yasin 16
5 Bulan Penjara, Denda 5 Juta, subsider 1 
Bulan -
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7 Sherly 13 -
Panti Sosial 
Marsudi Putra, 
Dep.Sos. RI
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar
Tabel 3
Data Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak pada Tahun 2010
NO. NAMA UMUR
SANKSI
PIDANA TINDAKAN
1 Ricky 15 8 Bulan Penjara
2 Satria 16 4 Tahun Penjara, Denda 800 Juta, Subsider 1 Bulan
3 Samsul Rijal 16 7 Bulan Penjara
4 A.Akbar 15 Dikembalikan Ke Orang Tuanya
5 Ahmad Arkan 17 1 Tahun Penjara
6 Mitha Listyaningrum 15 6 Bulan Penjara
7 Trisno 17 Dikembalikan Ke Orang Tuanya
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar
Berdasarkan data tersebut pada tabel 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas dari Tahun 
2008 sampai tahun 2011, tahun 2008 terjadi 7 kasus, tahun 2009 terjadi 7 kasus dan tahun 
2010 terjadi 8 kasus. Jadi dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terjadi 22 kasus. Jika melihat 
data tindak pidana yang dilakukan anak secara keseluruhan dari tahun 2008 sampai tahun 
2011, maka penyalahgunaan narkotika relatif sedikit  jika dibandingkan dengan jenis tin-
dak pidana lain yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari 
Pengadilan Negeri Makassar, jumlah keseluruhan tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
dari tahun 2008 sampai tahun 2010 adalah tahun 2008 sebanyak 115 kasus, tahun 2009 
sebanyak 236 kasus, dan tahun 2010 sebanyak 179 kasus. 
Sebenarnya penyalahgunaan narkotika oleh berbagai kalangan termasuk anak-anak 
jauh lebih banyak daripada data yang ada instansi penegak hukum (kepolisian, kejaksaaan, 
pengadilan dan lembaga pemasyarakatan). Hal itu disebabkan antara lain karena kurang-
nya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika atau kare-
na penyalahgunaan narkotika dilakukan sangat rapi, sembunyi-sembunyi sehingga susah 
untuk terdeteksi.
Analisis Penerapan Sanksi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar tentang Tidak 
Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor 600/
Pen.Pid/B/2010/PN.MKS)
Posisi Kasus 
Pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2010 jam 20.00 Wita terdakwa Satria Binti H. Sal-
ama alias Ria berada di rumah kos perempuan Ina (yang juga terdakwa), setengah jam 
kemudian tiba-tiba ada telpon tidak terjawab dari teman Ina yang bernama Bobbi. Lalu 
Ina menelpon kembali Bobbi dan mengatakan “Sakao ku deh”. Kemudian Bobbi menjaw-
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abnya dengan mengatakan, “Ini ada uang, beli saja kepada temannya sabu-sabu 2 (dua) 
gram namun barangnya yang baik dan berukuran ful. Kalau baik dan ful nanti saya beli 
lagi 5 (lima) gram”. Setelah selesai berbicara dengan Robbi, Ina menelepom temannya 
yang bernama Tuti, namun tidak diangkat. Ina kemudian bertanya pada terdakwa (Satria): 
“mana pacarmu Anchu sekarang, biar dia yang membelikan sabu-sabu deh.” Terdakwa 
mengatakan “Telpon saja dulu”. Saat itu Ina langsung menelpon Anchu untuk membe-
likan sabu-sabu dan menanyakan harganya. Setelah Ina mendapatkan informasi tentang 
harga sabu-sabu yaitu Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 
menyampaikan kepada Robbi dan Robbi minta diturunkan harganya. Anchu menawarnya 
hingga harga turun menjadi Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah) setiap gram. 
Kemudian Ina menerima uang dari Robbi sebanyak Rp. 3. 600.000 (tiga juta enam ratus 
rupiah ) untuk 2 (dua) gram sabu-sabu. Setelah terjadi kesepakatan antara Anchu dan Ina 
mereka pun akan bertemu di Jalan Kerung-kerung Makassar. Karena Ina tidak bisa meng-
endarai motor, maka ia mengajak terdakwa membonceng menuju ke Jalan Kerung-kerung 
untuk bertemu Anchu. Setelah sampai di Jalan Kerung-kerung keduanya dipertemukan 
dengan Iwan pemilik sabu-sabu dan terjadilah transaksi, Ina menyerahkan uang sebesar 
Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus rupiah) untuk dua gram sabu-sabu dan membawanya 
pulang di rumah kos Ina dan mereka mengkomsumsi secara bersama-sama (Satria, Ina, 
Anchu, dan Bobbi yang kesemuanya jadi terdakwaq dan surat dakwaan yang terpisah).       
Kemudian  pada malam Minggu tanggal 7 Maret tahun 2010 pukul 22.00 Wita, terda-
kwa bersama ketiga temannya yakni Ina, Anchu  dan Bobbi mengkomsumsi kembali sabu-
sabu hingga pukul 04.00 Wita. Pada pukul 05.00 Wita datanglah polisi melakukan peng-
geledahan, dan ditemukan alat pengisap sabu-sabu yang terbuat dari botol plstik aqua, satu 
saset plakstik sabu-sabu, korek api gas. Para tersangka dan barang bukti tersebut dibawa 
polisi ke Polda Sulselbar Makassar.
Dakwaan Penuntut Umum
Penuntut umum  menyusun surat dakwaan  dalam bentuk campuran (subsidair dan 
alternatif) yakni:
Primair 
Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentan Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 
KUHP jo Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Subsidair
Pasal 112 ayait (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (a) ke 
1 KUHP jo. Pasal 1 angka 1 UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Atau:
Kedua Primair 
Pasal 132  ayat (1) UU, No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 
1 KUHP  jo Pasal 1 angka 1 UU. No. 3 Tahun 1997 tentan Pengadilan Anak.
Subsidair
Pasal 131 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 
1 KUHP jo Pasal 1 angka 1 UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Atau:
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Ketiga Primair
Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 
KUHP jo Pasal 1angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Subsidair
Pasal 134 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 
KUHP jo Pasal 1 angka 1 UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Umum.
Tuntutan Pidana (Requisitor) 
Berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum di pengadilan dengan 
mengajukan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan  hasil pemeriksaan 
Laboratorium Forensik Polda Makassar (alat bukti surat), maka penuntut umum menarik 
kesimpulan bahwa terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi 
rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam kesatu subsidair: Pasal 112 ayat (1) UU No. 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 1 angka 1 UU. 
No. 3 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sepanjang persidangan tidak ditemukan ada alasan 
pembenar atau alasan pemaaf atau alasan penghapus penunututan bagi terdakwa, sehingga 
perbuatan yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal terse-
but.
Penuntut umum memohon kepada hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memer-
iksa dan mengadili perkara tersebut untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah melaku-
kan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, me-
nyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana 
diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 
(1) ke 1 KUHP jo Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan men-
jatuhkan pidana 4 (empat) 6 (enam) bulan dan denda sebesar RP.800.000.000 (delapan ratus 
juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada 
dalam tahanan, memyatakan barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik bening berisikan 
Kristal bening dengan berat netto 1, 0812 gram, 1 (satu) botol aqua, 1 (satu) pireks kaca, 2 
(dua) pipet dan 2 (dua) korek gas, agar dirampas untuk dimusnahkan.
Laporan Pembimbing Kemasyarakatan
Berdasarkan fakta dan data yang diperoleh oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), 
maka disarankan kepada:
1. Pihak Penyidik Direktorat Narkoba Polda:
a. dalam melakukan pemeriksaan  dan penyidikan terhadap klien dilakukan dengan 
cara keklurgaan dan tetap mempertimbangkan kepentingan klien dalam upaya per-
lindungan terhadap anak.
b. berdasarkan Padal 45 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang tempat tahanan dari 
orang dewasa dan ayat (4) selama anak ditahan Pengadilan Anak bahwa tempat tah-
anan anak  harus dipisahkan dari kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus 
tetap dipenuhi.
c. menghindarkan klien dari pengaruh dan tekanan para tahanan dewasa, mengingat 
lkien masih labil mudah terpengaruh atau terbawa arus sekitarnya
2. Pihak Penuntut Umum dan Hakim:
Apabila terdakwa Satria Binti H. Salama terbukti bersalah dan meyakinkan melaku- 492
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kan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka disarankan terda-
kwa atau klien dijatuhi sanksi berupa diserahkan kepada negara dan ditempatkan di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Pare-pare.
Putusan Hakim
Berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum di pengadilan dengan 
mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti 
surat berupa laporan hasil pemeriksaan Laboratorium forensik Polda Sulsel, maka hakim 
berkesimpulan bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana nar-
kotika dengan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Nar-
kotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
yaitu secara bersama-sama tanpa hak  atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 
menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman.
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Satria Binti  H. Salma  alias Ria dengan 
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan 
ratus juta) dengan ketentuan jika denda  tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) bulan.
c. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. (penahanan oleh penyidik tanggal 8 Maret sampai 27 Maret 
2010, perpanjangan penuntut umum tanggal 27 maret sampai dengan tanggal 5 April 
2010, penahanan oleh penuntut umumsejak tanggal 6 april sampai dengan tanggal 15 
April 2010) dan penahanan oleh hakim sejak tanggal 15 April sampai dengan tanggal 
29 April 2010)  
d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
e. Menetapkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal  bening  berat 
1,0812 gram, 1 (sat) botol aqua, 1 (satu) pireks kaca, 2(dua) pipet dam 2 (dua) korek 
gas, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
f. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 (seribu ru-
piah).
Hal-hal yang memberatkan:
a. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas pereda-
ran narkotika secara illegal.
b. Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda yang lain
Hal-hal yang meringankan:
a. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak akan  mengu-
langi perbuatannya  lagi.
b. Terdakwa masih muda.
Analisis  Penulis
Proses pemeriksaan terhadap tindak pidana yang pelakunya anak harus berbeda den-
gan orang tua, mengingat bahwa tersangka/terdakwa anak masih labil, maka menghadapi 
dalam melakukan pemeriksaan harus dengan suasana kekeluargaan, santai, nyaman bagi 
anak supaya anak tersebut tidak merasa tertekan, ketakutan sehingga dapat memberikan 
keterangan dengan lancar.493
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Penahanan terhadap anak pada semua tingkat pemeriksaan hanya dilakukan apabila 
benar-benar diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Kasus yang diangkat oleh 
penulis, tersangka/terdakwa mengalami penahanan di semua tingkat pemeriksaan. Ada ke-
san bahwa aparat penegak hukum dalam pemeriksaan perkara anak selalu melakukan pe-
nahanan dengan alasan untuk kepentingan pemeriksaan tanpa memperhatikan kepentingan 
anak, padahal dalam kasus anak unsur perlindungan terhadap anak harus diutamakan.
Terhadap putusan hakim yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana narkotika dengan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkiotika sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 
pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 bulan kurun-
gan, penulis tidak sependapat  Menurut penulis bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 
dipersidangan dan laporan pembimbing kemasyarakatan terdakwa seharusnya dikenakan 
Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : setiap penyalahguna 
narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (em-
pat) tahun.  
Penulis berpandangan bahwa seharusnya hakim yang memeriksa dan memutus 
perkara anak tersebut mempertimbangkan saran dari pembimbing kemasyarakatan yang 
menyarankan anak tersebut hanya dikenakan sanksi tindakan yaitu diserahkan kepada neg-
ara, dan di dalam putusan seharusnya hakim mencantumkan kewajiban untuk direhabilitasi 
medik (sebagaimana yang diatur pada Pasal 54 UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) 
karena anak tersebut   
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat 
disimpulkan:
1. Perlindungan hukum yang berupa hak- hak terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana narkotika dapat dilihat dilihat dalam KUHAP , UU no. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak dan UU. Nso. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya 
hak-hak terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dengan anak pelaku tindak 
pidana yang lain sama, Cuma yang berbeda adalah bahwa pada UU No. 35 tahun 
2009 tentang Nerkotika Pasal 54 mewajibkan untuk dilakukan rehabilitasi medik 
pada rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah.
2. Pada putusan No. 600/Pen.Pid B/2010/PN.MKS, berdasarkan pembuktian di 
pengadilan oleh penuntut umum dengan mengajukan alat-alat bukti berupa 
keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat, sehingga hakim dalam putusannya 
menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana narkotika dengan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 
dan Rp.800.000.000 (depalan ratus juta rupiah)  subsidair 1 (satu) tahun kurungan. 
Tanggapan penulis bahwa seharusnya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan 
tindak pidana narkotika dengan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No, 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika dan  hakim tidak mempertimbangkan laporan pembimbing 494
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kemasyarakatan padahal seharusnya dalam menentukan sanksi bagi yang didakwa 
melakukan  tindak pidana wajib mempertimbangkan saran dari pembimbing 
kemasyarakatan yang menyarankan supaya terdakwa tidak dijatuhi sanksi pidana 
tetapi hanya dijatuhi sanksi tindakan diserahkan kepada negara dan ditempatkan di 
Lembaga Pemasyarakatan.
Saran
1. Hendaknya aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan tersangka/
terdakwa anak, memperhatikan hak anak-anak tersebut.
2. Penahanan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan betul-betul dalam rangka 
memperlancar proses pemeriksaan perkara anak dan untuk memberikan perlindungan 
anak tersebut.
3. Hakim dalam mengambil keputusan seharusnya mempertimbangkan laporan 
pembimbing kemasyarakatan
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Abstract
The aim of this research is to have a knowledge and understanding of the effective-
ness of Indonesian Police role in enforcing the law regarding the eradication of trafficking 
in persons in the Province of North Celebes. The research method used in the descriptive 
analytical method along with an empirical analysis with sociological yurispredence. The 
research result shows that Indonesian Police effectiveness in enforcing the law that eradi-
cates trafficking in persons is quite effective because the Indonesian Police is able to solve 
and finish the case both in the pre-investigation and investigation process. Investigator’s 
ability in handling the crime of trafficking in persons is supported by their sense or re-
sponsibility as law enforcement by resoring to all of North Celebes Police’s resources. In 
exercising their role in enforcing the law eradicating trafficking in persons is influenced by 
factors that come both internally within the Indonesia Police and externally.
Keywords: Police, Trafficking In Persons 
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas peran Polri 
dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi 
Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan kajian em-
piris menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
efektivitas peran Polri dalam penegakan hukum  pemberantasan tindak pidana perda-
gangan orang di Provinsi Sulawesi Utara, berjalan baik karena mampu mengungkap dan 
menyelesaikan proses penanganannya pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Kemam-
puan Penyidik menangani tindak pidana  perdagangan orang, ditopang  oleh rasa tang-
gung jawab selaku alat penegak hukum dengan memberdayakan segala sumber daya yang 
ada pada Polri Polda Sulut. Di samping itu, tingkat efektivitas terukur dengan kemampuan 
Penyidik tentang pemahaman  dari jenis tindak pidana yang diklasifikasi sebagai tindak 
pidana perdagangan orang. 
Kata Kunci: Polisi, Tindak Pindana Perdagangan Orang
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PENDAHULUAN
Negara Indonesia memberikan jaminan perlindungan kepada warga negaranya. Jaminan 
perlindungan ini diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), alinea ke-4, menyatakan antara lain: ”Pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Ketentuan ini merupakan salah satu 
kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan 
terhadap warga negaranya. 
Perlindungan kepada warga negara merupakan wujud dan prasyarat suatu negara 
hukum. Negara Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Hal ini tercantum 
dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Negara Indonesia adalan 
negara hukum”. Kewajiban  negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negara 
yang diatur dalam hukum dasar ataupun undang-undang, merupakan manifestasi makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dan memiliki hak-hak asasi sesuai dengan 
kemuliaan harkat dan martabat sebagai manusia. Untuk memberikan perlindungan hukum 
atas harkat dan martabat manusia dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. 
Negara Indonesia telah menempatkan ke dalam  UUD 19451 dan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia2 (UUHAM), sebagaimana 
dilakukan oleh negara-negara lain dunia internasional termasuk ke dalam perjanjian-
perjanjian atau dalam konvensi internasional.
Sebagai negara hukum, maka negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 
memberikan perlindungan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya perlindungan 
dari tindak pidana perdagangan orang. Pemberian perlindungan dan pemberantasan tindak 
pidana perdagangan orang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui 
1  UUD NRI 1945, Pasal 28 huruf g, menyatakan: ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman 
dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 
asasi”. Selanjutnya  Pasal 28 huruf b, menyatakan: ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 
dan berkembang sertaberhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
2  UUHAM menegaskannya sebagaimana yang diatur pada pasal-pasal berikut:
Pasal 3 UUHAM, menyatakan: “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang 
sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan 
hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang 
berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. 
Pasal 4 UUHAM, menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, piki-
ran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persa-
maan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun”.
Pasal 20 UUHAM, menyatakan: “Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.Perbudakan atau 
perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya 
serupa dilarang”.
Pasal 65 UUHAM, menyatakan: “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan 
narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya”.
Pasal 71 dan Pasal 72 UUHAM, mengatur bahwa Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati 
melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan 
perundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik 
Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif 
dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.501
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institusi atau lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat. Adapun fungsi pemerintahan tersebut diemban oleh institusi 
atau lembaga negara penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman 
yang tergabung dalam satu sistem peradilan pidana di Indonesia.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat negara dan 
pemerintahan khususnya selaku alat penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem 
peradilan pidana di Indonesia, diakui eksistensinya dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 19453, 
yang menyatakan bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan 
hukum. Selanjutnya, peran Polri tersebut berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara 
Nasional Indonesia dan Peran Polri, diperjelas dalam Pasal  6, menyatakan:
(1) Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ket-
ertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat.
(2) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan se-
cara profesional.
Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tersebut di atas, merupakan tonggak 
sejarah eksistensi Polri untuk menuju Polri yang mandiri dan profesional melaksanakan 
tugas selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, 
pengayom dan pelayan masyarakat. 
Untuk lebih memantapkan tugas, peran Polri serta sebagai pelaksanaan amanat UUD 
1945 serta perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, maka 
pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUPolri). UUPolri tersebut, mempertegas 
pelaksanaan tugas Polri yang terutama berperan dalam memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, 
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 
Polri di samping sebagai alat negara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, juga 
selaku alat penegak hukum. Sebagai alat penegak hukum, maka sesuai dengan sistem 
peradilan pidana di Indonesia yang dikenal dengan sebutan “criminal justice system”, 
Polri merupakan sub sistem peradilan pidana yaitu selaku penyelidik dan penyidik tindak 
pidana.
Polri selaku penyelidik dan penyidik tindak pidana memiliki wewenang untuk 
melaksanakan proses penegakan hukum sesuai dengan hukum acara pidana. Dengan 
mengemban tugas dan wewenang sebagai alat penegak hukum, maka cakupan tugas 
kepolisian menjadi cukup luas dan kompleks karena hampir dipastikan bahwa Polri 
berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana tersebut bisa terkait 
dengan kejahatan konvensional, kejahatan terhadap harta kekayaan negara, kejahatan 
yang berimplikasi kontijensi, kejahatan terhadap perampasan kemerdekaan orang, dan 
3 Perubahan II UUD 1945, tanggal 18 Agustus 2000. 502
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kejahatan transnasional  seperti terorisme, penyelundupan, penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika dan psikotropikaserta lain-lain tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak 
pidana perdagangan orang. 
Berlakunya UUPTPPO menjadikan peran Polri dalam memberantas tindak 
pidana bertambah. Hal ini dikarenakan, bahwa selama belum adanya UUPTPPO, 
proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang atau sejenisnya 
masih didasarkan pada klasifikasi tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang sering 
menimbulkan persoalan hukum sejalan dengan semakin berkembangnya modus operandi 
pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang.
Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana 
diamanatkan oleh UUPTPPO, Polri merupakan alat penegak hukum terdepan sebagai 
Penyidik, yang hasil penyidikan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum dan hakim atau 
pengadilan. Peran Polri untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang,  melalui 
kegiatan penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana dan 
UUPTPPO. 
Pelaksanaan tugas pokok Polri untuk menegakkan hukum sesuai dengan UUPolri, 
menyatakan bahwa Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 
semua tindakpidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturanperundang-undangan 
lainnya.4 Adapun tugas Polri selaku penyelidik dan penyidik karena kewajibannya memiliki 
wewenang sebagaimana diatur dalam UUPolridan Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari kewenangan Polri 
yang diatur dalam UUPolri dan KUHAP, maka menurut UUPTPPOpenyidikan dalam 
perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang 
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UUPTPPO.5
Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling 
banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak 
hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup 
bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik 
serupa perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, 
pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan 
menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi 
dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran 
atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
korban. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, 
dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksaatau pelayanan paksa adalah kondisi 
kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang 
yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi 
tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.
Perdagangan perempuan dan anak perempuan sekarang merupakan sektor terbesar 
ketiga terlaris dari kejahatan internasional yang terorganisir, hanya dilampaui oleh narkoba 
4 Pasal 14 Ayat (1) huruf g UUPolri.
5 Pasal 28 UUPTPPO.503
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dan perdagangan senjata. Menurut perhitungan PBB, keuntungan dari industri perdagangan 
orang mungkin bahkan melampaui perdagangan senjata ilegal, menghasilkan keuntungan 
lebih dari 9 miliar dolar per tahun. Seluruh dunia, setidaknya satu juta orang adalah korban 
perdagangan orang setiap tahun, atau satu orang setiap 30 detik. Hal ini diperdagangkan 
ke negara Amerika Serikat untuk perbudakan total 45-50,000 perempuan dan anak setiap 
tahun, tidak termasuk laki-laki.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui Rencana Strategi Tahun 2010-
2014,6 telah memprediksi potensi dan permasalahan  gangguan keamanan, baik diangkat 
sebagai isu internasional, regional maupun dalam negeri. Perdagangan manusia (human 
trafficking) atau perdagangan orang (trafficking in persons) ditempatkan sebagai salah 
satu isu regional dan nasional. Hal tersebut dipengaruhi adanya perkembangan di bidang 
telekomunikasi dan transportasi lintas negara yang semakin maju berdampak terhadap 
perkembangan kejahatan antar negara (transnational crime) seperti perdagangan orang, 
perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika serta penyelundupan.  
Kendala dan hambatan dalam pemberantasan perdagangan orang di Indonesia, 
dihadapkan pada berbagai persoalan dan permasalahan. Adanya pihak-pihak tertentu 
secara langsung atau tidak langsung untuk mencari keuntungan dari bisnis perdagangan 
orang, mengakibatkan alat negara penegak hukum mengalami kesulitan dalam menekan 
tindak pidana perdagangan orang. Seperti dikutip oleh Louise Shelley, bahwa berdasarkan 
laporan perdagangan orang tahun 2008, yang terlibat dalam perdagangan orang di Indonesia 
adalah para individu aparat keamanan dan pejabat korup. Louise Shelley,7 menyatakan:
”According to the Trafficking in Persons Report for 2008, in Indonesia ”complicity 
in trafficking of individual security force members and corrupt officials involved in 
prostitution and sex trafficking remain unchecked.” Peacekeepers in Indonesia are 
also thought to have exacerbated the trafficking problem. Therefore, conflicts and the 
presence of soldiers in the region have contributed to the rise of trafficking in diverse 
countries of the region.”
Kepedulian internasional untuk mendukung Pemerintah Indonesia memberantas 
perdagangan orang khususnya perempuan dan anak semakin gencar dilakukan. Beberapa 
negara maju, bahkan berani memberikan bantuan finansial maupun pelatihan kepada alat 
penegak hukum terdepan seperti polisi, jaksa dan hakim. Faktanya adalah, Pemerintah 
Australia dengan tegas memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk 
melakukan perlawanan terhadap segala bentuk perdagangan orang. Dukungan Pemerintah 
Australia tersebut diberikan untuk menambah program yang telah dibantu oleh PBB dan 
Amerika Serikat. Pada tahun 2007, Australia melakukan kerja sama dengan pemerintah 
Indonesia pada fokus kegiatan konsultasi dan pelatihan untuk melawan perdagangan 
orang. Proyek ini menyediakan pelatihan bagi petugas penegak hukum garis depan seperti 
polisi, jaksa dan hakim untuk menangani tindak pidana perdagangan orang. Bentuk kerja 
sama ini dilakukan melalui sistem peradilan pidana Indonesia untuk meningkatkan upaya 
pencegahan perdagangan orang di Indonesia. 
Data UNICEF memperkirakan bahwa perempuan dan anak Indonesia diperdagangkan 
setiap tahunnya meningkat untuk eksploitasi seksual komersial di dalam dan luar negeri 
6 Lampiran Keputusan Kabareskrim Polri Nomor Kep/27/2010/Bareskrim Tanggal 22 April 2010.
7 Louise Shelley, Human Trafficking A Global Perspective, 2010, hal. 160-161. 504
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dan rata-rata korban adalah perempuan dan anak di bawah umur. Sebagaimana dikutip 
oleh Louise Shelley,8 bahwa:
UNICEF memperkirakan bahwa 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan se-
tiap tahunnya untuk eksploitasi seksual komersial di Indonesia dan luar negeri, 30 
persen pelacur perempuan di Indonesia adalah di bawah 18 tahun, dan 40.000-70.000 
anak-anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual. Perkiraan independen 
menunjukkan bahwa angka-angka ini bahkan lebih tinggi. Badan Perlindungan Anak 
wilayah Jawa Timur memperkirakan bahwa setidaknya 100.000 perempuan dan anak 
diperdagangkan setiap tahunnya dari, melalui, dan hanya dalam satu wilayah di In-
donesia. Banyak diperdagangkan ke Timur Tengah dimana eksploitasi tenaga kerja 
mereka dikombinasikan dengan pelecehan seksual. Karena keinginan nasional untuk 
pengiriman uang, perlakuan terhadap korban yang dikembalikan mengeluh karena 
mereka sering kembali menjadi korban perdagangan dengan keterlibatan pejabat 
pemerintah. 
Tidak hanya itu, situasi dan kondisi yang sama menyangkut perdagangan orang 
yang terjadi antar daerah di dalam negeri juga cukup memprihatinkan. Berdasarkan data, 
Indonesia memiliki jumlah yang cukup signifikan perdagangan orang yang diperdagangkan 
dari pedesaan ke perkotaan untuk eksploitasi seksual dan tenaga kerja.  Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), Abdi Ahsi melaporkan bahwa 3.000 wanita per tahun diperdagangkan 
dari pedesaan di Jawa Timur ke Surabaya.9
Sebagaimana perkembangan perkara perdagangan orang pada beberapa daerah yang 
disebutkan di atas, pada beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan. Hal yang sama terjadi juga di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Data kriminalitas 
pada  Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) sejak tahun 2005 sampai dengan 
bulan september tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Utara, tindak pidana perdagangan orang 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas 
dengan total tersangka 125 tersangka dan 171 korban.10 
Di samping itu, permasalahan perdagangan orang saat ini tidak lagi terbatas pada 
satu daerah tertentu atau antar daerah dalam negeri, tetapi juga telah menjadi kejahatan 
transnasional atau transnational crimes, karena sudah berkembang sampai ke luar negeri 
secara terorganisir dengan berbagai modus operandinya. Hal lain mendorong peneliti 
melakukan penelitian ini, untuk mendukung peran Polri dalam melaksanakan tugas 
dan wewenang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya tindak pidana 
perdagangan orang.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:
1. Sejauh mana efektivitas peran Polri dalam penegakan hukum pemberantasan tindak 
pidana perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Bagaimana sistem dan pola penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri untuk 
memberantas tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Utara?
8 Ibid. hal. 163-164.
9 Dikutip pada laman website: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4680d7cbc.html, Diakses pada 
tanggal 10 February 2011.
10 Data primer yang sudah diolah pada Unit PPA Dit Reskrimsus Polda Sulut, Agustus 2011.505
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METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan kajian empiris 
yang menggambarkan dan menguraikan efektivitas peran Polri dalam penegakan hukum 
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Utara, dihubungan 
dengan teori-teori hukum dan implementasinya di lapangan khususnya di bidang penegakan 
hukum pidana oleh alat penegak hukum yaitu Polri, dengan menggunakan penalaran 
deduktif dan/atau induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran obyektif. 
Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kota 
Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa serta Kabupaten Minahasa 
Selatan. Tiga kota dan dua kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tersebut, dijadikan 
sebagai lokasi tempat penelitian dengan asumsi bahwa tindak pidana perdagangan orang 
yang ditangani oleh Polri khususnya Polda Sulut dan jajarannya mayoritas berasal dari 
wilayah hukum kepolisian setempat.
Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dapat pula diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari berbagai 
laporan, berita dan studi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang. 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling, yaitu 
teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 
untuk dipilih menjadi anggota sampel. Metoda pengambilan sampel yang digunakan adalah 
simple random sampling secara proporsional.  
Metode Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan landasan 
teori. Pada penelitian ini mengunakan analisis secara deskriptif mengenai efektivitas peran 
Polri dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang 
di Provinsi Sulawesi Utara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara siste-
matis dengan  menggunakan teknis analisis kualitatif atau kuantitatif dengan pendekatan 
yuridis sosiologis atau pendekatan sosiologi hukum (sociology of law approach) sebagai 
salah satu jenis dari pendekatan empiris. Pendekatan sosiologi hukum, memandang hukum 
dalam wujudnya sebagai realitas (reality), perilaku (behaviour) dan tindakan (action). 
Di samping itu, untuk melengkapi pendekatan sosiologi hukum, peneliti juga meng-
gunakan pendekatan psikologi hukum terhadap sistem dan pola penegakan hukum khu-
susnya pada kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang di 
Provinsi Sulawesi Utara, sehingga akan diperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang 
efektivitas peran Polri dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana 
perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Utara.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Peran Polri dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang
Sistem peradilan pidana di Indonesia menempatkan Polri sebagai salah satu alat 
penegak hukum yang berperan melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak 506
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pidana. Polri selaku alat penegak hukum, merupakan sub sistem dari sistem peradilan pida-
na di Indonesia, dalam aplikasinya dilaksanakan oleh pejabat Polri baik sebagai penyelidik 
maupun penyidik. Penyelidik dan penyidik melaksanakan tugas, fungsi  dan wewenangnya 
dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana  hasil penyidikan perkara terse-
but diajukan ke penuntut umum dan diteruskan ke persidangan untuk diputus oleh hakim.
Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu pendapat dari Achmad Ali,11 menge-
mukakan bahwa jika yang dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dika-
takan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada bebe-
rapa faktor, antara lain:
1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan;
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyara-
katnya;
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan 
secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gun-
nar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas 
buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
Lebih lanjut  Achmad Ali,12 berpendapat bahwa pada umumnya faktor-faktor yang 
banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan opti-
mal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam men-
jelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perun-
dang-undangan tersebut.
Maka dari itu, keberhasilan penegakan hukum khusus di bidang penyelidikan dan 
penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, ditentukan oleh kemam-
puan setiap penyelidik dan penyidik untuk berperan dalam penegakan hukum yang turut 
didukung oleh alat penegak hukum lainnya yang tergabung dalam sistem peradilan pidana 
di Indonesia. Kemampuan penguasaan substansi hukum khususnya perundang-undangan 
oleh penyelidik dan penyidik menjadi faktor penentu tercapainya tujuan hukum dari pe-
negakan hukum itu sendiri.
Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk 
mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-ni-
lai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak 
dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. 
Terkait dengan efektivitas peran Polri dalam penegakan hukum pemberantasan tindak 
pidana perdagangan orang, berarti diarahkan dengan serangkaian tindakan dan cara untuk 
tercapainya tujuan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Peran Polri dalam 
penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, tingkat efektivitasnya 
diukur dari keterlibatan personel Polri sebagai subyek atau pemegang peran. 
Pemahaman Penyidik tentang UUPTPPO
Secara normatif pengetahuan dan pemahaman tentang suatu peraturan perundang-
undangan oleh banyak orang khususnya  penyidik dianggap mengetahui sendiri yaitu sejak 
11  Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Ter-
masuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Volume 1 Pemahaman Awal, 2009, hal. 378-379.
12  Ibid, hal. 379.507
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tanggal undang-undang tersebut diundangkan. Hal ini sudah merupakan ketentuan ”fiksi” 
dalam undang-undang bahwa agar setiap orang mengetahuinya, maka suatu undang-un-
dang wajib diundangkan. Ketentuan tersebut berlaku juga terhadap UUPTPPO. 
Sosialisasi pemberlakuan UUPTPPO yang optimal kepada alat penegak hukum khu-
susnya penyidik akan mendukung terlaksananya efektivitas peran Polri dalam penega-
kan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan penelitian, 
menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana perdagang-
an orang, Polri telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kemampuan penyidik 
dalam menangani tindak pidana perdagangan orang. Sosialisasi pemberlakuan UUPTPPO 
sudah dilakukan sejak diberlakukannya UUPTPPO, dengan sasaran baik penyidik, maupun 
penyidik pembantu serta atasan penyidik khususnya pejabat pada fungsi reserse kriminal. 
Pelatihan-pelatihan kemampuan teknis penyidikan kepada para penyidik yang dilaksana-
kan oleh Polri bekerja sama dengan negara luar,13 yang dimaksudkan untuk mencapai ting-
kat pemahaman yang optimal tentang bentuk dan jenis tindak pidana perdagangan orang 
dihubungkan dengan perundang-undangan khususnya ketentuan tindak pidana yang dapat 
dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. 
Hal lain yang mempengaruhi adalah penyidik masih kurang keberanian mengambil 
keputusan sendiri, karena faktor keterbatasan pengetahuan ilmu hukum. Akibatnya, peng-
etahuan dan penguasaan materi UUPTPPO oleh para penyidik kadang-kadang berbenturan 
dengan keputusan atau kewenangan atasan penyidik yang masih kurang atau belum mema-
hami substansi dari UUPTPPO. Secara psikologis tindakan penyidik dalam menerapkan 
UUPTPPO dalam peristiwa nyata, misalnya sudah berdasarkan bukti permulaan apalagi 
bukti permulaan yang cukup sudah harus bertindak, tetapi tindakan kepolisian itu tidak 
langsung dilaksanakan, karena harus menunggu perintah atasan. Kondisi ini berpengaruh 
secara langsung pada perilaku penyidik untuk melakukan proses penyidikan selanjutnya.
Pemahaman penyidik terhadap substansi UUPTPPO, di samping  untuk memperlan-
car dan mencegah kendala dan hambatan selama dalam proses penyelidikan dan penyidi-
kan juga bertujuan untuk terwujudnya tujuan penegakan hukum terhadap pemberantasan 
tindak pidana perdagangan orang. Efektifnya peran Polri yang dilakukan oleh penyidik 
dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, dituntut adanya kemampuan pen-
guasaan materi KUHAP sebagai penuntun dalam proses penyelidikan dan penyidikan, juga 
penguasaan ketentuan khusus yang diatur dalam UUPTPPO. Ketentuan khusus yang dia-
tur dalam UUPTPPO, menjadi penunjang dan tolok ukur keberhasilan  penyidik menja-
lankan perannya untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Untuk efektifnya 
peran Polri, maka ketentuan khusus UUPTPPO wajib diketahui dan dikuasai oleh seluruh 
penyelidik  terutama penyidik tindak pidana perdagangan orang.
Jenis tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara
Lawrence M. Friedman14 mengemukakan bahwa peradilan pidana merupakan sistem 
13  Kerja sama antara Polri dan International Organization for Migration (IOM) tahun 2005 dalam 
Penyusunan Buku Pedoman Untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking dan Perlindungan 
Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum; Pelatihan Pelatih pada Proyek Regional Asia tentang 
Masalah Perdagangan Manusia, 2007; Pelatihan Tentang Perdagangan Manusia Untuk Petugas Penegak Hu-
kum Garis Depan, Proyek Regional Asia dalam Masalah Perdagangan Manusia Inisiatif Pemerintah Australia 
Melalui AusAID, 2009.
14  Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction, Second Edition, Penterjemah Wisnu Ba- 508
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 3 Mei 2012
yang kompleks dan luas. Peradilan pidana pada intinya adalah bagian sistem hukum; Perta-
ma, menganggap perilaku tertentu salah (wrong) atau “jahat” (criminal); Kedua, bertindak 
mengawasi atau mencegah perilaku tersebut dengan ancaman hukuman; dan Ketiga, jika 
pencegahan tersebut gagal, berusaha menangkap dan menghukum pelanggar.
Dihubungkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, maka salah satu subsistem 
peradilan pidana adalah diemban oleh kepolisian selaku penyidik. Sebelum sampai di pen-
gadilan, maka peran Polri khususnya penyidik untuk menjalankan fungsi dan wewenang 
dalam proses penyidikan tindak pidana menjadi sangat penting. Penting karena, penyidik 
harus mampu mengurai dan membuktikan perilaku yang dilarang, dan apabila dilanggar 
menjadi tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu undang-undang.
Lahirnya UUPTPPO merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat dari baha-
ya tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi, patutlah diwaspadai bahwa karakteristik 
tindak pidana perdagangan orang ini, bersifat khusus dan merupakan extra ordinary crime 
dan banyak melibatkan aspek yang kompleks, dan bersifat transnasional organized crime, 
karena tindak pidana ini dapat melintasi batas-batas negara serta dilakukan oleh organisasi 
yang rapi dan tertutup. Dengan demikian, strategi penanggulangan dan pemberantasannya 
harus secara khusus pula. Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme dan kehandalan para 
penegak hukumnya untuk memahami ketentuan hukumnya dan melakukan penegakan hu-
kum yang konsisten dan berkesinambungan. Di samping dukungan masyarakat melalui ad-
vokasi dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, sehingga diharapkan tindak pidana 
perdagangan orang ini dapat ditekan bahkan diberantas.15
Mengkaji substansi ketentuan pidana pada Pasal 2 sampai Pasal 27 UUPTPPO, pe-
neliti membagi atas 2 (dua) kategori besar jenis tindak pidana perdagangan orang, yaitu:
a. Tindak pidana perdagangan orang,  dalam 10 (sepuluh) jenis, meliputi:
1) Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau peneri-
maan, dan seterusnya untuk tujuan eksploitasi (Pasal 2);
2) Memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk 
dieksploitasi (Pasal 3);
3) Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia 
dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 4);
4) Melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan 
sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5);
5) Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun 
yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi (Pasal 6);
6) Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan 
terjadinya tindak pidana perdagangan orang (Pasal 8);
7) Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagan-
gan orang (Pasal 9);
8) Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagan-
gan orang (Pasal 10);
9) Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak 
suki, 2011, hal. 213.
15  Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A.R.I., Sinopsis Buku Naskah Akademis Trafficking Perdagan-
gan Manusia, 2007.509
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pidana perdagangan orang (Pasal 11);
10) Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang (Pas-
al 12);
b. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang terdiri 
atas 6 (enam) jenis, meliputi:
1) Memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau do-
kumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk memper-
mudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (Pasal 19);
2) Memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti 
palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tin-
dak pidana perdagangan orang (Pasal 20);
3) Melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam 
perkara tindak pidana perdagangan orang  (Pasal 21);
4) Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersang-
ka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang (Pasal 22);
5) Membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradi-
lan pidana (Pasal 23);
6) Memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahu-
kan (Pasal 24).
Penyidikan perkara tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Provinsi Sulawe-
si Utara, di samping sudah menerapkan ketentuan pidana dalam UUPTPPO atau UUPA, 
juga masih menerapkan ketentuan pidana umum dalam KUHP sepanjang tidak secara khu-
sus diatur dalam UUPTPPO atau UUPA dengan korban anak di bawah umur. Pasal-pasal 
KUHP yang masih digunakan antara lain adalah Pasal 330 KUHP yaitu menarik seorang 
anak yang belum cukup umur dari pihak yang berhak, atau menerapkan Pasal 332 KUHP 
tentang perbuatan melarikan perempuan di bawah umur. 
Selama 5 (lima) tahun terakhir ini, peran Polri dalam penegakan hukum tindak pidana 
perdagangan orang yang dilakukan oleh Polda Sulut dan jajarannya, khususnya pada proses 
penyidikan berhasil mengungkap jenis tindak pidana perdagangan orang masih didominasi 
tindak pidana perdagangan orang dalam wilayah negara Republik Indonesia. Tindak pidana 
perdagangan orang yang terjadi, mulaidari tahap perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, dan seterusnya untuk tujuan eksploitasiyaitu 
antar daerah, baik dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara, maupun dari dalam wilayah 
Provinsi Sulawesi Utara ke luar wilayah dengan tujuan antara lain Papua, Makassar, Ter-
nate, Palembang, Jakarta, Batam  dan Ambon.  
Keberhasilan pelaksanaan peran Polri menegakkan hukum pemberantasan tindak pi-
dana perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Utara, antara lain adalah pengungkapan pe-
ristiwa tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:16
a. Selang tahun 2010, Penyidik Unit PPA Dit Reskrimum Polda Sulut mengungkap ka-
sus trafficking untuk beberapa daerah pengiriman antara lain Sorong, Nabire, melalui 
kegiatan menggagalkan keberangkatan di Bandar Udara Sam Ratulangi dan Pelabu-
16  Sumber: Data primer Unit PPA Dit Reskrimum Polda Sulut yang sudah diolah, Agustus 2011. 510
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han Laut di Bitung. Korban anak dan dewasa. Selain itu juga mengungkap jaringan 
prostitusi oleh seorang germo. Untuk kedua kasus ini telah mendapat vonis dari Ha-
kim yaitu bersalah dan penjara 3,5 tahun dan 4 tahun. Kegiatan ini dilakukan bersa-
ma-sama dengan jajaran kepolisian Polda Sulut yaitu Polsek Bandara Sam Ratulangi 
dan Polres Bitung;
a. Pada bulan Januari  sampai bulan Maret 2010 berhasil mengungkap jaringan pelaku 
trafficking tujuan eksploitasi seksual ke salah satu tempat hiburan di Jayapura, mulai 
dari tahap rekrutmen asal Manado (3 orang) sampai dengan pelaku yang berada di 
Papua  selaku fasilitator pengirim dan owner, dengan modus operandi  iming-iming 
gaji tinggi, dan korban mengalami penjeratan hutang dari pelaku;
b. Pada bulan Pebruari 2010, setelah melalui pembuntutan dan penyamaran, penyidik 
menangkap pemilik Pub asal Batam atas nama Herry dan kawan-kawan, yang ter-
tangkap tangan menampung 4 orang korban anak sekolah asal Desa Tondano  yang 
berusia antara 16 sampai dengan 18 tahun. Mereka akan dibawa ke Batam tanpa 
sepengetahuan orang tua. Pelaku ditangkap di Bandara Sam Ratulangi Manado saat 
akan berangkat bersama dengan para korban. Perkara ini salah satu kaki tangannya 
divonis oleh hakim bersalah dengan penjatuhan hukuman 4 tahun penjara.
c. Pada bulan Mei 2010, penyidik melalui kegiatan penyamaran berhasil mengungkap 
kasus trafficking, dimana 4 korban anak  rata-rata berusia antara 17 sampai dengan 
18 tahun akan dibawa dan dipekerjakan di Hotel Classic Jakarta dengan bayaran 3 
juta per tamu yang dilayani. Penyidik bekerjasama dengan penyidik Bareskrim Polri, 
melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama Hendra Wibowo  pengguna Jasa 
Outsourcing yang terkenal sangat licin dan susah dilacak. Perkara ini perekrutnya, 
oleh hakim dijatuhi hukuman 3 tahun penjara;
d. Pada awal tahun 2011, menangkap dan menggagalkan keberangkatan perempuan 
asal Sulawesi Utara untuk dieksploitasi seksual ke wilayah Tobelo. Pada bulan Juni-
Juli 2011, penyidik mengungkap jaringan pelaku traficking dengan modus operandi 
menjanjikan untuk menjadi model di Palembang.  Korban adalah anak  berjumlah 5 
orang.  Dua pelaku tertangkap, salah satunya di Kota Palembang.  
Perkara tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh Polda Sulut dan jajar-
annya, terungkap bahwa lokasi atau tempat kejadian perkara dengan wilayah perekrutan di 
Provinsi Sulawesi Utara dibawa keluar ke wilayah tertentu di dalam negeri, memperlihat-
kan bahwa jenis tindak pidana perdagangan orang merupakan jenis tindak pidana luar biasa 
sebagai pengingkaran terhadap harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, penanga-
nannya mulai dari tahap penyidikan sudah harus memerlukan penanganan secara khusus, 
karena korban rata-rata adalah anak di bawah umur yang seharusnya mendapat perlindun-
gan dari berbagai bentuk diskriminasi tapi tidak terbatas hanya pada korban tindak pidana 
perdagangan orang.
Peran Polda Sulut dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagang-
an orang, memperlihatkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, perkara tindak pidana 
perdagangan orang yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, mengalami peningka-
tan yang cukup signifikan. Jenis tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dan berhasil 
diungkap oleh penyidik Polda Sulut, umumnya terjadi pada daerah kabupaten atau kota 
yang mudah dijangkau oleh para pelaku tindak pidana. Pelaku yang berhubungan langsung 511
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dengan korban adalah pelaku yang merekrut korban di tempat tinggal korban yang tersebar 
merata di beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
 Apabila melihat hasil penyidikan tindak pidana perdagangan orang selama 5 (lima) 
tahun terakhir di atas, maka jenis tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh 
penyidik Polda Sulawesi Utara dan jajarannya adalah umumnya jenis tindak pidana se-
bagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO.  Keberhasilan Polri berperan dalam 
penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Sulawesi 
Utara, bukan semata-mata diukur dari aspek kuantitas penyelesaian perkara. Lebih dari 
itu, memperlihatkan bahwa sekalipun tindak pidana perdagangan orang dipandang seba-
gai bentuk perbudakan modern sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum UUPTPPO, 
pada praktiknya tindak pidana perdagangan orang tidak pernah hilang meskipun telah ada 
upaya penegakan hukum.
Sistem dan Pola Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi 
Sulawesi Utara
Secara substantif, sistem dan pola penegakan hukum oleh Polri terhadap pemberantasan 
tindak pidana pada dasarnya berpedoman pada KUHAP, UUPolri dan peraturan perundang-
undangan lainnya termasuk peraturan di lingkungan Polri sebagai petunjuk operasional dan 
petunjuk teknis kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
Sekalipun sistem dan pola penegakan hukum terhadap tindak pidana khususnya 
pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan adalah sama di lingkungan Polri, tapi 
tidak jarang dalam praktik menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana yang sama 
terjadi dalam wilayah hukum yang sama, belum tentu sistem dan pola penegakan hukum 
sama. Pengungkapan suatu tindak pidana, biasanya Polri melakukan investigasi. Istilah 
investigasi, tidak dikenal dalam KUHAP maupun dalam UUPolri dan UUPTPPO, tetapi 
dalam praktik investigasi selalu berkaitan dengan peran Polri untuk mengungkap suatu tindak 
pidana. Investigasi merupakan upaya pencarian bukti, yang dilakukan secara sistematis 
dan prosedural yang dapat dipertanggungjawabkan sampai pada tindakan pengambilan 
kesimpulan bahwa peristiwa yang menjadi obyek investigasi merupakan peristiwa pidana 
atau bukan. Investigasi bertujuan untuk mencari dan menemukan rangkaian peristiwa 
hukum, baik melalui kegiatan penyelidikan maupun penyidikan. 
Fungsionalisasi hukum pidana yang dilakukan oleh Polri khususnya Polda Sulut 
terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Sulawesi Utara, mulai dari 
tahap penyelidikan dan penyidikan, sampai pada penyerahan tersangka dan barang bukti 
kepada penuntut umum, akan diuraikan di bawah ini.
Fungsionalisasi hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan 
orang
Dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagang-
an orang, fungsionalisasi hukum pidana merupakan pola utama dalam penegakan hukum 
terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Eksistensi tindak pidana perdagangan 
orang, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, saat ini semakin meningkat dan di 
sisi lain fungsionalisasi hukum pidana oleh alat penegak hukum khususnya Penyidik sudah 
diterapkan terhadap jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah 512
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hukum Polda Sulut.
Penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti pada Dit. Reskrimum 
Polda Sulut dan jajarannya, menunjukkan fungsionalisasi hukum pidana yang dilakukan 
oleh penyidik menangani tindak pidana perdagangan orang sudah dilakukan sejak dikelu-
arkannya UUPTPPO. Hanya saja, ada penyebab lain belum dapat dilaksanakannya secara 
efektif fungsionalisasi hukum pada tindak pidana perdagangan orang, seperti: masih ada 
sebagian penyidik beranggapan tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana 
aduan, harus ada laporan atau pengaduan saksi korban kemudian dapat ditindaklanjuti. Hu-
bungan tata cara kerja antara penyidik dengan instansi terkait yang membidangi perlindun-
gan korban tindak pidana perdagangan orang belum maksimal. Persoalan lain, yang sering 
menjadi hambatan adalah kurangnya pemahaman substansi hukum dalam ketentuan pidana 
UUPTPPO, yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian perkara dan/atau perbedaan 
pendapat antara penyidik dan penuntut umum dalam melihat dan mengkaji peristiwa pi-
dana yang sedang diproses.
Fungsionalisasi hukum pidana oleh penyidik melalui sistem dan pola penegakan hu-
kum terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, harus dalam bingkai sis-
tem peradilan pidana. Pada dasarnya sistem peradilan pidana merupakan suatu istilah yang 
menunjukkan mekanisme kerja penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar 
pendekatan sistem. Remington dan Ohlin,17 dengan tegas mengemukakan aspek sebagai 
berikut:
”Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem ter-
hadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem 
merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi 
dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung impli-
kasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien 
untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”
Dari konsep sebagaimana dikemukakan oleh Remington dan Ohlin tersebut di atas, 
maka dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana atau criminal justice system sangat 
bergantung pada mekanisme adminisrasi peradilan pidana dan pola kerja alat penegak hu-
kum. Maka pada tataran penyidikan sebagai sub sistem peradilan terdepan, sistem dan pola 
penegakan hukum yang diemban penyidik harus sejalan dengan sistem peradilan pidana di 
Indonesia. Hal ini harus dilakukan agar mampu mencapai tujuan penegakan hukum khus-
usnya tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia.
Untuk mengkaji sistem, pola dan mekanismepenegakan hukum oleh Polri terhadap 
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Utara, dibahas pada 
sub bab berikut dari mulai kegiatan penyelidikan terhadap tindak pidana perdagangan 
orang.
a. Penyelidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Penyelidikan menurut fungsi reserse merupakan salah satu kegiatan penyidikan 
yang bersifat teknis dan dapat bersifat tertutup serta belum menyentuh bidang KUHAP. 
Kegiatan penyelidikan sebagai dasar untuk melakukan proses penyidikan. Pihakyang 
berwenang melaksanakan penyelidikan adalah setiap pejabat Polri, baik sebagai peny-
elidik maupun sebagai penyidik yang menangani suatu tindak pidana. Penyelidik mem-
17  Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktik, 2008, hal. 8.513
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punyai kewajiban untuk melaksanakan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 
KUHAP, yaitu:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. Mencari keterangan dan barang bukti;
c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 
pengenal diri;
d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 
a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. 
Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan 
tersebut kepada penyidik. Sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 28 
UUPTPPO, bahwa penyidikan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, di-
lakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-Undang ini. UUPTPPO tidak mengatur secara khusus penyelidikan atas tindak 
pidana perdagangan orang. UUPTPPO hanya mengatur kegiatan penyidikan yang se-
cara khusus belum diatur dalam KUHAP.
Karena UUPTPPO tidak mengatur secara khusus tahapan kegiatan penyelidikan 
khusus terhadap peristiwa yang dilaporkan diduga sebagai peritiwa tindak pidana perda-
gangan orang, maka kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik atau penyi-
dik atas peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana, sistem dan pola mekanismenya 
berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan UUPolri.
Dengan berpedoman pada mekanisme yang diatur dalam KUHAP dan UUPolri 
sebagaimana diuraikan di atas, penyelidik melakukan kegiatan penyelidikan pember-
antasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu berawal ketika penyelidik mengetahui 
atau menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya peristiwa yang di-
duga sebagai tindak pidana perdagangan orang. 
Pada saat menerima laporan atau pengaduan tentang peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana perdagangan orang, setiap penyelidik wajib segera melakukan penyeli-
dikan. Kewajiban penyelidik untuk segera melakukan penyelidikan atas laporan atau 
pengaduan yang diterima, merupakan perintah langsung dari Pasal 102 ayat (1) KU-
HAP.  Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 103 KUHAP, bentuk laporan atau 
pengaduan dapat diajukan dalam bentuk:
a. Tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu;
b. Lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu 
dan penyelidik.
Hal-hal yang disampaikan di atas, merupakan idealnya kegiatan penyelidikan se 
suai dengan KUHAP, UUPolri maupun secara khusus diatur dalam UUPTPPO. KUHAP 
sebagai komponen dari sistem hukum yang memuat substansi hukum maupun struktur 
hukum, tidak menjelaskan berapa lama waktu yang harus dilakukan oleh penyelidik 
untuk menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan sebagai peristiwa tin-
dak pidana. Hal ini berarti bekerjanya sistem hukum tersebut dalam KUHAP, waktu 514
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penyelidikan diserahkan sepenuhnya kepada penyelidik, dengan memperhatikan bahwa 
kegiatan penyelidikan tersebut  merupakan kewajiban sebagai bentuk respons penyeli-
dik atau penyidik atas laporan atau pengaduan dari masyarakat. Maka, kegiatan peny-
elidikan sudah harus dilakukan seketika atau sesaat penyelidik atau penyidik menerima 
laporan atau pengaduan.
Tindak pidana perdagangan orang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tin-
dak pidana lain. Tindak pidana perdagangan orang tergolong sebagai kejahatan trans-
nasional dan merupakan tindakan pengingkaran akan harkat dan martabat manusia. 
Karena itu, ada perlakuan secara khusus yang mengharuskan penyelidik atau penyidik 
melakukan tindakan segera setelah menerima informasi atau laporan dari saksi mata 
atau laporan saksi korban sendiri. Keadaan ini, memerlukan kemampuan yang tinggi 
setiap penyelidik atau penyidik ketika memberikan tanggapan laporan dugaan telah ter-
jadi tindak pidana perdagangan orang. Ketika ada laporan tindak pidana perdagangan 
orang, penyelidik atau penyidik dihadapkan pada pilihan untuk mengamankan korban 
atau menangkap pelaku atau menggali keterangan lebih detail lagi terhadap korban yang 
melapor. Dalam kondisi seperti ini aspek psikologis sangat berpengaruh. Penyelidik atau 
penyidik yang menerima laporan berusaha untuk memahami dan menginterpretasikan 
informasi yang diterima, guna melaksanakan tindakan kepolisian selanjutnya.
b. Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang den-
gan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. Proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang, dilakukan oleh pe-
nyidik ketika hasil penyelidikan atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup peristiwa 
yang dilaporkan merupakan peristiwa pidana guna menemukan tersangka,atau karena 
tertangkap tangan. Proses penyidikan tindak pidana diawali dengan pembuatan laporan 
hasil penyelidikan dan surat perintah penyidikan serta rencana penyidikan tindak pidana. 
Pada proses penyidikan, penyidik melakukan langkah-langkah penyidikan yang di-
awali dengan penerbitan surat perintah penyidikan dan rencana penyidikan. Surat perin-
tah penyidikan merupakan dasar bagi penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan, 
sedangkan rencana penyidikan merupakan sarana pengendalian proses penyidikan ses-
uai dengan target waktu penyidikan. Proses penyidikan yang dijalankan oleh penyidik 
mencakup beberapa tindakan, seperti pemanggilan, penangkapan dan/atau penahanan, 
penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka sampai pada peny-
erahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa peneliti atau penuntut umum. Proses 
penyidikan tersebut, merupakan rangkaian beberapa tindakan yang dilakukan oleh pe-
nyidik untuk penyelesaian perkara pada tahap penyidikan. Semua rangkaian tindakan 
dalam proses penyidikan memiliki pengaruh psikologis tersendiri bagi penyidik untuk 
tercapainya penyelesaian penyidikan. 
Antisipasi tindak pidana perdagangan orang
Untuk mengantisipasi berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyara-
kat, khususnya terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukumnya Polda 
Sulut, aparat kepolisian dituntut untuk terus-menerus mempelajari situasi dan kondisi 
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perkembangan tindak pidana yang terjadi, khususnya anatomi tindak pidana perdagangan 
orang yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Di samping itu, mengefektifkan 
operasi rutin maupun operasi khusus kepolisian dengan sasaran pelaku yang berpotensi 
terjadinya tindak pidana perdagangan orang menjadi sasaran prioritas. Sasaran prioritas ini 
dilakukan berdasarkan analisis dan evalusasi penegakan hukum oleh kepolisian, kondisi 
yang memungkinkan terjadinya tindak pidana cenderung meningkat atau sulit diberantas 
dan bahkan situasi tersebut dapat memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban 
masyarakat yang lebih luas. Akibat maraknya tindak pidana perdagangan orang, juga me-
micu terjadinya keresahan dalam masyarakat. 
Sepanjang tahun 2010 sampai 2011 ini, pemberantasan tindak pidana perdagangan 
orang menjadi salah satu direktif Kapolda Sulut dari 10 (sepuluh) arah kebijakan direktif,18 
dengan mengedepankan peningkatan upaya pre-emtif.
Sebagaimanan telah diuraikan di atas tentang fungsionalisasi hukum pidana dalam 
memberantas tindak pidana perdagangan orang, maka UUPTPPO menjadi payung hukum 
untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana perdagangan 
orang. Apabila benar-benar difungsikan dan diaplikasikan dalam rangka mengantisipasi 
terjadinya tindak pidana perdagangan orang, maka dapat meniadakan atau mengurangi 
terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Penyidik Polri sebagai sub sistem peradilan 
pidana di Indonesia yang terdepan memberantas tindak pidana perdagangan orang, harus 
bersikap proaktif dan responsif setiap gejala-gejala yang patut diduga sebagai tindak pi-
dana perdagangan orang.
Terkait dengan peran Polri untuk menegakan hukum tindak pidana perdagangan 
orang, maka Polri harus melakukan langkah antisipasif sebagai berikut:
a. Bersikap proaktif dan responsif terhadap, dugaan adanya tindak pidana perdagangan 
orang;
b. Bersikap kritis dan bertukar informasi dengan instansi pemerintah daerah  yang mem-
bidangi tugas perlindungan perempuan dan anak;
c. Menerima laporan dan/atau informasi tentang tindak pidana perdagangan orang yang 
dilakukan
18  Direktif Kapolda Provinsi Sulawesi Utara:
1. Akselerasikan dan sinkronisasikan kegiatan pre-emtif, preventif dan penegakkan hukum guna 
mencegah terjadinya kejahatan dan kecelakaan lalu lintas.
2. Berdayakan Babinkamtibmas utk pembinaan terhadap potensi masyarakat (POTMAS) dalam 
rangka perpolisian masyarakat (POLMAS)
3. Tingkatkan kegiatan preventif untuk mencegah  perkelahian antar kampung, penganiayaan, tindak 
pidana perdagangan orang, Premanisme, pencurian dengan pemberatan atau kekerasan, pemal-
akan, kejahatan lingkungan hidup dan kecelakaan lalu lintas.
4. Tingkatkan kemampuan dan kerjasama antar penegak hukumdalam wadah Criminal Justice Sys-
tem (CJS) serta instansi terkait dalam rangka  penyelesaian perkara.
5. Lakukan kerjasama dengan  Pemerintah Daerah (Prop/Kab/Kota) untuk penanggulangan peny-
alahgunaan keuangan negara dan perlindungan lingkungan hidup.
6. Pemberantasan penyalahgunaan minuman keras (orang mabuk).
7. Pemberantasan mafia hukum di wilayah Polda Sulawesi Utara.
8. Koordinasikan dengan BPBD dan instansi terkait untuk mengantisipasi bencana alam (banjir, 
longsor, gunung meletus, angin topan).
9. Lakukan  pengawasan melekat terhadap anggota untuk mencegah perbuatan pidana, kode etik 
dan disiplin.
10. Segera menyesuaikan dengan struktur yang baru berdasarkan Perkap No. 22 tahun 2010. 516
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Mengantisipasi perkembangan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Sulawe-
si Utara, Polda Sulut telah dan sedang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Upaya pre-emtif
1) Melaksanakan gelar operasional tingkat nasional untuk mengungkap jaringan 
pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia khususnya di Provinsi Su-
lawesi Utara;
2) Bekerja sama dengan Sub Gugus Tugas Pencegahan Tingkat Provinsi/Kabupaten/
Kota se-Sulawesi Utara melakukan sosialisasi tentang bahaya dari tindak pidana 
perdagangan orang.
3) Melakukan kegiatan penyuluhan tentang tindak pidana perdagangan orang di 
sekolah-sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi, bekerja sama dengan 
Kabupaten/Kota dan Badan Pemberdayaan Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan 
penyuluhan yang dilakukan oleh Polri sebagai upaya membangun kesadaran ma-
syarakat  agar senantiasa  mengetahui cara dan upaya untuk berperan serta mem-
berantas tindak pidana perdagangan orang.
4) Kegiatan pre-emtif ini juga dilaksanakan melalui upaya pemberdayaan masyara-
kat yang terakomodasi dalam sebuah konsep “Community Policing“ dimana ma-
syarakat dilibatkan secara aktif berpartisipasi untuk dapat berperan sebagai polisi 
di wilayahnya masing-masing.
b. Upaya preventif
1) Melaksanakan operasi khusus dan operasi rutin kepolisian, dengan sasaran tem-
pat atau lokasi yang berpotensi menjadi tempat perekrutan, dan perpindahan atau 
transportasi para pelaku tindak pidana perdagangan orang;
2) Tindakan antisipasi pada tataran upaya preventif dilaksanakan melalui konsep 
penjagaan dan patroli serta melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Keg-
iatan seperti ini dilaksanakan oleh Polri sebagai upaya mewujudkan perannya 
sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.
3) Kegiatan antisipasi ini, selanjutnya dilaksanakan melalui upaya membangun 
hubungan kerjasama yangharmonis antara masyarakat dan kepolisian, dengan 
harapan Polri mampu menangkap pesan dari masyarakat atas segala peristiwa 
yang terjadi ditengah-tengah warga untuk kemudian melakukan tindakan serta 
antisipasi yang tepat dan benar. Melalui kegiatan seperti ini, membuka peluang 
segala persoalan dan fenomena sosial yang meresahkan masyarakat khususnya 
tindak pidana perdagangan orang dapat dicegah sedini mungkin.
c. Upaya Represif
Upaya represif merupakan upaya penegakan hukum, atas peristiwa yang berpo-
tensi atau nyata sebagai tindak pidana perdagangan orang. Sebagai upaya penegakan 
hukum, dalam arti sempit, maka penindakan dilakukan terhadap para pelaku tindak 
pidana perdagangan orang baik pada tahap kegiatan penyelidikan maupun pada pe-
nyidikan. Upaya represif, dilakukan oleh Penyidik melalui 2 (dua) cara, yaitu:
1) Taktik Penyidikan
a) Setiap tindakan harus didahului dengan penerbitkan surat perintah penyidikan 
yang dikeluarkan oleh atasan/kepala dinas sesuai hukum acara pidana, guna 
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dasar pelaksanaan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang 
diduga sebagai tindak pidana perdagangan orang;
b) Penyidik wajib memberitahukan penyidikan kepada jaksa penuntut umum 
dan membuat laporan hasil penyelidikan dan peyidikan kepada atasan penyi-
dik atau SP2HP kepada pihak pelapor, guna sebagai dasar untuk bahan koor-
dinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh atasan penyidik atas kegiatan pe-
nyidikan dan pengetahuan pelapor atas perkembangan penanganan perkara;
c) Menerapkan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan tata cara atau proses 
penanganan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan hukum acara 
pidana dan UUPTPPO.
d) Mengembangkan wawasan penyidik agar mampu mengantisipasi terjadinya 
tindak pidana perdagangan orang di waktu yang akan datanga.
e) Menyelenggarakan pelatihan penyidik tindak pidana perdagangan orang yang 
disesuaikan dengan program kerja tahunan Polda Sulut, dalam meningkatkan 
kemampuan penyidik untuk mampu menangani tindak pidana perdagangan 
orang.
2) Teknik Penyidikan
Teknik penyidikan terhadap penanganan tindak pidana perdagangan orang khu-
susnya yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, yang dapat dilakukan oleh penyidik 
melalui cara, antara lain:
a) Mengembangkan teknik penyidikan untuk mengimbangi perkembangan mo-
dus operandi tindak pidana perdagangan orang;
b) Memberdayakan fungsi identifikasi dan kerjasama antar instansi terkait, baik 
pemerintah maupun swasta termasuk lembaga swadaya masyarakat yang 
yang terkait dalam mendukung proses penyidikan tindak pidana perdagangan 
orang;
c) Melakukan sosialisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan 
orang di jajaran Polda Sulut. 
d) Memantapkan kerja sama, koordinasi dengan penyidik Polisi dan Penuntut 
Umum yang membidangi tugas dan wewenangnya di bidang penanganan tin-
dak pidana perdagangan orang. 
e) Penyidik bertindak aktif dan proaktif terhadap penanganan tindak pidana 
perdagangan orang.
f) Menjadi saksi verbalisan di pengadilan;
g) Menghadirkan saksi dalam proses persidangan di pengadilan.
h) Melaksanakan kegiatan bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) untuk merehabilitasi dan mengadvokasi korban tindak pidana perda-
gangan orang.
Dengan langkah-langkah antisipatif terhadap penanganan tindak pidana perdagangan 
orang di Provinsi Sulawesi Utara, dapat memberantas atau mencegah atau setidak-
tidaknya dapat meniadakan niat dan kesempatan para pelaku untuk melakukan tindak 
pidana pedagangan orang di Provinsi Sulawesi Utara.
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PENUTUP
Kesimpulan
Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Efektivitas peran Polri dalam penegakan hukum  pemberantasan tindak pidana perda-
gangan orang di Provinsi Sulawesi Utara, berjalan baik karena mampu mengungkap 
dan menyelesaikan proses penanganannya pada tingkat penyelidikan dan penyidi-
kan. Kemampuan penyidik menangani tindak pidana  perdagangan orang, ditopang 
oleh rasa tanggung jawab selaku alat penegak hukum dengan memberdayakan segala 
sumber daya yang ada pada Polri Polda Sulut. Di samping itu, karena didukung oleh 
kemampuan penyidik tentang pemahaman dan pengetahuan peraturan perundang-
undangan khususnyaberkaitan dengan jenis tindak pidana yang diklasifikasi seba-
gai tindak pidana perdagangan orang. Pelaksanaan efektivitas peran Polri melaku-
kan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi 
Sulawesi Utara berjalan dengan baik, meskipun masih terbatas pada  pengungkapan 
tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dan bebe-
rapa daerah lain di wilayah negara Republik Indonesia, yang berhubungan dengan 
peristiwa pertama tahap perekrutan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Modus ope-
randi yang dilakukan oleh para pelaku atau tersangka, umumnya mempengaruhi kor-
ban dengan cara mengikatkan hutang, tipu muslihat atau penipuan atau menawarkan 
pekerjaan di luar daerah Sulawesi Utara dengan iming-iming gaji besar, yang ternyata 
dipekerjakan di tempat yang tidak sesuai dengan keinginan korban.
2. Sistem dan pola penegakan hukum peran  Polri dalam pemberantasan tindak pidana 
perdagangan orang di wilayah Sulawesi Utara,  berpedoman pada hukum acara pi-
dana yang berlaku, yang diterapkan pada peristiwa  nyata dan disesuaikan dengan 
karakteristik tindak pidana perdagangan orang melalui kegiatan penyelidikan dan 
penyidikan untuk menemukan tersangka, barang bukti dan penyelamatan korban.
Saran
1. Untuk efektifnya peran Polri dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan 
tindak pidana perdagangan orang, perlu memasukkan kurikulumilmu hukum di lem-
baga pendidikan atau pelatihan kepada Penyidik khususnya menyangkut sistem per-
tanggungjawaban pidana korporasi, untuk mengoptimalkan peran Polri dalam men-
gungkap tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korporasi atau jaringan 
kejahatan.
2. Perlu dukungan sarana dan prasarana termasuk anggaran yang memadai, karena se-
kalipun substansi hukum telah jelas dan tersedianya struktur hukum, apabila tidak 
ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan partisipasi masyarakat, 
maka tidak akan efektif pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi 
Sulawesi Utara.
3. Perlu perubahan sistem dan pola penegakan hukum terhadap tindak pidana perda-
gangan orang, karena terdapat beberapa norma hukum yang diatur dalam UUPTPPO 
yang belum sejalan dengan hukum acara pidana.519
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Abstract
This study uses empirical normative research, the research objects of study are the legal 
provisions of the legislation (in abstracto) as well as its application to the legal events (in 
concreto). The nature of law is a descriptive analytical study, which describes the laws 
that are considered related to the theories of law and law enforcement in the community. 
This study is expected to provide useful information for the development of legal disci-
plines and provide insight and knowledge on legal protection of Notary called by police 
investigators with the same case, in other words, dual cases.
Keywords: Notary, Police, Dual Cases
Abstrak
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu penelitian hukum 
yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (in abstracto) 
serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto). Adapun sifat penelitian huk-
umnya adalah deskriptis analitis, yaitu menjelaskan peraturan perundang-undangan 
yang dianggap berkaitan dengan teori-teori hukum serta pelaksanaan hukum dalam ma-
syarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi 
pengembangan disiplin ilmu hukum serta memberikan wawasan dan pengetahuan tentang 
perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil oleh Penyidik Polisi dengan kasus 
yang sama, dengan kata lain kasus berganda.
Kata Kunci: Notaris, Polisi, Kasus Berganda
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PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) 
menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum 
(rechtstaat). Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan 
hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan 
hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat 
memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang 
sebagai subjek hukum dalam masyarakat.
Indonesia sebagai negara hukum pasti membutuhkan para professional hukum yang 
handal. Professional hukum di Indonesia harus mampu memiliki keahlian yang berkeilmuan 
di bidangnya, sehingga mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan masyarakat yang 
memerlukan pelayanan di bidang hukum. Profesi hukum bukan saja menyangkut amanat 
kepercayaan yang menyangkut kepentingan individu tetapi menyangkut kepentingan 
umum.
Pengembangan profesi hukum selalu tergantung kepada kepribadian yang 
bersangkutan dan juga tidak terlepas dari peran organisasi profesi untuk melakukan kontrol 
dan pengawasan baik secara preventif maupun represif terhadap pelaksanaan tugas jabatan 
profesi tersebut. Sebab secara individual seorang Professional hukum dituntut untuk 
mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanannya, tidak hanya menyangkut 
hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi yang bersangkutan saja, tapi terutama 
untuk kepentingan umum. Demikian juga halnya dengan profesi Notaris. Notaris sebagai 
salah satu Professional hukum di Indonesia memiliki fungsi dan peran dalam gerak 
pembangunan nasional dewasa ini yang semakin kompleks terutama di bidang hukum.
Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum 
di Indonesia.1 Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-
undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam 
pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. 
Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu 
keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha.
Setiap masayarakat membutuhkan seseorang atau figur yang keterangannya dapat 
diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi 
jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak, dan membuat suatu perjanjian 
yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela 
hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha 
mencegah terjadinya kesulitan itu.  
Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh mempunyai peranan 
penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta 
otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, 
dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa 
tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik 
yang merupakan alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi 
1  Abdul Ghafur Anshori. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etik. (Yogya-
karta: UII Press, 2009). hlm. 1.525
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penyelesaian perkara secara murah dan cepat.
Notaris adalah pejabat umum yang berwewenang untuk membuat akta otentik 
sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. 
Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam 
rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik 
yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan 
perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk 
memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan 
hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. 
Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat 
dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para 
pihak, yaitu dengan cara membacakannya  sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta 
memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-
undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak 
dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris 
yang akan ditandatangani.
Dalam praktek sekarang ini, seringkali Notaris yang tersangkut masalah hukum 
karena dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara antara kliennya dengan pihak lain baik 
perkara pidana maupun perdata. Misalnya, Notaris dipanggil oleh Penyidik polisi dalam 
kasus berganda. Kasus berganda adalah kasus yang dilaporkan sebanyak dua kali dengan 
objek yang sama dan Notaris yang sama. Penilaian terhadap kesalahan yang dilakukan 
oleh Notaris dapat didasarkan kepada kode etik profesi Notaris dan juga peraturan jabatan 
dengan melihat adanya unsur-unsur dari kesalahan tersebut. Oleh karena itu, seorang 
Notaris harus berurusan dengan aparat penegak hukum, akan tetapi Notaris sebagai pejabat 
umum tidaklah dengan mudah diperiksa dalam proses peradilan, artinya di sini diperlukan 
persetujuan negara dengan mengikuti tata cara seperti yang diatur dalam undang-undang. 
Kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada Notaris sangat luas. Demikian 
luasnya kewenangan yang dipercayakan oleh Negara kepada Notaris sehingga perlu ada 
lembaga yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar kewenangan 
tersebut dilaksanakan sesuai dengan makna sumpah jabatan dengan amanah, jujur, 
seksama, mandiri dan tidak berpihak.
Oleh karena pentingnya peran Notaris di dalam masyarakat maka diperlukan adanya 
pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya agar tugas Notaris selalu 
sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan agar dapat terhindar dari 
penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tujuan pokok 
pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan 
kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan 
perundang-undangan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja 
jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan 
hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pengawasan yang diberlakukan terhadap Notaris, bertujuan agar para Notaris sebanyak 
mungkin memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang di dalam menjalankan 
tugas dan jabatannya, termasuk juga penaatan terhadap Kode Etik Notaris yang dibuat 
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oleh organisasi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia, demi untuk pengamanan dari 
kepentingan masyarakat yang dilayaninya.
Pada dasarnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan 
pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri, yang saat ini adalah Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (Menkumham). Dalam pelaksanaannya, Menteri membentuk Majelis 
Pengawas Notaris (MPN), salah satunya adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD).
Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah 
(MPD). Salah satu kewenangan Majelis Pengawas Daerah adalah menyelenggarakan 
sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran 
pelaksanaan jabatan Notaris.
RUMUSAN MASALAH
Dari uraian di atas, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil oleh Penyidik 
Polisi dalam kasus berganda?
2. Bagaimana Majelis Pengawas Daearah menyikapi dan menindaklanjuti pemang-
gilan Notaris oleh Penyidik Polisi untuk kasus berganda?
METODE PENELITIAN
Tipe dan Sifat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, 
maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, yaitu penelitian 
hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (in 
abstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto). 
Adapun sifat penelitian hukumnya adalah deskriptis analitis, yaitu menjelaskan 
peraturan perundang-undangan yang dianggap berkaitan dengan teori-teori hukum serta 
pelaksanaan hukum dalam masyarakat.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:
a. Studi dokumen untuk melakukan penelitian kepustakaaan terhadap dokumen-doku-
men yang berhubungan dengan materi penelitan.
b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara se-
cara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan 
yang diperlukan sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.
Teknik Analisis Data
Dari bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, akan dikaji dan dianalisis 
secara kualitatif. Kemudian dilakukan penalaran dan argumentasi hukum berdasarkan 
landasan teori yang ada untuk menjawab isu-isu penelitian yang diajukan untuk kemudian 
ditarik sebuah kesimpulan dan memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogianya.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Dipanggil oleh Penyidik Polisi dalam 
Kasus Ganda 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘perlindungan’ berarti hal (perbuatan) 
melindungi, sedangkan yang dimaksud ‘hukum’, menurut Sudikno Mertokusumo adalah 
keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu hidup 
bersama, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang 
dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
Dengan demikian, maka ‘perlindungan hukum’ dapat diartikan sebagai pemberian 
jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan 
kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan 
aman.
Perlindungan hukum terhadap Notaris baik sebagai Saksi, Tersangka maupun 
Tergugat berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) diatur secara khusus pada Pasal 66. Pada pasal tersebut secara tegas dinyatakan 
bahwa untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang 
membutuhkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta 
Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, harus memperoleh persetujuan 
terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah.
 Selanjutnya jika Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim akan memanggil Notaris 
untuk hadir dalam  pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol 
Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka Penyidik, Penuntut Umum, atau 
Hakim tersebut juga harus memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Hal 
ini menunjukkan, bahwa Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan khusus yang 
tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.
Menurut Trisnawati Nadir, anggota Majelis Pengawas Daerah Gowa, dalam proses 
pemberian persetujuan, Majelis Pengawas Daerah diharuskan melakukan pemeriksaan 
terlebih dahulu. Pemeriksaan yang dimaksud ialah sesuai dengan Pasal 70 huruf (a) UUJN, 
yaitu dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran 
kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. 
Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah 
dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, yang isinya memberikan persetujuan atau 
menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.
Tujuan dari pemeriksaan terhadap Notaris tidak lain ialah, untuk melindungi 
Notaris dari jabatannya yang mewajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai 
akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai 
dengan sumpah/janji jabatannya, hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN.
Sehubungan dengan hanya Majelis Pengawas Daerah yang memiliki wewenang 
untuk memberi persetujuan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam 
hal mengambil minuta dan/atau memanggil Notaris, maka mekanisme atau implementasi 
Pasal 66 UUJN harus dilakukan dengan jujur, adil, transparan, beretika dan sesuai dengan 
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
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Lebih lanjut Trisnawati menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan 
terhadap Notaris bersifat preventif. Menurut Dian Christie, selaku anggota Majelis 
Pengawas Daerah Gowa, perlindungan hukum yang diberikan terhadap Notaris adalah 
perlindungan secara represif yaitu melakukan pengawasan terhadap Notaris dan secara 
preventif juga dengan maksud pencegahan supaya tidak terjadi sampai jauh dipanggil 
oleh Penyidik. Menurut penulis, perlindungan hukum terhadap Notaris seharusnya lebih 
bersifat preventif yaitu pencegahan. Artinya, mencegah sebelum terjadi sesuatu yang dapat 
menjerumuskan Notaris ke ranah hukum baik pidana maupun perdata.
Jika dikaitkan dengan teori pengawasan dimana fungsi pengawasan terhadap Notaris 
dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dengan tujuan untuk memberikan pembinaan 
dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum 
untuk membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dengan tujuan agar 
Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dapat dilaksanakan dengan baik dan 
Notaris dalam menjalankan tugasnya selalu memperhatikan syarat-syatat atau ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang demi terjaminnya kepastian Hukum bagi 
pihak-pihak yang membuat perjanjian.
Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris sangat beralasan karena Notaris 
merupakan pejabat yang memberikan jasanya kepada masyarakat dan memberikan 
penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Undang-
Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris mengawasi 
bukan saja prilaku Notaris, tetapi juga pelaksanaan jabatan Notaris.
Sistem pengawasan terhadap Notaris, baik yang dilakukan melalui pembinaan maupun 
pengawasan terhadap Notaris, perlu dilandasi oleh keadilan, baik justitia distributive 
yang dilandasi prinsip proporsional maupun justitia commulativa yang dilandasi prrinsip 
kesamaan. Priinsip kesamaan dalam justitia commulativa harus digunakan sebagai dasar 
untuk memeriksa pelaksanaan jabatan semua Notaris, menerapkan instrumen pemeriksaan 
dalam memeriksa pelaksanaan jabatan Notaris, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif 
dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pemeriksaan terhadap Notaris oleh Majelis 
Pengawas Notaris. Prinsip proporsional dalam justitia distributive harus digunakan sebagai 
dasar untuk menilai hasil pemeriksaan pelaksanaan jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas 
Daerah Notaris, menilai kepatuhan setiap Notaris terhadap peraturan perundang-undangan 
maupun kode etik dan penjatuhan sanksi sesuai dengan perilaku maupun pelanggaran yang 
dilakukan oleh Notaris. 
Oleh karena itu, Majelis Pengawas Notaris harus lebih proaktif dalam melakukan 
pengawasan terhadap Notaris jika ada indikasi Notaris melakukan pelanggaran. Sebaiknya 
perlu adanya pertemuan-pertemuan rutin dari pihak-pihak yang ada dalam Majelis Pengawas 
Notaris untuk membahas tentang Notaris. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah peran 
Majelis Pengawas Daerah karena Majelis Pengawas Notaris Daerah merupakan benteng 
pertama dalam pengawasan terhadap Notaris.
Tata Cara Pemanggilan Notaris oleh Penyidik
Seorang Notaris dalam melakukan kegiatan jabatannya harus sesuai dengan 
kewenangan dan tugas yang dikhususkan bagi jabatannya. Hal ini telah diatur secara 
lengkap dalam seluruh peraturan perundang-undangan, baik dari unsur perdata dan pidana, 529
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maupun secara khusus di atur dalam UUJN.
Dalam hal seorang Notaris telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai 
dengan undang-undang, maka ia bebas dari tuntutan apapun. Namun dalam hal seorang 
Notaris melakukan pelanggaran dan mengakibatkan adanya pihak tertentu yang merasa 
dirugikan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pihak yang merasa dirugikan tersebut 
akan menuntut Notaris yang bersangkutan atas tindakannya yang merugikan. Bagi pihak 
yang merasa dirugikan, maka terlebih dahulu ia akan melakukan penyelidikan atas 
penyebab dari timbulnya kerugian tersebut. Dalam hal kerugian tersebut diduga berasal 
dari seorang Notaris yang melakukan pelanggaran dan pihak yang merasa dirugikan 
akan menuntut Notaris yang bersangkutan, maka selanjutnya akan dilihat pelanggaran 
Notaris yang bersangkutan merupakan pelanggaran pada hal yang mana, bisa pada hal 
pelanggaran kode etik, bisa pada hal pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris, 
bisa pelanggaran pada ketentuan Keperdataan atau lebih dari itu, tindakan Notaris yang 
bersangkutan merupakan kejahatan yang mengandung unsur pidana. 
Jika pemanggilan terhadap Notaris dalam ranah hukum perdata tidak melibatkan 
unsur dari pihak yang berwenang, seperti Polisi atau Penuntut Umum. Pemanggilan 
seorang Notaris dalam ranah hukum perdata adalah sebagai Saksi atau Tergugat, dan 
pemanggilan tersebut hanya boleh dilakukan oleh Hakim. Bila pemanggilan Notaris 
berada dalam ranah pidana, seorang Notaris dapat diikut-sertakan dalam hal akta otentik 
yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan dijadikan objek timbulnya sengketa dari 
para pihak dalam akta tersebut. Dalam hal objek timbulnya sengketa mengandung unsur 
pidana dan terdapat pihak yang melaporkannya atau mengadukannya kepada yang 
berwenang yaitu Polisi, maka tindakan Polisi selanjutnya ialah melakukan penyelidikan 
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan 
selanjutnya menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan.
Pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polri berkaitan dengan dugaan pelanggaran 
hukum atas akta yang dibuatnya membutuhkan penyelidikan dan Penyidikan yang lebih 
mendalam dan seksama dari pihak Penyidik Polri. Apakah benar pelanggaran hukum 
tersebut dilakukan oleh Notaris, atau para pihak yang menandatangani akta tersebutlah 
yang melakukan pelanggaran hukum dengan memberikan keterangan yang tidak jujur 
dan menyembunyikan dokumen yang seharusnya diperlihatkan kepada Notaris.
Menurut Bripka Syahruddin selaku Penyidik, pemanggilan Notaris dilakukan 
dengan cara mengirim surat permohonan pemanggilan Notaris kepada Majelis Pegawas 
Daerah. Hal ini sesuai dengan  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Menkumham) Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta akta 
dan Pemanggilan Notaris, pada Pasal 14, yaitu:
(1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai Saksi, Tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan 
permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan ke-
pada Notaris.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan No-
taris sebagai Saksi, Tersangka, atau Terdakwa
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Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan 
akta Notaris, yaitu:
a. Membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai surat 
palsu;
b. Sengaja memakai surat palsu;
c. Melakukan pemalsuan surat atas: akta-akta otentik, surat hutang, sertifikat hutang, 
surat kredit atau surat dagang (Pasal 264);
d. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik (Pasal 266);
e. Melakukan, meyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan kejahatan dalam ke-
tentuan pasal-pasal sebelumnya (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 
atau Pasal 266);
f. Membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya (Pasal 56 
jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266);
g. Pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau kewenangannya yang ber-
hubungan dengan jabatannya (Pasal 418);
h. Pejabat menerima hadiah atau janji, untuk menggerakkan supaya melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya (Pasal 419).
Menurut ketentuan hukum pidana sanksi biasanya ditetapkan hanya untuk kasus-
kasus dimana akibat yang tidak dikehendaki oleh masyarakat telah ditimbulkan, baik secara 
sengaja maupun tidak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen:2
Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut 
“kekhilapan” (negligence); dan kekhilapan biasanya dipandang sebagai satu jenis 
lain dari “kesalahan” (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi 
karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat 
yang membahayakan.
Adanya kewenangan Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, 
berkaitan dengan kebenaran materil atas akta otentiknya, jika dilakukan tanpa kehati-hatian 
sehingga membahayakan masyarakat dan atau menimbulkan kerugian baik yang dilakukan 
dengan sengaja maupun tidak dan perbuatan tersebut diancam dan atau memenuhi unsur-
unsur tindak pidana, maka Notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut 
secara pidana.
Tindakan Polisi dalam memanggil seorang Saksi di mana Saksi tersebut adalah 
seorang Notaris sehubungan dengan tugas yang dilakukan sesuai dengan jabatannya, maka 
pemanggilannya tidak seperti yang diatur di dalam KUHAP. 
Menurut Bripka Sahruddin selaku Penyidik, Penyidik mengirim surat kepada Majelis 
Pengawas Daerah untuk minta permohonan persetujuan kepada Notaris yang bersangkutan. 
Polisi atau Penyidik yang akan memanggil seorang Notaris harus terlebih dahulu melalui 
serangkaian peraturan yang telah ditetapkan. Pengaturan terhadap pemanggilan Notaris 
sebagai Saksi oleh Polisi atau Penyidik harus sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 yang secara khusus mengatur 
tentang pengambilan minuta dan pemanggilan Notaris (untuk selanjutnya akan disebut 
”PerMen 03/2007”), pada Pasal 14 PerMen 03/2007 menyatakan bahwa Penyidik dapat 
memanggil Notaris sebagai Saksi dengan cara mengajukan permohonan tertulis disertai 
2 Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif,  (Bandung : Nusamedia , 2006)531
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alasan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan tembusannya disampaikan kepada 
Notaris yang bersangkutan.
Penyidik yang melakukan pemeriksaan memiliki wewenang melakukan pemanggilan 
kepada Saksi dan Tersangka. Pemanggilan sebagai Saksi, maka Penyidik harus berpedoman 
pada kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 26 KUHAP yang dapat diuraikan sebagai 
berikut:
a. Seseorang yang mendengar sendiri
b. Melihat sendiri
c. Mengalami sendiri
d. Orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia 
dengar, lihat dan alami sendiri.
Khusus untuk pemanggilan terhadap Tersangka, maka dapat dilihat pada Pasal 1 
angka 14 KUHAP bahwa suatu nilai bukti yang sudah cukup untuk menduga seseorang 
sebagai Tersangka, maka proses pemanggilan telah dapat dilakukan. Oleh karena itu, agar 
pemanggilan yang dilakukan Penyidik dianggap sah dan sempurna maka harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut :
a. Penyidik menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan teng-
gang waktu yang wajar diterimanya panggilan dan bila tidak datang maka Penyidik 
dapat memanggil sekali lagi untuk menghadap Penyidik sebagaimana diatur dalam 
Pasal 112 KUHAP
b. Apabila Tersangka dan Saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum Penyidik, maka 
pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal Tersangka atau Saksi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 119 KUHAP
c. Pemanggilan dilaksanakan paling lambat 3 hari sebelumnya sebagaimana diatur 
dalam Pasal 227 KUHAP.
Ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) memberikan wewenang kepada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Penyidik untuk mengadakan tindakan yang 
bertanggung jawab menurut hukum. Ketentuan Pasal 6 ayat 2 UU Kepolisian mengatur 
bahwa dimaksud dengan tindakan bertanggung jawab menurut hukum adalah:
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatan Penyidik
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
e. Menghormati hak asasi manusia
Tindakan-tindakan tersebut di atas, wajib dilaksanakan oleh Penyidik dalam setiap 
proses Penyidikan. Dalam proses Penyidikan terdapat beberapa pihak yang akan dimintai 
keterangan, antara lain Saksi dan Tersangka. 
Pelaksanaan kewenangan Penyidik untuk memperoleh keterangan dari Notaris 
tentunya harus berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan serta mementingkan kepentingan umum di atas segala-galanya. 
Adapun dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau 
kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan negara.
Notaris yang merupakan anggota INI sering diminta untuk memberikan keterangan 532
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kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Penyidik. Oleh karena itu, persamaan 
persepsi antara INI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat diperlukan, 
sehingga dibuatlah Nota Kesepahaman antara INI dan IPPAT dengan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan Peningkatan Profesionalisme di bidang Penegakan Hukum.
Dalam pertimbangan Nota Kesepahaman tersebut, secara tegas menempatkan 
Penyidik atau Penyelidik sebagai pihak pertama yaitu pihak yang berupaya menegakkan 
hukum dengan mencari dan menemukan alat bukti dalam perkara pidana. Pihak kedua 
adalah Pejabat Umum yaitu pihak yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti 
yang sempurna di bidang hukum perdata.
Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat bersikap profesional dengan 
dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik Profesi Notaris 
sebagai rambu yang harus ditaati.
Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki 
unsur-unsur sebagai berikut:3
a. Memiliki integritas moral yang mantap
b. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)
c. Sadar akan batas-batas kewenangannya
d. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang
Dalam menjalankan profesi jabatan Notaris, Notaris berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Undang-Undang tersebut 
telah secara jelas dinyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk 
membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. 
Dapat diartikan bahwa Notaris merupakan Pejabat Pemerintah walaupun tidak digaji 
oleh Pemerintah, yang merupakan kepanjangan tangan untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan Pemerintah, ini dapat dibuktikan dengan penggunaan lambang Negara pada 
cap Notaris yang berlambang Burung Garuda. Karena tugasnya tersebut yang merupakan 
salah satu tugas Pemerintah dan Negara, maka hasil pekerjannya tersebut mempunyai 
akibat hukum, Notaris dibebani sebagian kekuasaan Negara dan memberikan pada aktanya 
kekuatan otentik dan eksekutorial.
Sikap Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang dipanggil oleh Penyidik Polisi 
dalam Kasus Ganda
Tata Cara Pemeriksaan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah
a. Pemeriksaan berkala
Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan 
setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis 
kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemriksaan 
dilakukan. Surat pemberitahuan mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota 
Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan. Pada waktu yang ditentukan 
untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan 
menyiapkan semua Protokol Notaris.
3  Liliana Tedjasaputro. Etika Profesi Notaris (dalam penegakan Hukum pidana). (Yogyakarta: BIG-
RAF Publishing, 1995), hlm. 86.533
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 3 Mei 2012
Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan 
yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa. Berita Acara 
Pemeriksaan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan 
Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis 
Pengawas Pusat.
Mencermati tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris, maka terdapat 
salah satu tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No.30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah berkaitan proses penegakan 
hukum dengan kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, 
yang mana dalam hal pemanggilan seorang Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan 
yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam 
penyimpanan Notaris maupun dalam rangka mengambil fotokopi minuta akta dan atau 
surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan 
Notaris dengan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, untuk itu sudah menjadi 
tugas dan tanggung jawab dari Majelis Pengawas Daerah untuk menanggapi setiap surat 
permintaan persetujuan dari Penyidik, Penuntut Umum, maupun Pengadilan berkaitan 
dengan permintaan persetujuan tersebut.
b. Pemanggilan terhadap Notaris oleh Penyidik
Pada saat Majelis Pengawas Daerah menerima surat permohonan untuk memanggil 
seorang Notaris sebagai Saksi maupun Tersangka ataupun dengan tujuan untuk meminta 
fotokopi minuta akta, maka mekanisme selanjutnya yang dilakukan sebelum surat 
persetujuan tersebut dijawab, Majelis Pengawas Daerah melalui Sekretaris akan memanggil 
Notaris yang dimaksud oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Pengadilan untuk hadir 
dalam rapat untuk mengklarifikasi dan menceritakan berkaitan dengan surat permohonan 
persetujuan tersebut, selanjutnya Ketua Majleis Pengawas Daerah menentukan waktu 
rapat dan tugas dari Sekretaris Majelis Pengawas yang menghubungi para anggota dari 
Majelis Pengawas Daerah Notaris tersebut.
Pada hari yang telah ditentukan, Pihak Notaris yang dipanggil dalam rapat Majelis 
Pengawas Notaris menceritakan keterkaitannya dengan surat permohonan persetujuan 
tersebut, pada kesempatan itu juga Majelis Pengawas Daerah Notaris juga dapat 
menanggapi baik berupa pertanyaan ataupun meminta klarifikasi dari Notaris terpanggil. 
Setelah proses klarifikasi tersebut diperkirakan cukup, Majelis Pengawas pun akan rapat 
sendiri untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan dari Penyidik atau 
instansi terkait.
Menurut Penulis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
yang menempatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagai suatu 
syarat dalam pemanggilan atau memnita fotokopi minuta akta dari permasalahan yang 
sedang diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, maupun Pengadilan dan sudah pada 
tempatnya juga Majelis Pengawas Daerah Notaris harus menanggapi permohonan tersebut 
secara tepat, sehingga tidak terkesan keberadaan Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat 
mempersulit atau menghalang-halangi proses Penyidikan maupun proses persidangan 
yang sedang berlangsung.
Pasal 66 UUJN mengatur kewenangan Majelis Pengawas Daerah, yaitu:
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(1) Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim 
dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris; dan
b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan 
akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan 
Notaris.
(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
Pasal 66 ayat (2) UUJN menyatakan, Pengambilan fotokopi minuta akta atau 
surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. 
Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UUJN tersebut di atas 
diketahui bahwa setiap kali Notaris akan dipanggil oleh pihak Penyidik Polri berkaitan 
dengan perbuatan hukum dalam ruang lingkup jabatannya, maka Penyidik Polri harus 
terlebih dahulu memperoleh ijin dari Majelis Pengawas Daerah tempat dimana Notaris 
tersebut menjalankan tugas jabatannya.
Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUJN tersebut merupakan dasar hukum yang harus dipenuhi 
oleh instansi berwenang manapun termasuk Penyidik Polri setiap kali melaksanakan 
pemanggilan atau melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dalam penyelidikan dan 
Penyidikan Hukum pidana. Penyidik Polri yang melakukan pemanggilan langsung terhadap 
Notaris tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah, merupakan 
suatu perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang, karena tidak sesuai 
dengan prosedur Hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 66 ayat 
(1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004.
Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang 
tidak dipunyai oleh Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Pusat. Substansi 
Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Dengan 
batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan 
Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN.
Syarat dan tata cara pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang 
dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris juga diatur 
dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.
HT.03.10 Tahun 2007, dalam Pasal 2, yang menegaskan:
(1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat 
mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minu-
ta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan per-
mohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Notaris pada ayat (1) 
tembusannya disampaikan kepada Notaris.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan 
fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.  
Dalam kaitan tugasnya tersebut, Majelis Pengawas Daerah haruslah bersikap objektif 
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permintaan peradilan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim, artinya Majelis 
Pengawas Daerah harus menempatkan akta sebagai objek pemeriksaan, bukanlah 
Notarisnya.
Penerapan Pasal 66 UUJN merupakan koridor hukum dalam memberikan persetujuan 
untuk dilakukan tindakan pro justicia terhadap Notaris dan untuk itu Majelis Pengawas 
Daerah dapat menggunakan 2 (dua) tolak ukur:
1. Persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris sebagai Saksi, dalam hal akta-akta No-
taris merupakan alat bukti atau fakta yang sangat relevan dengan peristiwa pidana 
yang diduga kuat terjadi;
2. Persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris sebagai Tersangka dan/atau terdakwa 
hanya dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah, sepanjang Notaris yang 
bersangkutan lebih dahulu telah terbukti melakukan kesalahan dalam pelaksanaan 
jabatannya atau profesionalitasnya berdasarkan keputusan Majelis Pengawas yang 
bersifat final dan mengikat.
Pada tahun 2007, kewenangan MPD dalam Pasal 66 UUN ini, ditindaklanjuti melalui 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.
HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
Kewenangan yang diberikan UUJN kepada Majelis Pengawas Daerah untuk 
memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 66 UUJN, tidak ada kriteria 
pengaturannya secara normatif dan hanya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan 
HAM Nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan 
Notaris, dimana diatur kriteria umum yaitu:
1. Syarat Pemanggilan Notaris guna pemeriksaan sebagai Saksi atau Tersangka, yaitu:
a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat 
yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan No-
taris atau;
b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam per-
aturan perundang-undangan di bidang pidana.
2. Syarat pengambilan copy minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris yaitu:
b. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat 
yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan No-
taris atau;
c. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam per-
aturan perundang-undangan dibidang pidana.
2. Syarat pengambilan minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta atau 
Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris yaitu:
b. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat yang 
dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris 
atau;
c. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam per-
aturan perundang-undangan di bidang pindana;
d. Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak dan/ atau salah satu 536
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pihak;
e. Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta atau;
f. Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (antidatum).
Menurut Bripka Syahruddin selaku Penyidik, syarat untuk dipidananya Notaris 
setidaknya ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Ada tindakan Hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja penuh 
kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan No-
taris atau oleh Notaris bersama-sama untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu 
tindak pidana
2. Ada tindakan Hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris 
yang jika diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan 
Undang-Undang Jabatan Notaris
Terdapat contoh kasus, yaitu, Notaris LY membuat Akta jual beli pada tahun 2005 
terhadap suatu bidang tanah bersertifikat dengan SHM No.55 atas nama D. Dalam AJB 
tersebut pihak penjual (disebut juga dengan D) dan pihak pembeli (disebut juga dengan 
E). Masalah kemudian timbul ketika ahli waris dari D yaitu H melapor kepada pihak 
Kepolisian di Polrestabes Gowa. H melaporkan Notaris LY tersebut karena terbit Akta Jual 
Beli sedangkan orangtua pelapor yaitu D tidak pernah menghadap kepada Notaris.
Menurut Notaris LY, kasus yang ia hadapi berawal dari Ahli Waris dari penghadap/
penjual merasa bahwa orangtuanya tidak pernah menjual obyek yang dimaksud dalam Akta 
Jual Beli.
Menurut Trisnawati Nadir, selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Gowa, kasus 
Notaris LY tersebut berawal dari adanya gugatan dari seorang Ahli Waris dari pihak penjual 
kemudian Notaris LY tersebut dipanggil untuk jadi Saksi. Lebih lanjut lagi dikatakan, setelah 
mendengar keterangan Notaris LY, Majelis Pengawas Daerah tidak mengizinkan Notaris 
tersebut untuk memberikan keterangan sebagai Saksi karena apa yang dilakukannya telah 
sesuai dengan prosedur pembuatan Akta Jual Beli.
Menurut Dian Christie selaku anggota MPD, kasus yang dihadapi oleh Notaris LY 
tersebut berawal dari adanya Ahli Waris dari pihak penjual yang menggugat atau tidak 
terima Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Notaris tersebut, bahwa yang menghadap 
bukan penjual (orang tua dari ahli waris).
Menurut Notaris LY, Akta Jual Beli (AJB) yang telah ia buat telah sesuai dengan 
prosedur pembuatan AJB, yaitu:
a. Sertifikat asli dan kelengkapan berkas diserahkan ke PPAT.
b. Sertifikat di cek di BPN untuk mengecek bersih/ada atau tidak adanya catatan dalam 
sertifikat.
c. Pembayaran pajak.
d. Para pihak datang untuk menandatangani AJB bersama-sama di hadapan PPAT dan 
pada saat tanda-tangan KTP dan tanda-tangan para penghadap juga disesuaikan.
Persyaratan yang diperlukan dalam pembuatan Akta Jual Beli adalah:
a. Penjual (Pihak Pertama) membawa :
- Pihak Pertama (penjual) berikut suami/isteri Penjual.
- Asli Sertifikat hak atas tanah yang akan dijual.
- Kartu Tanda Penduduk Suami dan Isteri yang masih berlaku.
537
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 3 Mei 2012
- Jika Suami/isteri penjual meninggal maka yang harus dibawa adalah Akte Kema-
tian.
- Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan terakhir dan lima tahun ke belakang.
- Surat Persetujuan Suami/Isteri bagi yang sudah berkeluarga.
- Kartu Keluarga.
b. Sedangkan calon pembeli (Pihak Kedua) membawa:
- Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- Kartu Keluarga.
Menurut Penulis, dalam proses pembutan Akta Jual Beli seharusnya memperhatikan;
a. Persiapan Pembuatan Akta Jual Beli:
1. Sebelum membuat akta Jual Beli Pejabat pembuat Akta Tanah melakukan pemer-
iksaan mengenai keaslian sertifikat ke Kantor Pertanahan.
2. Penjual harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) yaitu 5% dari harga tranSaksi di 
bayarkan di Bank atau Kantor Pos. 
3. Calon pembeli dapat membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah terse-
but ia tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas luas 
maksimum.
4. Surat pernyataan dari penjual bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa.
5. PPAT menolak pembuatan Akta Jual Beli apabila tanah yang akan dijual sedang 
dalam sengketa atau dalam tanggungan di bank.
b. Pembuatan Akta Jual Beli:
2. Pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang 
diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis jika dikuasakan.
3. Pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang Saksi biasanya 
dari perangkat desa jika melalui PPAT Sementara (Camat) dan kedua pegawai No-
taris jika melalui Notaris PPAT.
4. Pejabat Pembuat Akta Tanah membacakan akta dan menjelaskan mengenai isi dan 
maksud pembuatan akta, termasuk juga sudah lunas atau belum untuk transak-
sinya.
5. Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli maka akta ditandatan-
gani oleh penjual, calon pembeli, Saksi-Saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
6. Akta dibuat 2 lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lem-
bar lainnya disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran (balik 
nama).
7. Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya.
Adapun alasan Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan izin berdasarkan Surat 
Keputusan Nomor 02/MPD-GW/XII/2011 adalah Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notrais/
PPAT LY tersebut sudah sesuai prosedur. Selanjutnya dalam Surat Keputusan Nomor 10/
MPD-GW/11/2012 mengenai Berita Acara Rapat, Majelis Pengawas Daerah mengemukakan 
alasan tidak memberikan izin Notaris/PPAT LY untuk diperiksa oleh Penyidik, yaitu:
1. Bahwa pembuatan Akta Jual Beli tanah di hadapan Notaris/PPAT LY tersebut sudah 
sesuai kaidah dan prosedur. Para pihak semua hadir bersama menandatangani, mem-
berikan cap jempol, dan menandatangani pernyataan pengakuan tanda tangan, dan 
Saudara E kembali datang ke kantor Notaris/PPAT LY tersebut untuk menyerahkan 538
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bukti PBB guna melengkapi berkasnya.
2. Mengenai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik, Majelis Pengawas Dearah 
memberikan catatan sebagai berikut:
a. Majelis Pengawas Daerah belum memiliki dokumen hasil pemeriksaan Lab. Fo-
rensik
b. Perlu klarifikasi sumber/asal otensitas tanda tangan yang hendak diperiksa
Menurut penulis, Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris LY tersebut memang telah 
sesuai prosedur pembuatan Akta Jual Beli. Akan tetapi keterangan yang diberikan oleh 
Notaris LY tersebut berbeda dengan E selaku pihak pembeli. Notaris LY mengatakan bah-
wa para pihak hadir bersama-sama di hadapan Notaris. Akan tetapi E mengatakan bahwa 
ia hadir sendiri setelah sebelumnya mendapat telepon dari Notaris LY untuk datang ke 
kantor Notaris LY. Pada saat E datang ke kantor Notaris, ia disodorkan Akta Jual Beli 
di mana dalam Akta Jual Beli tersebut sudah ada tanda tangan dari D beserta istri selaku 
pihak penjual, kemudian E menandatangani AJB tersebut. Hal ini juga dikuatkan dengan 
bukti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan Penyidik terhadap E yang me-
nyatakan bahwa E datang sendiri di kantor Notaris LY.   
Selain itu, penulis menemukan dalam surat jawaban Majelis Pengawas Daerah 
kepada Peyidik juga menyatakan bahwa dalam AJB tersebut para pihak hadir bersama 
sama di hadapan Notaris LY. Olehnya itu, yang dimaksud dengan para pihak hadir bersama-
sama adalah pihak penjual dan pembeli secara bersama-sama menghadap kepada Notaris 
kemudian meminta kepada Notaris untuk menuangkan keinginan para pihak ke dalam 
suatu akta. Artinya, para pihak tidak datang sendiri-sendiri tetapi  secara bersama-sama.
Lebih lanjut dalam surat balasan Majelis Pengawas Daerah kepada Penyidik, Penulis 
temukan bahwa Majelis Pengawas Daerah tidak menemukan unsur pidana dalam kasus 
Notaris LY tersebut. Menurut Penulis, membuktikan ada tidaknya unsur pidana bukanlah 
kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah, akan tetapi kewenangan dari Hakim. Majelis 
Pengawas Daerah hanya berwenang  mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-
surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dan memanggil Notaris 
untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol 
Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, sebagaimana terdapat dalam Pasal 66 
UUJN.
Penulis juga temukan bahwa tanda tangan D dan istri yang terdapat dalam AJB 
tersebut merupakan tanda tangan karangan, bukan tanda tangan asli dari D dan istri. Hal 
ini dikuatkan dengan bukti Laboratorium Forensik. Dalam bukti Laboratorium Forensik 
tersebut menjelaskan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam AJB tersebut merupakan 
tanda tangan karangan. Hal ini berbeda dengan keterangan yang diberikan Notaris LY 
bahwa pada saat tanda tangan KTP dan tanda tangan para penghadap disesuaikan.
Laboratorium Forensik adalah membandingkan antara tanda tangan asli dengan 
yang diduga palsu. Penyidik dalam hal ini mengirim surat ke Badan Pertanahan Nasional 
(BPN), yaitu permohonan peminjaman warkah untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium 
Forensik pada tanggal 1 April 2011. Lebih lanjut tanggal 10 Mei 2011 berdasarkan 
bukti penyerhan dan serah terima berkas dokumen, Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
menyerahkan surat ke penyidik dengan melampirkan:
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a. Asli berupa Akta Jual Beli (AJB) No. AJB/183/IV/2005 tanggal 19 April 2005.
b. Foto copy KTP atas nama E,D berta istri.
c. Surat keterangan domisili No. 474.4/45/KPC/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005.
d. Foto Copy PBB tahun 2005.
Dalam hal ini tanda tangan asli dari D yang digunakan oleh penyidik adalah:
a. Karip (Kartu Identitas Pensiun) No : 90744/1001031900
b. Surat Setoran PBB tahun 1987
c. Surat Pengantar No : 07/RT/SG/V/2005
d. Riwayat hidup tahun 2003
Sedangkan tanda tangan dari istri D diperoleh dari tanda tangan asli yang diberikan 
istri D tersebut kepada Penyidik ketika ia memberikan kesaksian di hadapan Penyidik.
Menurut penulis, seharusnya Majelis Pengawas Daerah memberikan izin kepada 
Notaris LY tersebut agar diperiksa oleh Penyidik untuk membuktikan apakah Notaris LY 
terlibat atau tidak dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut. Selain itu untuk mengetahui 
siapa sebenarnya yang datang menghadap kepada Notaris LY karena orang tua dari H 
selaku pelapor yaitu D dan istri tidak pernah menghadap kepada Notaris LY.
Apabila Notaris LY terlibat, maka dapat diikutsertakan dengan tuduhan penyertaan 
dan pembantuan. Dimaksud dengan Penyertaan adalah suatu perbuatan pidana yaitu 
melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan dan mereka yang 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau 
martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan 
sarana atau keterangan, serta sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu 
perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP.
Selain itu juga dapat diikutsertakan dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:
Barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu 
hak di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta 
tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh orang 
lain mempergunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun jika penggunaannya 
dapat menimbulkan suatu kerugian.
PENUTUP
Kesimpulan
Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan 
sebagai berikut:
1. Perlindungan hukum terhadap Notaris bersifat preventif. Maka perlindungan hukum 
yang diatur alam peraturan Perundang-Undangan belum optimal memberikan perlid-
ungan hukum kepada Notaris yang tersangkut kasus berganda. 
2. Sikap Majelis Pengawas Daerah terhadap kasus berganda yang menimpa Notaris 
adalah menolak memberi izin Notaris yang bersangkutan untuk diperiksa oleh Pe-
nyidik. Sedangkan tindak lanjut dari rencana pemeriksaan Notaris, Majelis Pengawas 
Daerah bersifat pasif menunggu perkembangan kasus ini lebih lanjut.
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Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai 
berikut:
1. Perlu ada ketegasan tentang peraturan perlindungan hukum terhadap Notaris yang 
terkait kasus berganda dengan cara membatasi penanganan terhadap kasus berganda
2. Terhadap Notaris LY seharusnya lebih kooperatif dalam memberikan informasi ke-
pada mahasiswa yang melakukan penelitian karena semata-mata untuk kepentingan 
akademik
3. Terhadap Majelis Pengawas Daerah, dalam melakukan pemeriksaan terhadap No-
taris, MPD tidak hanya melihat dari sisi Notaris saja tapi juga mempertimbangkan 
pihak lain yang terlibat dalam kasus yang dihadapi Notaris sehingga Majelis Penga-
was Daerah dapat mengambil keputusan yang benar dan tidak terkesan mempersulit 
atau menghalang-halangi proses Penyidikan. Majelis Pengawas Daerah seharusnya 
memberikan izin kepada Notaris untuk diperiksa oleh Penyidik untuk membuktikan 
Notaris terlibat atau tidak dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut. 
4. Terhadap Penyidik dan Notaris seharusnya sama-sama kooperatif dalam melayani 
masyarakat dan kerja sama dengan instansi berjalan dengan baik tanpa ada unsur ke-
pentingan dari orang lain untuk menghindari rekayasa terhadap sebuah kasus.
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Abstract
This study aims to determine the norms or rules of law concerning the legal status of 
customary land rights and their registration as well as how the implementation of customary 
law on land and is registered in Biak Numfor and culture community in understanding the 
legal and customary land rights registered post Papua Special Autonomy in the form 
of consciousnesslaw. The results of this study indicate that the existence of the Law on 
Land Rights of Indigenous Peoples and Post-Registration Special Autonomy in Papua, 
Biak Numfor before and after the Special Autonomy for Papua Province is likely that the 
government interventions that are not yet fully centralized so that people understand and 
realize the rights and obligations of customary land and registration.
Keywords: Special Autonomy, Indigenous Land Rights
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan norma-norma atau aturan hukum 
mengenai status hukum hak atas tanah adat dan registrasi mereka serta bagaimana 
penerapan hukum adat di darat dan terdaftar di Biak Numfor dan masyarakat buda-
ya dalam memahami hak tanah legal dan adat terdaftar pasca Otonomi Khusus Papua 
dalam bentuk consciousnesslaw. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Undang-
Undang tentang Hak Tanah Masyarakat Adat dan Post-Pendaftaran Otonomi Khusus di 
Papua, Biak Numfor sebelum dan sesudah Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah 
kemungkinan bahwa intervensi pemerintah yang belum sepenuhnya terpusat sehingga 
orang memahami dan menyadari hak dan kewajiban tanah adat dan pendaftaran. 
Kata Kunci: Otonomi Khusus, Hak Atas Tanah Adat
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PENDAHULUAN
Tanah sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan 
tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun manusia masih memer-
lukan sebidang tanah. Tanah merupakan kebutuhan esensial umat manusia, karena diatas 
tanah, manusia akan bercocok tanam dan menanam segala jenis tanaman untuk pemenu-
han kebutuhan hidup dan penghidupannya.
Hubungan manusia dengan tanah yang bersifat hakiki magis religius itu merupakan 
hubungan penguasaan dan penggunaan tanah dalam rangka memperoleh manfaat bagi 
kepentingan kehidupan dan penghidupannya, baik untuk kepentingan sendiri maupun 
kepentingan bersama sebagai mahluk sosial. Dengan kedudukan seperti itu, maka tanah 
adalah sumber daya utama yang merupakan tempat titik temu semua pihak, sehingga 
dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan diatasnya, lebih-lebih apabila belum 
ditetapkan kepastian hukum pemiliknya.
Sehubungan dengan itu, pengaturan tentang penguasaan dan penggunaan tanah, 
yang dengan singkat dapat disebut “hukum tanah” seharusnya pula terdiri dari ketentuan-
ketentuan yang sesuai dengan perkembangan seperti diutarakan di atas.
Berbagai konflik kepentingan mengindikasi adanya ketidakpastian hubungan pen-
guasaan antara manusia dengan tanahnya, sedangkan kepastian itu merupakan hal yang 
mendasar untuk mengembangkan kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu salah 
satu kepastian yang hakiki adalah kepastian hukum pemilikan atas tanah. Kepastian hu-
kum itu akan terpenuhi apabila tidak ada lagi keraguan dan kekhawatiran mengenai pe-
milikan tanahnya, baik merupakan keyakinan dari dirinya sendiri maupun atas pengakuan 
pihak lain.
Untuk menjamin kepastian hukum pemilikan tanah pemerintah melaksanakan 
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP 10/61), yang kemudian 
diganti dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  tentang   Pendaftaran Tanah 
(PP 24/97).
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD NRI 1945) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di-
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Dimaksudkan dengan bumi disini adalah kulit bumi, yakni tanah dan hak-hak atas 
tanah serta hak-hak yang bersangkut-paut dengan hak atas tanah.
Dari uraian tersebut di atas, ternyata bahwa kepastian hukum hak milik atas tanah 
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya yang menghasilkan 
produk hukum berupa seritifikat tanah, dan juga  merupakan bagian yang diatur didalam-
nya adalah hak tanah ulayat maupun tanah adat proses pelaksanaan dan manfaat yang 
akan diperoleh ditentukan oleh terselenggaranya hubungan yang bersifat positif dan saling 
mendukung antara pihak pengambilan keputusan dengan masyarakat untuk menciptakan 
konsistensi tujuan hukum yang diharapkan.
Dalam lingkup Papua berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
(Pasal 43, ayat 1 dan 2), Pemerintah Provinsi wajib mengakui, menghormati, melindungi, 547
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memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada 
ketentuan hukum yang berlaku yang meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak 
peorangan para warga masyarakat hukum adat. 
Hak tanah adat bagi masyarakat Papua di Kabupaten Biak Numfor merupakan hak 
yang paling mendasar, karena hak ini berasal dari nenek moyang, jadi yang memiliki tanah 
dengan hak bersama adalah marga atau keret-keret, yaitu sekelompok masyarakat adat 
yang berasal dari garis keturunan laki-laki, keluarga besar suatu keret yang terdiri dari, 
ayah, ibu anak, menantu dan cucu-cucu yang tinggal bersama di sebuah rumah tinggal, 
sekarang yang ada hanyalah keluarga inti dari keret-keret yang tinggal secara terpisah 
dalam tanah keret mereka.
Tanah di Kabupaten Biak Numfor umumnya terdiri dari tanah pemukiman, tanah 
perkebunan, hutan dan tanah pesisir yang dapat dibagi dalam wilayah pesisir dan wilayah 
pedalaman, untuk wilayah pesisir adalah wilayah tanah dekat dan sepanjang pantai, se-
dangkan wilayah pedalaman adalah wilayah yang jauh dari pantai dan dekat dengan bukit 
dan hutan.
Sekilas  tentang  pandangan  umum  Geografis  Kabupaten  Biak Numfor, dilihat 
dari letaknya geografi dan batas wilayahnya sesuai dengan  pola  dasar pembangunan Ka-
bupaten Biak Numfor tahun 2006-2010 dengan luas wilayah  3,230 Km2 dan luas daerah 
2,924 Km2 (72,92 % dari total luas wilayah)  terdiri dari 3 (tiga) buah pulau besar yaitu, 
Pulau Biak seluas 1,936 Km2, pulau Numfor seluas 342 Km2 dan pulau Supiori seluas 
646 Km2 serta 63 (enam puluh tiga) pulau kecil lainnya dan terletak pada posisi 134º-136º 
bujur timur dan 0,55º-127 º lintang selatan.
Sejarah geografis Kabupaten Biak Numfor berada di sebelah utara pulau Irian pada 
kawasan laut teluk Cenderawasi dan Samudera Pasifik berbatasan dengan Kabupaten 
Yapen Waropen sebelah Selatan dan Kabupaten Manokwari di sebelah barat serta laut pa-
sifik di sebelah utara dan timur, sedangkan secara administrative Kabupaten Biak Numfor 
mempunyai 12 (dua belas) kecamatan, 217 (dua ratus tujuh belas) Desa dan 8 (delapan) 
Kelurahan. Sedangkan perkembangan sosial penduduk dari berbagai ragam budaya dan 
etnis.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dapat ditarik ru-
musan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana eksistensi hak atas tanah adat dan pendaftarannya sebelum berlakunya 
Otonomi Khusus Papua di Kabupaten Biak Numfor?
2. Sejauhmana kultur masyarakat di Kabupaten Biak Numfor dalam memahami hukum 
hak atas tanah adat dan pendaftarannya setelah berlakunya Otonomi Khusus Papua?
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Penelitian tentang Analisis hukum tanah adat dan pendaftarannya pasca Otonomi 
Khusus Papua bererlangsung di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papau.  Di daerah ini 
tersedia data yang di butuhkan, lagi pula adanya kesediaan responden untuk memberikan 548
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data secukupnya berkenaan dengan objek yang di teliti.
Di samping itu, di Kabupaten Biak Numfor luas tanah yang berada dalam penguasaan 
masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, dijadikan sebagai aset dalam rangka 
pelaksanaan pengembangan Otonomi Khusus  pembangunan Daerah,  serta belum ada pi-
hak yang secara langsung mengadakan penelitian mengenai fungsi sosial hak atas tanah.
Jenis dan Sumber Data
Jenis data
a. Data Primer adalah data yang bersifat emprik atau data yang secara lansung di peroleh 
di lokasi tempat berlangsungnya penelitian;
b. Data Sekunder adalah suatu data normatif yang mempunyai nilai teoritis atau dikategori-
kan sebagai data tidak langsung.
Sumber data
a. Data primer bersumber dari hasil wawancara dan pengedaran daftar pertanyaan (kui-
sioner) kepada responden untuk mendukung data sekunder ;
b. Data sekunder bersumber dari bahan bacaan, baik  berupa buku literatur, karya ilmiah, 
majalah dan peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan sebagai acuan teori 
dalam pembahasan lebih lanjut.
Teknik Pengumpulan Data
 Untuk mendapatkan data yang bersifat objektif, dipergunakan teknik pengumpulan 
data, yakni;
1. Observasi atau pengamatan, yakni melakukan pengamatan secara langsung eksistensi 
tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan  sistem pendaftaran tanah 
oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam kaitannya dengan penerapan fungsi 
sosial hak atas tanah;
2. Pengedaran kuesioner atau daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi dan di-
jawab secara objektif agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka menen-
tukan efektifitasnya penerapan fungsi sosial hak atas tanah yang dikuasai masyarakat 
hukum adat dan oleh Pemerintah Kabupaten  Biak Numfor;
3. Wawancara, yakni melakukan tanya-jawab dengan responden yang telah dipersiap-
kan sebelumnya melalui pengacakan untuk memperoleh informasi guna melengkapi 
data yang belum terjaring melalui pengedaran daftar pertanyaan;
4. Kepustakaan, yakni kegiatan membaca buku literatur, karya ilmiah, majalah dan per-
aturan perundang- undangan yang erat kaitannya dengan objek yang di teliti, untuk 
diperoleh dukungan teoritis dalam rangka pembahasan selanjutnya.
Teknik Analisa Data
Sehubungan dengan tipe penelitian yang menggabungkan antara penelitian normatif 
dan empiris, maka dipergunakan teknik analisa data melalui analisis kualitatif dan analisis 
kuantitatif.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Eksistensi Hak Atas Tanah Adat dan Pendaftarannya Sebelum Berlakunya Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor
Cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah memban-
gun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, serta sejahtera berdasarkan Pancasila 
dan UUD NRI 1945. Oleh sebab itu masyarakat Papua sebagai insan cipta Tuhan dan ba-
gian dari ummat manusia yang beradab,  menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), 
nilai-nilai agama, demokrasi, hukum dan adat serta memiliki hak untuk menikmati hasil 
pembangunan secara wajar sesuai dengan sisitem pemerintahan NKRI menurut UUD NRI 
1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan yang bersifat istimewa yang diatur 
dalam Undang-undang Khusus atau yang lebih dikenal dengan Peraturan Daerah Khusus 
(Perdasus), sebagaimana Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
bagi Provinsi Papua.
Hal ini menunjukkan bahwa integrasi bangsa Indonesia dalam  wadah NKRI harus 
tetap dipertahankan dengan menghargai kesatuan dan keragaman kehidupan sosial budaya 
masyarakat Papua melalui amanat Otonomi Khusus. Bagaimana otonomi khusus diberikan 
kepada masyarakat Papua, dan mengapa harus ada otonomi khusus bagi Provinsi Papua? 
Suatu pertanyaan yang mengandung makna perenungan yang tidak berlebihan, namun se-
cara sederhana menepis semua anggapan, asumsi dalam berpolemik serta skeptisme   ter-
hadap Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, baik itu dari masyarakat, politisi, birokrasi 
maupun akademisi.
Kondisi tersebut telah memberi warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat di 
Provinsi Papua, baik masyarakat asli Papua maupun asal Papua (pendatang) yang lahir, 
tinggal dan menetap di Papua yang sebagian besar telah memiliki dan memanfaatkan tanah 
sebagai sumber kehidupan. Sedangkan status tanah ulayat sebagai hak komunal bagi ma-
syarakat asli Papua sesungguhnya masih terdapat permasalahan dari aspek pemanfaatan-
nya. Hal tersebut disebabkan penguasaan tanah sebagian besar dikuasai oleh marga dan 
kepala suku, kepala adat secara individu, sehingga mengakibatkan tanah tidak berfungsi 
sosial sebagaimana dalam Pasal 10 UUPA yang merupakan aturan dasarnya. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat data kualitatif dalam tabel berikut:
Tabel 1
Data Luas Pendaftaran Tanah di Kabupaten Biak Numfor
NO. TAHUN LUAS (Ha) PERSENTASE KETERANGAN
1 1998 189.600 37,88% Terendah
2 1999 243.600 48,69%
3 2000 436.800 87,36% Teringgi
Jumlah 870.000 Ha 100%
Sumber Data: Kantor Badan Pertanahan Nasional Biak, 2011
Berdasarkan data kualitatif pada tabel 1 di atas, memberikan gambaran bahwa luas 
pendaftaran tanah di Kabupaten Biak Numfor dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 
mencapai luas 870,000 Ha, dengan rincian, pada tahun 1998 seluas 189,600 m² (37,88%) 
yang merupakan angka terendah, dan pada tahun 1999 seluas 243,600 m² (48,69%) yang 
merupakan angka sedang, sementara pada tahun 2000 luas pendaftaran tanah seluas 437,800 
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m² (87,36%) merupakan angka tertinggi.
Selain itu, data di atas juga memberikan gambaran bahwa sebelum adanya Undang-
Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, baik tanah adat maupun tanah hak ulayat 
dan tanah yang dikuasai pemerintah berdasarkan penyerahan oleh Pemerintah Hindia Be-
landa semuanya diperoleh sangat mudah, bahkan proses baik secara formal maupun se-
cara langsung dengan pemilik hak tanah adat maupun hak tanah ulayat kadang-kadang 
diperoleh secara cuma-cuma.
Namun setelah diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai buah 
dari reformasi, masyarakat kini semakin berani untuk mengekspresikan hati nuraninya, 
seperti, menuntut hak-hak tanah adat dan tanah ulayatnya untuk dikembalikan kepada ma-
syarakat. Sebagai  contoh,  kasus tanah yang sudah bersertifikat namun tidak ada pelepasan 
tanah adat tersebut, maka dapat dikuasai kembali oleh pihak masyarakat yang merasa se-
bagai pemilik tanah tersebut.
Adapun istilah tanah adat, menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional Biak, Edy 
Pakpahan, bahwa “istilah tanah adat pada dasarnya tidak ada, akan tetapi yang tepat atau 
yang di sebut dengan nama tanah bekas milik adat.” karena semua tanah adat dalam UUPA 
No. 5 Tahun 1960 Pasal 16 ayat (1) berbunyi “Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat 1 adalah, (a) Hak Milik, (b) Hak Guna Usaha, (c) Hak Guna Bangunan, 
(d) Hak Pakai, (e) Hak Sewa, (f) Hak Membuka Tanah, (g) Hak Memungut Hasil Hutan, 
(h) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak di atas yang akan ditetapkan dengan 
Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam 
Pasal 53.”
Pada awal diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, banyak terjadi 
kepemilikan hak-hak atas tanah yang tumpang-tindih, karena sebagian masyarakat yang 
menganggap bahwa tanah sesungguhnya baik tanah adat maupun tanah yang terdaftar ser-
ta telah bersertifikatpun adalah hak milik, meskipun hak-hak atas tanah adat telah melalui 
pelepasan kepada orang lain, hal ini menjadi sumber pemicu konflik yang tidak habis-
habisnya masalah tanah di Papua, baik sebelum maupun pasca  Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Papua.
Sebagaimana hasil wawancara dengan Yosef Daud Korwa, salah satu tokoh adat 
Biak, mengatakan bahwa perolehan tanah pada era sebelum otonomi khusus adalah ma-
syarakat di bawah tekanan pemerintah orde baru waktu itu, sehingga terkadang ganti-rugi 
tanah sangatlah di bawah standar atau tidak sesuai dengan nilai tanah, pemerintah dengan 
dalih untuk pembangunan, sehingga diambil dengan sangat murah, bahkan tanah-tanah 
adat bekas yang digunakan sebagai hak pakai sementara oleh pemerintah Belanda dicaplok 
(dirampas) semua, namun dengan otonomi khusus dan era reformasi memberikan ruang 
dan legitimasi untuk masyarakat adat memperoleh sebagian hak-haknya meskipun belum 
semuannya.
Kebiasaan masyarakat Biak, masih menurut Korwa, dalam menyelesaikan sengketa 
tanah adat di Biak dilakukan dengan cara musyawarah adat, dan itu diakui oleh warga 
pendatang yang sudah lama berdomisilih di Biak. Alasannya karena prosesnya cepat dan 
biayannya murah dibanding dengan penyelesainnya melalui proses hukum di Pengadilan 
Negeri. 
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Kultur Masyarakat di Kabupaten Biak Numfor dalam Memahami Hukum Hak Atas 
Tanah Adat dan Pendaftarannya Setelah Berlakunya Otonomi Khusus Papua 
Diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang didasarkan pada Un-
dang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, praktis membawa pengaruh yang signifikan terhadap 
masyarakat, baik dari aspek politik, ekonomi, hingga sistem hukum yang berlaku, uta-
manya dalam praktik pendaftaran dan kepemilikan hak atas tanah.
Menurut Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pertanahan Nasion-
al Biak, Yoakim Ayowembun, bahwa setelah berlakunya Otonomi Khusus bagi Propinsi 
Papua, mulai terjadi tuntutan-tuntutan hak oleh masyarakat adat, baik bersifat kelompok 
dan perorangan yang tidak mengakui lagi tanah-tanah negara karena menurut mereka den-
gan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, semua hak-hak tanah yang dulu di kuasai oleh 
pemerintah Belanda dan telah diserahkan pada Pemerintah Indonesia, khususnya di Kabu-
paten Biak Numfor semuanya harus dikembalikan kepada adat atau paling tidak menuntut 
pemerintah membayar ganti rugi kepada masyarakat adat.
Tidak hanya itu saja, bagi masyarakat lain yang telah melalui proses pelepasan dari 
pemilik tanah adat kepada pihak pembeli itupun menjadi incaran atau sasaran dimintai 
ganti rugi oleh kelompok masyarakat, baik bersifat marga maupun bersifat pribadi, yang 
merasa mempunyai bagian dari tanah adat yang pernah dilakukan pelepasan oleh orang tua 
maupun pemilik tanah adat dimaksud. Berikut data permohonan pendaftaran tanah yang 
diterima Badan Pertanahan Nasional Biak:
Tabel 2
Data Permohonan Pendaftaran Tanah 
NO. TAHUN
PERMOHONAN
PERSENTASE KET.
DITERIMA DITOLAK
1 2008 578 7* 114% 568
2 2009 708 5* 141% 703
3 2010 912 9* 181% 903
JUMLAH 2.195 21 100% 2174
Keterangan:
 ٭1. Karena tidak memenuhi prosedur.
   2. Obyek dalam sengketa (tumpang tindih pelepasan hak atas tanah).
 Sumber Data: Kantor Badan Pertanahan Nasional Biak, 2011
Berdasarkan data empirik pada tabel di atas, memberikan gambaran bahwa pelaksa-
naan pendaftaran tanah di Kabupaten Biak Numfor selama 3 (tiga) tahun terakhir menun-
jukan kenanikan angka tertinggi, yaitu pada tahun 2008, diterima permohonan sebanyak 
575 dan yang ditolak sebanyak 7 permohonan dikarenakan tidak memenuhi prosedur dan 
obyek yang didaftarkan masih dalam sengketa dan juga terjadi tumpang tindih dalam 
pelepasan hak atas tanah, sehingga yang memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat hak 
milik hanya 568 (114%) yang menunjukan angka terendah. Pada tahun 2009 menunjukan 
kenaikan angka sebanyak 708 dan ditolak sebanyak 5, sehingga yang memenuhi syarat 
sebanyak 703 m² (141%), kemudian pada tahun 2010 diterima 912 dan ditolak sebanyak 9, 
sehingga yang memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat sebanyak 903 (181%) yang 
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merupakan angka tertinggi.
Hal tersebut menjadi pemicu marak terjadinya tuntutan ganti rugi oleh generasi seka-
rang ini karena masyarakat merasa mempunyai wadah satu-satunya untuk menyalurkan 
aspirasi dan mendapat hak-haknya kembali hanya melalui Dewan Adat, yang sampai saat 
ini belum memiliki payung hukum yang mengatur tentang persoalan hak-hak tanah adat di 
Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Olehnya itu, bertentangan dengan 
aturan UUPA yang intinya mengarahkan kepada semua tanah, baik tanah adat maupun 
tanah-tanah yang di kuasai oleh Pemerintah, harus didaftarkan melalui Badan Pertanahan 
Nasional untuk mendapatkan pengakuan oleh Negara atas alas hak serta memperoleh serti-
fikat sehingga ada kepastian hukum bagi hak kepemilkan tersebut. 
Di samping itu, pendaftaran tanah adat untuk mempeoleh hak oleh masyarakat adat 
ke BPN justru terhambat dan mengalami kendala karena anggapan atau asumsi masyarakat 
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua berarti 
sudah memberikan hak penuh kepada masyarakat, artinya bahwa menurut anggapan ma-
syarakat tanah yang dikuasainnya atau tanah adat yang menjadi garapannya tidak perlu 
didaftarkan untuk mendapatkan legalitas/sertifikat sebagai bukti kepemilkan atas tanah 
adat tersebut, karena telah diatur dan diakui dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Salah satu contoh setelah berlakunya Otonomi Khusus Papua, tanah yang digunakan 
sebagai Bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak yang digunakan sudah puluhan tahun 
dan sudah memiliki sertifikat, namun diklaim oleh masyarakat bahwa tanah tersebut milik 
leluhur sehingga harus mendapat pengakuan dari masyarakat adat dan harus mendapat 
pelepasan oleh adat.
Olehnya itu, diterapkannya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papuatelah memberikan 
ruang yang besar kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang sudah memiliki sertifi-
kat atau sertifikat yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan 
mekanisme dan syarat-syarat yang ditentukan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Sistem Pendaftaran Tanah selalu mendapat kendala atau disangkal maupun tidak diakuin-
ya sebagai alat bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga kebanyakan para pi-
hak bersitegang mempertahankan hak-haknya yang berujung pada tuntutan hak melalui 
gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, baik pemilik sertifikat maupun pihak yang merasa 
sebagai pemilik tanah, terutama masyarakat asli Papua dan khususnya masyarakat di Ka-
bupaten Biak Numfor.
Lanjut Yoakim bahwa kesulitan yang dihadapi oleh BPN, terutama dalam proses 
pembangunan yang bangunannya di atas tanah yang sudah bersertifikat pun dituntut oleh 
masyarakat adat. Dan selalu dipersoalkan bukti pelepasan adat dari masyarakat sehingga 
menimbulkan sengketa yang kadang-kadang itu menjadi alasan untuk pemilik sertifikat 
melakukan pembayaran ganti rugi, meskipun telah ada sertifikat sebagai bukti hak milik 
yang kadang-kadang berujung kepada proses hukum melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. 
Untuk itu mengenai tanah adat karena tidak jelas kepemilikan oleh marga yang mengklaim 
satu sama lain tentang pelepasan sehingga menimbulkan sengketa antara penjual dan pem-
beli. Yang intinya menurut Yoakim, pembelilah yang selalu dirugikan meskipun ada upaya 
BPN untuk memfasilitasi dan mempertemukan para pihak yang bersengketa baik penjual 
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maupun pembeli dengan tujuan menyelesaikan permasalahan mereka, kadang-kadang hal 
itu diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan juga kadang-kadang 
hal itu tidak terdapat titik temu yang berujung pada sengketa ke Pengadilan Negeri.
Pentingnya Pemilikan Hak Atas Tanah
Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyatnya masih bersifat agraris, dima-
na perekonomiannya masih bertumpu pada ekonomi pertanian, maka diperlukan aturan-
aturan hukum yang mengatur tentang status kepemilikan tanah. Indonesia memiliki ke-
tentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan sebagaimana disebutkan dalam UUPA, 
termasuk di dalamnya tercakup hukum agraria administratif dan hukum agraria perdata, 
sehingga praktek-praktek yang merugikan kepentingan umum dapat dihindarkan.
Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat 
(3) UUD NRI 1945, maka dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA memberi wewenang yang bersum-
ber pada hak menguasai dari Negara untuk mencapai sebesar-besarnya bagi kemakmuran 
rakyat, kesejateraan, adil dan damai. Atas dasar hak menguasai itulah, maka dalam Pasal 
16 ayat (1) UUPA ditetapkan macam-macam hak atas tanah berupa: hak milik, hak guna 
bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-
hak lain yang tidak disebutkan diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta 
hak-hak yang sifatnya sementara, sebagaimana disebut dalam Pasal 53 UUPA.
Pemindahan atau peralihan hak atas tanah menurut pengertian Sudargo,1 adalah per-
buatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas berpindah dari yang 
mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. Pengalihan atau pemindahan hukum 
yang bertujuan memindahkan hak atau barang atau benda bergerak atau tidak bergerak. 
Pemilikan tanah mengandung 2 (dua) aspek pembuktian agar kepemilikan tersebut 
dapat dikatakan kuat dan sempurna, yaitu:
1. Bukti Surat
Bukti kepemilikan yang terkuat adalah sertifikat tanah, namun itu tidaklah mut-
lak. Artinya, sebuah sertifikat dianggap sah dan benar selama tidak terdapat tuntutan 
pihak lain untuk membatalkan sertifikat tersebut. Ketidakmutlakan itu untuk menja-
min asas keadilan dan kebenaran. Oleh karenanya, ada 4 (empat) prinsip yang wajib 
dipenuhi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, yaitu:
a. Dasar hukum (alas hak kepemilikan)
Hal ini untuk mengetahui atau memastikan dengan dasar apa tanah  tersebut di-
peroleh; apakah jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, atau dari pihak garap 
tanah nagara, termasuk juga riwayat tanahnya.
b. Identitas pemegang hak (kepastian subyek)
Untuk memastikan siapa pemegang hak sebenarnya dan apakah orang tersebut 
benar-benar berwenang untuk mendapatkan hak tanah yang dimaksud.
c. Letak dan luas obyek tanah (kepastian obyek)
   Diwujudkan dalam bentuk surat ukur/gambar situasi (GS) untuk memastikan di 
mana letak/batas-batas luas tanah tersebut agar tidak tumpang tindih dengan tanah 
orang lain, termasuk untuk memastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada 
1  Sudargo Gautama dan G.Sukahar Badwi, 1986. Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria. Bandung, 
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(fiktif). 
d. Prosedur penerbitannya (procedural)
Harus memenuhi asas publisitas yaitu dengan mengumumkan pada kantor kelu-
rahan atau kantor pertanahan setempat tentang adanya permohonan hak atas ta-
nah tersebut, agar pihak lain yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan 
sebelum pemberian hak (sertifikat) itu diterbitkan (pengumuman tersebut hanya 
diperlukan untuk pemberian hak/sertifikat baru bukan untuk balik nama sertifikat). 
Prosedur teknis lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang 
pendaftaran tanah (PP No. 24 Tahun 1997).
Bilamana terdapat cacat hukum, dengan kata lain tidak memenuhi syarat-syarat 
dari salah satu atau lebih dari empat prisip diatas, maka konsekuensinya pihak ke-
tiga yang mempunyai kepentingan terhadap tanah tersebut dapat mengajukan permo-
honan pembuatan sertifikat, baik melalui   putusan  menteri  negara agraria (kepala 
badan pertanahan nasional). 
Selain sertifikat, terdapat pula bukti surat lainnya yang biasa dikenal dengan 
nama, Ipeda, SPPT (PBB) untuk tanah adat atau tanah garapan. Namun sebenarnya 
dokumen tersebut bukanlah tanda bukti kepemilikan, tetapi tanda pembayaran pajak.
hal ini dapat membuktikan bahwa orang pemegang dokumen tersebut adalah orang 
yang menguasai atau memanfaatkan tanah tersebut yang patut diberikan hak atas ta-
nah. 
Sistem negatif, bahwa segala apa yang tercantum di dalam sertiftkat tanah di-
anggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya (tidak benar) di 
muka pengadilan. Mengenai peralihan hak atas tanah menurut sistem negatif adalah 
asas memo plus yurist, yakni melindungi pemegang hak atas tanah yang se-
benarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pe-
megang hak sebenamya.
Sistem negatif pada pelaksanaan tanah adat telah terimplemtasi dengan baik dan 
apakah kultur hukum berupa kesadaran hukum dan realitas sosial dapat mempenga-
ruhi pelaksanaan pendaftaran tanah guna mewujudkan kepastian hukum hak milik 
atas tanah sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian  hukum.
Di dalam prakteknya, dokumen sejenis ini cukup kuat dijadikan dasar permo-
honan hak atas tanah atau sertifikat, karena pada dasarnya hukum tanah kita bersum-
ber pada hukum tanah adat yang tidak tertulis. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 UUPA.
1. Bukti Fisik
Untuk memastikan bahwa orang yang bersangkutan benar-benar menguasai se-
cara fisik tanah tersebut dan menghindari terjadi dua penguasaan hak yang berbeda 
yaitu hak atas (fisik) dan hak bawah (surat). Hal ini penting di dalam proses pem-
bebasan tanah, khususnya dalam pelepasan hak atau ganti rugi, dan untuk memasti-
kan bahwa si pemegang surat (sertifikat) tersebut tidak menelantarkan tanah tersebut 
karena adanya fungsi sosial tanah. Dalam hal ini yang paling penting adalah aspek 
legalnya. Juga beberapa hal tentang pembayaran dan penandatanganan Akta Jual Beli 
(AJB), guna mencegah kerugian di kemudian hari. Beberapa hal yang perlu diperha-
tikan, antara lain:555
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a. Pengecekan keabsahan sertifikat tanah di kantor pertanahan setempat dan memas-
tikan rumah tersebut letaknya sesuai dengan gambar situasi di sertifikat.
b. Memastikan bahwa si penjual adalah pemegang hak yang sah atas rumah tersebut 
dengan cara memeriksa buku nikah dan fatwa waris untuk mengetahui siapa saja 
ahli waris yang sah, karena harta tersebut adalah harta warisan dan suaminya. 
c. Meminta surat keterangan dari pengadilan negeri setempat, apakah rumah terse-
but dalam sengketa atau tidak. 
d. Meminta keterangan tentang advis planning dari kantor dinas tata kota setempat 
untuk mengetahui rencana perubahan peruntuhan di lokasi tersebut. 
e. Memeriksa izin mendirikan bangunan (IMB) untuk memastikan apakah renovasi 
tersebut sesuai dengan IMB perubahannya. Jika tidak bangunan itu bisa disegel 
atau denda memastikan yang menandatangani Akta Jual Beli dari pihak penjual 
ahliwaris yang sah atau setidaknya mempunyai kuasa untuk kepentingan tersebut.
 Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, terdapat beberapa hal 
yang dapat penulis jelaskan kondisi obyektif pemerintah daerah dan masyarakat di Kabu-
paten Biak Numfor, yakni:
Bahwa di satu sisi penguasaan hak tanah ulayat oleh masyarakat secara positif oleh 
karena masyarakat sendiri merasa sebagai pemilik satu-satunya tanah ulayat guna kelang-
sungan hidup mereka. Di sisi lain, masyarkat sendiri mengabaikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku artinya bahwa ketika tanah ulayat dipergunakan untuk kepentingan 
umum, pemerintah selalu mendapat hambatan dan dihalangi untuk kepentingan umum, 
sehingga seakan-akan tidak bermakna fungsi sosial hak atas tanah, sehingga sulit untuk 
mamahami sesungguhnya hakekat tanah ulayat itu sendiri.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis 
menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa secara substansi mengenai hak tanah adat dan pendaftarannya sebelum ad-
anya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terlalu didominasi oleh Pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah, sehingga  tingkat pemahaman masyarakat serta kesada-
ran akan hak dan manfaat dari tanah adat serta prosedur pendaftaran tanah ke kan-
tor Badan Pertanahan Nasional untuk mendapat kepastian hukum, sebagaimana diatur 
dalam UUPA. Sehingga hak-hak masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Biak 
Numfor sebagai pemilik hak-hak tanah adat dan tanah ulayat belum sepenuhnya dapat 
diwujudkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa jaminan aturan hukum dan kebijakan 
pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan kepastian hukum hak milik atas tanah 
pada dasarnya belum terwujud secara optimal.
2. Implementasi pelaksanaan hak atas tanah adat dan pendaftarannya setelah berlakunya 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor, yang dilakukan 
pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Biak tidak luput dari pengaruh berbagai fak-
tor, yaitu: faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor 
kesadaran hukum, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. 556
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Saran
Berkenaan dengan beberapa kesimpulan di atas, selanjutnya penulis mengajukan 
saran-saran sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan dan tata cara kepemilikan hak atas tanah adat dan pendaftaran ta-
nah hendaknya lebih menekankan pada terlaksanannya prinsip-prinsip dasar pendaft-
aran tanah yang diatur pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Hal 
ini dimaksudkan agar pelaksanaan pendaftaran tanah benar-benar dapat mewujudkan 
tujuan pendaftaran tanah, termasuk menghargai hak-hak tanah masyarakat adat.
2. Keberhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah yang seyogyanya memperhatikan penga-
ruh dari faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, fak-
tor kesadaran hukum, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Karena dilihat sifatnya, 
faktor-faktor tersebut merupakan faktor eksternal yang cukup berpengaruh dalam me-
nyukseskan pelaksanaan pendaftaran tanah. Selain itu, pemerintah perlu membuat satu 
regulasi yang dapat mengatur khusus yang berkenaan dengan fungsi sosial hak atas 
tanah sebagaimana yang diamanahkan pada Pasal 6 UUPA.
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Abstract
Basically this research is normative, that is, a study that began with menginvetarisir the 
provisions of Islamic law relating to Islamic Economics, Islamic Banking in particular 
with respect to its implementation in empowering Micro, Small and Medium Enterprises 
(UMKM). This study aimed to determine the extent of understanding of Islamic Banking 
UMKM and the circumstances of each party, this research also uses field research (field 
research). In realaitasnya, has been among UMKM faced with various problems, among 
others lack of capital, lack of capacity of human resources, marketing and managerial 
weaknesses, and others. Through intense and powerful relationship with Islamic banks, the 
constraints that have inhibited the development of SMEs can be overcome.
Keywords: Islamic Banking, UMKM
Abstrak
Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu 
penelitian yang dimulai dengan jalan menginvetarisir ketentuan-ketentuan Hukum Islam 
yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah, khususnya Perbankan Syariah sehubungan 
dengan implementasinya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman pelaku 
UMKM dan Perbankan Syariah terhadap situasi dan kondisi masing-masing pihak, maka 
penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan. Pada realaitasnya, selama ini 
kalangan UMKM dihadapkan pada berbagai masalah, antara lainnya kekurangan modal, 
keterbatasan kemampuan kualitas sumber daya manusia, kelemahan manajerial dan 
pemasaran, dan lain-lainnya. Melalui hubungan yang intensif dan berdayaguna dengan 
bank syariah, maka kendala yang selama ini menghambat perkembangan UMKM dapat 
tertanggulangi.
Kata Kunci: Perbankan Syariah, UMKM
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PENDAHULUAN
Tujuan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, 
berdasarkan demokrasi ekonomi. Agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai 
dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan 
kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di dalam 
masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan 
tujuan pembangunan nasional.
Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam 
perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai 
Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. 
Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan 
keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan 
perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebutkan Perbankan Syariah.
Kehadiran Perbankan Syariah di Indonesia relatif masih baru, namun mengalami 
perkembangan yang cepat dan pesat. Berdasarkan statistik Bank Indonesia, per Oktober 
2011, total aset perbankan syariah mencapai Rp. 130,5 triliun atau naik 47,5% secara year 
on year (yoy), sedangkan jumlah Bank Umum Syariah (BUS), 11, Unit Usaha Syariah 
(UUS) mencapai 23, dan 154 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).1
Bank Syariah yang juga disebut sebagai Bank Islam merupakan sistem perbankan 
yang berbeda dari perbankan konvensional. Bank Syariah atau Bank Islam adalah bank 
yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu bank yang tata cara 
beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Makna bank 
yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam adalah bank yang dalam beroperasinya 
mengikuti ketentuan-ketentuan Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah 
secara Islam.2
 Apabila perbankan konvensional hanya didasarkan pada hubungan antara bank 
konvensional dengan nasabahnya tanpa aturan lainnya, maka lain halnya pada perbankan 
syariah yang mengusung nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islami. Suatu nilai dan prinsip 
yang digali dan dikembangkan dari sistem Hukum Islam dan memberi dasar, patokan serta 
petunjuk bagi operasionalisasi perbankan syariah.
Landasan Hukum Islam sekaligus sebagai sumber hukum perbankan syariah akan 
menempatkan kegiatan usahanya senantiasa diliputi dan dihubungkan dengan nilai-nilai 
dan prinsip-prinsip yang lebih tinggi daripada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Hukum 
Nasional, dan di sinilah kedudukan dan keutamaan Hukum Islam yang antara lainnya 
bertolak dari nilai robbani (Ilahiyah).
Tumbuh dan berkembangnya sistem perbankan syariah terkait erat dengan kebutuhan 
hukum masyarakat, agar terjamin dan terhindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. 
Kegiatan ekonomi syariah seperti bank syariah terwujud sebagai keinginan dan kebutuhan 
masyarakat agar terhindar misalnya dari praktik ribawi. Prinsip perbankan syariah 
merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip 
1 Majalah Infobank, No. 394, Januari 2012, hlm. 63.
2 Veithzal Rivai, dkk., Islamic Transaction Law in Business, Dari Teori ke Praktik, Bumi Aksara, 
Jakarta,  2011, hlm. 238.563
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dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan 
sistem antara lain prinsip bagi hasil.
Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang 
sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi 
risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan 
nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional 
karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh 
pengelola modal.
Apa yang digambarkan di atas tidak dikenal dalam perbankan konvensional yang 
dalam praktiknya semaksimal mungkin membebani nasabahnya dengan potensi risiko. 
Bank konvensional tidak mengenal saling berbagi, baik berbagi keuntungan maupun risiko, 
akan tetapi jika ada risiko bisnisnya maka hanya ditanggung sendiri oleh nasabahnya, 
seperti dalam hal perjanjian kredit bank.
Perbankan konvensional dibangun dan dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalisme/
liberalisme yang berasal dari individualistis. Karena bersendi dari paham individualisis 
maka dalam praktiknya kepentingan nasabah bukanlah suatu hal yang penting. Nasabah 
bank konvensional dapat memanfaatkan dana sepanjang tetap berpegang pada ketentuan-
ketentuan yang telah diatur terlebih dahulu. Sedangkan sistem ekonomi syariah perihal 
kehidupan merupakan suatu sistem yang unik dan istimewa. Ia mencakup berbagai 
peribadatan dan membawa ruh ke tingkat yang tinggi dan mengikat manusia dengan 
Allah SWT. Mencakup akhlak yang mengendalikan berbagai naluri dan mensucikan 
jiwa. Mencakup adab yang mengangkat perilaku ke derajat yang tinggi dan memperindah 
kehidupan. Mencakup syariah yang menjelaskan yang halal dari yang haram, menegakkan 
keadilan, mencegah kedzaliman, mengatur hubungan individu dengan individu, individu 
dengan keluarga, individu dengan umat, umat yang satu dengan lainnya atas dasar ukhuwah.
Perbankan syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, menurut Abdul 
Ghofur Anshori,3 bahwa sumber ekonomi syariah khususnya perbankan syariah tidak 
terpisahkan dari filsafat ekonomi syariah, yang di dalamnya terdapat tiga asas pokok atau 
prinsip pokok yang meliputi:
1. Asas yang menjelaskan bahwa dunia dan seluruh isinya, termasuk alam semesta, 
adalah milik Allah SWT dan berjalan menurut kehendak-Nya;
2. Asas yang menjelaskan bahwa Allah SWT merupakan pencipta semua makhluk hid-
up yang ada di alam semesta ini. Konsekuensi yang timbul dari hal tersebut adalah 
bahwa seluruh makhluk hidup tersebut harus tunduk kepada-Nya;
3. Asas yang menjelaskan bahwa iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi pola 
pikir dan tingkah laku ekonomi manusia.
Beberapa nilai dan prinsip dalam ekonomi syariah, khususnya dalam perbankan 
syariah tersebut ditempatkan sebagai kerangka landasan penelitian dan pembahasan ini, 
sehingga menempatkan Hukum Islam sebagai titik tolaknya. Perbankan syariah yang 
tumbuh dan berkembang serta yang dimaksudkan ialah berlaku di Indonesia, sehingga 
ketentuan Hukum Nasional berdasarkan UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan 
perundangan, antara lain Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 
3 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2009), Refika Aditama, 
Bandung, 2009, hlm. 46. 564
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merupakan bagian penting untuk menerangkan titik tolaknya. 
Bertolak dari ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, maka asas, tujuan, dan 
fungsi perbankan syariah tidak terpisahkan dari peranannya dapat meningkatkan kesejahter-
aan masyarakat yang pada giliran akhirnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan 
Negara Kesejahteraan. Perbankan syariah sebagaimana halnya sistem perbankan secara 
garis besar memiliki beberapa kategori kegiatannya. Abdul Ghofur Anshori,4 menjelaskan 
bahwa secara garis besar dapat dibedakan tiga kategori kegiatan yang dapat dilakukan oleh 
bank syariah, yaitu kegiatan penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (lending), dan 
kegiatan di bidang jasa (service).
Uraian di atas menempatkan kedudukan dan peran perbankan syariah sebagai bagian 
dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menunjang pemerataan pembangunan 
dan hasil-hasilnya, yang banyak terjelma pada kegiatan penyaluran dana kepada masyara-
kat khususnya para nasabahnya.
Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan secara langsung oleh perbankan 
syariah, misalnya dengan menyalurkan dana kepada nasabahnya, seperti kepada Usaha Mi-
kro, Kecil dan Menengah (UMKM), melainkan dapat pula dilakukan oleh Pemerintah me-
lalui berbagai kegiatan pembangunan. Bantuan Tunai Langsung (BTL) misalnya, adalah 
salah satu  bagian dari pemberdayaan masyarakat miskin dengan segala kelemahannya 
pada implementasinya.
Pemberdayaan UMKM oleh perbankan syariah memiliki karakteristik tersendiri, 
oleh karena objek pembiayaan berbeda dari objek perbankan konvensional. Terdapat pola 
pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama antara perbankan syariah dengan UMKM, 
seperti dalam bentuk syariah atau mudharabah.
Terdapat berbagai bentuk kerjasama antara perbankan syariah dengan UMKM yang 
dapat meningkatkan kinerja usahanya menjadi lebih maju, dan lebih baik. Pola kerjasama 
tersebut tidak ditemukan dalam perbankan konvensional dan lebih dipertegas pula pada 
Pasal 187 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 02 Ta-
hun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menentukan bahwa “Pemilik 
modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk 
melakukan kerjasama dalam usaha.”
Substansi perbankan syariah untuk menunjang UMKM terkait erat dengan 
peranannya sebagaimana tugas dan fungsi bank syariah itu sendiri. Dana yang dihimpun 
dari masyarakat yang pada dasarnya adalah dana yang menganggur dan disimpan di bank 
syariah, pada akhirnya akan disalurkan kembali kepada nasabah, khususnya kalangan 
pelaku UMKM. Peranan penting dalam penyediaan dana bank syariah tersebut  akan 
menumbuhkembangkan operasionalisasi UMKM.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian di atas,  maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana keberadaan substansi hukum perbankan syariah dalam menunjang pember-
dayaan UMKM?
2. Bagaimana implementasi nilai-nilai syariah terimplementasi dalam pemberdayaan 
UMKM?
4 Abdul Ghofur Anshori, Op-Cit, hlm. 38.565
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METODE PENELITIAN
Sifat Penelitian
Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian 
yang dimulai dengan jalan menginvetarisir ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang 
berkaitan dengan Ekonomi Syariah, khususnya Perbankan Syariah sehubungan dengan 
implementasinya dalam pemberdayaan UMKM.
Untuk dapat mengetahui sejauhmana pemahaman pelaku UMKM dan Perbankan 
Syariah terhadap situasi dan kondisi masing-masing pihak, maka penelitian ini juga 
menggunakan penelitian lapangan (field research) berdasarkan Surat Izin Penelitian 
Nomor: 7357/H4.6.1/PL.02/2011 tertanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh 
Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
Tiap penelitian ini sengaja digunakan mengingat permasalahan yang dibahas 
berkenaan dengan pemberdayaan UMKM oleh Perbankan Syariah, mengingat lebih dari 
50 juta unit UMKM yang menggerakkan ekonomi masyarakat.
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang mencakup beberapa 
kabupaten/kota (Manado, Bitung, Kota Kotamobagu, Bolaang Mongodow, dan Bolaang 
Mongondow Utara). Lokasi penelitian di atas sengaja dipilih ditinjau dari segi jumlah dan 
heterogenitas penduduk serta jangkauan Perbankan Syariah.
Teknik Penarikan Sampel
Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya, 
karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju 
populasi.5
Pada penelitian ini, teknik sampling yang digunakan ialah purposive sampling. 
Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 
tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang 
apa yang diharapkan, atau mungkin dia memiliki otoritas sehingga akan memudahkan 
peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.6
Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan pada penelitian ini, maka dilakukan 
penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). 
Penelitian kepustakaan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari beberapa 
bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 
tersier. Sedangkan penelitian lapangan diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik 
penyebaran kuesioner dan hasil wawancara langsung dengan narasumber.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Substansi Hukum Perbankan Syariah dalam Menunjang Pemberdayaan UMKM
Perbankan Syariah yang digali dan diangkat dari ketentuan Hukum Islam dalam ap-
likasinya di suatu negara, khususnya di Negara Republik Indonesia, telah menempatkan 
ketentuan Hukum Islam sebagai landasan filosofinya, dan berbagai peraturan perundang-
5 Bambang Sunggono, 2001, hlm. 123.
6 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 54. 566
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undangan sebagai landasan yuridisnya. Oleh karena itu, kehadiran Perbankan Syariah 
adalah tuntutan kebutuhan masyarakat akan adanya suatu lembaga perbankan yang men-
jamin nilai spiritual Islami, maka perkembangan kebutuhan itu adalah bagian dari nilai 
sosiologinya.
Latar belakang muncul dan menguatnya keinginan masyarakat agar digali dan 
dikembangkan keinginan dan potensi masyarakat agar terbentuknya Perbankan Syariah, 
tampak pada penjelasan umum atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, antara lainnya 
sehubungan dengan upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, bahwa agar 
tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global 
yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali 
berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi 
dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalian 
potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah 
pengembangan ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-
prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-
nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin).
Instrumen hukum lain ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI) di bidang Perbankan Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) di bidang 
Perbankan Syariah. Kedudukan DSN-MUI yang menerbitkan berbagai jenis dan aturan 
yang berkaitan dengan operasionalisasi Perbankan Syariah, juga dapat dikemukakan 
contohnya dalam bentuk penghimpunan dana (funding) maupun penyaluran dana (lending) 
serta produk-produk di bidang jasa perbankan syariah.
Peraturan Perbankan Syariah
Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan duniawi maupun ukhwari, 
termasuk dalam lapangan perekonomian yang dikenal sebagai sistem ekonomi Islam atau 
sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini kemudian berkembang antara lain dalam 
disiplin ilmu tersendiri yang dinamakan sebagai Perbankan Syariah, yang berdampingan 
dengan ekonomi konvensional yang melahirkan Perbankan Konvensional.
Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai 
sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan 
ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang 
memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut diantaranya dituangkan 
dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.
Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan 
keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan tentang Perbankan 
Syariah di Indonesia telah mulai ditentukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan, kemudian dipertegas pula dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. 
Berlakunya peraturan perundangan ini telah memberikan kedudukan yang kuat untuk 
menjadi landasan hukum Perbankan Syariah di Indonesia, yang selanjutnya juga dipertegas 
dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang 
menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan 
prinsip-prinsip syariah. Peraturan-peraturan tersebut merupakan landasan hukum bagi 
perbankan nasional untuk menerapkan sistem perbankan ganda (dual banking system), 
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yakni di satu pihak dikenal dan diatur sistem perbankan konvensional dan di lain pihak 
dikenal dan diatur sistem Perbankan Syariah.
Rangkaian peraturan perundangan tersebut merupakan ketentuan hukum di masa 
awal pertumbuhan Perbankan Syariah, telah pula meletakkan dasar bagi muncul dan 
beroperasinya sejumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah. Perkembangannya kemudian semakin jelas dan kuat dengan berlakunya 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang merupakan 
pengaturan khusus dan khas dari Perbankan Syariah di Indonesia, dan mulailah 
perkembangan menarik dan signifikan Perbankan Syariah di Indonesia.
Pengaturan-pengaturan tersebut telah menguatkan landasan hukum Perbankan 
Syariah, sehingga legalitas atau keabsahannya tidak dapat disangkal lagi, serta memberikan 
peluang bagi tumbuh dan berkembangnya Perbankan Syariah berdampingan dengan sistem 
perbankan konvensional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah 
ditentukan.
Perbankan Syariah yang mengusung dan dilandasi pada sistem Hukum Islam telah 
menunjukkan peranan pentingnya melalui kegiatan operasionalisasinya, seperti dalam 
pembiayaan kepada para nasabahnya. Kedudukan yang demikian merupakan bagian 
penting dari substansi Hukum Islam dalam lapangan muamalat, bahwa perbankan 
syariah merupakan kegiatan dan konsep usaha atau bisnis yang tumbuh dan berkembang 
berdasarkan ketentuan Hukum Islam.
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dapat dilihat dari berdiri dan 
beroperasinya sejumlah Bank Umum Syariah, sebagaimana yang tertera pada Tabel 1, 
berikut ini.
Tabel 1. Bank Umum Syariah di Indonesia
No. Nama Bank Total Aset (Sept. 2011) (Rp)
1 Bank Syariah Mandiri 43.511.837
2 Bank Muamalat Indonesia 25.596.580
3 Bank BNI Syariah 7.358.898
4 Bank Mega Syariah 4.787.659
5 Bank Maybank Syariah Indonesia 1.506.441
6 Bank BRI Syariah 9.531.794
7 Bank Jabar-Banten Syariah 2.332.027
8 Bank Syariah Bukopin 2.413.317
9 Bank BCA Syariah 1.052.049
10 Panin Bank Syariah 820.471
11 Bank Victoria Syariah 375.621
Sumber: Majalah InfoBank 7 
Tabel tersebut menunjukkan peningkatan perbankan syariah di Indonesia, yang sesuai 
statistik Bank Indonesia per bulan Oktober 2011, total aset perbankan syariah mencapai 
Rp. 130,5 triliun atau naik 47,5% secara year on year (yoy). Dengan demikian, pangsa 
pasar perbankan syariah mencapai 3,7% dari total aset perbankan nasional. Sedangkan 
jumlah Bank Umum Syariah (BUS) ada 11, Unit Usaha Syariah mencapai 23, dan 154 
7 Majalah InfoBank, No. 394, Januari 2011, hlm. 62. 568
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Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Sebagaimana menjadi tujuannya menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 
2008, perbankan syariah telah berperan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan 
masyarakat melalui berbagai kegiatan usahanya. Peranan perbankan syariah tersebut tampak 
dalam bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pendapatan sekaligus meningkatkan 
taraf hidup rakyat banyak.
Sesuai Tabel 1, pangsa pasar perbankan syariah secara nasional masih rendah karena 
baru mencapai 3,7% dari total aset pangsa pasar perbankan nasional. Hal itu dapat dipahami 
karena perbankan syariah relatif masih baru beroperasi di Indonesia dibandingkan dengan 
perbankan konvensional yang telah lama beroperasi, bahkan jauh sebelum kemerdekaan 
Republik Indonesia.
Implementasi pemerataan pada perbankan syariah tampak pula secara khusus pada 
kegiatan perbankan syariah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana pada Tabel 
2 berikut.
Tabel 2. Nama Kantor Cabang (Pembantu) Bank Syariah di Sulut
No Nama Bank Tanggal Buka (Operasi)
1 KC Manado PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) 11  Feb  2005
2 KCP BSM Bitung 23  Juli  2010
3 KCP BSM Kotamobagu 18  Mar  2011
4 KK BSM Pasar 45 Manado 23  Juli  2010
5 KC Manado, PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) 2  Juni  2006
6 KCP BMI,  Kotamobagu 26  Apr  2010
7 KK BMI, Pasar 45, Manado 13  Okt  2010 
8 KC PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) 11  Mar  2010 
9 KCP BSMI Pinasungkulan, Manado 13  Apr  2010
10 KCP BSMI Tomohon 13  Apr  2010
11 KCP BSMI Bitung 13  Apr  2010
12 KCP BSMI Kotamobagu 13  Apr  2010
Sumber: Hasil Penelitian di Bank Indonesia, Manado, Februari 2012
Berdasarkan pada Tabel 2 di atas, di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai pelopor 
berdirinya perbankan syariah ialah PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) yang membuka 
Kantor Cabangnya di Kota Manado pada tahun 2005, kemudian disusul oleh PT. Bank 
Muamalat Indonesia (BMI) yang membuka Kantor Cabang di Kota Manado pada tahun 
2006.
Implementasi pemerataan melalui kegiatan perbankan syariah terjalin antara 
lainnya melalui berbagai kegiatan operasional perbankan syariah, yang bertumpu pada 
penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (lending), dan kegiatan di bidang jasa 
(service).
Pembahasan ini menunjukkan bahwa melalui sejumlah regulasi telah dimungkinkan 
pembukaan kantor cabang maupun kantor cabang pembantu Bank Syariah di berbagai 
daerah yang ada di Indonesia, dan membuka peluang bagi berperannya Perbankan Syariah, 
khususnya dalam pemberdayaan para nasabahnya teristimewa UMKM. Pemberdayaan 569
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mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berperannya Bank Syariah dalam 
penyaluran dana kepada nasabahnya, dan dengan demikian, akan dapat memudahkan para 
pelaku UMKM untuk berkembang, oleh karena selama ini para UMKM dihadapkan pada 
keterbatasan permodalan.
Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Pemberdayaan UMKM
Fungsi utama Perbankan Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat, dan 
menyalurkannya kembali kepada masyarakat (nasabah) yang membutuhkannya. Substansi 
penyaluran dana dan penghimpunan dana yang demikian sejalan dengan asas dan tujuan 
Perbankan Syariah yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi 
ekonomi dan prinsip kehati-hatian (prudential principle), sedangkan sebagai tujuan Per-
bankan Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka me-
ningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Kegiatan usaha Bank Syariah dalam bentuk penyaluran dana dilakukan dalam berb-
agai bentuk pembiayaan, dan di dalamnya terkait erat dengan berbagai Akad Pembiayaan 
itu sendiri. Penyaluran dana Bank Syariah kepada para nasabahnya, khususnya UMKM 
merupakan bagian penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 
rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (na-
sabah).
Dengan segala keterbatasan UMKM, khususnya keterbatasan modal, maka dengan 
bantuan dan pembiayaan dari Bank Syariah, UMKM yang bersangkutan dapat mengem-
bangkan kegiatan usahanya menjadi lebih baik, lebih maju, dan pada giliran akhirnya akan 
lebih sejahtera.
Perbankan Syariah mengusung sejumlah nilai yang terimplementasi pada pember-
dayaan UMKM. Nilai Ilahiyah misalnya, akan tetap mendekatkan Bank Syariah dan Na-
sabahnya (UMKM) bahwa kegiatan bisnis tetap berada dalam tata aturan berdasarkan pada 
sumber-sumber Hukum Islam. Nilai Keadilan (Al-‘Adalah) memberikan tempat utama 
dalam mekanisme hubungan antara Bank Syariah dengan nasabahnya (UMKM), seperti 
pada Akad Murabahah dan Akad Musyarakat, oleh karena terjadi pola kemitraan antara 
Bank Syariah dengan nasabahnya (UMKM). Bank Syariah menyediakan dana (pembiay-
aan) dan pelaksana dana (kegiatan usaha) adalah UMKM. Konsekuensi yang timbul ialah 
dapat saja terjadi sama-sama mendapatkan keuntungan, dan dapat pula terjadi sama-sama 
menderita kerugian. Inilah yang dikenal sebagai pola bagi hasil, yang dapat diartikan bagi 
untung dan bagi rugi.
Nilai Keadilan dalam implementasi akad-akad tersebut di atas berarti pihak nasabah 
(UMKM) tidak dibebani risiko bisnis karena risiko ditanggung bersama dengan Bank Sya-
riah. Lain halnya pada Perbankan Konvensional manakala terjadi kredit macet, maka agu-
nan nasabah akan dilelang untuk mengembalikan dana bank yang bersangkutan. Kedua 
nilai tersebut merupakan bagian dan contoh dari implementasi nilai-nilai syariah dalam 
kegiatan Bank Syariah guna mewujudkan pemberdayaan UMKM.
Nilai Ilahiyah
Nilai ilahiyah merupakan suatu nilai terpenting dan tertinggi dalam ekonomi  syariah 
yang berasal dari ketentuan-ketentuan Hukum Islam, yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah. 
Nilai ilahiyah ini kemudian menurunkan sejumlah nilai dan prinsip dalam ekonomi syariah. 570
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Ekonomi syariah dapat dipahami sebagai doktrin (mashab) maupun praktik (tatbiq). 
Ia disebut doktrin apabila dilihat dari segi sumber dan dasar-dasarnya, sedangkan sebagai 
praktik, apabila dilihat dari segi implementasi dan aplikasinya. Dalam pandangannya, 
Islam hanya mengenai satu doktrin ekonomi, yaitu dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi 
yang berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah. Pada level ini, ekonomi Islam bersifat ilahiyah, 
sebab ia merupakan prinsip-prinsip ekonomi yang berasal dari wahyu Tuhan. Ia senantiasa 
relevan dalam setiap ruang dan waktu dan tidak menerima perubahan. Oleh sebab itu, dalam 
keadaan apapun, tidak terdapat perbedaan pada level doktrina ini.
Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai sumber-sumber hukum utama dari ekonomi syariah 
yang sekaligus juga adalah sumber-sumber hukum Islam, berada pada tempat tertinggi 
dalam pembahasan tentang nilai ilahiyah sebagai salah satu nilai ekonomi syariah. Nilai 
ilahiyah ini dalam peristilahannya menurut para pakar disebutkan berbeda-beda, meskipun 
maknanya adalah sama. Arfin Hamid8 menghimpun beberapa peristilahannya seperti 
menurut pandangan Yusuf Qardhawy nilai ilahiyah (ketuhanan) merupakan nilai tertinggi 
yang harus mengejahwantahkan dalam segala perilaku manusia; menurut Adiwarman 
Karim ialah nilai akidah; sedangkan Syafi’i Antonio dan Ali Yafie menyebutnya dengan 
nilai tauhid. Penggunaan istilah itu dari sisi orientasinya bermuara pada kemahakuasaan 
Tuhan sebagai penentu segala-galanya.
Lebih lanjut dikemukakan bahwa hakikatnya yang menduduki nilai-nilai tertinggi 
ialah nilai ilahiyah. Dari nilai inilah Diturunkan sistem keyakinan (akidah) atau sistem 
ketauhidan (teologis), selanjutnya melahirkan kaidah/norma konsep kepemilikan, yaitu 
Tuhan sebagai pemilik mutlak dan manusia sebagai pemilik semu.
Nilai ilahiyah dalam konsep Ekonomi Syariah disebut pula sebagai Ekonomi ilahiyah 
(ketuhanan) yang mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi 
perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia hanya 
berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah.
Sebagai nilai tertinggi, nilai ilahiyah akan memberikan tuntunan dan bimbingan bagi 
setiap manusia dalam berusaha, oleh karena konsep Ekonomi Syariah didasarkan pada 
sejumlah aturan utama atau primer berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam bidang 
ekonomi atau harta benda.
Pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi, karena tugas kekhalifahan manusia 
adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan 
(al-An’aam:165), serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas (adz-Dzaariyaat:56). 
Dan, di antara dua anugerah nikmat utama, yaitu manhaj al-hayat ‘sistem kehidupan’ dan 
nasilah al-hayat ‘sarana kehidupan’. Manhaj al-hayat adalah seluruh aturan kehidupan 
manusia yang bersumber kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk 
keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan 
melakukan atau sebaiknya meninggalkan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum 
lima, yakni wajib, sunnah (mandub), mubah, makruh, atau haram.9
Aturan-aturan tersebut di atas dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia 
8 Arfin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia. Aplikasi dan Perspektifnya, 
Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007b, hlm. 68.
9 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah. Dari Teori ke Praktik. Gema Insani, Jakarta, 2001, 
hlm. 7.571
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sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan 
raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. 
Nilai ilahiyah dalam ekonomi syariah adalah salah satu nilai pokok dalam Hukum 
Islam yang sekaligus menjadi sumber nilai tertinggi (grundnorm) dan memiliki sifat 
filosofis dan universal yang digali dari sumber Hukum Islam, yakni Al-Qur’an dan As-
Sunnah, serta Ijtihad. Universalitas nilai-nilai itu dimaksudkan bukan hanya khusus untuk 
kegiatan ekonomi melainkan juga sebagai sumber nilai tertinggi terhadap segala aktivitas 
manusia di bumi.
Ekonomi syariah bercirikan ketuhanan (ilahi-rabbani), karena ia berpijak pada 
sejumlah kaidah, dasar, dan prinsip ketuhanan yang berasal dari sumber-sumber syariah 
Islam. Ekonomi syariah berwatak ketuhanan dari segi sumber dan titik tolaknya, tujuan, 
dan sasarannya, metode dan perangkatnya, serta konsep dan nilainya.
Nilai ilahiyah berdasarkan pembahasan tersebut di atas merupakan grunnorm bagi 
kegiatan ekonomi syariah. Islam sebagai al-din (the religion) mencakup seluruh aspek 
kehidupan manusia, termasuk di dalamnya aspek kenegaraan dan hukum. Al-Qur’an tidak 
mengenal doktrin pemisahan antara kehidupan agama dan kehidupan kemasyarakatan. 
Karena itu, paham sekularisme yang ingin memisahkan antara kehidupan agama dan 
kehidupan kemasyarakatan tidak dikenal dalam ajaran Islam.
Nilai ilahiyah sebagai nilai tertinggi dari ekonomi syariah tidak terpisahkan dari 
sistem keyakinan Islam. Menurut Arfin Hamid,10 sistem keyakinan ini diabstraksikan dalam 
aktivitas kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi yang melahirkan sejumlah prinsip 
dasar, yaitu sebagai berikut:
1. Beriman kepada Allah yang maha tinggi yang menciptakannya, menyempurnakan, 
memberi hidayah, dan memberi rahmat.
2. Manusia tidak hanya dimaknakan secara biologis yang tersusun dari tulang belulang 
yang dibalut dengan daging, urat dan darah, akan tetapi ia dilengkapi dengan sistem 
runish (kerohanian) yang bernilai tinggi sehingga akan menyandang status khalifah 
di dunia.
3.  Manusia hanya diharuskan mengabdi kepada Allah SWT.
4. Allah memberikannya perhatian khusus kepada manusia dengan tidak membiarkan-
nya dalam kesia-siaan, kebingungan, dan tanpa hidayah, melainkan Allah mengutus 
Rasul sebagai pembawa keterangan dan hidayah, penuntun ke jalan yang benar, dan 
pembawa keselamatan.
5. Orientasi kehidupan tidak hanya terarah kepada kesenangan dan pemuasan nafsu be-
laka, melainkan hidup ini diarahkan kepada pengabdian dan penyembahan kepada 
Allah SWT.
6. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan hanya sebagai proses perpinda-
han alam menuju tahapan baru yang lebih hakiki.
Nilai ilahiyah dalam ekonomi syariah menunjukkan konsep ekonomi Islam, bahwa 
kegiatan ekonomi tidak terpisahkan dari dasar dan pedoman yang ditentukan dalam Hukum 
Islam, khususnya menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, sehingga proses dan kegiatan 
ekonomi tidak hanya semata-mata berorientasi kepada aspek keduniawian melainkan juga 
aspek ketuhanan.
10 Arfin Hamid, “Hukum Ekonomi Islam …”, Op-Cit, hlm. 48. 572
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Nilai Akhlak
Implementasi akhlak dalam kegiatan ekonomi akan menampilkan profil yang 
merupakan representasi nilai-nilai humanisme, etika dan estetika. Dengan dorongan 
kesadaran jiwa, pelaku ekonomi senantiasa menyadari bahwa dalam proses produksi, 
distribusi, dan konsumsi, tetap mengacu pada kepantasan dan tidak melampaui batas. 
Standar syariah selalu mewarnai pola perilakunya, mengalahkan peran nafsu yang selalu 
mengarahkan kepada keserakahan, menghalalkan segala cara, dan mengabaikan hak-hak 
dan kepentingan orang lain karena didominasi oleh kepentingan diri sendiri.
Nilai akhlak ini senantiasa berhadapan dengan kecenderungan nafsu, di mana dalam 
proses ekonomilah yang paling rentan dengan kecenderungan nafsu tersebut. Cobaan-
cobaan dan iming-iming keuntungan material selalu muncul setiap saat. Nilai akhlak yang 
selalu berpasangan dengan nafsu (lawwamah) juga bekerja bersama-sama dengan karakter 
bebas manusia untuk menampilkan pola sikap yang sesuai dengan syariah.
Nilai akhlak ini relevan untuk dibandingkan antara nilai ekonomi syariah dengan 
ekonomi konvensional, oleh karena ekonomi syariah memiliki karakter tersendiri. 
Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu 
juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal tersebut sebagaimana yang 
ditegaskan dalam firman-Nya yang menyatakan:
Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami 
adakan bagimu di muka bumi ini (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu 
bersyukur. (QS. Al-A’raf:10)
Keterkaitan erat antara aspek ekonomi dan bisnis syariah dengan nilai akhlak tidak 
terpisahkan dari pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi. Pemilik mutlak terhadap 
segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah. Oelhnya 
itu, kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah 
mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Dalam sebuah hadits riwayat 
Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda: 
“Seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal: usianya 
untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana 
didapatkan, dan untuk apa dipergunakan, dan ilmunya untuk apa ia pergunakan”.
Nilai akhlak dalam ekonomi syariah merupakan pedoman atau petunjuk sekaligus 
sebagai batas-batas yang menentukan apakah kegiatan ekonomi dan bisnis yang sesuai 
ajaran Islam dan apakah yang dilarang menurut ajaran Islam. Bahwa kegiatan ekonomi 
dan bisnis menurut ajaran Islam senantiasa terkait erat bahkan tidak terpisahkan dari aspek 
spiritual, karena harta benda dan kepemilikan yang bersifat mutlak tidak berada pada 
manusia, melainkan berada pada Allah.
Ekonomi Syariah sebagai disiplin dan perspektif keilmuan, maka ilmu ekonomi Islam 
adalah ilmu tentang manusia yang meyakini nilai-nilai hidup Islam. Ilmu Ekonomi Islam 
tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius 
manusia. Ilmu Ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam, bahwa anjuran 
mencari harta benda tidak semata-mata ditujukan untuk menjamin kehidupan di dunia, 
melainkan juga menjamin kehidupan di akhirat. Nilai akhlak membawa kaitan erat dengan 
beberapa nilai lainnya seperti nilai kemaslahatan (al-maslahah) dan nilai keadilan dalam 
kegiatan ekonomi dan bisnis menurut ajaran Islam.573
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Nilai akhlak memiliki beberapa derivasi antara lainnya ialah kejujuran dan tanggung 
jawab. Dalam tataran ini, aspek moral, etika dan perilaku dari para pelaku ekonomi dan 
bisnis syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Asas akhlak tidak dapat ditinggalkan 
karena menjadi pendukung dan pengatur motivasi dan tujuan yang tidak dapat dijangkau 
oleh hukum. Di samping itu, asas hukum mewujud dalam tingkah laku lahiriah individu 
dalam hubungannya dengan masyarakat.
Konsep Islam tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual 
sebagaimana dilakukan bangsa Eropa dengan konsep sekuralismenya. Islam juga berbeda 
dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Manusia muslim, 
individu, maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberi 
kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun di sisi lain ia terikat dengan 
iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau 
membelanjakan hartanya.
Kajian tentang perilaku etis dalam ekonomi dan bisnis menurut perspektif ekonomi 
Islam berakar dari sumber nilai otentik dalam Islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. 
Dalam Al-Qur’an pada Surat Al-Baqarah ayat 188, ditegaskan bahwa:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu 
dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada 
Hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu 
dengan jalan berbuat dosa, pada hal kamu mengetahui.” 
Kata ‘di antara kamu’ dalam surat al-Baqarah tersebut menunjukkan bahwa, pertama, 
harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah telah membaginya 
antara mereka secara adil berdasarkan kebijaksanaan-Nya, dan melalui penetapan hukum 
dan etika sehingga upaya perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan 
dan kerusakan. Kedua, hak dan kebenaran harus ada di antara mereka yang tarik menarik 
dalam bisnis itu. Ia berada di antara mereka, sehingga tidak boleh keseluruhannya ditarik 
oleh pihak pertama menjadi miliknya, demikian pula sebaliknya, pihak kedua Untung dan 
rugi pada prinsipnya harus ditanggung bersama.
Nilai akhlak bersumber dari terwujudnya kejujuran dalam kegiatan ekonomi syariah 
dan bisnis syariah, dan kejujuran dipandang sebagai upaya yang jernih dan bersih bahwa 
dalam perilaku ekonomi dibutuhkan komitmen bersama bahwa kejujuran ditempatkan pada 
posisi utama.
Nilai Normatif
Dari peristilahannya istilah “norma” disebut pula sebagai “kaidah”. Menurut Jimly 
Asshiddiqie,11 istilah “norma” berasal dari bahasa Latin “Nomos” yang berarti nilai dan 
kemudian dipersempit maknanya menjadi “norma hukum”. Sedangkan istilah ‘kaidah’ 
berasal dari bahasa Arab “Qa‘idah” yang berarti ukuran atau nilai pengukur. Jimly 
Asshiddiqie juga merumuskan bahwa norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-
nilai, baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah.
Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum 
dan normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh 
dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan 
11  Asshiddiqie, 2006, hlm. 1. 574
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kepatuhan pada kaedah-kaedah. 
Satjipto Rahardjo12 mengemukakan, cita-cita serta norma yang mengajak masyarakat 
untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan 
dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur. Norma adalah sarana yang 
dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku 
anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain.
Dari pembahasan tersebut di atas, istilah norma selain juga diartikan sebagai kaidah, 
juga berkaitan erat dengan istilah hukum, yakni yang sering dinamakan sebagai norma 
hukum. Norma hukum juga disamakan sebagai peraturan-peraturan, oleh karena disamping 
norma hukum atau kaidah hukum, juga terdapat norma atau kaidah lainnya seperti 
kesusilaan, sopan santun, agama atau kepercayaan.
Maria Farida Indrati Soerapto,13 mengemukakan perbedaan antara norma hukum 
dengan norma-norma lainnya, yaitu:
1. Norma hukum bersifat heteronom karena datang dari luar diri manusia sendiri;
2. Norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana atau sanksi pemaksa secara fisik, 
sedangkan norma-norma lainnya tidak dapat dilekati dengan sanksi pidana atau sank-
si pemaksa secara fisik;
3. Sanksi pidana atau sanksi pemaksa dalam norma hukum dilaksanakan oleh aparat 
negara, sedangkan dalam norma-norma lainnya datang dari diri sendiri.
Di antara istilah dan makna syariah dan fikih terkandung arti yang sama dengan 
norma atau kaidah, atau hukum, oleh karena lazimnya istilah dan makna syariah dan fikih 
seringkali tertera dalam apa yang dinamakan sebagai Hukum Islam. Sehubungan dengan 
hal tersebut, pengertian syariah dan fikih hanya dapat dibedakan pemahamannya namun 
tidak mungkin dipisahkan dari salah satunya.
Dalam praktik, seringkali kedua istilah itu dirangkum dalam kata Hukum Islam, tanpa 
menjelaskan apa yang dimaksud. Ini dapat dipahami karena hubungan keduanya sangat 
erat. Syariah adalah landasan fikih, fikih adalah pemahaman tentang syariah. Perkataan 
syariah dan fikih terdapat dalam Al-Qur’an, syariah dalam surat Al-Jatsiah (45):18, dan 
fikih dalam surat At-Taubah (9):122.
Nilai normatif berdasarkan pembahasan tersebut di atas merujuk pada hukum praktis 
(amaliah) yang merupakan akar melahirkan sekaligus sumber hukum dari ekonomi syariah. 
Dari sinilah kemudian dikenal muamalah itu sendiri serta fikih muamalah. Abdul Rahman 
Ghazaly, dkk14 menerangkan secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua 
macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. 
Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu menghasilkan duniawi supaya menjadi 
sebab suksesnya masalah ukhrawy. Sedangkan muamalah dalam arti sempit (khas), yaitu 
semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan 
aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaati-Nya.
Nilai normatif dalam perspektif ekonomi syariah merupakan tata aturan (hukum) yang 
mengatur ekonomi syariah. Nilai ini adalah suatu nilai yang tidak hanya berlandaskan pada 
12 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 27.
13 Farida Indrati Soerapto, Ilmu Perundang-Undangan. Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, 
Yogyakarta, 1998, hlm.11.
14 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat. Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 37.575
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sumber-sumber Hukum Islam, melainkan juga pada sumber-sumber hukum lainnya seperti 
yang berlaku di suatu negara, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Beberapa nilai utama tersebut di atas dalam implementasinya lebih lanjut guna 
menunjukkan peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan para nasabahnya, khususnya 
pemberdayaan UMKM, terkait pula dengan sejumlah nilai dan prinsip lainnya seperti nilai 
dan prinsip keadilan, nilai dan prinsip kemanfaatan, nilai dan prinsip keseimbangan, serta 
pemerataan, masing-masing menurut sumber Hukum Islam maupun menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dan dimulai dari nilai dan prinsip keadilan. 
Keadilan, baik sebagai nilai maupun sebagai prinsip, dalam konteks ekonomi bahwa, 
keadilan diartikan setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi 
masing-masing yang telah diberikannya dan setiap individu harus membebaskan diri dari 
eksploitasi terhadap yang lainnya, serta tidak boleh merugikan dan berbuat aniaya terhadap 
orang lain.
Keadilan dan penegakan hukum adalah termasuk salah satu prinsip utama di dalam 
syariah. Bahkan, keadilan menduduki posisi bukan sebagai bagian dari mekanisme, 
prosedur atau pelaksana, namun lebih dari itu kedudukannya adalah sebagai tujuan. Dalam 
hal ini Al-Qur’an dengan tegas dan jelas menekankan bahwa memerintahkan umat Islam 
dan negara untuk berbuat adil. Allah SWT berfirman “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh 
kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu 
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan hukum itu dengan 
adil”.
Berdasarkan uraian di atas, minimal ada tiga hal yang patut dicatat. Pertama, keadilan 
merupakan asas Islam pada ranah teologi dan hukum. Menyatakan keimanan terhadap Islam 
berarti menegaskan keberteguhan terhadap nilai keadilan. Kedua, keadilan bersifat objektif, 
yaitu yang dalam bahasa Al-Qur’an, tidak mengikuti hawa nafsu. Tetapi untuk mencapai 
sasaran dan objektivitas keadilan tidak dapat diserahkan kepada spekulasi manusia semata. 
Ketiga, syariah memberi ruang yang cukup untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat 
atas penegakan keadilan di sepanjang peradaban mereka dan dalam konteks perubahan 
yang terus akan berlangsung.
Seperti telah dikemukakan di atas bahwa nilai dan prinsip keadilan bersifat universal 
yang ditemukan antara lainnya pada berbagai sistem hukum dan sistem ekonomi. Bahwa 
sesungguhnya keadilan pada tataran konsepsional-filosofis menjadi sebuah konsep 
universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, ajaran setiap agama, dan bahkan 
ajaran berbagai aliran filsafat moral.
Nilai keadilan oleh sebagian pakar dikatakan sebagai bagian dari nilai keseimbangan. 
Arfin Hamid,15 mengemukakan sebagian pakar ekonomi syariah, bahwa nilai keadilan 
merupakan bagian dari nilai keseimbangan, demikian pula sebaliknya nilai keseimbangan 
melahirkan nilai keadilan, akan tetapi, melihat urgensi kedua nilai tersebut, masing-masing 
mengandung nilai yang tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus dipandang 
sebagai sesuatu yang asasi serta memerlukan langkah interpretatif. 
Nilai dan prinsip keadilan dalam implementasi ekonomi syariah pada Bank Syariah 
tidak terlepas dari tercantumnya salah satu prinsip syariah dalam Penjelasan Umum 
atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lainnya 
15 Arfin Hamid, “Hukum Ekonomi Islam …”, Op-Cit, , hlm. 69. 576
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bahwa, salah satu bentuk penggalian potensial dan wujud kontribusi masyarakat dalam 
pengembangan ekonomi nasional tersebut adalah pengembangan ekonomi berdasarkan 
nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsip Syariah berlandaskan pada  nilai-
nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniverselan (rahmatan lil-alamin).
Dengan demikian, implementasi nilai dan prinsip keadilan secara tegas tercantum 
dalam ketentuan perbankan syariah seperti yang telah dikemukakan di atas. Nilai keadilan 
dalam aktualisasi nilai dan prinsipnya, selain keadilan itu sendiri, juga persamaan, 
pemerataan, serta hak dan kewajiban.
Nilai dan prinsip keadilan dalam implementasinya pada perbankan syariah yang 
merupakan bagian dari ekonomi syariah tidak terpisahkan dari fungsinya, yakni untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 Undang-
Undang No. 21 Tahun 2008 bahwa, “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan 
usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”
Lebih lanjut, pada Pasal 3 ditegaskan dari segi tujuannya bahwa, “Perbankan Syariah 
bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 
keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”
Pembahasan tersebut di atas menunjukkan bahwa nilai dan prinsip keadilan telah 
secara jelas dan tegas ditentukan dalam ketentuan perbankan syariah, baik dari segi asasnya 
maupun dari segi tujuannya. Nilai dan prinsip keadilan dalam bidang ekonomi syariah, 
khususnya pada implementasinya dalam perbankan syariah telah terbukti secara tersurat 
dan bukan hanya secara tersirat sehingga mendapatkan kekuatan hukum yang tinggi, 
mengingat kedudukan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang 
menempati posisi utama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
Implementasi nilai dan prinsip kemanfaatan ditinjau dari ekonomi pada umumnya, 
relevan untuk disandingkan dan dibedakan di antara nilai dan prinsip ekonomi konvensional 
dengan nilai dan prinsip ekonomi syariah. Ekonomi konvensional yang dimaksud dan 
relevan disandingkan dan dibedakan itu ialah berdasarkan sistem kapitalisme-liberalisme 
yang juga berpengaruh di Indonesia.
Sistem ekonomi kapitalisme-liberalisme yang sedikit banyak merujuk pada pemikiran 
Adam Smith, Secara garis besar memiliki ciri-ciri tertentu, yakni: (a) pengakuan yang luas 
terhadap hak-hak pribadi; (b) perekonomian diatur menurut mekanisme pasar; dan (c) 
motif yang menggerakkan roda perekonomian adalah motif laba. Menurut Hasan Aedy,16 
konsep kapitalis yang liberal hanya fokus kepada membesarkan pertumbuhan ekonomi 
melalui kekuatan pasar. Padahal penduduk miskin tidak memiliki kekuatan apapun, kecuali 
dibantu, diberdayakan dan disantuni oleh mereka yang memiliki kekuatan.
Terdapat beberapa kegagalan dari asumsi-asumsi dalam sistem ekonomi kapitalisme-
liberalisme, yakni: 
Pertama, dalam sistem kapitalisme tercipta keselarasan antara kepentingan individu 
(individual interest) dengan kepentingan masyarakat (social interest). Tidak mungkin 
terjadi konflik di antara dua kepentingan itu. Asumsi tersebut mengalami kegagalan karena 
pada praktiknya, sistem ekonomi kapitalisme lebih mengagungkan pemenuhan hak dan 
kepentingan individu dari kepentingan masyarakat. Selain itu, mengatasnamakan hak asasi 
16 Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam. Sebuah Studi Kompara-
si, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 6.577
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sehingga setiap individu berhak untuk mengkesploitasi segala sumber daya ekonomi yang 
ada, padahal sumber daya dimaksud memiliki keterbatasan. Negara tidak memiliki hak 
untuk mengekang setiap individu di dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Keadaan ini 
diperparah oleh tidak adanya nilai moral yang mengarahkan aktivitas ekonomi dari setiap 
individu.
Kedua, dalam sistem kapitalisme, preferens individual merupakan cerminan dari 
prioritas sosial. Setiap kejadian dalam sistem sekuler terjadi berdasarkan nilai-nilai 
kegunaan/manfaat, sehingga pemanfaatan sumber daya yang ada hanya untuk memenuhi 
kebutuhannya saja. Asumsi ini mengalami kegagalan karena ternyata penggunaan segala 
sumber daya yang terbatas itu tidak mencerminkan kebutuhan sosial secara umum, 
melainkan hanya mencerminkan pemenuhan kebutuhan kelompok bagi yang kaya (the 
have).
Ketiga, terwujudnya distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata. Padahal, pada 
kenyataannya justru sebaliknya, pendapatan dan kekayaan tidak terdistribusikan secara adil 
dan merata.
Keempat, tingkat harga yang terjadi mencerminkan urgency of wants. Hal ini 
dilandaskan kepada anggapan bahwa kesediaan konsumen tanpa memandang kaya dan 
miskin untuk membayar harga pasar mencerminkan kepentingan kebutuhannya. Akan 
tetapi, asumsi ini pun tidak sesuai, karena walaupun setiap anak sama-sama membutuhkan 
susu, namun kemampuan keluarga kaya berbeda dengan keluarga miskin.
Kelima, adanya struktur pasar persaingan sempurna, yaitu setiap individu/perusahaan 
dapat bebas keluar masuk pasar tanpa adanya rintangan. Asumsi ini pun gagal karena pada 
kenyataannya struktur pasar yang terbentuk adalah imperfect competition, yaitu pasar 
dikuasai oleh industri besar ataupun perusahaan-perusahaan multinasional. Kegagalan 
asumsi-asumsi di atas mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan market strategy 
dan membuktikan ketidakmampuan sistem tersebut di dalam memperlihatkan perubahan 
struktural radikal yang diperlukan untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi berdasarkan 
prinsip-prinsip keadilan dan stabilitas.
Nilai dan prinsip kemanfaatan atau maslahah akan merujuk pada bagaimana 
kegunaan atau manfaat dari sistem ekonomi itu sendiri, yang dalam hal ini ekonomi syariah 
dan implementasinya pada perbankan syariah, terkait erat dengan tujuannya. Ekonomi 
khususnya perbankan memiliki tujuan tertentu yang tidak pula terlepas dari pencapaian 
tujuan nasional. Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen 
pembangunan (agent of development) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang 
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 
ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Nilai dan prinsip kemanfaatan tersebut juga secara tegas tampak implementasinya 
dalam tataran normatif menurut ketentuan perbankan syariah pada Pasal 3 Undang-Undang 
No. 21 Tahun 2008, yang dalam penjelasannya dijelaskan bahwa, dalam mencapai tujuan 
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada 
prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsistensi (istiqamah).
Karakteristik ekonomi syariah khususnya perbankan syariah itu adalah kuatnya 
aspek moralitas yang mengarahkan pelaku ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah 
sehingga tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan. Kekuatan 578
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inilah yang membedakan ekonomi syariah dari sistem ekonomi yang lainnya.
Implementasi nilai dan prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah berbeda apabila 
disandingkan dan dibandingkan dengan sistem-sistem ekonomi konvensional lainnya, 
teristimewa sistem ekonomi kapitalis-liberalis. Terlepasnya kegiatan dan proses ekonomi 
dari nilai transendental, mengakibatkan orientasi mencari kebahagiaan hidup manusia 
hanya semata-mata untuk mendapatkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya, dan untuk 
dirinya sendiri. Nilai-nilai dasar (basic rules) akan membangun kerangka sosial, legal, dan 
tingkah laku dari sistem dalam mencapai tujuan atau hasil tertentu yang memiliki nilai yang 
telah diprioritasnya, serta menjadi life style yang khas yang bertentangan dengan kehidupan 
sosialis dan kapitalis, yang memandang ekonomi melalui sudut pandang keduniaan 
(worldly life), atau yang bersifat materi dari kehidupan manusia baik yang menyangkut 
dasar maupun serpihan (furu’)nya yang lain.
Pada implementasinya memang menunjukkan keberhasilan pembangunan dan hasil-
hasilnya, seperti meningkatnya GNP, pendapatan per kapita, meningkatnya kegiatan 
ekonomi domestik, dan lain-lainnya. Namun di sisi lain, terdapat sejumlah besar masyarakat 
yang belum menikmati pembangunan dan hasil-hasilnya, yang tetap berada di bawah 
garis kemiskinan, dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan primer, baik sandang, pangan 
maupun papan, kebutuhan kesehatan, pendidikan dan lainnya. Keterbatasan sebagian besar 
masyarakat yang tidak terjamah oleh pembangunan dan hasil-hasilnya tersebut dijawab 
dengan salah satu logi dari Trilogi Pembangunan, yakni pemerataan.
Pemerataan dalam arti luas, sebenarnya terkait erat dengan sejumlah nilai dan 
prinsip ekonomi syariah yang telah dibahas sebelumnya, yakni pemerataan kesejahteraan 
atau pemerataan pendapatan. Kegiatan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan 
dan diiringi dengan pemerataan sebagaimana ditekankan pada Trilogi Pembangunan, 
merupakan wujud dari paradigma pertumbuhan dengan pemerataan (Distribution with 
Growth Paradigm).
Paradigma ini diharapkan akan mampu mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi 
yang rendah, sekaligus dengan mengatasi ketimpangan di antara kelompok-kelompok 
sosial. Setelah paradigma ini dilaksanakan di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia 
pada masa pemerintahan Orde Baru yang terkenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, 
ternyata juga tidak berhasil dengan baik.
Nilai dan prinsip ekonomi syariah seperti yang telah dibahas, terkait erat dengan fungsi 
pemerataan yang berdimensi keadilan, bahwa kesejahteraan rakyat tidak semata-mata 
menjadi milik dan hak segelintir warga masyarakat, melainkan harus menjadi milik dan hak 
seluruh warganegara. Fungsi pemerataan berkaitan dengan kemaslahatan, kemanfaatan, dan 
keseimbangan, bertalian satu sama lainnya sebagai bagian dari pencapaian tujuan negara 
atau tujuan nasional, yang di Indonesia ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerataan yang berorientasi distribusi kekayaan secara adil dan merata dalam 
perspektif ekonomi syariah, pada implementasinya di Indonesia lebih banyak berada di luar 
kegiatan dan program Pemerintah, melainkan banyak dilakukan sendiri oleh kalangan warga 
muslim Indonesia. Implementasi pemerataan dalam bidang ekonomi menurut paradigma 
ekonomi syariah, relatif baru oleh karena dalam kegiatan dan kebijakan perekonomian di 
Indonesia hanyalah diberikan porsi yang kurang signifikan, dan lebih banyak dilakukan 579
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oleh pihak-pihak non-Pemerintah.
Konsep pertumbuhan ekonomi menyebabkan kesenjangan pendapatan di antara warga 
masyarakat, bahwa terdapat sejumlah warga masyarakat yang menikmati hasil pertumbuhan 
dengan kemakmuran, sedangkan terdapat pula sejumlah besar warga masyarakat yang tetap 
terkungkung di bawah garis kemiskinan.
Pertimbangan yang demikian hanya mengakibatkan ketidakadilan, dan dari 
ketidakadilan ini dapat menjadi asumsi bahwa dengan ketidakadilan timbul pula 
ketidakmerataan distribusi kekayaan, sehingga kemashalatan dan keseimbangan dalam 
kepemilikan harta kekayaan kurang terpenuhi. Konsep pertumbuhan ekonomi yang berbasis 
pada sistem ekonomi kapitalis-liberalis membutuhkan konsep lainnya yakni pemerataan. 
Mashab sosialis lebih menekankan pada konsep pemerataan. Aliran ini berorientasi pada 
kepentingan bersama ‘bonum commune’, dan menafikan kepemilikan individual karena 
substansi dari aliran sosialis adalah kesejahteraan bersama.
Implementasi sejumlah nilai dan prinsip dalam ekonomi syariah yang dimulai 
dari nilai dan prinsip Ilahiyah, nilai dan prinsip Akhlak, dan nilai dan prinsip normatif, 
kemudian diperjelas dalam sejumlah nilai seperti keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, 
dan pemerataan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip 
tersebut berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang paling tinggi dan yang 
bersumber dari sumber Hukum Islam, kemudian dipertegas pula dalam implementasinya 
berdasarkan pada sumber hukum tertentu seperti peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.
Nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang digali dan diangkat dari sumber 
Hukum Islam kemudian dipertegas lagi dengan sumber hukum lainnya, seperti peraturan 
perundang-undangan, misalnya dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah, berisikan maksud dan tujuannya, antara lain dalam pemberdayaan 
nasabah, khususnya para UMKM.
Pemberdayaan nasabah Bank Syariah yang antara lainnya dilakukan melalui 
penyaluran dana kepada nasabah (UMKM), merupakan bagian penting dan pokok dari 
implementasi sejumlah nilai dan prinsip dalam ekonomi syariah. Dengan demikian, dalam 
penerapan kegiatan bisnis baik oleh Perbankan Syariah maupun oleh UMKM harus tetap 
merujuk dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan baik yang diatur berdasarkan sumber 
Hukum Islam maupun menurut sumber hukum lainnya, seperti peraturan perundangan 
yang berlaku seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menarik 
kesimpulan sebagai berikut:
1. Secara substansial dalam ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan 
praktik Perbankan Syariah di Indonesia masih ditemukan kelemahannya. Salah satu 
kelemahannya ialah dalam hal penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang menu-
rut peraturan perundang-undangan diselesaikan melalui Peradilan Agama, ternyata 
dalam praktiknya ditemukan dan ditentukan secara sepihak oleh Bank Syariah bahwa 
penyelesaian sengketa yang dimaksud diselesaikan melalui Peradilan Umum. 580
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2. Implementasi nilai-nilai syariah, meliputi nilai Ilahiiyah, nilai Akhlak, dan nilai 
Normatif. Beberapa nilai ini kemudian menurunkan sejumlah nilai dan prinsip syariah 
seperti: keadilan, kemashalatan, kemanfaatan dan pemerataan. Nilai-nilai syariah ini 
memberi landasan yang kuat dalam implementasinya guna pemberdayaan UMKM, 
oleh karena pemberdayaan UMKM tidak hanya dipandang sebagai pemberdayaan 
secara materiil (duniawi) melainkan juga ukhwari.
Saran
1. Perlunya pembaruan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbank-
an Syariah yakni yang mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama menyelesaikan 
sengketa antara Bank Syariah dengan nasabahnya. Meskipun peraturan perundangan 
sekarang ini mengatur dan mengakui eksistensi Peradilan Agama dalam menyele-
saikan sengketa bisnis syariah, akan tetapi pihak Bank Syariah belum sepenuhnya 
mempercayai kemampuan dan kesanggupan Peradilan Agama dalam menjalankan 
kewenangannya itu.
2. Peranan Bank Syariah dalam pemberdayaan nasabahnya (UMKM) terasa tidak hanya 
memberdayakan secara materiil (duniawi) melalui peningkatan kesejahteraan, me-
lainkan juga pemberdayaan secara ukhwari, yang dapat menuntun pelaku UMKM 
untuk lebih menjunjung tinggi nilai-nilai dan bisnis Islami.
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